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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG 

NOMOR :  2 TAHUN 2013 

TENTANG 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH  

KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011 - 2031 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KARAWANG, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan ruang dan 

pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten 

Karawang, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan 

keseimbangan antar sektor, penetapan lokasi dan 

fungsi ruang untuk investasi serta Penataan ruang 

kawasan strategis Kabupaten Karawang; 

b. bahwa dalam rangka penerbitan perizinan lokasi 

pembangunan dan administrasi oleh Pemerintah 

Kabupaten Karawang; 

c. bahwa dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 

2004 tentang RTRWK Karawang sudah tidak lagi 

sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 

Tentang Penataan Ruang; 

d. bahwa sebagaimana disebutkan dalam huruf a, huruf b, 

huruf c dan huruf d di atas, maka perlu disusun 

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Karawang 2011 – 2031. 

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2043);  

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3274);  

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3419);  

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang 

Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 30, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);  

7. Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3647);  

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 2004 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4412);  

9. Undang-Undang  Nomor 22 Tahun  2001 tentang 

Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);  
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10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang 

Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4169);  

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas 

Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4327);  

12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang 

Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4411);  

13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4433);  

14. Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 

Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4377);  

15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun  2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

16. Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844);  

17. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4441);  

18. Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2007  tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 

2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4700);  

19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 
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Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4722);  

20. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723);  

21. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725);  

22. Undang-Undang  Nomor 27  Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4739);  

23. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Persampahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 

24. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4925);  

25. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);  

26. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4966);  

27. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 

Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974); 

28. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96); 

29. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

30. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang 
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Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5068); 

31. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda 

Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 130);  

32. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang 

Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 132); 

33. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7); 

34. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

35. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang 

Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3445);  

36. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang 

Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3776);  

37. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang 

Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3816);  

38. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3838);  

39. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang 

Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3934);  
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40. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran 

Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4161);  

41. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang 

Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4242);  

42. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang 

Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);  

43. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4385);  

44. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang 

Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);  

45. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);  

46. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang 

Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4624);  

47. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang 

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4638);  

48. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang 

Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan 

Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);  

 

 

 

 

49. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
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Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);  

50. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);  

51. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang 

Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4859);  

52. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4833);  

53. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang 

Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4987);  

54. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5004);  

55. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 

Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5019); 

56. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang 

Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5070); 

57. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086); 

58.  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang 

Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 5096);  

59. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

60. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang 

Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5110); 

61. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan 

Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5111); 

62. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang 

Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5160);  

63. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan 

Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5217); 

64. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang 

Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5230); 

65. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang 

Pengelolaan Kawasan Lindung; 

66. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang 

Kebijakan Nasional Dibidang Pertanahan; 

67. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional; 

68. Peraturan Menteri Pertanian Nomor  

41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis 

Kawasan Peruntukan Pertanian; 

69. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 

tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses 

Perencanaan Tata Ruang di Daerah;  

70.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 

tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah; 

71. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 

2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan 
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Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam 

Penyusunan Rencana Tata Ruang;  

72. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 

2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan 

Rawan Bencana Longsor;  

73. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 

2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan 

RTH di Kawasan Perkotaan; 

74. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 

tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan; 

75. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan 

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan 

Perkotaan; 

76. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi 

Nasional Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah 

Permukiman (KSNP-SPALP); 

77. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;  

78. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 

tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat 

Tumbuh di Daerah;  

79. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/1993 

tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat 

Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Batas Sungai; 

80. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan 

Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota 

beserta Rencana Rinciannya;  

81. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;  

82. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 

2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung 

Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah; 

83. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

13/PRT/M/2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

Penataan Ruang;  

84. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2009 
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tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; 

85. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-

II/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi 

dalam rangka Pemberian Persetujuan Substansi 

Kehutanan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Tata Ruang Daerah;  

86. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal 

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

87. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

88. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 

2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air 

di Provinsi Jawa Barat;  

89. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 

2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah 

(Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);  

90. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);  

91. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat 

(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46); 

92. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 

2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 

Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86); dan 

93. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah.  

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG 

dan 

BUPATI KARAWANG 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG 

WILAYAH KABUPATEN KARAWANG 2011 – 2030 

 

 

           BAB I 

                                        KETENTUAN UMUM 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat. 

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

3. Kabupaten adalah Kabupaten Karawang. 

4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Karawang. 

5. Bupati adalah Bupati Karawang. 

6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. 

8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang 

udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, 

tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan 

memelihara kelangsungan hidupnya. 

9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 

10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang yang selanjutnya 

disebut RTRW Kabupaten dan disingkat RTRWK adalah kebijakan dan 

strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah.  
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11. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman, sistem 

jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung 

kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki 

hubungan fungsional. 

12. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang 

meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang 

untuk fungsi budidaya. 

13. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

14. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi 

pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. 

15. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan 

hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam 

penataan ruang. 

16. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja 

penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah 

daerah, dan masyarakat. 

17. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan 

ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, 

dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

18. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan 

penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

19. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur 

ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana 

tata ruang. 

20. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan 

pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan 

pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 

21. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib 

tata ruang. 

22. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 
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23. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta 

segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan 

aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 

24. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi 

daya. 

25. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama 

melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya 

alam, sumber daya buatan, dan nilai sejarah dan budaya bangsa guna 

kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. 

26. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama 

untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, 

sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 

27. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan 

kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten 

yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang 

membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan  dominasi fungsi 

tertentu dalam wilayah kabupaten. 

28. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama 

bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 

permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa 

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 

29. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama 

pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan 

fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa 

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 

30. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan 

perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau 

beberapa kabupaten/kota 

31. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan 

perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau 

beberapa kecamatan. 

32. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan 

perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau 

beberapa desa. 
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33. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah 

pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala 

antar desa. 

34. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala 

bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya 

yang diperuntukkan bagi  lalu lintas, yang berada pada permukaan 

tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah 

dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, 

jalan lori, dan jalan kabel; 

35. Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang 

terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan 

sekunder yang terjalin dalam hubungan hirarki. Berdasarkan sifat 

dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan, fungsi jalan 

dibedakan atas arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang terdapat 

pada sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. 

Sedangkan jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas jalan 

nasional,  jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa 

36. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan 

peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan 

semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua 

simpul jasa distribusi yg berwujud pusat kegiatan 

37. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan 

peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di 

dalam kawasan perkotaan 

38. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 

utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, 

dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna 

39. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 

pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, 

kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi 

40. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 

setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata 

rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi 
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41. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani 

angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan 

kecepatan rata-rata rendah 

42. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem 

jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, 

dan jalan strategis nasional, serta jalan tol 

43. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan 

primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota 

kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan 

strategis provinsi 

44. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan 

primer yang tidak termasuk Jalan Nasional maupun Jalan Provinsi, 

yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, 

antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan 

lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem 

jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis 

kabupaten 

45. Berdasarkan lingkup pelayarannya, pelabuhan internasional adalah 

pelabuhan utama sekunder yang melayani nasional maupun 

internasional dalam jumlah besar yang juga menjadi simpul jaringan 

transportasi laut internasional. 

46. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disebut 

dengan SUTET, adalah saluran yang menyalurkan energi listrik 

dengan kekuatan 500 kV dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya 

jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa 

disalurkan dengan efisien 

47. Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disebut 

dengan GITET adalah bagian dari suatu sistem tenaga yang 

dipusatkan pada suatu tempat tertentu, berisikan sebagian besar 

ujung-ujung saluran transmisi atau distribusi, perlengkapan hubung 

bagi beserta bangunannya dan dapat juga berisi transformator-

transformator. 

48. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disebut 

SPBU adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh 

bahan bakar. 
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49. Stasiun Pengisian dan Pengumpulan Bulk Elpiji yang selanjutnya 

disebut SPPBE adalah Stasiun Pengisian Elpiji milik swasta yang 

melakukan pengangkutan LPG dalam bentuk curah. 

50. Instalasi Pengolahan Air Bersih yang selanjutnya disebut WTP adalah 

bangunan utama pengolahan air bersih yang ini terdiri dari bak 

koagulasi, bak flokulasi, bak sedimentasi dan bak filtrasi. 

51. Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya 

disebut TPPAS adalah fasilitas atau tempat pemilahan sampah, 

pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, 

dan pemrosesan akhir sampah. 

52. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disebut IPAL 

merupakan instalasi akhir dari sistem pengelolaan air limbah 

terpusat dimana air limbah yang diolah berasal dari air limbah yang 

disalurkan melalui saluran pengumpul. 

53. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disebut IPLT 

merupakan bangunan pengolahan khusus lumpur tinja sebelum 

dibuang ke lingkungan atau badan air, dengan tujuan mengurangi 

dampak pencemaran terhadap lingkungan. 

54. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 

sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam 

persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya 

tidak dapat dipisahkan. 

55. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau 

ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya 

sebagai hutan tetap. 

56. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat 

khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar 

maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan 

erosi, serta memelihara kesuburan tanah. 

57. Terumbu karang adalah struktur kehidupan yang terbesar dan tertua 

yang merupakan sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis 

dengan sejenis tumbuhan alga dengan fungsi utama adalah tempat 

hidup ikan-ikan, sebagai pelindung pantai dari gelombang laut dan 

karena keindahannya dapat digunakan sebagai tempat wisata. 
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58. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, 

keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, 

yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan 

manusia serta makhluk hidup lain. 

59. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah 

upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, 

termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk 

menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa 

kini dan generasi masa depan. 

60. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan 

hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup 

lainnya. 

61. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan 

hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang 

masuk atau dimasukan kedalamnya. 

62. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan 

kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam 

membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan 

hidup. 

63. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan 

tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat 

pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air. 

64. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu 

wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu 

kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi 

menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air 

lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut. 

65. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang 

mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian 

fungsi sungai. 

66. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area 

memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih 

bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara 

alamiah maupun yang sengaja ditanam. 
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67. Kawasan Kars adalah kawasan batuan karbonat berupa batu 

gamping dan dolomite yang memperlihatkan morfologi kars. 

68. Kawasan rawan bencana adalah kawasan dengan kondisi atau 

karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis dan geografis 

pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi 

kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan 

mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya. 

69. Kawasan rawan banjir adalah daratan yang berbentuk flat, cekungan 

yang sering atau berpotensi menerima aliran air permukaan yang 

relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh drainase atau sungai, 

sehingga melimpah ke kanan dan ke kiri serta menimbulkan masalah 

yang merugikan manusia. 

70. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi 

pokok memproduksi hasil hutan. 

71. Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan yang 

diperuntukan untuk kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 

memproduksi hasil hutan. 

72. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan 

bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan 

basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian tanaman 

tahunan/perkebunan, perikanan, peternakan 

73. Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan 

pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan 

secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kedaulatan 

dan ketahanan pangan nasional 

74. Kawasan peruntukan perikanan adalah wilayah yang memiliki potensi 

sumber daya perikanan yang meliputi kawasan perikanan tangkap, 

budi daya perikanan, dan pengolahan ikan 

75. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki 

potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau 

gas berdasarkan peta atau data geologi dan merupakan tempat 

dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan 

yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi 

produk atau eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan 

maupun perairan. 
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76. Wilayah Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral 

dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi 

pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.  

77. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang 

diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata 

Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

78. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan 

Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang 

yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri 

yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. 

79. Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan 

bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan 

dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata 

serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. 

80. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

wisata,termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta 

usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut 

81. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan 

tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara 

untuk menikmati objek dan daya tarik wisata 

82. Objek dan daya tarik pariwisata adalah perwujudan ciptaan manusia 

yaitu museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni 

budaya, wisata agro, wisata tirta, taman rekreaksi, dan tempat 

hiburan dan  keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk 

dikunjungi wisatawa. 

83. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang 

dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. 

84. Kawasan peruntukan permukiman adalah kawasan yang 

diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan 

tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan 

penghidupan. 
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85. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari 

permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi 

dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya 

pemenuhan rumah yang layak huni. 

86. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas 

lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, 

sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi 

lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan 

87. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar 

kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan 

yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian 

dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan 

penghidupan. 

88. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni 

karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan 

yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang 

tidak memenuhi syarat 

89. Kawasan siap bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah 

sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas 

umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan 

hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang 

90. Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah 

sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas 

umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan 

dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari 

kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang 

91. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara 

nasional yang digunakan untuk pertahanan 

92. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan 

kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan 

gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 
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93. Kawasan perdagangan dan jasa adalah kawasan pengembangan 

kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk pergudangan, yang 

diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan 

memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan. 

94.  Kawasan Pusat Bisnis yang selanjutnya disebut CBD adalah pusat 

kegiatan perkotaan dengan lokasi yang strategis di kawasan 

perkotaan yang memiliki pusat perdagangan dan jasa skala 

Kabupaten 

95. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara 

dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta 

dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang 

dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat 

atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan 

proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. 

96. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual 

berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, 

Supermarket, Pusat Perbelanjaan (Department Store), Hypermarket 

ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. 

97. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah 

wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai 

pengaruh sangat penting secara regional dalam aspek pertahanan 

keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan/atau 

pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi. 

98. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah 

wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai 

pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap 

ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. 

99. Peraturan Zonasi adalah pedoman yang mengatur tentang 

persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan 

disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya 

dalam perencanaan rinci tata ruang.  

100. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam 

kegiatan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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101. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan 

terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata 

ruang. 

102. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi 

pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak 

sejalan dengan rencana tata ruang. 

103. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk 

masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan 

nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang. 

104. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses 

perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian 

pemanfaatan ruang. 

105. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut 

BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk 

mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang di Kabupaten Karawang dan mempunyai 

fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di 

kabupaten. 

106. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pegawai negeri sipil 

tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan 

tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang 

khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik 

kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

107. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah 

dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan 

ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. 

 

BAB II 

LINGKUP WILAYAH 

Pasal 2  

(1) Lingkup wilayah RTRW Kabupaten meliputi batas yang ditentukan 

berdsasarkan aspek administratif, mencakup: 
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a. wilayah daratan seluas 1.753.27 km2; 

b. wilayah pesisir dan laut, sepanjang 75 km dengan kewenangan 4 mil 

dari garis pantai terluar; 

c. wilayah udara; dan 

d. wilayah dalam bumi. 

(2) Batas koordinat wilayah Kabupaten Karawang adalah 107o02’-107o40’ BT 

dan 5o562’-6o34’ LS. 

(3) Batas wilayah Kabupaten Karawang adalah : 

a. sebelah Utara  : Laut Jawa 

b. sebelah Timur   : Kabupaten Subang 

c. sebelah Tenggara   : Kabupaten Purwakarta 

d. sebelah Selatan  : Kabupaten Bogor  

e. sebelah Barat  : Kabupaten Bekasi 

 

 

BAB III 

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG 

Bagian Kesatu 

Tujuan Penataan Ruang  

Pasal 3  

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan 

pemanfaatan sumberdaya ruang yang optimal, efektif, dan efisien, serta serasi 

dengan penataan ruang nasional, provinsi serta wilayah sekitarnya menuju 

kualitas kehidupan yang lebih baik dalam mewujudkan Kabupaten Karawang 

sejahtera berbasis pertanian dan industri 

 

Bagian Kedua 

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang  

Paragraf 1 

Kebijakan Penataan Ruang 

Pasal 4  

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 disusun kebijakan penataan ruang wilayah 

kabupaten. 
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(2) Kebijakan  penataan  ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi : 

a. pengembangan kawasan perkotaan serta pusat-pusat kegiatan yang 

berhirarkis dalam rangka mendukung pengembangan pertanian dan 

industri; 

b. pelestarian lahan tanaman pangan yang mendukung pengelolaan 

pertanian lahan basah berkelanjutan; 

c. pemantapan pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan industri; 

d. pengembangan sistem jaringan prasarana yang menghubungkan 

pusat-pusat kegiatan yang ada serta mampu melayani keseluruhan 

wilayah; 

e. pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk 

mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan; dan 

f. pengembangan pola ruang wilayah yang mengarahkan distribusi 

peruntukan ruang dalam wilayah berdasarkan kebutuhan ruang 

untuk fungsi lindung dan budidaya. 

 

 

Paragraf 2 

Strategi Penataan Ruang 

Pasal 5  

(1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2)  ditetapkan strategi penataan ruang 

wilayah kabupaten. 

(2) Strategi kebijakan pengembangan kawasan perkotaan serta pusat-pusat 

kegiatan yang berhirarkis dalam rangka mendukung pengembangan 

pertanian dan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 

huruf a meliputi : 

a. mengembangkan kawasan perkotaan Cikampek meliputi Kecamatan 

Cikampek, Kotabaru, Purwasari, dan kawasan perkotaan Karawang 

meliputi Kecamatan Karawang Barat, Karawang Timur, Telukjambe 

Barat, Telukjambe Timur, dan Klari; 

b. mengembangkan kecamatan Klari, Purwasari, Jatisari, Telukjambe 

Barat, Telukjambe Timur, Kotabaru, Tirtamulya, Telagasari, 

Batujaya, Pedes, Majalaya, Cilamaya Kulon, Tegalwaru, Pangkalan, 



25 

 

dan Lemahabang yang memiliki potensi sebagai pusat pelayanan 

kawasan; 

c. mengembangkan kecamatan Tempuran, Banyusari, Pakisjaya, 

Ciampel, Cilebar, Rawamerta, Jayakerta dan Kutawaluya yang 

memiliki potensi  sebagai pusat pelayanan lingkungan; 

d. mengembangkan pusat koleksi dan distribusi kegiatan pertanian 

lahan basah, perkebunan, dan hortikultura di Kecamatan 

Rengasdengklok dan Cilamaya Wetan; dan 

e. mengembangkan pusat-pusat pengembangan industri di Kecamatan 

Cikampek, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, Klari, dan 

Ciampel. 

(3) Strategi kebijakan pelestarian lahan pertanian yang mendukung 

pengelolaan pertanian lahan basah berkelanjutan  sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf b meliputi: 

a. menetapkan kawasan yang secara eksisting didominasi oleh lahan 

pertanian sebagai kawasan peruntukan pertanian; 

b. meminimalkan potensi alih fungsi lahan pertanian menjadi fungsi 

peruntukan dan penggunaan lahan lainnya; 

c. memperhatikan secara khusus kawasan pertanian yang mempunyai 

desakan paling besar untuk terjadinya alih fungsi lahan akibat 

perkembangan kawasan perkotaan koridor Karawang – Cikampek; 

dan 

d. memperhatikan secara khusus potensi alih fungsi lahan pertanian 

yang tinggi akibat pengembangan pelabuhan internasional Cilamaya.  

(4) Strategi kebijakan pemantapan pemanfaatan ruang di kawasan 

peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf 

c meliputi: 

a. mengarahkan pengembangan industri di Kecamatan Cikampek, 

Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, Klari, Ciampel, Karawang 

Barat, Karawang Timur, Pangkalan dan Rengasdengklok sebagai 

kawasan peruntukan industri; 

b. menangani secara khusus kawasan industri yang rawan terhadap 

potensi banjir; dan 

c. mengembangkan penanganan khusus bagi industri-industri yang 

secara eksisting sudah berdiri di luar kawasan industri dan kawasan 

peruntukan industri. 
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(5) Strategi kebijakan pengembangan sistem jaringan prasarana yang 

menghubungkan pusat-pusat kegiatan yang ada serta mampu melayani 

keseluruhan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) 

huruf d meliputi: 

a. mempertegas sistem hirarkis jaringan jalan dengan mengembangkan 

sistem jaringan jalan yang sudah ada  maupun yang akan 

dikembangkan; 

b. menjaga agar peningkatan ataupun pembangunan jaringan jalan di 

bagian utara Kabupaten tidak menimbulkan bangkitan kegiatan 

yang dapat mengancam keberadaan lahan pertanian dan kawasan 

pesisir; 

c. mengembangkan terminal dalam tipe yang sesuai di setiap pusat 

kegiatan; 

d. mengembangkan secara bertahap sistem angkutan massal yang 

berbasis kereta api; 

e. mengembangkan jaringan pelayanan air minum, kelistrikan, limbah 

dan persampahan secara optimal sehingga dapat melayani kawasan 

pengembangan industri dan kawasan perkotaan lainnya, serta secara 

bertahap melayani seluruh kawasan perdesaan; dan 

f. mengembangkan pasar induk skala regional di kawasan perkotaan. 

(6) Strategi kebijakan pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan 

lindung untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf e, meliputi : 

a. memantapkan fungsi kawasan hutan lindung melalui peningkatan 

kelestarian hutan untuk keseimbangan tata air dan lingkungan 

hidup; 

b. melindungi dan menjaga fungsi lindung yang ada di kawasan lindung 

yang ditetapkan; dan 

c. memperhatikan secara khusus keberadaan Situs Batujaya sebagai 

bukti kesejarahan keberadaan Kabupaten. 

(7) Strategi kebijakan pengembangan pola ruang yang mengarahkan 

distribusi peruntukan ruang dalam wilayah berdasarkan kebutuhan 

ruang untuk fungsi lindung dan budidaya, yang meliputi : 

a. menetapkan pola ruang wilayah Kabupaten yang meliputi kawasan 

peruntukan hutan produksi, pertanian, perikanan, pertambangan, 

pariwisata, permukiman, industri serta peruntukan lainnya; 
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b. merumuskan ketentuan pemanfaatan ruang di setiap kawasan 

peruntukan dengan prinsip setiap  kegiatan yang akan 

dikembangkan tidak mengganggu fungsi utama kawasan serta 

menurunkan kualitas ruang; 

c. melindungi fungsi dan keberadaan kawasan hutan produksi, 

pengembangan pertanian dan permukiman; 

d. memprioritaskan pengembangan kawasan pertanian dan industri; 

dan 

e. menjaga keberadaan kawasan pertahanan dan keamanan yang 

berada di Kecamatan Tegalwaru dan Telukjambe Timur. 

 

 

BAB IV 

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 6  

(1) Rencana struktur ruang wilayah  kabupaten terdiri atas :  

a. sistem pusat pelayanan; dan 

b. sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten. 

(2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat 

ketelitian 1 : 50.000 yang tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

 

Bagian Kedua 

 Sistem Pusat Pelayanan 

Pasal 7  

(1) Sistem perkotaan Kabupaten terdiri atas: 

a. PKL; 

b. PPK; dan 

c. PPL. 

(2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : 

a. Kecamatan Karawang Barat; 

b. Kecamatan Karawang Timur; 

c. Kecamatan Cikampek; 

d. Kecamatan Rengasdengklok; dan 
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e. Kecamatan Cilamaya Wetan. 

(3) PKL Karawang Barat dan PKL Karawang Timur membentuk Kawasan 

Perkotaan Karawang yang meliputi Kecamatan Karawang Barat, 

Karawang Timur, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur dan Klari. 

(4) PKL Cikampek membentuk Kawasan Perkotaan Cikampek yang terdiri 

dari Kecamatan Cikampek, Kotabaru dan Purwasari. 

(5) PKL Rengasdengklok membentuk Kawasan Perkotaan Rengasdengklok 

yang meliputi Kecamatan Rengasdengklok. 

(6) PKL Cilamaya Wetan membentuk Kawasan Perkotaan Cilamaya Wetan 

yang meliputi Kecamatan Cilamaya Wetan. 

(7) Kecamatan Cikampek merupakan bagian dari PKW Cikampek – Cikopo 

dalam struktur ruang wilayah Provinsi. 

(8) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : 

a. Kecamatan Klari; 

b. Kecamatan Purwasari; 

c. Kecamatan Jatisari; 

d. Kecamatan Telukjambe Barat; 

e. Kecamatan Telukjambe Timur; 

f. Kecamatan Kotabaru; 

g. Kecamatan Tirtamulya;  

h. Kecamatan Telagasari; 

i. Kecamatan Lemahabang; 

j. Kecamatan Majalaya; 

k. Kecamatan Batujaya; 

l. Kecamatan Pedes; 

m. Kecamatan Cilamaya Kulon; 

n. Kecamatan Pangkalan;  dan 

o. Kecamatan Tegalwaru. 

(9) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Ibukota 

Kecamatan Tempuran, Banyusari, Pakisjaya, Ciampel, Tirtajaya, Cibuaya, 

Cilebar, Rawamerta, Jayakerta, dan Kecamatan Kutawaluya. 
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Pasal 8  

(1) Penetapan Kecamatan Cikampek sebagai PKL yang merupakan bagian 

dari PKW Cikampek – Cikopo diarahkan sebagai pusat pengembangan 

jasa, perdagangan, dan industri skala nasional. 

(2) PKL Karawang Barat sebagai pusat kegiatan dengan cakupan pelayanan 

seluruh wilayah Kabupaten dan diarahkan untuk pengembangan pusat 

pemerintahan Kabupaten Karawang, permukiman perkotaan serta pintu 

masuk atau interchange dari sistem jaringan jalan primer atau jalan tol. 

(3) PKL Karawang Timur sebagai pusat kegiatan dengan cakupan pelayanan 

beberapa kecamatan di sekitarnya dan diarahkan untuk pengembangan 

kawasan peruntukan industri, serta permukiman perkotaan. 

(4) PKL Rengasdengklok sebagai kawasan yang berkembang dengan peran 

sebagai pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian, khususnya 

pertanian lahan basah serta permukiman skala terbatas dan industri 

yang terkait dengan produk pertanian lahan basah. 

(5) PKL Cilamaya Wetan sebagai pendukung rencana pelabuhan 

internasional di Kecamatan Tempuran, dengan tetap mempertahankan 

ciri perdesaan dan keberadaan kawasan pertanian lahan basah. 

(6) Rencana sistem perkotaan tercantum dalam Lampiran II, yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Bagian Ketiga 

Paragraf 1 

Sistem Jaringan Prasarana 

Pasal 9  

(1) Rencana sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 6  huruf b meliputi : 

a. sistem prasarana utama; dan 

b. sistem prasarana lainnya. 

(2) Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten dibentuk oleh sistem 

jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan 

prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 10  

Rencana sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 

(1) huruf a meliputi: 

a. rencana jaringan transportasi darat;  

b. rencana jaringan perkeretapian; dan 

c. rencana jaringan transportasi laut. 

 

 

Paragraf 2 

Sistem Jaringan Transportasi Darat 

Pasal 11  

(1) Rencana jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

10 huruf a meliputi:   

a. jaringan jalan; 

b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan 

c. pelayanan lalu lintas dan angkutan umum. 

(2) Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

meliputi: 

a. jaringan jalan bebas hambatan; 

b. jaringan jalan nasional; 

c. jaringan jalan provinsi; dan  

d. jaringan jalan kabupaten. 

(3) Rencana jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a merupakan bagian dari perencanaan pengembangan sistem 

jalan bebas hambatan meliputi ruas jalan bebas hambatan                    

Jakarta – Cikampek dan Cikampek – Bandung. 

(4) Rencana jaringan  jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b meliputi : 

a. peningkatan jalan arteri primer terdiri atas: 

1. ruas jalan Cikampek – Cirebon;  

2. ruas jalan Cikampek – Bandung; dan 

3. ruas jalan Cikampek – Karawang  

b. peningkatan jalan kolektor primer yaitu ruas jalan lingkar utara 

perkotaan Karawang (jalan alternatif Tanjungpura – Warungbambu); 
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c. peningkatan status ruas jalan Cikalong – Cilamaya; 

d. pembangunan jalan baru terdiri atas: 

1. ruas jalan lingkar barat perkotaan Karawang (ruas jalan 

Tanjungpura - Wadas); 

2. ruas jalan lingkar timur perkotaan Karawang (ruas Telukjambe – 

Warungbambu); dan 

3. ruas jalan penghubung antara Kawasan Pelabuhan Internasional 

Cilamaya dengan sistem arteri primer yang ada. 

(5) Rencana jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf c meliputi : 

a. peningkatan jalan kolektor primer terdiri atas: 

1. ruas jalan Tanjungpura – Rengasdengklok – Batujaya; dan 

2. ruas jalan Kosambi – Curug – batas Purwakarta. 

b. peningkatan status jalan kolektor primer terdiri atas: 

1. ruas jalan Johar - Badami – Pangkalan – Loji – Kutamaneuh 

(batas Purwakarta); 

2. ruas jalan Pangkalan (Tegalloa) – Baged/batas Bogor; 

3. ruas jalan Johar – Telagasari – Lemahabang – Cilamaya Wetan 

(Krasak) 

4. ruas jalan Johar – Belendung – Gempolhaji /batas Subang; dan 

5. ruas jalan Telukjambe Barat – Kobakbiru/batas Bekasi (jalan 

terusan Kalimalang). 

c. pembangunan jalan baru dan peningkatan jalan eksisting ruas jalan 

Batujaya – Tirtajaya – Jayakerta – Pedes – Cilebar – Tempuran – 

Cilamaya Kulon – Cilamaya Wetan (Jalan Lingkar Pantai Utara). 

(6) Rencana jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf d meliputi : 

a. peningkatan jalan kolektor primer terdiri atas: 

1. ruas jalan Johar – Krasak; 

2. ruas jalan Rengasdengklok – Batujaya; 

3. ruas jalan Batujaya – Pakisjaya; 

4. ruas jalan Karangjati – Cilamaya; 

5. ruas jalan Cikangkung – Cemara; 

6. ruas jalan Rengasdengklok - Sungai Buntu; 

7. ruas jalan Johar – Rengasdengklok; 

8. ruas jalan Cikampek – Tempuran; 
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9. ruas jalan Telagasari – Pagadungan; 

10. ruas jalan Telukjambe - Arteri Galuh Mas; 

11. ruas jalan Warungkebon – Cengkrong; 

12. ruas jalan Mekarjaya – Tamelang; dan 

13. ruas jalan Kosambi – Telagasari.  

b. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan menuju ke objek 

wisata; 

c. peningkatan jalan lokal primer; 

d. peningkatan jalan lokal sekunder; 

e. peningkatan jalan lingkungan sekunder; 

f. jaringan jalan lokal primer, lokal sekunder dan lingkungan sekunder 

dijelaskan dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.  

(7) Rencana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b meliputi : 

a. peningkatan terminal penumpang tipe C menjadi tipe A di Kawasan 

Perkotaan Cikampek;  

b. pembangunan terminal penumpang tipe B di Kawasan Perkotaan  

Karawang; 

c. revitalisasi terminal penumpang tipe C di Kawasan Perkotaan  

Karawang; 

d. revitalisasi terminal penumpang tipe C di Rengasdengklok; 

e. pembangunan terminal penumpang tipe C di Batujaya, Cilamaya 

Wetan, Lemahabang, Tegalwaru/Pangkalan dan Pedes; 

f. pembangunan terminal peti kemas pendukung pelabuhan 

Internasional Cilamaya; 

g. pembangunan terminal barang yang diarahkan di sekitar jalan 

negara/arteri primer; 

h. pengembangan interchange tol di Kabupaten Karawang; dan 

i. pembangunan dan peningkatan jaringan jalan lingkungan sekunder 

yang melayani pergerakan skala lingkungan. 

(8) Rencana pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c meliputi : 

a. mengoptimalkan trayek angkutan perdesaan dan perkotaan yang 

sudah ada melalui peremajaan moda dan penggunaan jenis moda 
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yang aman, nyaman dan ramah lingkungan sesuai dengan 

permintaan pengguna angkutan umum; 

b. mengembangkan moda angkutan jalan umum yang bersifat massal 

dan cepat serta berjarak jauh yang menghubungkan antara 

Karawang Timur – Cikampek, Cikampek – Cilamaya Wetan, serta 

Karawang Timur – Rengasdengklok – Cilamaya Wetan; 

c. menyediakan fasilitas jalur pedestrian yang aman dan nyaman serta 

bebas dari gangguan di kawasan perkotaan dan kawasan 

permukiman perdesaan; 

d. menyediakan fasilitas penyeberangan yang cukup untuk 

kenyamanan dan keamanan pejalan kaki; dan 

e. menyediakan rambu dan lampu lalu lintas yang cukup untuk 

kenyamanan dan keamanan pengguna jalan. 

 

 

Pasal 12  

Rencana jaringan perkeretaapian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 

10 huruf b meliputi: 

a. peningkatan kapasitas rel kereta api ruas Cikampek – Karawang Barat 

untuk digunakan sebagai jaringan rel kereta api komuter; 

b. pembangunan jaringan rel kereta api Cikampek – Pelabuhan untuk 

angkutan barang dan penumpang; 

c. Pengembangan jaringan kereta api lokal; 

d. pembangunan jalur rel kereta api baru di Desa Pangulah Kecamatan 

Kotabaru dan Desa Barugbug Kecamatan Jatisari untuk mendukung 

rencana pembangunan jalur pintas rel kereta api Cibungur – 

Tanjungrasa; 

e. peningkatan jalur KA lintas Cikampek-Padalarang termasuk 

peningkatan bantalan rel kereta api; 

f. elektrifikasi rel ganda KA antarkota Cikarang-Cikampek; 

g. peningkatan keandalan sistem jaringan KA lintas utara Jakarta – 

Cikampek; 

h. pembangunan jalur KA cepat lintas Jakarta-Surabaya yang melewati 

Kecamatan Karawang Barat, Karawang timur, Klari, Purwasari, 

Cikampek, Kotabaru dan Kecamatan Jatisari; 

i. stasiun kereta api meliputi: 

1. Stasiun Cikampek; 
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2. Stasiun Dawuan; 

3. Stasiun Kosambi; 

4. Stasiun Klari; dan 

5. Stasiun Karawang. 

 

 

Pasal 13  

Rencana jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 10  

huruf c meliputi: 

a. Pembangunan Pelabuhan Internasional Cilamaya di Kecamatan 

Tempuran; dan 

b. Pengembangan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan dan 

Terminal Khusus di Kabupaten. 

 

 

Paragraf 3 

Sistem Prasarana Lainnya 

Pasal 14  

(1) Sistem Prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 

huruf b meliputi : 

a. rencana sistem jaringan energi; 

b. rencana sistem jaringan sumber daya air; 

c. rencana sistem jaringan telekomunikasi;  

d. rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya; dan 

e. rencana pengembangan sarana wilayah. 

(2) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana tercantum dalam 

Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 

 

 

Paragraf 4 

Sistem Jaringan Prasarana Energi  

Pasal 15  

Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 

(1) huruf a, meliputi: 
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(1) Rencana pengembangan jaringan energi listrik, meliputi:  

a. pembangunan jalur SUTET 500 KV PLTU Indramayu – GITET Cibatu 

di Kecamatan Klari, Ciampel, Teluk Jambe Barat, Teluk Jambe 

Timur, Purwasari, dan Kecamatan Cikampek; 

b. pembangunan jaringan kabel dalam tanah energi listrik di kawasan 

perkotaan; 

c. pembangunan jaringan kabel udara energi listrik bertegangan 

menengah dan rendah di kawasan perdesaan; 

d. pembangunan gardu distribusi menengah, pembangkit baru untuk 

kawasan industri atau penambahan kapasitas di sistem pembangkit 

yang sudah ada; 

e. peningkatan pelayanan kelistrikan untuk fasilitas umum serta unit 

industri besar, kecil, sosial, instansi, dan komersial, baik di 

perkotaan maupun di perdesaan; dan 

f. daerah yang berada di bawah jalur SUTET harus menjadi daerah 

perlindungan setempat untuk menjaga tingkat keamanan. 

(2) Rencana pengembangan jaringan minyak dan gas bumi meliputi 

pembangunan jaringan pipa gas bumi di wilayah utara Kabupaten sesuai 

dengan kebijakan pengelolaan gas bumi yang berlaku. 

(3) Rencana pengembangan sistem jaringan energi lainnya, meliputi: 

a. pemanfaatan energi batu bara untuk industri dapat dikembangkan 

di kawasan industri atau pada industri yang diizinkan berada di luar 

kawasan industri, yaitu di: 

1. Kecamatan Cikampek;  

2. Kecamatan Telukjambe Timur; 

3. Kecamatan Telukjambe Barat; 

4. Kecamatan Klari; 

5. Kecamatan Ciampel;  dan  

6. Kecamatan Pangkalan.  

b. pemanfaatan sumber energi gas alam untuk industri dilayani melalui 

jaringan pipa gas alam bawah tanah; 

c. pemanfaatan bahan bakar gas untuk kendaraan dilayani oleh SPPBE 

yang akan dikembangkan di : 

1. Kecamatan Karawang Barat; 

2. Kecamatan Karawang Timur;  

3. Kecamatan Rengasdengklok;  
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4. Kecamatan Purwasari; 

5. Kecamatan Jatisari; 

6. Kecamatan Lemah Abang; 

7. Kecamatan Cikampek ; dan 

8. Kecamatan lainnya. 

 

Pasal 16  

(1) Rencana sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 huruf b  meliputi : 

a. wilayah sungai dan situ; 

b. sistem jaringan irigasi; 

c. sistem jaringan air minum; dan 

d. sistem pengendalian banjir.  

(2) Pengelolaan wilayah sungai, bendung dan situ  sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 ayat (1) huruf  a meliputi : 

a. pengelolaan wilayah sungai lintas Kabupaten dan dalam kabupaten, 

meliputi: 

1. sungai-sungai lintas Kabupaten meliputi:  

a). Sungai Citarum, batas Kabupaten dengan Kabupaten 

Bekasi;  

b). Sungai Cilamaya, batas Kabupaten Karawang dengan 

Kabupaten Subang; 

c). Sungai Cipamingkis, batas Kabupaten dengan Kabupaten 

Bogor; dan  

d). Sungai Cibeet, batas Kabupaten dengan Kabupaten 

Bekasi. 

2. sungai-sungai dalam Kabupaten meliputi: 

a). Sungai Cigentis;  

b). Sungai Citaman; 

c). Sungai Cihambulu;  

d). Sungai Cipagaduren; 

e). Sungai Cikaranggelam;  

f). Sungai Cibayat;  

g). Sungai Ciawitemen;  

h). Sungai Cijati; 

i). Sungai Cacaban;  

j). Sungai Cibarengkok; dan  
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k). Sungai Cipicung. 

b. keseluruhan sungai tersebut harus dijaga keberadaan dan fungsinya 

sebagai sumber air baku untuk air minum, irigasi maupun sebagai 

bagian dari sistem drainase wilayah; 

c. pengelolaan sungai akan dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah 

Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah dan pemerintah daerah 

di sekitar Kabupaten yang juga dilintasi oleh sungai-sungai tersebut; 

d. peningkatan dan pembangunan bendung dan pengelolaan wilayah 

situ meliputi: 

1. pemeliharaan Bendung Walahar berada di Kecamatan Klari; 

2. pemeliharaan Situ Kamojing berada di Kecamatan Cikampek; 

3. pemeliharaan Situ Cipule berada di Kecamatan Ciampel; 

4. optimalisasi situ-situ di Kecamatan Klari, Ciampel, Telukjambe 

Timur dan Karawang Barat; dan  

5. untuk kepentingan irigasi dan pengendalian rob dapat 

dikembangkan bendung karet di daerah muara sungai. 

(3) Rencana pengembangan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 ayat (1) huruf  b meliputi : 

a. rencana pengembangan sistem jaringan irigasi meliputi saluran 

irigasi primer, sekunder dan tersier; 

b. pengelolaan saluran irigasi primer, sekunder dan tersier berturut-

turut merupakan kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Kabupaten;  

c. jaringan irigasi teknis yang ada di kabupaten meliputi:  

1. Daerah Irigasi Jatiluhur seluas 100.049 Ha; 

2. Daerah Irigasi Tarum Utara seluas 66.943 Ha; 

3. Daerah Irigasi Selatan Jatilhur seluas 3.507 Ha; 

4. Daerah Irigasi Barugbug berada di Kecamatan Pangkalan 

seluas kurang lebih 769 Ha; 

5. Daerah Irigasi Huni berada di Kecamatan Pangkalan seluas 

kurang lebih 30 Ha; 

6. Daerah Irigasi Lio berada di Kecamatan Pangkalan seluas 

kurang lebih 59 Ha; 

7. Daerah Irigasi Citaman berada di Kecamatan Pangkalan seluas 

kurang lebih 170 Ha; 

8. Daerah Irigasi Cihambulu berada di Kecamatan Pangkalan 

seluas kurang lebih 50 Ha; 
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9. Daerah Irigasi Pagadungan berada di Kecamatan Pangkalan 

seluas kurang lebih 40 Ha; 

10. Daerah Irigasi Ciomas berada di Kecamatan Pangkalan seluas 

kurang lebih 77 Ha; 

11. Daerah Irigasi Tonjong berada di Kecamatan Pangkalan seluas 

kurang lebih 424 Ha; 

12. Daerah Irigasi Pagelaran berada di Kecamatan Pangkalan 

seluas kurang lebih 297 Ha; 

13. Daerah Irigasi Cibayat berada di Kecamatan Tegalwaru seluas 

kurang lebih 105 Ha; 

14. Daerah Irigasi Jati berada di Kecamatan Tegalwaru seluas 

kurang lebih 476 Ha; 

15. Daerah Irigasi Waru berada di Kecamatan Tegalwaru seluas 

kurang lebih 345 Ha; 

16. Daerah Irigasi Pangkalan berada di Kecamatan Pangkalan 

seluas kurang lebih 911 Ha; 

17. Daerah Irigasi Cibubut II berada di Kecamatan Tegalwaru 

seluas kurang lebih 255 Ha; 

18. Daerah Irigasi Cirawa berada di Kecamatan Tegalwaru seluas 

kurang lebih 60 Ha; 

19. Daerah Irigasi Cigunung Bubut berada di Kecamatan Tegalwaru 

seluas kurang lebih 60 Ha; 

20. Daerah Irigasi Cibarengkok berada di Kecamatan Pangkalan 

seluas kurang lebih 64 Ha; 

21. Daerah Irigasi Cimanggu berada di Kecamatan Tegalwaru 

seluas kurang lebih 173 Ha; 

22. Daerah Irigasi Cipicung berada di Kecamatan Tegalwaru seluas 

kurang lebih 76 Ha; 

23. Daerah Irigasi Cijungkur berada di Kecamatan Tegalwaru 

seluas kurang lebih 90 Ha; 

24. Daerah Irigasi Panembahan berada di Kecamatan Pangkalan 

seluas kurang lebih 105 Ha; 

25. Derah Irigasi Parakan Badak berada di Kecamatan Tegalwaru 

seluas kurang lebih 175 Ha; dan 

26. Daerah Irigasi Cibeet berada di Kecamatan Telukjamber Barat 

seluas kurang lebih 485 Ha. 
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d. pengembangan Daerah Irigasi baru meliputi: 

1. Daerah Irigasi Cilesung berada di Kecamatan Cibuaya seluas 

kurang lebih 150 Ha; 

2. Daerah Irigasi Jaya Mulya berada di Kecamatan Cibuaya seluas 

kurang lebih 150 Ha; 

3. Daerah Irigasi Dongkal berada di Kecamatan Pedes seluas 

kurang lebih 425 Ha; 

4. Daerah Irigasi Srikamulyan berada di Kecamatan Tirtajaya dan 

Cibuaya seluas kurang lebih 400 Ha; 

5. Daerah Irigasi Tanah Baru berada di Kecamatan Pakisjaya 

seluas kurang lebih 150 Ha; 

6. Daerah Irigasi Dariwan berada di Kecamatan Cibuaya seluas 

kurang lebih 100 Ha; 

7. Daerah Irigasi Solokan berada di Kecamatan Pakisjaya seluas 

kurang lebih 200 Ha; 

8. Daerah Irigasi Tanjungbungin berada di Kecamatan Pakisjaya 

seluas kurang lebih 100 Ha; 

9. Daerah Irigasi Tanjungmekar berada di Kecamatan Pakisjaya 

seluas kurang lebih 125 Ha; 

10. Daerah Irigasi Segarjaya berada di Kecamatan Batujaya seluas 

krang lebih 100 Ha; 

11. Daerah Irigasi Tanjung Pakis berada di Kecamatan Pakisjaya 

seluas kurang lebih 100 Ha; 

12. Daerah Irigasi Tambaksari berada di Kecamatan Tirtajaya 

seluas kurang lebih 150 Ha; 

13. Daerah Irigasi Tambaksumur berada di Kecamatan Tirtajaya 

seluas kurang lebih 200 Ha; 

14. Daerah Irigasi Telagajaya berada di Kecamatan Pakisjaya 

seluas kurang lebih 200 Ha; 

15. Daerah Irigasi Kamojing berada di Kecamatan Cikampek seluas 

kurang lebih 176 Ha; 

16. Daerah Irigasi Bolang berada di Kecamatan Pangkalan seluas 

kurang lebih 200 Ha; 

17. Daerah Irigasi Kaciong berada di Kecamatan Pangkalan seluas 

kurang lebih 70 Ha; dan 

18. Daerah Irigasi Cikatulampa berada di Kecamatan Tegalwaru 

seluas kurang lebih 200 Ha.  
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e. pengelolaan sistem jaringan irigasi meliputi : 

1. pencegahan pendangkalan saluran irigasi; 

2. pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air; dan 

3. peningkatan kualitas saluran irigasi. 

(4) Rencana pengembangan sistem jaringan air minum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf  c meliputi : 

a. pengembangan pelayanan air minum, terdiri atas: 

1. peningkatan pelayanan air bersih hingga 90% di kawasan 

perkotaan dengan sistem perpipaan dan 70% di kawasan 

perdesaan dengan sistem hidran umum; dan 

2. peningkatan kemampuan dan kualitas instalasi pengolahan 

dan penampungan yang ada. 

b. peningkatan jaringan air minum, terdiri atas: 

1. peningkatan kapasitas WTP di Kecamatan Karawang Barat, 

Cikampek, Rengasdengklok, Karawang Timur, Kotabaru, Klari, 

dan Kecamatan Telukjambe Timur; 

2. pembangunan WTP baru yang disesuaikan dengan pola 

penyebaran penduduk; dan 

3. pembangunan jaringan distribusi air minum untuk wilayah 

yang belum terlayani; 

(5) Rencana pengembangan sistem pengendalian banjir di kabupaten 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf d, meliputi : 

a. perlindungan DAS, melalui penataan sempadan sungai, melindungi 

sungai dari kegiatan manusia yang dapat menganggu dan merusak 

kualitas air sungai, menjaga kondisi fisik badan sungai, serta 

mengamankan aliran sungai; 

b. revitalisasi Sungai Citarum yang melintasi Kabupaten; 

c. pengembangan mitigasi bencana banjir, terdiri atas:  

1. pemetaan daerah potensial banjir; 

2. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali 

banjir, meliputi penyediaan pompa, polder, bendung, dan 

embung. 
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Paragraf 5 

Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi 

Pasal 17  

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, ditujukan untuk 

meningkatkan dan memeratakan ketersediaan jaringan telekomunikasi 

ke seluruh Kabupaten. 

(2) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi diarahkan pada: 

a. perluasan jaringan telepon tetap dan seluler hingga ke seluruh desa; 

b. penyediaan fasilitas telepon umum di seluruh kantor pemerintahan 

hingga ke tingkat desa dan kawasan perumahan; 

c. penggunaan jaringan bawah tanah untuk jaringan kabel telepon di 

Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Karawang Timur dan 

permukiman di kawasan perkotaan ; 

d. pembangunan menara bersama telekomunikasi; dan 

e. mendukung pengembangan cyber province. 

 

 

Paragraf 6 

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya 

Pasal 18  

Rencana prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

ayat (1) huruf d, meliputi: 

a. sistem  jaringan prasarana persampahan; 

b. sistem jaringan pengelolaan limbah; 

c. sistem jaringan drainase; dan 

d. jalur dan ruang evakuasi bencana alam. 

 

 

Pasal 19  

(1) Sistem jaringan prasarana persampahan di kabupaten sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, merupakan konsep pengolahan 

sampah yang mengubah sampah menjadi bahan yang lebih berguna dan 

tidak mencemari lingkungan. 

(2) Jaringan prasarana persampahan di kabupaten mencakup : 

a. sistem pengangkutan sampah; 
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b. sistem penampungan sementara yaitu tempat penampungan 

sebelum sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah terpadu; 

dan 

c. sistem pengolahan sampah terpadu yang terdiri dari kegiatan 

pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pengolahan, dan 

pemrosesan akhir sampah dengan prinsip pengelolaan sampah 

tuntas di tempat secara mandiri dan berkesinambungan. 

(3) Pengembangan jaringan prasarana  persampahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), meliputi: 

a. peningkatan cakupan layanan sistem persampahan di kawasan 

perkotaan dan permukiman perdesaan; 

b. revitaliasi TPPAS Jalupang yang berada di Kecamatan Kotabaru dan 

TPPAS Leuwisisir yang berada di Kecamatan Telukjambe Barat; 

c. pembangunan TPPAS sebagai cadangan bagi kebutuhan tempat 

pemrosesan dan pengolahan akhir sampah Kabupaten di masa 

datang; 

d. penyediaan fasilitas pemilah sampah di kawasan permukiman, 

kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas 

sosial, fasilitas lainnya; 

e. penyediaan transfer depo dan tempat pembuangan sampah sementara 

di setiap kawasan permukiman, komersial dan industri di kawasan 

perkotaan; 

f. perluasan pelayanan persampahan hingga ke kawasan perdesaan 

terutama di kawasan permukiman; 

g. pengembangan jaringan persampahan di kawasan perdesaan 

direncanakan terdiri atas : 

1. pengolahan sampah dalam jangka pendek masih diperbolehkan 

secara mandiri dengan pengawasan dan pembinaan dari instansi 

terkait; 

2. pengolahan sampah dalam menengah diarahkan pada pengolahan 

sampah secara komunal; dan 

3. dalam jangka panjang sistem jaringan pengelolaan sampah 

wilayah sudah dapat melayani seluruh kawasan perdesaan. 

h. pengembangan teknologi komposing sampah organik dan sistem 3R 

(Reduce, Reuse, Recycle) lainnya yang sesuai pada kawasan 

permukiman. 
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Pasal 20  

(1) Sistem jaringan pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

18 huruf b, harus memperhatikan layanan bagi kawasan permukiman 

kepadatan tinggi, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan 

pengembangan industri di kawasan perkotaan. 

(2) Pengembangan jaringan pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), meliputi: 

a. pembangunan sistem limbah dengan memperhatikan kebutuhan 

masing-masing kecamatan di Kabupaten; 

b. pembangunan IPAL di kawasan industri secara mandiri yang 

melayani seluruh kegiatan yang ada di kawasan industri; 

c. penyediaan sistem pengolahan limbah di kawasan peruntukan 

industri yang dilakukan secara terpadu untuk melayani seluruh 

industri yang ada secara terpisah dengan sistem wilayah; 

d. penyediaan sistem pengelolaan limbah B3 oleh rumah sakit, industri 

besar di luar kawasan industri dan kawasan peruntukan industri; 

e. pengolahan limbah di kawasan permukiman dan kawasan 

perdagangan dan jasa di kawasan perkotaan dilayani dengan 

menyediakan beberapa IPAL bersama.; 

f. penyediaan sarana mobil tinja di kawasan permukiman dan kawasan 

perdagangan dan jasa di kawasan perdesaan; 

g. penyediaan MCK umum di setiap lingkungan permukiman di 

kawasan perdesaan; 

h. penyediaan IPAL komunal dan sistem perpipaan limbah di setiap 

kecamatan di kawasan perdesaan secara bertahap; 

i. penyediaan IPAL dan IPLT dalam skala wilayah Kabupaten dibangun 

di lokasi yang berjarak aman sesuai ketentuan dari kawasan 

permukiman, perkotaan serta perdagangan dan jasa; 

j. seluruh perencanaan pengembangan sistem limbah harus menjadi 

bagian dari Rencana Induk Pengelolaan Limbah Daerah yang akan 

disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  

k. hingga tahun 2031 tingkat pelayanan sistem air limbah di Kabupaten 

adalah 90 % penduduk perkotaan, 70 % penduduk perdesaan dan 

100 % industri besar dan kecil, perdagangan dan jasa, dan instansi 

mendapat pelayanan air limbah. 
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Pasal 21  

(1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c, 

merupakan upaya untuk menjaga kualitas keruangan wilayah terhadap 

kemungkinan penurunan kualitas akibat terjadinya genangan. 

(2) Sistem jaringan drainase wilayah direncanakan untuk mengantisipasi 

genangan meliputi: 

a. meningkatnya aliran permukaan akibat semakin luasnya tutupan 

lahan; 

b. air pasang atau gelombang tinggi di perairan sekitar pantai utara 

Kabupaten  menyebabkan rob; dan 

c. banjir dari bagian hulu sungai Citarum. 

(3) Pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

meliputi: 

a. saluran pembuangan primer meliputi: 

1. Sungai Citarum; 

2. Sungai Cilamaya;  

3. Sungai Cikalong;  

4. Sungai Cibeet; 

5. Sungai Ciwadas;  

6. Sungai Citapen; 

7. Sungai Ciherang; dan  

8. Sungai Cibulan-bulan. 

b. saluran pembuangan sekunder meliputi: 

1. Sungai Cigentis; 

2. Sungai Citaman; 

3. Sungai Cihambulu; 

4. Sungai Cipagaduren;  

5. Sungai Ciomas;  

6. Sungai Cibuyat; 

7. Sungai Ciawitemen;  

8. Sungai Cijati; 

9. Sungai Cacaban;  

10. Sungai Cibarengkok; dan  

11. Sungai Cipicung. 

c. pembangunan saluran drainase tertutup untuk daerah komersial 

dan pusat kota; 
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d. pemeliharaan dan penataan jaringan drainase perkotaan dari 

endapan lumpur, sampah, dan bangunan; 

e. pembangunan jaringan drainase di seluruh kawasan peruntukan 

industri; 

f. pembangunan jaringan drainase di seluruh kawasan permukiman 

dan kawasan perdagangan dan jasa di kawasan perkotaan; 

g. pembangunan sumur resapan di kawasan permukiman perdesaan, 

kawasan permukiman perkotaan berkepadatan tinggi dan kawasan 

industri; 

h. pembangunan saluran drainase di seluruh jalan arteri sekunder, 

kolektor primer, dan kolektor sekunder; dan 

i. membangun tanggul di sepanjang Sungai Citarum dan sungai besar 

lainnya yang melintasi kawasan industri, perkotaan, dan 

permukiman. 

(4) Pengelolaan drainase diutamakan di kawasan perkotaan dan kawasan 

permukiman perdesaan. 

 

 

Pasal 22  

Rencana jalur dan ruang evakuasi bencana alam sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 18 huruf d, meliputi:  

a. jalur evakuasi penanganan bencana secara umum meliputi titik bencana 

menuju ke jalan kolektor terdekat yang tidak terkena bencana dan/atau 

menuju ke jalan arteri terdekat yang tidak terkena bencana; 

b. di sekitar jalan kolektor dan arteri yang berdekatan dengan kawasan 

rawan bencana, sebagaimana disebutkan di pasal 22 disediakan lokasi 

pengungsian sementara;  

c. lokasi pengungsian tingkat Kabupaten disediakan di kawasan perkotaan; 

d. bangunan pengungsian dapat berupa: 

1. Kantor Pemerintah Desa, Kecamatan, dan/atau Pemerintah 

Kabupaten; 

2. Sarana pendidikan SD, SMP, dan/atau SMA; 

3. Sarana olah raga berupa lapangan dan gedung olah raga; 

4. Sarana ibadah; dan 

5. Fasilitas umum lainnya. 

e. pembangunan bangunan lokasi pengungsian harus mengikuti ketentuan 

yang ada; 
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f. jaringan jalan di sekitar kawasan rawan bencana banjir harus disiapkan 

sebagai jalur evakuasi bencana banjir yaitu meliputi jaringan jalan di:  

1. Kecamatan Pangkalan; 

2. Kecamatan Ciampel; 

3. Kecamatan Telukjambe Timur;  

4. Kecamatan Telukjambe Barat; 

5. Kecamatan Jatisari; 

6. Kecamatan Banyusari; 

7. Kecamatan Kotabaru; 

8. Kecamatan Cilamaya Wetan;  

9. Kecamatan Karawang Barat; 

10. Kecamatan Karawang Timur;  

11. Kecamatan Rengasdengklok;  

12. Kecamatan Batujaya; dan 

13. Kecamatan Pakisjaya. 

g. Penanganan bencana alam di kabupaten akan diatur lebih lanjut dalam 

Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana.  

 

 

Paragraf 7 

Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan 

Pasal 23  

(1) Secara struktur ruang, RTH dapat mengikuti pola ekologis 

(mengelompok, memanjang, tersebar), maupun pola planologis 

berdasarkan hirarki dan struktur ruang perkotaan. 

(2) Pengembangan RTH ini juga diatur pada pasal-pasal terkait dengan pola 

ruang pada kawasan lindung yang berupa kawasan perlindungan 

setempat dan pada pasal-pasal terkait pola ruang kawasan budidaya 

yang berada di kawasan perkotaan. 

 

Pasal 24  

(1) RTH di kawasan perkotaan minimal meliputi ruang publik dan ruang 

privat. 

(2) Rencana RTH akan dikembangkan di kawasan perkotaan yang berada di : 

a. Kecamatan Telukjambe Timur 

b. Kecamatan Telukjambe Barat 
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c. Kecamatan Klari 

d. Kecamatan Cikampek 

e. Kecamatan Purwasari 

f. Kecamatan Karawang Timur 

g. Kecamatan Karawang Barat 

h. Kecamatan Rengasdengklok, dan 

i. Kecamatan Cilamaya Wetan 

(3) RTH di kawasan perkotaan ditetapkan memenuhi ketentuan standar 

minimal 30% dari luas kawasan perkotaan yaitu sebesar kurang lebih 

9.400,5 Ha, dengan rincian 20% RTH publik kurang lebih 6.267 Ha dan 

10% RTH privat kurang lebih 3.133,5 Ha. 

(4) RTH di kawasan perkotaan disediakan dengan memperhatikan syarat 

dan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(5) RTH di kawasan perkotaan terdiri dari taman, lapangan olah raga, jalur 

hijau jalan, pemakaman umum, lahan hijau pada ruang privat serta 

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Pengembangan RTH di kawasan perkotaan meliputi : 

a. perlindungan dan pemeliharaan kawasan perlindungan setempat; 

b. penyediaan taman kota secara hirarkis hingga ke tingkat desa; 

c. penyediaan lapangan olah raga; 

d. penyediaan jalur hijau di daerah milik jalan; 

e. penyediaan sabuk hijau; 

f. penghijauan di jalur pejalan kaki atau pedestrian; 

g. penghijauan di daerah di bawah jembatan layang; 

h. pembangunan taman pemakaman umum di kawasan perkotaan; 

i. penghijauan di sempadan rel kereta api; 

j. penghijauan di sekitar SUTET; dan 

k. penghijauan di lahan privat. 

 

Paragraf 8 

Rencana Pengembangan Sarana Wilayah 

Pasal 25  

Rencana Pengembangan Sarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 

14 ayat (1) huruf e meliputi : 
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a. Pembangunan sarana kesehatan meliputi : 

1. pengembangan dan peningkatan status RSUD Karawang; 

2. peningkatan dan pembangunan puskesmas di setiap ibukota 

Kecamatan; 

3. peningkatan dan pembangunan puskesmas pembantu di setiap desa; 

4. pembangunan rumah sakit tipe C di Kecamatan Rengasdengklok dan 

Cilamaya Wetan; dan 

5. pembangunan rumah sakit tipe B di Kecamatan Cikampek. 

b. Pengembangan sarana pendidikan  dasar hingga perguruan tinggi 

meliputi: 

1. pengembangan sarana Pendidikan Dasar atau yang sederajat di setiap 

Kecamatan; 

2. pengembangan sarana Pendidikan SMP atau yang sederajat di setiap 

Kecamatan; 

3. pengembangan sarana Pendidikan SMA atau yang sederajat di setiap 

Kecamatan di kawasan perkotaan meliputi: 

a) Kecamatan Karawang Barat;  

b) Kecamatan Karawang Timur;  

c) Kecamatan Telukjambe Barat;  

d) Kecamatan Telukjambe Timur; 

e) Kecamatan Cikampek; 

f) Kecamatan Klari; 

g) Kecamatan Purwasari;  

h) Kecamatan Kotabaru; 

i) Kecamatan Rengasdengklok; dan 

j) Kecamatan Cilamaya Wetan. 

4.  pengembangan sarana Pendidikan SMA atau yang sederajat di setiap 

Ibukota Kecamatan di luar kawasan perkotaan; 

5.  pengembangan Sarana Perguruan Tinggi di kawasan perkotaan. 

c. Pengembangan sarana olah raga meliputi: 

1. pembangunan kawasan olah raga di perkotaan karawang; 

2. pembangunan sarana olah raga di berada di:  

a) Kecamatan Cikampek;  

b) Kecamatan Karawang Timur;  

c) Kecamatan Karawang Barat;  

d) Kecamatan Rengasdengklok; dan 

e) Kecamatan Cilamaya Wetan. 
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d. Pembangunan penanda kawasan meliputi : 

1.  pembangunan penanda kawasan berupa tugu di setiap desa, 

monumen di setiap perbatasan kabupaten dan/atau air mancur di 

pusat kota; dan 

2. pembangunan gerbang masuk ke setiap kawasan pariwisata. 

e. Pengembangan sarana sosial lainnya sesuai skala pelayanan dan 

sebarannya berupa sarana pemerintahan, peribadatan dan gedung 

pertemuan yang meliputi: 

1. pengembangan sarana pemerintahan yang memiliki karakteristik 

bangunan yang identik di setiap desa dan kecamatan; 

2. pengembangan sarana peribadatan; dan 

3. pembangunan gedung pertemuan di kawasan perkotaan. 

 

 

BAB V 

RENCANA POLA RUANG  

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 26  

(1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas: 

a. kawasan lindung; dan 

b. kawasan budidaya. 

(2) Penetapan Pola Ruang tercantum dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 

50.000 yang tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Paragraf 2 

Kawasan Lindung 

Pasal 27  

(1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a 

ditetapkan seluas kurang lebih 18,88% dari luas wilayah Kabupaten, 

meliputi: 

a. kawasan hutan lindung; 

b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan 

bawahannya; 

c. kawasan perlindungan setempat; 

d. kawasan rawan bencana alam; 
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e. kawasan pelestarian alam dan cagar budaya; 

f. kawasan lindung geologi; dan 

g. kawasan lindung lainnya. 

(2) Penetapan Pola Ruang Kawasan Lindung tercantum dalam Lampiran VI, 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

 

Pasal 28  

(1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) 

huruf a yaitu kawasan hutan mangrove seluas kurang lebih 9.325,7 Ha, 

tersebar di: 

a. Kecamatan Tirtajaya; 

b. Kecamatan Cibuaya; 

c. Kecamatan Batujaya;  

d. Kecamatan Pakisjaya; dan 

e. Kecamatan Cilamaya Wetan. 

(2) Hutan mangrove di Kabupaten merupakan: 

a. hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau yang terletak 

pada garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut; 

b. hutan yang tumbuh khususnya di tempat-tempat yang terjadi 

pelumpuran dan akumulasi bahan organik; 

c. hutan yang memiliki ekosistem yang bersifat khas, baik karena 

adanya pelumpuran yang mengakibatkan kurangnya aerasi tanah, 

salinitas tanah tinggi, dan mengalami daur penggenangan oleh 

pasang-surut air laut, serta bersifat khas hutan bakau karena telah 

melewati proses adaptasi dan evolusi. 

 

 

Pasal 29  

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1) huruf b yaitu kawasan 

resapan air; 

(2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (1) 

adalah kawasan dengan ciri-ciri: 

a. Kondisi tanah poros; 

b. Memiliki kemampuan tinggi dalam meresapkan air; 

c. Memiliki perbedaan tinggi air tanah dangkal; 
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d. Berada pada wilayah dengan curah hujan cukup tinggi yaitu kurang 

lebih 2.500 mm/tahun; dan 

e. Terdapat tutupan vegetasi dengan sistem perakaran dalam serta 

memiliki strata/pelapisan tajuk dan tumbuhan bawah. 

(3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (1) huruf a 

seluas kurang lebih 23.107,2 Ha, terdapat di:  

a. Kecamatan Tegalwaru; 

b. Kecamatan Pangkalan; 

c. Kecamatan Ciampel;  

d. Kecamatan Telukjambe Barat;  

e. Kecamatan Telukjambe Timur; 

f. Kecamatan Klari; 

g. Kecamatan Purwasari; 

h. Kecamatan Cikampek; dan 

i. Kecamatan Kotabaru. 

(4) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (1) huruf a 

yang berada di sekitar atau di dalam kawasan budidaya harus dijaga 

keberadaan dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 30  

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 

ayat (1) huruf b meliputi:  

a. kawasan sempadan pantai; 

b. kawasan sempadan sungai; 

c. kawasan sempadan saluran irigasi; 

d. kawasan sekitar situ dan bendung; 

e. kawasan sekitar mata air; dan  

f. kawasan yang berada di bawah jalur SUTET dan SUTT. 

(2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf a 

adalah wilayah pantai sekurang-kurangnya 100 m dari titik pasang 

tertinggi ke arah darat, meliputi daerah sepanjang pantai Kabupaten 

Karawang; 

(3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam  pasal 28 ayat (1) huruf 

b meliputi daerah sepanjang sungai di dalam dan yang melintasi 

Kabupaten dengan ketentuan : 

a. untuk sungai yang melintasi kawasan perkotaan : 
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1. sungai yang bertanggul ditetapkan mempunyai sempadan 3 m 

dari batas tanggul; 

2. sungai tidak bertanggul dengan kedalaman kurang dari 3 m 

memiliki sempadan 10 m dari tepi sungai pada waktu 

ditetapkan; 

3. sungai tidak bertanggul dengan kedalaman antara 3 m dan 20 

m memiliki sempadan 15 m dari tepi sungai pada waktu 

ditetapkan; dan 

4. sungai tidak bertanggul dengan kedalaman lebih dari 3 m 

memiliki sempadan 30 m dari tepi sungai pada waktu 

ditetapkan. 

b. untuk sungai di luar kawasan perkotaan: 

1. sungai bertanggul ditetapkan mempunyai sempadan 5 m dari 

tepi sungai pada waktu ditetapkan; 

2. sungai tidak bertanggul yang merupakan sungai besar 

mempunyai sempadan 100 m dari tepi sungai pada waktu 

ditetapkan; dan 

3. sungai tidak bertanggul yang merupakan sungai kecil 

mempunyai sempadan 50 m dari tepi sungai pada waktu 

ditetapkan. 

c. untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut garis 

sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 100 m dari tepi sungai. 

(4) Sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) 

huruf c meliputi daerah sepanjang saluran induk irigasi Tarum Barat, 

Tarum Timur, Tarum Utara, Tarum Utara cabang Barat, dan Tarum 

Utara cabang Timur, dengan ketentuan : 

a. Untuk saluran irigasi bertanggul ditetapkan mempunyai sempadan 

dengan lebar sama dengan tinggi tanggul atau sekurang-kurangnya 

1 m diukur dari tepi luar tanggul; dan 

b. Untuk saluran irigasi yang tidak mempunyai tanggul ditetapkan 

mempunyai sempadan dengan lebar sama dengan kedalaman 

saluran atau sekurang-kurangnya 1 m diukur dari tepi luar saluran. 

(5) Kawasan sekitar situ dan bendung sebagaimana dimaksud dalam pasal 

28 ayat (1) huruf d adalah daerah di sekitar situ dan bendung dengan 

jarak 50 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat yang secara langsung 

mempengaruhi keberlangsungan fungsi situ dan bendung, meliputi: 

a. Bendung Walahar berada di Kecamatan Klari; 

b. Situ Kamojing berada di Kecamatan Cikampek; 
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c. Situ Cipule berada di Kecamatan Ciampel; dan 

d. situ-situ di Kecamatan Klari, Ciampel, Telukjambe Timur dan 

Karawang Barat. 

(6) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam  pasal 28 ayat 

(1) huruf e adalah daerah berdiameter 100 m di sekitar mata air yang 

secara langsung mempengaruhi keberlangsungan fungsi mata air di 

Kecamatan Pangkalan dan Tegalwaru. 

(7) Kawasan yang berada di bawah jalur SUTET dan SUTT sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf f adalah daerah garis sempadan 

jaringan tenaga listrik dengan jarak 64 m yang ditetapkan dari titik 

tengah jaringan listrik yang berada di: 

a. Kecamatan Telukjambe Barat; 

b. Kecamatan Telukjambe Timur; 

c. Kecamatan Ciampel;  

d. Kecamatan Klari; 

e. Kecamatan Purwasari; dan  

f. Kecamatan Cikampek. 

(8) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada pasal 28 

yang berada di kawasan perkotaan juga berfungsi sebagai RTH. 

 

 

Pasal 31  

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 

ayat (1) huruf c meliputi: 

a. kawasan rawan bencana longsor; 

b. kawasan rawan bencana banjir; dan  

c. kawasan rawan bencana gelombang pasang. 

(2) Kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a seluas kurang lebih 2.768,4 Ha tersebar di Kecamatan 

Tegalwaru, Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Telukjambe Barat. 

(3) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b berada di sepanjang aliran Sungai Citarum, Cilamaya dan 

Cibulan-bulan. 

(4) Kawasan rawan bencana gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c berada di sepanjang pesisir pantai Kabupaten. 

(5) Penanggulanan bencana di kabupaten meliputi : 
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a. penyusunan peta-peta kerawanan bencana, terdiri atas bencana 

longsor, banjir, dan gelombang pasang; 

b. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana di setiap desa; 

c. penyediaan jalur evakuasi di kawasan perkotaan; 

d. penghijauan pada daerah-daerah yang rawan longsor; 

e. peningkatan kualitas bangunan publik hingga dapat memenuhi 

persyaratan tahan gempa; 

f. penyiapan mitigasi bencana di setiap kecamatan rawan bencana; 

g. pembangunan penahan ombak, perbaikan hutan mangrove, dan 

pembangunan tanggul di sepanjang sungai untuk mencegah bencana 

banjir dan gelombang pasang; dan 

h. penyediaan prasarana dan sarana di setiap titik dan bangunan 

pengungsian. 

(6) Pengembangan sistem penanggulangan bencana harus sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

Pasal 32  

(1) Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 27 ayat (1) huruf d meliputi : 

a. taman wisata alam Kabupaten; dan 

b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. 

(2) Taman wisata alam Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a adalah Taman Wisata Alam Curug Santri, Curug Cigentis, Curug 

Lalay, Curug Bandung dan curug-curug lainnya yang berada di kawasan 

Gunung Sanggabuana Kecamatan Tegalwaru. 

(3) Cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b meliputi: 

a. Kawasan Situs Batujaya berada di Kecamatan Batujaya; 

b. Komplek Makam Syech Quro berada di Kecamatan Lemahabang; 

c. Komplek Monumen Rengasdengklok berada di Kecamatan 

Rengasdengklok; dan 

d. Monumen Rawa Gede di Kecamatan Rawamerta. 

(4) Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya merupakan kawasan 

lindung yang harus dilestarikan. 

 

 



55 

 

Pasal 33  

(1) Kawasan lindung geologi di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 27 ayat (1) huruf e diarahkan sebagai kawasan konservasi 

lingkungan geologi yang berupa kawasan kars yang memiliki keunikan 

bentang alam, langka dan khas sebagai akibat dari hasil proses geologi 

masa lalu dan/atau yang sedang berjalan yang tidak boleh dirusak 

dan/atau diganggu serta memiliki fungsi penyimpanan cadangan air 

tanah dan ekosistem bagi keanekaragaman hayati di Kecamatan 

Pangkalan. 

(2) Kawasan kars seluas kurang lebih 1.012,9 Ha tersebar di Kecamatan 

Pangkalan dinyatakan sebagai kawasan lindung geologi. 

(3) Pengelolaan kawasan lindung geologi kars dilakukan dengan mengacu 

pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan prinsip 

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 

(4) Pengelolaan kawasan lindung geologi kars mencakup pengaturan 

pemanfaatan bagi kegiatan yang diizinkan dan diizinkan dengan syarat, 

dengan memperhatikan zonasi yang ada pada kawasan lindung.   

 

 

Pasal 34  

(1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) 

huruf f adalah kawasan konservasi laut berupa kawasan terumbu 

karang. 

(2) Kawasan terumbu karang berada di Desa Pasirjaya dan Sukajaya di 

Kecamatan Cilamaya Kulon. 

 

 

Paragraf 3 

Kawasan Budidaya 

Pasal 35  

Pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 

ayat (1) huruf b meliputi: 

a. kawasan peruntukan hutan produksi; 

b. kawasan peruntukan pertanian; 

c. kawasan peruntukan perikanan; 

d. kawasan peruntukan pertambangan; 

e. kawasan peruntukan industri; 
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f. kawasan peruntukan pariwisata; 

g. kawasan peruntukan permukiman; dan 

h. kawasan peruntukan lainnya. 

 

 

Pasal 36  

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi yang terdapat di kabupaten 

sebagaimana dimaksud  dalam pasal 35 huruf a, meliputi hutan produksi 

tetap dan hutan produksi terbatas. 

(2) Hutan produksi tetap berada di: 

a. Kecamatan Telukjambe Timur; 

b. Kecamatan Pangkalan; 

c. Kecamatan Ciampel;  

d. Kecamatan Tegalwaru; dan 

e. Kecamatan Telukjambe Barat 

(3) Hutan produksi terbatas berada di : 

a. Kecamatan Ciampel; 

b. Kecamatan Pangkalan; dan 

c. Kecamatan Tegalwaru. 

(4) Pengelolaan Kawasan Peruntukan Hutan Produksi sebagaimana 

dimaksud pada pasal 35 huruf a, meliputi: 

a. hutan produksi tetap dan terbatas di Kabupaten selain berfungsi 

untuk produksi juga merupakan hutan penyangga kawasan lindung 

yang ada; dan 

b. hutan produksi tetap dan terbatas di Kabupaten termasuk dalam 

pengelolaan oleh Perum Perhutani KPH Purwakarta. 

 

 

Pasal 37  

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 

huruf b, meliputi : 

a. kawasan tanaman pangan; 

b. kawasan hortikultura; 

c. kawasan perternakan; dan  

d. kawasan perkebunan. 

(2) Pengembangan kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a meliputi kawasan pertanian beririgasi dan tadah hujan. 
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(3) Kawasan tanaman pangan merupakan kawasan yang memiliki pola 

tanam monokultur, tumpangsari, campuran tumpang gilir. 

(4) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), meliputi: 

a. di bagian utara Kabupaten meliputi: 

1. Kecamatan Karawang Barat; 

2. Kecamatan Karawang Timur; 

3. Kecamatan Klari; 

4. Kecamatan Purwasari; 

5. Kecamatan Tirtamulya; 

6. Kecamatan Jatisari; 

7. Kecamatan Banyusari; 

8. Kecamatan Cilamaya Wetan; 

9. Kecamatan Cilamaya Kulon; 

10. Kecamatan Lemahabang; 

11. Kecamatan Telagasari; 

12. Kecamatan Majalaya; 

13. Kecamatan Rawamerta; 

14. Kecamatan Tempuran; 

15. Kecamatan Kutawaluya; 

16. Kecamatan Rengasdengklok; 

17. Kecamatan Jayakerta; 

18. Kecamatan Pedes; 

19. Kecamatan Cilebar; 

20. Kecamatan Cibuaya; 

21. Kecamatan Tirtajaya; 

22. Kecamatan Batujaya; dan 

23. Kecamatan Pakisjaya. 

b. sebagian kecil di bagian selatan Kabupaten meliputi: 

1. Kecamatan Karawang Barat; 

2. Kecamatan Karawang Timur; 

3. Kecamatan Telukjambe Barat; 

4. Kecamatan Telukjambe Timur; 

5. Kecamatan Ciampel; 

6. Kecamatan Pangkalan; dan  

7. Kecamatan Tegalwaru. 
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(5) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

meliputi: 

a. Kecamatan Pangkalan; 

b. Kecamatan Tegalwaru; 

c. Kecamatan Telukjambe Timur; 

d. Kecamatan Telukjambe Barat; 

e. Kecamatan Klari; 

f. Kecamatan Purwasari; 

g. Kecamatan Tirtamulya; 

h. Kecamatan Jatisari; 

i. Kecamatan Banyusari; 

j. Kecamatan Cilamaya Wetan; 

k. Kecamatan Cilamaya Kulon; 

l. Kecamatan Lemahabang; 

m. Kecamatan Telagasari; 

n. Kecamatan Karawang Timur; 

o. Kecamatan Karawang Barat; 

p. Kecamatan Rawamerta; 

q. Kecamatan Tempuran; 

r. Kecamatan Rengasdengklok; 

s. Kecamatan Jayakerta; 

t. Kecamatan Cilebar; 

u. Kecamatan Tirtajaya; 

v. Kecamatan Batujaya; dan 

w. Kecamatan Pakisjaya. 

(6) Lokasi pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan 

direncanakan tersebar di : 

a. Kecamatan Pakisjaya; 

b. Kecamatan Batujaya; 

c. Kecamatan Tirtajaya; 

d. Kecamatan Cilebar; 

e. Kecamatan Cibuaya; 

f. Kecamatan Pedes; 

g. Kecamatan Jayakerta; 

h. Kecamatan Rengasdengklok; 

i. Kecamatan Kutawaluya; 

j. Kecamatan Tempuran; 

k. Kecamatan Rawamerta; 
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l. Kecamatan Karawang Barat; 

m. Kecamatan Karawang Timur; 

n. Kecamatan Majalaya; 

o. Kecamatan Telagasari; 

p. Kecamatan Cilamaya Kulon; 

q. Kecamatan Cilamaya Wetan; 

r. Kecamatan Banyusari; 

s. Kecamatan Jatisari; 

t. Kecamatan Tirtamulya; dan 

u. Kecamatan Telukjambe Barat. 

(7) Lahan pertanian pangan berkelanjutan secara definitif akan ditetapkan 

melalui kajian dan peraturan daerah secara terpisah. 

(8) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c  

meliputi : 

a. peternakan skala besar di kecamatan Tegalwaru dan Pangkalan; 

b. peternakan ternak besar skala kecil di seluruh kawasan perdesaan; 

c. peternakan untuk ternak kecil di seluruh kawasan perdesaan; dan 

d. peternakan unggas di seluruh kawasan perdesaan. 

(9) Pengembangan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) huruf d,  meliputi: 

a. kawasan perkebunan campuran (tumpangsari) dan kawasan kebun 

buah-buahan; 

b. kawasan perkebunan campuran (tumpangsari) dikembangkan di : 

1. Kecamatan Pangkalan; 

2. Kecamatan Ciampel; 

3. Kecamatan Kotabaru;  

4. Kecamatan Cilamaya Kulon; 

5. Kecamatan Lemahabang; 

6. Kecamatan Rawamerta; 

7. Kecamatan Cibuaya; dan  

8. Kecamatan Tirtajaya. 

 

 

Pasal 38  

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 

huruf c, meliputi:  

a. perikanan tangkap; dan 
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b. perikanan budidaya. 

(2) Pengembangan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a meliputi: 

a. perikanan tangkap di laut; dan 

b. perikanan tangkap di perairan umum seperti sungai dan rawa. 

(3) Pengembangan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b meliputi: 

a. kawasan perikanan budidaya laut, meliputi: 

1. Kecamatan Pakisjaya; 

2. Kecamatan Batujaya; 

3. Kecamatan Tirtajaya; 

4. Kecamatan Cibuaya; 

5. Kecamatan Pedes; 

6. Kecamatan Cilebar; 

7. Kecamatan Tempuran; 

8. Kecamatan Cilamaya Wetan; dan  

9. Kecamatan Cilamaya Kulon. 

b. Kawasan perikanan budidaya air payau (tambak), meliputi: 

1. Kecamatan Cilamaya Kulon; 

2. Kecamatan Cilamaya Wetan; 

3. Kecamatan Tempuran; 

4. Kecamatan Cilebar; 

5. Kecamatan Pedes; 

6. Kecamatan Cibuaya; 

7. Kecamatan Tirtajaya; 

8. Kecamatan Batujaya; dan  

9. Kecamatan Pakisjaya. 

c. Pengembangan perikanan budidaya air tawar, meliputi: 

1. kawasan perikanan sungai dapat dikembangan di seluruh 

kecamatan; 

2. kawasan perikanan situ dan embung dikembangkan di 

Kecamatan Klari, Ciampel, Tegalwaru, Tirtajaya dan Pakisjaya; 

3. perikanan Rawa di Kecamatan Rengasdengklok dan Pakisjaya; 

dan 

4. perikanan kolam dapat dilakukan di seluruh kecamatan. 

(4) Optimalisasi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kecamatan Pedes. 

(5) Optimalisasi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Kecamatan Tempuran.  
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(6) Pengembangan budidaya perikanan dapat dilaksanakan secara terpadu 

di kawasan peruntukan perikanan. 

 

 

Pasal 39  

(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 

35 huruf d, meliputi kawasan tempat kegiatan penelitian, penyelidikan, 

eksplorasi, eksploitasi dan kegiatan pasca tambang. 

(2) Kawasan peruntukan pertambangan ditetapkan pada lokasi-lokasi yang 

mempunyai potensi tambang. 

(3) Kawasan yang memiliki potensi tambang di Kabupaten meliputi lokasi-

lokasi sebagai berikut: 

a. Batu andesit di Kecamatan Tegalwaru;  

b. Pasir dan batu di Kecamatan Klari, Ciampel, Telukjambe Timur, 

Telukjambe Barat, Karawang Barat,  Jayakerta, Batujaya, Pakisjaya; 

c. Batu gamping di Kecamatan Pangkalan; 

d. Minyak dan gas bumi di wilayah kabupaten. 

(4) Izin usaha pertambangan diberikan berdasarkan Wilayah Pertambangan 

yang ditetapkan secara terpisah. 

(5) Izin usaha pertambangan diberikan oleh Bupati dengan mengikuti 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi diarahkan ke wilayah pesisir 

dan/atau wilayah lain di Kabupaten sesuai dengan peta potensi minyak 

dan gas bumi yang berlaku serta dilaksanakan dengan memperhatikan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(7) Kegiatan eksploitasi potensi minyak dan gas bumi dapat dilakukan di 

wilayah pesisir dan/atau wilayah lain di Kabupaten sesuai dengan hasil 

penyelidikan yang sah dengan memperhatikan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(8) Pengembangan kegiatan pertambangan di kawasan peruntukan 

pertambangan harus memperhatikan dan menjaga keberadaan dan 

fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat 

(1) yang terdapat di sekitar kegiatan pertambangan. 
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(9) Pengembangan kegiatan pertambangan di kawasan peruntukan 

pertambangan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 40  

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 

huruf e, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Cikampek, Telukjambe 

Barat, Telukjambe Timur, Ciampel, Klari, Purwasari, Pangkalan, 

Karawang Timur, Karawang Barat, dan Rengasdengklok. 

(2) Pembangunan kawasan industri harus berada di kawasan peruntukan 

industri. 

(3) Industri kecil dan rumah tangga dapat diarahkan di seluruh kecamatan 

baik di kawasan peruntukan industri maupun di luar kawasan 

peruntukan industri. 

(4) Pengembangan industri kecil dan rumah tangga di luar kawasan 

peruntukan industri harus mengikuti peraturan zonasi setempat serta 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Industri yang memerlukan lokasi khusus terkait dengan bahan baku 

dan/atau proses produksi diizinkan berlokasi di luar kawasan 

peruntukan industri dengan memperhatikan aturan zonasi tempat 

industri tersebut berlokasi dan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(6) Industri yang sudah beroperasi berdasarkan izin sebelumnya dan tidak 

sesuai dengan peraturan daerah ini tetap diizinkan berdiri hingga masa 

berlaku izinnya selesai dan perpanjangannya akan mengikuti seluruh 

ketentuan dari peraturan daerah ini.  

(7) Pada kawasan peruntukan industri harus disediakan RTH sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

(8) Pengembangan kegiatan industri di kawasan peruntukan industri harus 

memperhatikan dan menjaga keberadaan dan fungsi kawasan lindung 

sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (1) yang terdapat di 

sekitar kegiatan industri. 
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(9) Arahan pengembangan kawasan peruntukan industri yang ada di 

Kabupaten tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal 41  

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 

huruf f, meliputi: 

a. Kawasan wisata alam; 

b. Kawasan wisata budaya; dan 

c. Kawasan wisata buatan. 

(2) Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

meliputi kawasan pengembangan di sekitar: 

a. objek dan daya tarik wisata Alam Pantai dan Hutan Mangrove  yang 

berada di sepanjang Pantai Utara; 

b. objek dan daya tarik wisata Bukit Sanggabuana yang berada di 

Kecamatan Tegalwaru; dan 

c. objek dan daya tarik wisata Alam Hutan Penelitian dan Konservasi 

serta Situ Kamojing yang berada di Kecamatan Cikampek. 

(3) Kawasan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

meliputi: 

a. objek dan daya tarik wisata budaya Situs Batujaya berada di Desa 

Segaran, Megar Jaya dan Telagajaya di Kecamatan Batujaya dan 

Pakisjaya; 

b. objek dan daya tarik wisata budaya Kampung Budaya Gerbang 

Karawang berada di Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur; 

c. objek dan daya tarik wisata budaya Gerbang Wisata dan Budaya 

Jawa Barat Kuta Tandingan berada di Desa Mulyasari dan Desa 

Parung Sari Kecamatan Ciampel; 

d. objek dan daya tarik wisata Religi Makam Syeh Quro berada di Desa 

Pulo Kelapa Kecamatan Lemahabang; dan 

e. objek dan daya tarik wisata sejarah, Situs Bersejarah berada di 

Kecamatan Rengasdengklok dan Kecamatan Rawamerta; 

(4) Kawasan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

meliputi : 

a. objek dan daya tarik wisata bahari pelabuhan yang berada di 

Kecamatan Cilamaya Kulon, Pedes dan Kecamatan Tempuran; 
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b. objek dan daya tarik Tirta, Water Sport Situ Cipule berada di 

Kecamatan Ciampel; 

c. pengembangan lapangan golf berada di Kecamatan Telukjambe 

Timur dan Telukjambe Barat dengan memperhatikan kawasan rawan 

bencana, pertanian dan permukiman; dan 

d. pengembangan pemakaman skala besar berada di Kecamatan 

Telukjambe Barat. 

(5) Pengembangan kegiatan pariwisata di kawasan peruntukan pariwisata 

harus memperhatikan dan menjaga keberadaan dan fungsi kawasan 

lindung sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (1) yang terdapat 

di sekitar kegiatan pariwisata. 

(6) Pengembangan pariwisata di Daerah secara lebih rinci tertuang dalam 

rencana induk pariwisata Kabupaten. 

 

 

Pasal 42  

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 

35 huruf g, meliputi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan. 

(2) Pengembangan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi: 

a. peningkatan kualitas lingkungan hunian pada kawasan permukiman 

perkotaan; 

b. penyediaan sarana IPAL komunal; 

c. pengembangan perumahan komersial baru pada wilayah yang sudah 

memiliki akses jalan serta prasarana dan sarana dasar permukiman; 

d. penyediaan RTH; dan 

e. perencanaan untuk mengembangkan hunian vertikal di kawasan 

perkotaan. 

(3) Pengembangan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi: 

a. perbaikan kondisi fisik bangunan serta lingkungan rumah 

diperlukan agar tercipta kualitas permukiman yang layak huni; 

b. penyediaan akses yang baik antara permukiman perdesaan dengan 

kawasan pertanian di sekitarnya; 

c. penyediaan sistem pengelolaan persampahan, air limbah dan air 

minum secara mandiri dan komunal di setiap titik perumahan 

perdesaan; dan 
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d. permukiman perdesaan diarahkan di seluruh kawasan perdesaan 

dan kecamatan yang masuk dalam kategori perkotaan. 

(4) Pengembangan kegiatan permukiman di kawasan peruntukan 

permukiman harus memperhatikan dan menjaga keberadaan dan fungsi 

kawasan lindung sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (1) 

yang terdapat di sekitar kegiatan permukiman. 

(5) Pengembangan permukiman daerah ditetapkan melalui kajian dan 

perencanaan secara terpisah. 

 

 

Pasal 43  

(1) Kawasan Peruntukan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 

huruf b, meliputi: 

a. kawasan perdagangan dan jasa; dan 

b. kawasan pertahanan dan keamanan. 

 

(2) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a meliputi : 

a. pengembangan pusat perdagangan skala kabupaten dan pusat jasa 

perkantoran di Kawasan Perkotaan Karawang dan Cikampek; 

b. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di seluruh PKL dan 

PPK; 

c. kawasan perdagangan dan jasa skala lokal atau lingkungan dapat 

dikembangkan di kawasan peruntukan permukiman di seluruh 

Kabupaten; 

d. penataan pasar tradisional yang mencakup : 

1. revitalisasi pasar tradisional yang ada sehingga menjadi pasar 

yang nyaman dan aman serta bersih; dan 

2. membangun pasar tradisional baru di setiap kecamatan di luar 

kawasan perkotaan sesuai dengan kebutuhan dan 

memperhatikan ketentuan yang berlaku. 

e. penataan pusat perkulakan yang mencakup : 

1. boleh dikembangkan di PKW atau PKL; 

2. harus menyediakan tempat parkir, tempat pembuangan 

sampah sementara serta fasilitas lainnya agar tidak 

mengganggu lingkungan sekitar; 
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3. berlokasi di sekitar jaringan jalan arteri sekunder atau kolektor 

primer; dan 

4. harus memperhatikan jarak dengan pasar tradisional yang 

sudah ada sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

f. penataan hypermarket, supermarket, department store dan pusat 

perbelanjaan yang mencakup : 

1. hanya dikembangkan di kawasan perkotaan Cikampek dan 

Karawang; 

2. harus menyediakan tempat parkir, tempat pembuangan 

sampah sementara serta fasilitas lainnya agar tidak 

mengganggu lingkungan sekitar; 

3. dikembangkan di sekitar sistem jaringan jalan kolektor;dan 

4. tidak boleh dikembangkan di sekitar sistem jaringan jalan 

arteri dan lokal. 

g. penataan lokasi minimarket yang mencakup : 

1. boleh dikembangkan hingga ke sekitar jaringan jalan utama 

pada lingkungan permukiman di kawasan perkotaan; 

2. dikembangkan di sekitar sistem jaringan jalan lokal; 

3. di luar kawasan perkotaan hanya boleh dikembangkan di PPL 

atau di ibukota kecamatan; 

4. harus memperhatikan jarak dengan pasar tradisional yang 

sudah ada sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

5. harus memperhatikan jarak dengan usaha sejenis yang sudah 

ada sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 

6. minimarket yang sudah ada sebelum penetapan dan tidak 

sesuai dengan peraturan daerah ini tetap diizinkan berdiri 

hingga masa berlaku izinnya selesai dan tidak bisa 

diperpanjang kembali. 

h. penyediaan ruang dan penataan bagi pedagang kaki lima di kawasan 

perkotaan; 

i. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa harus disertai 

dengan penyediaan RTH dan harus memperhatikan dan menjaga 

keberadaan dan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksudkan 

dalam Pasal 27 ayat (1); dan 

j. secara lebih rinci penataan pasar tradisional, pusat perkulakan, 

hypermarket, supermarket, department store, pusat perbelanjaan 

dan minimarket akan ditetapkan secara terpisah dalam bentuk 
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peraturan bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : 

a. kawasan pertahanan dan keamanan di kabupaten terdiri atas: 

1. area Pelatihan Militer di bawah Detasemen Pemeliharaan 

Tempat Latihan KOSTRAD di Desa Mekarbuana Kecamatan 

Tegalwaru; 

2. markas Batalyon 305 Kostrad Pasukan Pemukul Reaksi Cepat 

(PPRC) Kecamatan Telukjambe Timur; dan 

3. kantor KODIM dan Koramil. 

b. penyediaan daerah penyangga yang bebas dari kegiatan yang 

memisahkan antara instalasi militer tersebut dan kawasan di 

sekitarnya; dan 

c. penyediaan akses bagi pergerakan pasukan dan peralatan militer 

yang diperlukan. 

 

 

BAB VI 

KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN 

Pasal 44  

(1) KSK ditetapkan dengan memperhatikan KSP, yang meliputi :  

a. KSP pesisir Pantura; 

b. KSP pertanian berlahan basah dan beririgasi teknis Pantura Jawa 

Barat; dan 

c. KSP koridor Bekasi-Cikampek. 

(2) KSK meliputi: 

a. KSK Industri Telukjambe dengan sudut kepentingan Lingkungan 

Hidup dan ekonomi; 

b. KSK Pertanian koridor Karawang – Cikampek dengan sudut 

kepentingan ekonomi; dan 

c. KSK pariwisata situs Batujaya dengan sudut kepentingan Sosial 

Budaya. 

 

Pasal 45  

(1) Penanganan KSK Industri Telukjambe sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 43 ayat (2) huruf a meliputi: 
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a. meminimalisasi dampak banjir; 

b. mengembangkan sistem jaringan drainase yang mampu menampung 

aliran permukaan; 

c. menyediakan RTH untuk penyerapan air hujan dengan baik; 

d. menyediakan sistem pompa untuk mengendalikan genangan; dan 

e. Pengembangan prasarana dan sarana pengendali banjir lainnya. 

(2) Penanganan KSK Pertanian koridor Karawang – Cikampek sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi: 

a. Penataan batas kawasan perkotaan dengan lahan-lahan pertanian; 

dan 

b. Penerapan aturan insentif dan disinsentif yang efektif, yang akan 

ditetapkan secara terpisah. 

(3) Penanganan KSK Pariwisata Situs Batujaya sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 43 ayat (2) huruf c, yaitu pelestarian situs bangunan sejarah 

di Situs Batujaya. 

(4) Arahan pengembangan dan Peta Kawasan Strategis Kabupaten 

tercantum dalam Lampiran VII dan VIII, yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

 

BAB VII 

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG 

Pasal 46  

(1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan indikasi 

program utama penataan ruang wilayah dalam rangka: 

a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten; 

b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan 

c. perwujudan kawasan strategis kabupaten. 

(2) Indikasi program utama memuat uraian tentang program, kegiatan, 

sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta waktu dalam tahapan 

pelaksanaan RTRW. 

(3) Indikasi pembiayaan program utama pemanfaatan ruang bersumber dari: 

a. Angggaran Pemerintah; 

b. Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat; 

c. Anggaran Pemerintah Kabupaten Karawang; 

d. Partisipasi swasta; 

e. Partisipasi masyarakat; 
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f. Sumber-sumber pembiayaan alternatif lainnya yang sah menurut 

peraturan; dan 

g. Kerjasama daerah. 

(4) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan, yaitu: 

Tahap I (2011-2015), Tahap II (Tahun 2016-2020), Tahap III (Tahun 2021 

– 2025), dan Tahap IV (Tahun 2026-2031). 

(5) Dalam setiap tahapan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah 

dilaksanakan penyelenggaraan penataan ruang secara 

berkesinambungan yang meliputi: 

a. sosialisasi RTRW; 

b. perencanaan rinci; 

c. pemanfaatan ruang; 

d. pengawasan dan pengendalian; dan 

e. evaluasi dan peninjauan kembali. 

(6) Matrik indikasi program utama tercantum pada lampiran IX yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

 

Pasal 47  

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a meliputi: 

a. Perwujudan pusat kegiatan; dan 

b. Perwujudan sistem prasarana. 

 

 

Pasal 48  

(1) Perwujudan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf 

a,  berupa pelaksanaan pembangunan meliputi: 

a. pengembangan pusat kegiatan Cikampek dan Kawasan Perkotaan 

Cikampek; 

b. pengembangan pusat kegiatan Karawang Barat, pusat kegiatan 

Karawang Timur dan Kawasan Perkotaan Karawang; 

c. pengembangan pusat kegiatan Rengasdengklok dan Kawasan 

Perkotaan Rengasdengklok; 

d. pengembangan pusat kegiatan Cilamaya Wetan dan Kawasan 

Perkotaan Cilamaya Wetan; dan 

e. pengembangan ibukota kecamatan. 
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(2) Pengembangan pusat kegiatan Cikampek dan Kawasan Perkotaan 

Cikampek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. pengembangan kawasan perkotaan Cikampek meliputi Kecamatan 

Cikampek, Kotabaru dan Purwasari; 

b. penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan perkotaan Cikampek 

c. pengembangan CBD; 

d. peningkatan rumah sakit umum yang ada menjadi rumah sakit tipe 

B; 

e. penataan kawasan kumuh perkotaan Cikampek; 

f. pembangunan gerbang pada interchange Cikampek; 

g. pembangunan sarana olah raga skala regional; 

h. pengembangan taman kota, jalur hijau, RTH dan bentuk ruang 

terbuka lainnya; 

i. penyediaan zona penyangga antara kawasan industri dan kawasan 

lainnya; dan 

j. pengembangan kawasan pendidikan tinggi. 

(3) Pengembangan pusat kegiatan Karawang Barat, pusat kegiatan Karawang 

Timur dan Kawasan Perkotaan Karawang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b meliputi: 

a. Pengembangan kawasan perkotaan Karawang meliputi Kecamatan 

Karawang Barat, Karawang Timur, Telukjambe Timur, Telukjambe 

Barat dan Klari; 

b. penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan perkotaan Karawang; 

c. pengembangan CBD; 

d. peningkatan rumah sakit yang ada menjadi rumah sakit tipe B; 

e. pengembangan interchange Karawang Barat dan Karawang Timur; 

f. pengembangan taman kota, jalur hijau, RTH dan bentuk ruang 

terbuka lainnya; 

g. perencanaan dan pembangunan pasar induk; 

h. penataan pusat pemerintahan Kabupaten Karawang;  

i. penyediaan zona penyangga antara kawasan industri dan kawasan 

lainnya; 

j. penataan kawasan kumuh perkotaan; dan 

k. pengembangan kawasan pendidikan tinggi. 

(4) Pengembangan pusat kegiatan Rengasdengklok dan Kawasan Perkotaan 

Rengasdengklok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 
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a. Pengembangan kawasan perkotaan Rengasdengklok meliputi 

Kecamatan Rengasdengklok; 

b. Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan perkotaan 

Rengasdengklok; 

c. pembangunan pusat perdagangan koleksi hasil pertanian skala 

kabupaten; 

d. pembangunan terminal distribusi hasil pertanian skala kabupaten; 

e. pembangunan rumah sakit tipe C; dan 

f. pengembangan taman kota, jalur hijau, RTH dan bentuk ruang 

terbuka lainnya. 

(5) Pengembangan pusat kegiatan Cilamaya Wetan dan Kawasan Perkotaan 

Cilamaya Wetan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 

a. pengembangan kawasan perkotaan Cilamaya Wetan meliputi 

Kecamatan Cilamaya Wetan; 

b. Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan perkotaan 

CilamayaWetan; 

c. pembangunan pusat perdagangan koleksi hasil pertanian skala 

kabupaten; 

d. pembangunan terminal distribusi hasil pertanian skala kabupaten; 

e. pembangunan rumah sakit tipe C; dan 

f. pengembangan taman kota, jalur hijau, RTH dan bentuk ruang 

terbuka lainnya. 

(6) Pengembangan ibukota kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d meliputi: 

a. penataan kawasan pusat pemerintahan kecamatan; 

b. pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan; 

c. penyediaan sarana olah raga skala kecamatan; dan 

d. penyediaan taman, landmark dan jenis RTH lainnya. 

 

 

Pasal 49  

(1) Perwujudan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 46 huruf b berupa pelaksanaan pembangunan meliputi: 

a. pengembangan sistem jaringan utama transportasi darat; 

b. pengembangan sistem jaringan utama transportasi laut; 

c. pengembangan sistem jaringan prasarana energi; 

d. pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air; 
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e. pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi; 

f. pengembangan sistem jaringan prasarana air minum; 

g. pengembangan sistem prasarana drainase; 

h. pengembangan sistem prasarana air limbah; dan 

i.  pengembangan sistem prasarana persampahan. 

(2) Pengembangan sistem jaringan utama transportasi darat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pelaksanaan pembangunan, 

meliputi: 

a. perencanaan dan pembangunan jalan lingkar Karawang; 

b. kajian dan pengembangan interchange jalan tol yang melintas di 

Kabupaten Karawang dalam rangka membuka akses lebih banyak 

dari dan ke Kabupaten Karawang; 

c. pembangunan jalan kolektor primer pelabuhan Cilamaya – Tol 

Jakarta – Cikampek – Bandung; 

d. peningkatan ruas jalan pintu tol Karawang Barat – Pusat 

Pemerintahan Kabupaten Karawang; 

e. peningkatan ruas jalan pintu tol Karawang Timur – Pusat Kawasan 

Perkotaan Karawang; 

f. peningkatan ruas jalan pintu tol Cikampek  – pusat kegiatan industri 

di Cikampek; 

g. peningkatan jalan eksisting menjadi jalan lokal primer; 

h. penataan dan peningkatan ruas jalan yang menghubungkan 

interchange yang ada ke pusat kegiatan; 

i. peningkatan dan pengembangan ruas jalan arteri sekunder di 

Kabupaten Karawang; 

j. peningkatan jalan akses ke setiap pusat produksi pertanian dan 

pusat ekonomi lainnya menjadi jalan kolektor sekunder; 

k. peningkatan ruas jalan akses ke kawasan perkotaan Cikampek dari 

kecamatan-kecamatan sekitarnya; 

l. peningkatan ruas jalan akses ke kawasan perkotaan Karawang dari 

kecamatan-kecamatan sekitarnya; 

m. peningkatan ruas jalan akses ke kawasan perkotaan Rengasdengklok 

dari kecamatan-kecamatan sekitarnya; 

n. peningkatan ruas jalan akses ke kawasan perkotaan Cilamaya Wetan 

dari kecamatan-kecamatan sekitarnya; 

o. pembangunan dan peningkatan jalan akses ke potensi atau objek 

wisata; 
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p. peningkatan jalan lokal di lingkungan permukiman; 

q. pembangunan pedestrian di jaringan jalan yang berada di pusat 

kawasan perkotaan, sekitar sekolah dan perumahan; 

r. peningkatan jalan desa;  

s. pembangunan Jembatan Batujaya, Sukaharja, Telukjambe, 

Rengasdengklok, Pakisjaya, Telar Burung;  

t. peningkatan kapasitas rel di Kabupaten Karawang untuk mendukung 

sistem kereta api komuter di Cikampek, Karawang Timur, Karawang 

Barat, serta jaringan baru di Kotabaru, Jatisari, Banyusari dan 

Tempuran; 

u. pembangunan jaringan rel kereta api Cikampek – Pelabuhan 

Internasional Cilamaya di Cikampek, Jatisari, Banyusari, Cilamaya 

Kulon, Tempuran; 

v. pembangunan jalur rel baru untuk mendukung rencana 

pembangunan shorcut Cibungur – Tanjungrasa di Kabupaten 

Purwakarta; 

w. elektrifikasi rel ganda kereta api antarkota Cikampek – Cikarang yang 

melintasi Kabupaten Karawang di Cikampek, Purwasari, Klari, 

Karawang Timur dan Karawang Barat; 

x. peningkatan jalur kereta api Cikampek – Padalarang yang melintasi 

Kabupaten Karawang termasuk peningkatan bantalan rel kereta api 

di Cikampek; 

y. peningkatan keandalan sistem jaringan kereta api Cikampek – 

Jakarta;  

z. pembangunan jalur kereta api cepat Jakarta – Surabaya di Cikampek, 

Purwasari, Klari, Karawang Timur dan Karawang Barat. 

aa. pembangunan Terminal Tipe A di Kawasan Perkotaan Cikampek; 

bb. pembangunan Terminal Tipe B di Kawasan Perkotaan Karawang; 

cc. pembangunan Terminal Tipe C di Kecamatan Klari, Rengasdengklok, 

Cilamaya Kulon dan  Batujaya; 

dd. pengembangan angkutan umum perdesaan di  seluruh Kabupaten 

Karawang; 

ee. pembangunan subterminal di Ibukota Kecamatan; 

ff. pengembangan angkutan umum perkotaan yang sudah bersifat lebih 

massal di kawasan perkotaan; dan 

gg. peningkatan stasiun kereta api untuk mendukung sistem komuter di 

Kecamatan Cikampek, Purwasari, Klari, Karawang Timur dan 

Karawang Barat, Kotabaru, Jatisari, Banyusari dan Tempuran. 
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(3) Pengembangan sistem jaringan utama transportasi laut sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pelaksanaan pembangunan, 

meliputi: 

a. Pembangunan Pelabuhan Internasional Cilamaya di Kecamatan 

Tempuran; dan 

b. Pengembangan  zona penyangga antara Pelabuhan Internasional dan 

kawasan pertanian di sekitarnya di Kecamatan Tempuran. 

(4) Pengembangan sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c, berupa pelaksanaan pembangunan, meliputi: 

a. pengembangan pipanisasi gas di Kabupaten; 

b. penyediaan fasilitas untuk pemanfaatan batubara oleh industri di 

kawasan industri dan kawasan peruntukan industri yang ada di 

Kabupaten; 

c. pengembangan jaringan SUTET yang melintasi Kabupaten Karawang, 

termasuk penataan kawasan yang dilintasi di Kecamatan Klari, 

Ciampel, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, Purwasari, 

Cikampek; 

d. pengembangan jaringan listrik perdesaan di kawasan perdesaan; 

e. pembangunan SPBU untuk nelayan di Kecamatan Cilamaya Kulon; 

f. pembangunan pusat pengolahan biomassa di Kecamatan 

Rengasdengklok; 

g. pengembangan fasilitas pembangkit listrik tenaga surya dan angin di 

kecamatan di kawasan pesisir; 

h. pembangunan lampu penerangan jalan serta street furniture lainnya 

yang sumber energinya menggunakan tenaga surya secara bertahap, 

di kawasan perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan; dan 

i. pembangunan sistem saluran bawah tanah untuk kabel listrik di 

CBD dan permukiman perkotaan di kawasan perkotaan Karawang 

dan Cikampek. 

(5) Pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d,  berupa pelaksanaan pembangunan, 

meliputi: 

a. pemeliharaan sungai, danau dan situ di kecamatan-kecamatan yang 

dilintasi sungai serta kecamatan-kecamatan yang memiliki danau, 

situ  dan bendung; 
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b. perlindungan daerah sempadan sungai, danau, waduk dan situ di  

kecamatan-kecamatan yang dilalui sungai, serta memiliki danau, 

situ atau embung; 

c. pembangunan bendung karet di daerah muara di Kecamatan 

Cilamaya Wetan, Pakisjaya, Tempuran, Cibuaya, Tirtajaya, Pedes, 

Cilebar; 

d. pemeliharaan saluran irigasi di kecamatan-kecamatan yang dilalui 

saluran irigasi; 

e. pembuatan peta kerawanan banjir; dan 

f. penyediaan pompa, polder dan bendung sebagai pengendali banjir di 

sepanjang sungai yang rawan banjir. 

(6) Pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e,  berupa pelaksanaan pembangunan, 

meliputi: 

a. perluasan jaringan telepon perdesaan di seluruh Kabupaten; 

b. pengembangan layanan internet hingga ke tingkat kecamatan dan 

desa di seluruh kecamatan; 

c. pembangunan sistem saluran bawah tanah untuk kabel telepon di 

CBD dan lingkungan permukiman di kawasan perkotaan; dan 

d. pembangunan menara BTS hingga ke seluruh bagian wilayah.  

(7) Pengembangan sistem jaringan prasarana air minum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf f,  berupa pelaksanaan pembangunan, 

meliputi: 

a. pembangunan instalasi pengolah air baku di Karawang Barat, 

Cikampek, Rengasdengklok, Karawang Timur, Kotabaru, Klari, 

Telukjambe Timur; 

b. pembangunan pipa distribusi di seluruh Kabupaten Karawang; 

c. penyediaan saluran rumah di kawasan perkotaan; 

d. pembangunan instalasi pengolah air baku memanfaatkan air irigasi 

di kecamatan-kecamatan di bagian utara Kabupaten; 

e. penyusunan rencana induk pengelolaan air minum; dan 

f. pembangunan hidran umum di kawasan perdesaan. 

(8) Pengembangan sistem jaringan prasarana drainase sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf g,  berupa pelaksanaan pembangunan, 

meliputi: 

a. penyusunan rencana induk drainase wilayah dan kawasan perkotaan; 
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b. rehabilitasi dan peningkatan saluran drainase yang sudah ada di 

kawasan perkotaan; 

c. pengembangan saluran tertutup di kawasan perkotaan; 

d. rehabilitasi sungai dan anak sungai di seluruh kecamatan; 

e. mengembangkan dan menjaga RTH di daerah resapan air dan 

sempadan sungai; 

f. pembangunan tanggul sungai yang melintasi kawasan perkotaan; 

g. penyediaan saluran drainase di seluruh jaringan jalan arteri dan 

kolektor di Kecamatan Karawang Barat, Cikampek, Karawang Timur, 

Rengasdengklok, Cilamaya Wetan, Banyusari, Tanjungsari, Klari; 

h. pembangunan polder di kecamatan-kecamatan yang mempunyai 

pantai; dan 

i. pembangunan sumur resapan di kawasan perkotaan dan kawasan 

permukiman perdesaan. 

(9) Pengembangan sistem jaringan prasarana air limbah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf h,  berupa pelaksanaan pembangunan, 

meliputi: 

a. penyusunan rencana induk pengelolaan air limbah kawasan 

perkotaan; 

b. pembangunan IPAL mandiri di kawasan industri dan kawasan 

peruntukan industri; 

c. pengembangan sistem pengolahan limbah B3 untuk industri, rumah 

sakit, fasilitas penunjang pelabuhan, dan kegiatan lainnya di 

kawasan perkotaan; 

d. pembangunan IPLT di bagian utara Kabupaten; 

e. penyediaan layanan truk tinja khususnya di kawasan perdesaan di 

kecamatan yang belum terlayani sistem perpipaan limbah; 

f. pembangunan saluran limbah tertutup di kawasan perkotaan; 

g. pembangunan MCK umum di kawasan perdesaan; dan 

h. penyediaan septic tank di kawasan perdesaan. 

(10) Pengembangan sistem jaringan prasarana persampahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf i,  berupa pelaksanaan pembangunan, 

meliputi: 

a. penyusunan rencana induk pengelolaan sampah wilayah dan 

perkotaan; 
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b. peningkatan kapasitas dan teknologi pengolahan sampah di TPPAS 

Jalupang Kecamatan Kotabaru dan Leuwisisir Kecamatan 

Telukjambe Barat; 

c. pembangunan TPPAS baru sebagai cadangan bagi tempat 

pemrosesan dan pengolahan akhir sampah Kabupaten di masa 

datang; 

d. penyediaan fasilitas pemilahan sampah di kawasan permukiman 

perkotaan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri, serta 

fasilitas umum di kawasan perkotaan di Kabupaten; 

e. penyediaan transfer depo di seluruh kecamatan; 

f. peningkatan kapasitas pengangkutan sampah; dan 

g. penyediaan fasilitas pengolahan sampah B3 bagi industri dan rumah 

sakit di Kecamatan Cikampek, Karawang Timur, Karawang Barat, 

Klari, dan Telukjambe Barat. 

 

 

Pasal 50  

Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, meliputi: 

a. perwujudan kawasan lindung; dan  

b. perwujudan kawasan budidaya. 

 

 

Pasal 51  

(1) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 

huruf a meliputi: 

a. perlindungan kawasan hutan mangrove; 

b. perlindungan kawasan perlindungan setempat; 

c. penanganan kawasan rawan bencana; 

d. perlindungan kawasan pelestarian alam dan cagar budaya; 

e. perlindungan kawasan lindung geologi; dan 

f. perlindungan kawasan terumbu karang. 

(2) Penataan kawasan hutan mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

50 ayat (1) huruf a meliputi: 

a. rehabilitasi hutan mangrove yang ada di Kecamatan Pakisjaya, 

Batujaya, Cibuaya dan Tirtajaya; 
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b. perluasan hutan mangrove; 

c. pengembangan daerah penyangga hutan mangrove; dan 

d. pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan mangrove. 

(3) Perlindungan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b meliputi: 

a. rehabilitasi kawasan sempadan pantai dari kerusakan akibat abrasi 

dan kegiatan di atasnya; 

b. pembatasan jenis dan intensitas kegiatan di sempadan pantai; 

c. pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sempadan pantai; 

d. penyusunan rencana pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten; 

e. rehabilitasi sempadan sungai di kawasan perkotaan; 

f. pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sempadan sungai; 

g. penghijauan di kawasan sekitar mata air; 

h. penghijauan di sekitar situ dan danau; dan 

i.  penghijauan di sekitar jaringan SUTET. 

(4) Penanganan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 50 ayat (1) huruf c meliputi: 

a. penyusunan Rencana Induk Penanggulangan Bencana; 

b. pembangunan bangunan publik pusat pengungsian di setiap 

kawasan rawan bencana; 

c. Penghijauan atau pengembangan RTH di setiap kawasan rawan 

bencana; 

d. pengembangan rekayasa teknik penahan bencana untuk setiap 

kawasan rawan bencana; 

e. peningkatan bangunan pemerintahan, polisi, militer, sekolah dan 

bangunan publik lainnya yang tahan gempa; 

f. penyediaan jalur-jalur evakuasi bencana; dan 

g. penyiapan titik-titik pengungsian di setiap lingkungan permukiman. 

(5) Perlindungan kawasan pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana 

dimaksud dalam  Pasal 50 ayat (1) huruf d meliputi: 

a. pemugaran situs-situs Candi Jiwa, Makam Syech Quro, Kompleks 

Monumen Rengasdengklok; 

b. penghijauan di sekitar objek wisata alam Curug Santri; 

c. penyusunan rencana rinci tata ruang di sekitar situs dan objek; dan 

d. penataan kawasan di sekitar situs dan objek. 
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(6) Perlindungan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 50 ayat (1) huruf e meliputi: 

a. kajian kars di Kabupaten; dan 

b. pembatasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan 

lindung geologi mengikuti ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(7) Perlindungan kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal Pasal 50 ayat (1) huruf f meliputi: 

a. pemetaan kawasan terumbu karang; 

b. penyusunan rencana penanganan dan pelibatan masyarakat dalam 

rangka perlindungan kawasan terumbu karang; dan 

c. pembangunan batas-batas kawasan terumbu karang. 

 

 

Pasal 52  

(1) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 

huruf b meliputi: 

a. pengembangan hutan produksi; 

b. pengembangan pertanian tanaman pangan; 

c. pengembangan pertanian hortikultura; 

d. pengembangan perkebunan; 

e. pengembangan peternakan; 

f. pengembangan perikanan; 

g. pengembangan pertambangan; 

h. pengembangan industri; 

i. pengembangan pariwisata; 

j. permukiman perkotaan; 

k. permukiman perdesaan; 

l. pengembangan perdagangan dan jasa; dan 

m. pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan. 

(2) Pengembangan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 

ayat (1) huruf a meliputi: 

a. rehabilitasi kawasan sekitar hutan produksi; 

b. pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan produksi; 

c. pengembangan budidaya tanaman keras yang dapat dikelola oleh 

masyarakat; dan 
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d. pengembangan hutan rakyat yang menyatu dengan hutan produksi. 

(3) Pengembangan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b meliputi: 

a. penyusunan Rencana Induk Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan; 

b. penyusunan rencana rinci tata ruang sebagai operasionalisasi sistem 

lahan pertanian pangan berkelanjutan; 

c. penyusunan mekanisme pengendalian alih fungsi lahan; 

d. pengembangan pusat-pusat pengembangan tanaman pangan dan 

pengolahan hasil pertanian tanaman pangan; dan 

e. penyediaan prasarana dan sarana penunjang pertanian tanaman 

pangan. 

(4) Pengembangan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 51 ayat (1) huruf c meliputi: 

a. perluasan jaringan irigasi di lahan pertanian hortikultura; dan 

b. penyiapan kawasan pertanian hortikultura sebagai cadangan lahan 

pertanian pangan. 

(5) Pengembangan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 

(1) huruf d meliputi: 

a. pengembangan perkebunan rakyat dengan komoditas unggulan yang 

saat ini sudah banyak dibudidayakan; 

b. pembangunan fasilitas koleksi dan distribusi hasil perkebunan skala 

lokal; dan 

c. penyusunan rencana induk pengembangan perkebunan. 

(6) Pengembangan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 

(1) huruf e meliputi: 

a. pengembangan peternakan skala besar; 

b. pembinaan bagi masyarakat yang mengembangkan peternakan skala 

rumah tangga; dan 

c. pembangunan rumah pemotongan hewan dan rumah pemotongan 

ayam. 

(7) Pengembangan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 

(1) huruf f meliputi: 

a. pembangunan tempat pelelangan ikan; 

b. pembangunan pelabuhan pendaratan ikan; 
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c. pengembangan tambak rakyat; dan 

d. pengembangan minapolitan. 

(8) Pengembangan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 

ayat (1) huruf g meliputi: 

a. kajian potensi bahan tambang; 

b. kajian kelayakan usaha tambang di lokasi yang memiliki potensi 

tambang; dan 

c. penutupan usaha tambang yang dinyatakan tidak layak. 

(9) Pengembangan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) 

huruf h meliputi: 

a. revitalisasi dan optimalisasi pemanfaatan kawasan industri; 

b. revitalisasi kegiatan industri yang berada di luar kawasan industri; 

c. pengembangan kawasan perkotaan pendukung industri di kawasan 

peruntukan industri;  

d. promosi kawasan industri; dan 

e. penyusunan rencana induk pengembangan industri Kabupaten. 

(10) Pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 

(1) huruf i meliputi: 

a. penataan kawasan atau objek wisata yang sudah ada; 

b. perbaikan akses menuju ke kawasan atau objek wisata; 

c. revitalisasi objek wisata yang ada; 

d. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah; 

e. pengembangan lapangan golf; 

f. pengembangan pemakaman komersial; dan 

g. pelaksanaan promosi pariwisata daerah. 

(11) Pengembangan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 51 ayat (1) huruf j meliputi: 

a. kajian kebutuhan perumahan dan penyusunan rencana induk 

penyediaan perumahan; 

b. penyediaan kasiba dan lisiba permukiman perkotaan; 

c. penyediaan prasarana lingkungan permukiman perkotaan; 

d. penataan permukiman kumuh perkotaan; 

e. penyediaan sarana pendukung permukiman perkotaan; 

f. pengembangan rumah susun sewa dan milik; dan 
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g. revitalisasi dan optimalisasi fasilitas pemerintahan yang berada di 

sekitar permukiman perkotaan. 

(12) Pengembangan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 51 ayat (1) huruf k meliputi: 

a. penataan permukiman kumuh nelayan; 

b. perbaikan lingkungan kumuh perdesaan; 

c. pengembangan kawasan perdesaan tertinggal dan terpencil; 

d. pengembangan kawasan terpadu permukiman perdesaan; dan 

e. revitalisasi dan optimalisasi fasilitas pemerintahan yang berada di 

sekitar permukiman perdesaan. 

(13) Pengembangan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 51 ayat (1) huruf l meliputi: 

a. penataan kawasan perdagangan dan jasa di kawasan perkotaan; 

b. pengembangan Pasar Induk Beras; 

c. pembangunan pasar-pasar tradisional di setiap ibukota kecamatan; 

d. pembangunan sentra-sentra penjualan hasil pertanian; dan 

e. pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa pendukung kegiatan 

pertanian di kawasan perdesaan. 

(14) Pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 51 ayat (1) huruf m meliputi: 

a. penyediaan area penyangga berupa RTH; dan 

b. peningkatan jalan akses dari lokasi menuju ke Jalan Tol Jakarta - 

Cikampek. 

 

Pasal 53  

Perwujudan rencana kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, meliputi: 

a. perwujudan pengembangan kawasan strategis kabupaten industri 

Telukjambe dengan sudut kepentingan lingkungan hidup; 

b. perwujudan pengembangan kawasan strategis kabupaten pertanian 

koridor Karawang – Cikampek dengan sudut kepentingan ekonomi; dan 

c. perwujudan pengembangan kawasan strategis kabupaten pariwisata situs 

Batujaya dengan sudut kepentingan sosial budaya. 
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Pasal 54  

(1) Perwujudan pengembangan kawasan strategis Industri Telukjambe 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a berupa : 

a. penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Industri Telukjambe; 

b. peningkatan dan pembangunan sistem drainase; 

c. penyediaan RTH untuk memperluas daerah resapan; dan 

d. pembangunan prasarana dan sarana pengendalian banjir. 

(2) Perwujudan pengembangan kawasan strategis Pertanian Koridor 

Karawang Barat – Cikampek  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 

huruf b berupa : 

a. penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Pertanian Koridor 

Karawang Barat – Cikampek; 

b. penyusunan Rencana Induk Pengendalian Alih Fungsi Lahan; 

c. penyusunan aturan dan mekanisme pengendalian alih fungsi lahan; 

dan 

d. pembangunan fasilitas penanda batas antara kawasan pertanian 

tanaman pangan dan peruntukan lainnya. 

(3) Perwujudan pengembangan kawasan strategis Pariwisata Situs Batujaya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c berupa : 

a. penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Pariwisata Situs 

Batujaya; 

b. revitalisasi atau pemugaran Situs Batujaya; dan 

c. pengembangan kawasan sekitar Situs Batujaya. 

 

 

BAB VIII 

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 

Bagian Kesatu 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi 

Pasal 55  

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah di Kabupaten 

sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, 

meliputi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, 

ketentuan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi administratif. 
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(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang yang meliputi: 

a. kawasan lindung; 

b. kawasan budidaya; 

c. kawasan sekitar prasarana dan sarana wilayah, dan 

d. RTH di Kawasan Perkotaan. 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ini akan diperinci menjadi Peraturan Zonasi yang akan ditetapkan dalam 

peraturan daerah secara terpisah. 

(4) RTRWK dan Peraturan Zonasi merupakan satu kesatuan sebagai dasar 

bagi pengendalian pemanfaatan ruang. 

 

 

Pasal 56  

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) huruf a meliputi:  

a. kawasan lindung mangrove; 

b. kawasan perlindungan setempat; 

c. kawasan rawan bencana; 

d. kawasan lindung geologi kars; 

e. kawasan pelestarian alam  dan cagar budaya; dan 

f. kawasan terumbu karang. 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung mangrove 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan 

memperhatikan: 

a. kegiatan yang diizinkan dikembangkan di kawasan hutan mangrove 

adalah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan fungsi lindungnya, 

seperti: 

1. kegiatan untuk penelitian dan pendidikan; dan 

2. kegiatan untuk pengawasan seperti kantor dan menara 

pengawas. 

b. kegiatan yang diizinkan dengan syarat sangat terkait dengan 

keberadaan kawasan mangrove dan dapat dikendalikan dampaknya 

terhadap fungsi lindung yang ada adalah : 

1. wisata minat khusus dan wisata alam; 

2. tempat penambatan perahu nelayan; dan 
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3. kegiatan di kawasan lindung yang terkait dengan dengan 

pencegahan bencana alam, seperti bangunan pemecah 

gelombang, tanggul, dan yang sejenis. 

c. kegiatan yang tidak terkait dengan fungsi lindungnya dapat 

dikembangkan di kawasan hutan mangrove dengan syarat dapat 

dikendalikan dampaknya terhadap perubahan bentang alam; 

d. Kegiatan yang dapat mengurangi luas maupun tutupan vegetasi 

kawasan hutan mangrove dilarang dikembangkan di kawasan hutan 

mangrove; dan 

e. Intensitas pemanfaatan ruang bagi kegiatan yang diizinkan dan 

diizinkan dengan syarat, dibatasi hingga pada tingkat  yang sangat 

rendah sehingga tidak akan mengganggu fungsi lindung kawasan 

hutan mangrove. 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan 

setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan 

memperhatikan: 

a. kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Karawang terdiri dari 

sempadan pantai, sempadan sungai,  sempadan danau/situ, sekitar 

mata air, dan sekitar SUTET; 

b. perlindungan terhadap kawasan perlindungan setempat adalah 

untuk menjaga fungsi dan kualitas pantai, kualitas dan aliran 

sungai, kuantitas dan kualitas danau/situ dan kuantitas dan 

kualitas mata air, serta menjaga keberadaan SUTET dan melindungi 

kehidupan dari dampak SUTET; 

c. kegiatan yang diizinkan adalah kegiatan yang melindungi fungsi atau 

tidak mengancam kelestarian keberadaan pantai, sungai, mata air, 

danau/situ dan SUTET; 

d. kegiatan selain kegiatan yang melindungi fungsi atau tidak 

mengancam kelestarian keberadaan pantai, sungai, mata air, 

danau/situ dan SUTET yang diizinkan dengan syarat adalah 

kegiatan budidaya yang dapat dikendalikan dampaknya terhadap 

kualitas dan kuantitas mata air, kualitas badan air sungai, kualitas 

aliran sungai dan kelestarian ekosistem pantai, serta keamanan 

tehadap SUTET; 

e. apabila sudah terdapat kegiatan di kawasan perlindungan setempat 

maka pengembangannya akan dibatasi hingga mencapai batas yang 

diizinkan terkait dengan dampaknya terhadap kualitas dan kuantitas 
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mata air, kualitas badan air sungai/situ/danau, kualitas aliran 

sungai dan kelestarian ekosistem pantai, serta keamanan tehadap 

SUTET; 

f. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan selain yang diizinkan dan 

kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan; dan 

g. Intensitas pemanfaatan ruang bagi kegiatan yang diizinkan dan 

diizinkan dengan syarat, dibatasi hingga pada tingkat  yang sangat 

rendah sehingga tidak akan mengganggu keberadaan mata air, 

badan air sungai/situ/danau, aliran sungai, ekosistem pantai, serta 

keberadaan jaringan SUTET. 

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan 

memperhatikan: 

a. kabupaten memiliki beberapa daerah berkategori rawan bencana 

berdasarkan (1) hidrometerologi berupa banjir (2) gelombang pasang 

di daerah dekat pantai serta (3) bahaya yang beraspek geologi berupa 

longsor dan gerakan tanah; 

b. pada daerah atau kawasan rawan bencana perlu dilakukan upaya 

untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik 

maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi 

ancaman bencana; 

c. kegiatan yang diizinkan adalah kegiatan yang jika terjadi bencana 

tidak akan menimbulkan dampak kerugian yang sangat besar; 

d. kegiatan yang dizinkan dengan syarat, adalah kegiatan yang tidak 

menimbulkan beban tambahan signifikan pada lingkungan seperti 

bangunan fisik yang besar serta banyak menimbulkan pemusatan 

kegiatan manusia; 

e. kegiatan yang dilarang, yaitu kegiatan yang jika terjadi bencana akan 

mengakibatkan dampak kerugian jiwa dan material yang besar; 

f. bilamana di kawasan rawan bencana sudah berkembang kegiatan 

yang sebenarnya tidak diizinkan, maka perlu dilakukan 

pengembangan rekayasa fisik untuk mencegah terjadinya bencana 

dan menyediakan jalur-jalur penyelamatan dan evakuasi manusia 

dan barang; 

g. intensitas pemanfaatan ruang dikendalikan sangat rendah hingga 

pada skala yang tidak membebani lingkungan serta jika terjadi 

kerusakan biayanya tidak terlalu besar; dan 
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h. prasarana yang dibutuhkan adalah (1) prasarana jalan yang 

berfungsi sebagai jalur evakuasi, (2) bangun bangunan perkuatan 

untuk mengurangi potensi terjadinya bencana. 

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan 

memperhatikan: 

a. kegiatan yang diizinkan, yaitu kegiatan yang mendukung fungsi 

lindung yang ada, memperbaiki kualitas lingkungan atau melindungi 

situs yang ada; 

b. kegiatan yang dizinkan namun dengan syarat, yaitu kegiatan-

kegiatan budidaya yang tidak mengubah bentang alam dan struktur 

geologi khas, serta tidak menciptakan pemusatan kegiatan 

masyarakat; 

c. kegiatan yang dilarang, yaitu kegiatan yang berpotensi mengubah 

bentang alam dan struktur geologi; 

d. pemanfaatan ruang dikendalikan hingga ke Intensitas yang sangat 

rendah; dan 

e. prasarana dibatasi hanya jalan dan drainase. 

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pelestarian alam dan 

cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun 

dengan memperhatikan: 

a. kawasan pelestarian alam dan cagar budaya yang terdiri dari 

kawasan di sekitar situs-situs budaya situs Batujaya, Makan Syech 

Quro dan Kompleks Monumen Rengasdengklok dan situs-situs 

lainnya;  

b. kawasan pelestarian alam yang meliputi kawasan di sekitar objek 

wisata alam Curug Santri yang terletak di Kecamatan Tegalwaru; 

c. kegiatan yang diizinkan adalah kegiatan yang mendukung fungsi 

pelestarian;  

d. kegiatan yang dizinkan dengan syarat, yaitu kegiatan-kegiatan 

budidaya yang tidak menimbulkan bangkitan kegiatan yang akan 

mengganggu situs seperti seperti lalu lintas, polusi suara dan udara 

serta kegiatan informal; dan 

e. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang berpotensi mengganggu 

fungsi lindung yang ada. 
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(7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan terumbu karang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun dengan 

memperhatikan: 

a. terumbu karang merupakan tempat hidup ikan, mempunyai bentuk 

yang indah dan bahkan dapat berfungsi sebagai faktor alam penahan 

abrasi dan yang terpenting sebagai sumber keanekaragaman hayati 

b. kegiatan yang diizinkan adalah Kegiatan yang mendukung fungsi 

lindung, tidak menimbulkan polusi yang dapat membunuh 

pembentuk terumbu karang dan tidak merusak; 

c. kegiatan wisata minat khusus, pemasangan rambu laut dan yang 

sejenis diizinkan namun dengan syarat dikendalikan tingkat daya 

rusaknya terhadap terumbu karang; dan 

d. kegiatan-kegiatan yang membutuhkan bangunan serta menarik 

manusia dalam jumlah besar dilarang dikembangkan di kawasan ini. 

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung mengenai kegiatan 

yang diijinkan, kegiatan yang diijinkan dengan syarat, dan kegiatan yang 

dilarang, serta intensitas pemanfaatan ruangnya, tercantum dalam 

Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal 57  

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan budidaya sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) huruf b, meliputi:  

a. Kawasan peruntukan hutan produksi; 

b. kawasan peruntukan pertanian; 

c. kawasan peruntukan perikanan; 

d. kawasan peruntukan pertambangan; 

e. kawasan peruntukan industri; 

f. kawasan peruntukan pariwisata;  

g. kawasan peruntukan permukiman; dan 

h. kawasan peruntukan lainnya. 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan 

memperhatikan: 
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a. keberadaan hutan produksi yang dapat difungsikan sebagai lahan 

produktif dengan tidak mengganggu tegakan dan yang diambil hanya 

hasil dari tanaman tersebut;  

b. kegiatan yang diizinkan di kawasan peruntukan hutan produksi 

merupakan kegiatan yang tidak mengurangi, mengubah atau 

menghilangkan fungsi utama sebagai hutan produksi, yaitu kegiatan 

berupa pengolahan tanah secara terbatas, tidak menimbulkan 

dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi, tidak 

menggunakan peralatan mekanis dan alat berat, tidak berupa 

pembangunan prasarana dan sarana yang mengubah bentang alam, 

dan telah memperoleh izin dan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

c. pemanfaatan kawasan hutan diizinkan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku, serta harus memenuhi persyaratan yang ketat agar 

tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utama 

sebagai hutan produksi; 

d. kegiatan yang dilarang berupa kegiatan non hutan lainnya yang 

dapat mengubah fungsi, serta tidak diizinkan oleh peraturan yang 

ada; dan 

e. intensitas pemanfaatan ruang selain yang diiizinkan atau diizinkan 

dengan syarat, dibatasi dalam intensitas yang sangat rendah dengan 

prasarana dibatasi hanya yang dibutuhkan oleh kegiatan yang 

diizinkan dan diizinkan dengan syarat, seperti jalan lingkungan, 

serta fasilitas penyediaan air bersih, serta pengolahan limbah dan 

sampah. 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan 

pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi 

kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan pertanian hortikultura, 

peternakan dan perkebunan sebagai berikut: 

a. kawasan pertanian tanaman pangan, dengan ketentuan: 

1. merupakan kawasan yang ditetapkan dalam rangka 

pengembangan pertanian berkelanjutan yang harus dilindungi 

fungsi dan keberadaannya sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

2. kegiatan yang diizinkan di kawasan ini adalah kegiatan yang 

mendukung perlindungan lahan pertanian pangan 

berkelanjutan; 
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3. kegiatan yang tidak terkait dengan perlindungan lahan pertanian 

pangan berkelanjutan dapat diizinkan dengan memenuhi 

persyaratan yaitu kegiatan yang dapat dikembangkan dalam 

skala rendah, tidak mengganggu sistem irigasi dan tidak menarik 

kegiatan lainnya sehingga mengancam keberadaan lahan 

pertanian, kegiatan yang terkait dengan kepentingan umum dan 

harus melalui kajian lebih dulu; 

4. kegiatan lain yang dilarang  adalah kegiatan yang jika 

dikembangkan di kawasan tanaman pangan secara langsung 

maupun tidak langsung  akan mengancam keberadaan dan 

fungsi lahan pertanian serta tidak terkait dengan kepentingan 

umum; 

5. pemanfaatan ruang di kawasan tanaman pangan harus 

dikenakan pembatasan luas kawasan terbangun sehingga tidak 

mengurangi luas sawah yang ada maupun cadangan, serta 

mengganggu jaringan irigasi serta dibatasi sehingga tidak 

menimbulkan jumlah penghuni yang besar yang akan menarik 

munculnya kegiatan ikutan; dan 

6. prasarana minimum yang disediakan adalah untuk permukiman 

perdesaan secara terbatas, seperti jaringan jalan, pengolahan 

sampah dan limbah, serta utilitas.  

b. kawasan pertanian hortikultura dengan ketentuan: 

1. kawasan budidaya hortikultura dikembangkan di lahan tegalan 

dan ladang; 

2. kegiatan yang diizinkan adalah pengolahan lahan tegalan, ladang 

dan huma, Pengembangan irigasi, drainase dan jaringan jalan 

lokal; 

3. kegiatan yang diizinkan dengan syarat adalah kegiatan yang 

dapat dikembangkan dalam skala rendah, tidak mengganggu 

sistem irigasi, tidak menarik kegiatan lainnya sehingga 

mengancam keberadaan lahan pertanian, serta kegiatan yang 

terkait dengan kepentingan umum; 

4. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan perkotaan, seperti 

permukiman perkotaan, industri, perdagangan dan jasa skala 

wilayah; dan 

5. intensitas pemanfaatan ruang harus dibatasi karena 

dikhawatirkan jika tidak dikendalikan akan mengancam 
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keberadaan lahan pertanian tanaman pangan yang biasanya 

berdekatan dengan kawasan pertanian hortikultura. 

c. kawasan perkebunan dengan ketentuan: 

1. kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan 

dikembangkan baik pada lahan basah dan/atau lahan kering 

untuk komoditas perkebunan; 

2. kegiatan yang diizinkan merupakan kawasan pengembangan 

kebun monokultur, campuran dan buah-buahan serta dapat 

diusahakan bercampur dengan perikanan air tawar dan 

peternakan bukan skala besar; 

3. berbagai kegiatan lainnya bisa dikembangkan di kawasan 

perkebunan dengan syarat memperhatikan nilai ekonomis dari 

lahan dan komoditasnya yang akan dialihfungsikan, tetap 

mempertahankan ciri perdesaan dan dikendalikan 

pengembangannya; 

4. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan perkotaan, seperti 

permukiman perkotaan, industri, perdagangan dan jasa skala 

wilayah; dan 

5. intensitas pemanfaatan ruang harus dibatasi dan dikendalikan 

sehingga tidak mengancam keberadaan lahan pertanian 

tanaman pangan yang biasanya berdekatan dengan kawasan 

perkebunan. 

d. kawasan peternakan dengan ketentuan: 

1. peternakan yang dikembangkan di Kabupaten adalah peternakan 

besar, kecil dan unggas; 

2. kawasan peternakan, terdiri dari berbagai unsur-unsur 

pembibitan, pakan, kandang, manajemen serta aspek lain yang 

diperlukan dalam usaha peternakan; 

3. kegiatan-kegiatan yang diizinkan dikembangkan dalam kawasan 

peternakan adalah kegiatan yang terkait dengan pengembangan 

usaha peternakan atau merupakan kegiatan yang dapat 

meningkatkan kualitas lingkungan sekitar; 

4. peternakan skala kecil atau skala rumah tangga dapat 

dikembangkan di kawasan perdesaan; 
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5. peternakan unggas skala rumah tangga dapat dikembangkan 

secara terbatas di kawasan permukiman perkotaan dengan 

syarat mengikuti ketentuan yang berlaku; 

6. peternakan skala kecil secara terbatas dapat dikembangkan di 

sekitar kegiatan perikanan, pertambangan dan permukiman 

perdesaan dengan memperhatikan persyaratan untuk 

meminimalkan polusi yang mungkin terjadi; dan 

7. peternakan skala besar harus terpisah dari kegiatan perkotaan, 

permukiman perdesaan serta badan air yang ada. 

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan 

perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi 

perikanan tangkap dan budidaya sebagai berikut: 

a. kawasan pengembangan perikanan laut dengan ketentuan: 

1. kawasan pengembangan perikanan tangkap dan budidaya 

sebagai bagian tidak terpisahkan dari pengembangan kawasan 

pesisir Kabupaten; 

2. kegiatan yang diizinkan dikembangkan di kawasan perikanan 

lain adalah kegiatan yang mendukung fungsi pengembangan 

perikanan laut dan ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan 

wilayah pesisir Kabupaten Karawang, tidak mengganggu fungsi 

dan dapat meningkatkan kualitas lingkungan;  

3. kegiatan yang diizinkan dengan syarat adalah kegiatan selain 

yang diizinkan yang pengembangannya tidak mengganggu 

ekosistem pantai/pesisir, termasuk fungsi sempadan, tidak 

mengganggu kegiatan pengembangan perikanan laut dan 

ditetapkan dalam rencana pengelolaan kawasan pesisir 

Kabupaten;  

4. kegiatan lain di luar yang diizinkan dan diizinkan dengan syarat 

pada dasarnya dilarang, yaitu kegiatan yang berpotensi 

mengganggu fungsi perikanan, mengganggu sempadan, 

mengganggu mangrove dan mengganggu ekosistem pantai 

lainnya; 

5. fasilitas pendukung perikanan tangkap dapat dibangun dengan 

memperhatikan daya dukung lingkungan setempat; 

6. permukiman nelayan dapat dibangun dalam kepadatan sedang 

untuk menciptakan kualitas lingkungan yang baik; dan 

7. permukiman di pesisir harus dilengkapi dengan prasarana dan 

sarana lingkungan permukiman yang memadai. 
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b. kawasan pengembangan perikanan air tawar dengan ketentuan: 

1. kawasan pengembangan perikanan tawar mencakup kawasan 

budidaya ikan di sungai, rawa, bendungan, situ dan kolam; 

2. kegiatan yang diizinkan adalah kegiatan yang mendukung fungsi 

pengembangan perikanan tawar dan tidak menggangu fungsinya 

dan dapat meningkatkan kualitas lingkungan; 

3. kegiatan di kawasan perdesaan seperti kegiatan terkait dengan 

pertanian, permukiman perdesaan, pariwisata, perkantoran 

pemerintah diizinkan dikembangkan dengan syarat tidak 

mengganggu ekosistem sungai, kolam, rawa, situ, atau danau; 

dan 

4. kegiatan lain yang berpotensi mengganggu fungsi perikanan, 

sempadan, dan ekosistem setempat lainnya dilarang untuk 

dikembangkan. 

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan 

pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun 

dengan memperhatikan: 

a. kegiatan yang diizinkan berada dalam kawasan peruntukan 

pertambangan adalah kegiatan yang secara langsung terkait dengan 

usaha pertambangan baik dalam tahap eksplorasi maupun 

eksploitasi; 

b. kegiatan yang diizinkan dengan syarat dalam kawasan peruntukan 

pertambangan adalah kegiatan perdesaan yang dapat menerima 

dampak kegiatan pertambangan dengan syarat  terpisah oleh jarak 

maupun buffer zone dengan kegiatan pertambangan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

c. kegiatan perkotaan serta kegiatan lain yang tidak bisa menerima 

dampak kegiatan pertambangan dilarang dikembangkan di dalam 

kawasan peruntukan pertambangan; 

d. dilarang memanfaatkan air tanah untuk keperluan kegiatan 

pertambangan dan kegiatan pendukung pertambangan yang berada 

di kawasan resapan air dan mengarahkan kegiatan pertambangan 

untuk memanfaatkan air permukaan; 

e. area penambangan harus dirancang agar dapat meminimalkan 

polusi bagi lingkungan sekitarnya, harus disediakan ruang terbuka 

sebagai penyangga antara lokasi pertambangan dengan lingkungan 

sekitarnya; dan 
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f. intensitas dan luas  bangunan harus dibatasi dalam skala rendah 

agar tidak terbentuk permukiman baru di kawasan peruntukan 

pertambangan. 

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun meliputi: 

a. kawasan peruntukan industri berupa hamparan ruang kawasan 

yang diperuntukan bagi pengembangan industri  yang di dalamnya 

terdapat satu atau beberapa kawasan industri; 

b. kegiatan industri juga dapat merupakan spot-spot kegiatan industri 

di luar kawasan peruntukan industri yang secara khusus dapat 

diizinkan sebagaimana dijelaskan dalam pola ruang wilayah; 

c. kegiatan yang diizinkan dikembangkan di kawasan peruntukan 

industri adalah kegiatan industri, kegiatan yang terkait dengan 

pengembangan industri atau kegiatan lain yang dikembangkan 

untuk meningkatkan kualitas lingkungan; 

d. kegiatan perkotaan seperti perumahan serta perdagangan dan jasa 

yang disediakan bagi karyawan industri diizinkan dikembangkan 

secara terbatas dengan syarat memiliki jarak yang cukup atau 

terpisah oleh zona penyangga dengan lokasi pabrik, pergudangan, 

pengolahan limbah dan kegiatan terkait industri lainnya;  

e. lahan dalam skala besar yang telah dikuasai oleh pemegang hak 

sesuai dengan ketentuan hukum pertanahan yang berlaku dan 

belum dimanfaatkan, dapat disewakan dengan pihak lain guna 

dimanfaatkan dan dipergunakan untuk kegiatan selain industri 

sepanjang tidak menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu 

fungsi ruang;  

f. kegiatan permukiman skala besar, perdagangan dan jasa skala 

besar, pendidikan tinggi, pertambangan dan kegiatan lain yang tidak 

terkait dengan industri dilarang untuk dikembangkan;  

g. pemanfaatan ruang dapat dilakukan dengan intensitas tinggi dengan 

memperhatikan batas ketinggian dan arsitektur kawasan dengan 

tetap menyediakan RTH di setiap persil bangunan, dengan KDB yang 

disesuaikan dengan kebutuhan RTH privat dan untuk tetap menjaga 

kenyamanan dan kualitas lingkungan secara umum; 
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h. dilarang memanfaatkan air tanah untuk keperluan kegiatan industri 

dan kegiatan pendukung industri yang berada di kawasan resapan 

air dan mengarahkan kegiatan industri untuk memanfaatkan air 

permukaan; dan 

i. setiap kawasan industri harus menyediakan RTH publik setidaknya 

20% dari seluruh luas kawasan. 

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan 

pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,  disusun dengan 

memperhatikan: 

a. dalam kawasan peruntukan pariwisata diizinkan kegiatan yang 

terkait dengan pengembangan wisata dan dapat meningkatkan 

kualitas lingkungan sekitar seperti prasarana dan sarana pendukung 

kegiatan pariwisata, RTH, permukiman perdesaan maupun bagi 

masyarakat yang sudah berada sebelumnya di sekitar objek wisata, 

kegiatan pertanian dan perkebunan terkait dengan atraksi wisata 

yang dikembangkan, serta atraksi wisata lainnya;  

b. kegiatan-kegiatan yang dapat dikembangkan di sekitar objek wisata 

atau di kawasan peruntukan pariwisata dengan syarat adalah 

kegiatan pertanian, perdagangan dan jasa, permukiman perdesaan, 

dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, lalu lintas dan 

sosial yang ada, serta tidak menyebabkan kekumuhan, kemacetan 

dan penurunan kualitas lingkungan lainnya; 

c. kegiatan-kegiatan lainnya seperti pertambangan, industri dan 

kegiatan perkotaan lainnya dilarang dikembangkan dalam kawasan 

pariwisata jika tidak terkait dengan pariwisata, akan menimbulkan 

penurunan kualitas lingkungan atau akan menerima dampak dari 

kegiatan wisata itu sendiri; 

d. pembatasan pemanfaatan air tanah untuk keperluan kegiatan 

pariwisata dan kegiatan pendukung pariwisata yang berada di 

kawasan resapan air dan mengarahkan kegiatan pariwisata untuk 

memanfaatkan air permukaan; 

e. jika sudah terdapat kegiatan lain di kawasan pariwisata sebelum 

pengembangan kawasan pariwisata tersebut, maka pengembangan 

kegiatan secara bertahap harus memenuhi persyaratan atau 

disediakan penyangga atau pemisah khusus agar kegiatan eksisting 

yang ada tidak saling mengganggu dengan kegiatan pariwisata yang 

dikembangkan, harus tetap terjamin adanya sistem sirkulasi dan 
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pendukung bagi kegiatan eksisting, serta terpisah dari sistem 

pendukung kegiatan pariwisata; 

f. intensitas bangunan harus dibatasi hingga sedang agar tercipta 

kenyamanan bagi kegiatan pariwisata, harus sediakan ruang terbuka 

yang cukup sebagai ruang aktivitas publik (taman) sekaligus ruang 

terbuka hijau agar tercipta kenyamanan bagi kegiatan pariwisata; 

dan 

g. arsitektur bangunan harus menyesuaikan dengan tema pariwisata 

yang ada. 

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan 

permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas : 

a. kawasan permukiman perkotaan, dengan ketentuan: 

1. merupakan permukiman yang berada di kawasan perkotaan; 

2. terdiri dari rumah-rumah, berupa rumah komersial, swadaya, 

umum, khusus dan negara, serta fasilitas pendukungnya, baik 

perdagangan, jasa, maupun prasarana dan sarana; 

3. kegiatan yang diizinkan adalah fasilitas umum dan sosial skala 

permukiman dan kegiatan yang meningkatkan kualitas 

lingkungan; 

4. kegiatan seperti industri kecil dan industri rumah tangga, 

usaha eceran skala kecil seperti warung atau minimarket, 

perdagangan dan jasa skala lingkungan, fasilitas pendidikan 

sampai dengan pendidikan tingkat menengah, kantor 

pemerintahan dan swasta, dan fasilitas pengolahan limbah dan 

sampah seperti IPAL, diizinkan jika dapat memenuhi 

persyaratan tidak mengganggu fungsi serta menurunkan 

kualitas lingkungan; 

5. kegiatan pertanian lahan basah, lapangan golf, dan pemakaman 

diizinkan dikembangkan di kawasan peruntukan permukiman 

perkotaan sepanjang melalui pengalihan hak, dengan 

persyaratan tidak menurunkan kualitas lingkungan dan 

mempunyai nilai ekonomi hampir sama dengan perumahan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

6. kegiatan lainnya yang dilarang dikembangkan antara lain 

adalah industri bukan industri kecil, pertanian, seperti lahan 

basah, peternakan skala besar, pertambangan, perdagangan 

dan jasa skala lebih besar dari skala lingkungan, rumah 
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pemotongan hewan, peternakan ayam dan sapi skala besar, 

serta kegiatan lainnya yang berpotensi menimbulkan 

pencemaran; 

7. pemanfaatan ruang diizinkan dengan intensitas sedang hingga 

tinggi dengan memperhatikan batas ketinggian dan arsitektur 

kawasan, penyediaan koefisien dasar hijau yang cukup dalam 

rangka menciptakan kenyamanan dan menjaga kualitas 

lingkungan dan ruang; 

8. pembatasan pemanfaatan air tanah untuk keperluan kegiatan 

permukiman dan kegiatan pendukung permukiman yang 

berada di kawasan resapan air dan mengarahkan kegiatan 

permukiman untuk memanfaatkan air permukaan;  

9. setiap lingkungan permukiman perkotaan harus menyediakan 

RTH publik setidaknya 20% dari keseluruhan luas lingkungan; 

dan 

10. prasarana minimum yang harus adalah fasilitas pedestrian, 

fasilitas parkir, utilitas yang memadai, drainase, pengolahan 

sampah dan limbah, serta setiap lingkungan permukiman 

harus memiliki daerah resapan khusus. 

b. kawasan permukiman perdesaan 

1. kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten terdiri dari 

kawasan ibukota kecamatan yang tidak termasuk dalam 

kawasan perkotaan, pusat-pusat permukiman di setiap pusat 

desa dan kawasan lain di desa, kawasan permukiman nelayan 

di sepanjang pesisir Kabupaten; 

2. kegiatan yang diizinkan adalah kegiatan tidak menurunkan 

kualitas lingkungan yang ada serta mendukung secara 

langsung kehidupan masyarakat, seperti perumahan, fasilitas 

umum dan sosial skala lingkungan, fasilitas perdagangan dan 

jasa skala lingkungan, dan ruang terbuka; 

3. kegiatan yang diizinkan dengan syarat adalah kegiatan yang 

mendukung usaha pertanian dan perikanan sebagai mata 

pencaharian utama masyarakat perdesaan, serta kegiatan yang 

tidak menurunkan kualitas lingkungan, yaitu perkebunan, 

hutan, pendidikan, kantor pemerintahan, pertanian, kegiatan 

pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan skala 

kecil, dan pasar tradisional; 



98 

 

 

 

4. kegiatan pertanian lahan basah, lapangan golf, dan pemakaman 

diizinkan dikembangkan di kawasan peruntukan permukiman 

perdesaan sepanjang melalui pengalihan hak, dengan 

persyaratan tidak menurunkan kualitas lingkungan dan 

mempunyai nilai ekonomi hampir sama dengan perumahan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

5. kegiatan lainnya yang dilarang adalah industri, pertambangan, 

pelabuhan, dan kegiatan perkotaan lain; 

6. besaran kawasan terbangun harus dibatasi hingga skala lebih 

rendah agar tidak mengambil alih lahan pertanian tanaman 

pangan, kawasan lindung dan kawasan sempadan; dan 

7. intensitas bangunan juga harus dibatasi hingga skala rendah 

agar tidak menarik banyak penghuni dan membangkitkan 

kegiatan ikutan. 

(9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi: 

a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa di 

kawasan perkotaan, dengan ketentuan: 

1. kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan perdagangan dan 

jasa terdiri dari kawasan perdagangan dan jasa skala besar, 

dan kawasan perdagangan dan jasa dalam skala yang lebih 

kecil; 

2. kegiatan yang diizinkan adalah kegiatan yang sesuai dengan 

fungsi kawasan atau memperbaiki kualitas lingkungan seperti 

pertokoan, pasar tradisional, perkantoran jasa, perkantoran 

swasta, perkantoran pemerintah, prasarana dan sarana 

pendukung,  serta RTH; 

3. kegiatan yang diizinkan dengan persyaratan tidak mengganggu 

fungsi perdagangan dan jasa, mendukung estetika kawasan, 

serta juga dapat menerima dampak dari kegiatan perdagangan 

dan jasa itu sendiri, adalah rumah sakit dan klinik kesehatan, 

sarana rekreasi,  pendidikan tinggi, serta sarana olah raga; 

4. kegiatan lain yang dilarang antara lain adalah industri, 

permukiman, pendidikan, pertanian, baik lahan basah, 
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perkebunan ataupun perikanan, serta peternakan dan 

pertambangan; 

5. ruang terbangun harus dibatasi hingga maksimum 70% agar 

dapat memenuhi persyaratan 30% untuk RTH;  

6. pembatasan pemanfaatan air tanah untuk keperluan kegiatan 

perdagangan dan jasa serta kegiatan pendukung perdagangan 

dan jasa yang berada di kawasan resapan air dan mengarahkan 

kegiatan perdagangan dan jasa untuk memanfaatkan air 

permukaan; 

7. diizinkan membangun dengan intensitas tinggi dengan 

memperhatikan batas ketinggian dan arsitektur kawasan; dan 

8. harus disediakan ruang terbuka yang cukup sebagai ruang 

aktivitas publik sekaligus ruang terbuka hijau agar tercipta 

kenyamanan bagi kegiatan belanja maupun usaha lainnya. 

b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan 

keamanan 

1. Instalasi militer adalah sebuah fasilitas milik negara untuk 

kepentingan  pengembangan militer Republik Indonesia; 

2. kegiatan yang diizinkan adalah seluruh kegiatan yang berkaitan 

dengan kebutuhan instalasi militer tersebut; 

3. kegiatan-kegiatan pendukung kehidupan personil dan penghuni 

kawasan pertahanan diizinkan namun dengan syarat tidak 

mengganggu kegiatan kemiliteran yang ada; 

4. seluruh kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan 

instalasi militer tidak diizinkan berada di instalasi militer atau 

di sekitarnya dalam radius tertentu; 

5. harus disediakan daerah penyangga yang bebas dari kegiatan 

yang memisahkan instalasi militer dengan kawasan sekitarnya; 

dan 

6. harus disediakan akses yang cukup bagi pergerakan pasukan 

dan peralatan militer yang dibutuhkan. 

(10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya mengenai kegiatan 

yang diijinkan, kegiatan yang diijinkan dengan syarat, dan kegiatan yang 

dilarang, serta intensitas pemanfaatan ruangnya, tercantum dalam 

Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 
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Pasal 58  

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar prasarana dan 

sarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) huruf c, 

meliputi:  

a. Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar prasarana transportasi; 

b. Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar prasarana energi; 

c. Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar prasarana sumberdaya 

air; 

d. Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar prasarana 

telekomunikasi; dan 

e. Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar prasarana lainnya. 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar prasarana transportasi, 

sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) huruf a, meliputi: 

a. ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar jalan arteri primer dan 

arteri sekunder adalah: 

1. hutan, pertanian tanaman pangan, perkebunan serta tambak 

diizinkan dikembangkan di sekitar jalan arteri primer; 

2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, industri, terminal 

dan pariwisata diizinkan berada di sekitar jalan arteri primer 

sepanjang tidak membuka akses langsung dari persil ke ruas 

jalan arteri primer serta tidak melakukan kegiatan bongkar muat 

barang dan parkir di badan jalan arteri primer kecuali pada 

waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

b. ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar jalan kolektor primer 

dan arteri sekunder adalah : 

1. hutan, pertanian tanaman pangan, perkebunan, terminal serta 

tambak diiznkan dikembangkan di sekitar jalan kolektor primer; 

2. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, industri, terminal 

dan pariwisata diizinkan berada di sekitar jalan kolektor primer 

dengan syarat mematuhi permbatasan kegiatan bongkar muat 

dan parkir di badan jalan. 

c. ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar jalan kolektor sekunder 

adalah : 

1. seluruh kegiatan pada prinsipnya diizinkan dikembangkan di 

sepanjang jalan kolektor sekunder, namun dengan syarat tidak 
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mengganggu fungsi koleksi dari jalan kolektor sekunder yang 

ada; 

2. persyaratan bagi kegiatan di sekitar jalan kolektor sekunder 

adalah adanya pembatasan parkir, menyediakan sempadan yang 

cukup dan adanya pengaturan dan pemberian syarat teknis 

pintu akses ke setiap persil kegiatan. 

d. ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar terminal penumpang 

adalah : 

1. terminal Tipe A dapat dikembangkan terintegrasi dengan 

kegiatan industri serta pusat kegiatan skala wilayah, namun 

harus terpisah dari kegiatan perkotaan lainnya; 

2. terminal Tipe B dan C dapat dibangun terintegrasi dengan 

kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, pertanian, 

perikanan dan pariwisata; dan 

3. pada dasarnya tidak ada kegiatan yang dilarang dibangun di 

sekitar terminal sepanjang memiliki batas berupa jarak atau 

RTH. 

e. ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar stasiun kereta api 

adalah : 

1. kegiatan pertanian tanaman pangan, RTH dan permukiman 

perdesaan diizinkan dikembangkan di sekitar stasiun kereta api; 

2. kegiatan permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa, 

pariwisata dan industri, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial 

diizinkan dikembangkan di sekitar stasiun kereta api dengan 

syarat tidak mengganggu fungsi dan aksesibilitas dari dan 

menuju ke stasiun kereta api; dan 

3. kegiatan pertambangan dan industri besar dan polutif tidak 

diizinkan dibangun di sekitar stasiun kereta api. 

f. ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar rel kereta api adalah : 

1. seluruh kegiatan diizinkan dibangun di sekitar rel kereta api 

dengan memperhatikan syarat serta ketentuan teknis yang ada 

2. syarat bagi kegiatan yang akan dibangun di sekitar rel kereta api 

adalah tidak berada di daerah milik rel, tidak membuang limbah 

ke daerah milik rel serta tidak membuka akses perlintasan tanpa 

izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

g. ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar pelabuhan adalah : 
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1. pengembangan pelabuhan sangat dibatasi agar tidak mengambil 

alih lahan pertanian di sekitarnya dan tidak mengakibatkan 

adanya urbanisasi; 

2. kegiatan yang diizinkan adalah kegiatan yang bisa berfungsi 

sebagai penyangga antara kawasan pelabuhan dan  kawasan 

sekitarnya, seperti RTH dan hutan; 

3. kegiatan yang diijinkan dengan syarat dalah kegiatan yang tidak 

berkembang menjadi kegiatan perkotaan dan tidak menyatu 

dengan pelabuhan, seperti kegiatan pertanian, perkebunan, 

perikanan, permukiman perdesaan dan yang sejenis; dan 

4. Kegiatan selain yang tercantum pada angka 2 dan 3 tidak 

diizinkan. 

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar prasarana energi, 

sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) huruf b, meliputi : 

a. ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar saluran SUTET adalah : 

1. daerah di bawah dan sempadan SUTET hanya boleh 

dikembangkan sebagai hutan, RTH dan kawasan lindung; 

2. tidak ada kegiatan yang diizinkan dikembangkan di daerah di 

bawah dan sempadan SUTET. 

b. ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar GITET adalah : 

1. seluruh kegiatan diizinkan dibangun di sekitar GITET dengan 

memperhatikan syarat serta ketentuan teknis yang ada; 

2. syarat bagi kegiatan yang akan dibangun di sekitar GITET 

adalah Mematuhi syarat jarak aman dari GITET dan tidak 

menimbulkan polusi atau potensi api yang membahayakan 

GITET. 

c. ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar SPBU dan SPBE 

adalah: 

1. kegiatan yang tidak berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran 

bagi SPBU dan SPBE diizinkan dibangun di sekitar SPBU dan 

SPBE dengan syarat memperhatikan jarak aman dari SPBU dan 

SPBE; 

2. kegiatan seperti pertambangan, industri, TPPAS dan kegiatan 

lainnya yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran bagi 

SPBU dan SPBE dilarang dikembangkan di sekitar SPBU dan 

SPBE; 
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3. harus disediakan jalur akses dan evakuasi untuk penanganan 

bila terjadi kebakaran di SPBU dan SPBE; dan 

4. kepadatan bangunan di sekitar SPBU dan SPBE harus dipadati 

untuk mencegah kerugian yang besar jika terjadi kebakaran 

pada SPBU dan SPBE. 

d. ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar jaringan pipa gas bumi 

adalah : 

1. RTH, pertanian, perikanan dan perkebunan merupakan 

kegiatan yang diizinkan dibangun di sekitar saluran pipa gas 

bumi; 

2. Kegiatan perkotaan seperti industri, permukiman serta 

perdagangan dan jasa dan kegiatan pertambangan dan 

pariwisata diizinkan dikembangkan di sekitar saluran pipa gas 

bumi dengan syarat mematuhi jarak aman serta tidak 

membuang limbah ke daerah sekitar saluran pipa gas bumi. 

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar prasarana sumberdaya air, 

sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf c, meliputi waduk, danau 

dan situ serta saluran irigasi dengan ketentuan : 

a. kegiatan yang tidak memiliki potensi besar untuk mencemari badan 

air seperti permukiman, industri tidak polutif, pertanian, 

perdagangan dan jasa  dan pariwisata diizinkan dikembangkan di 

sekitar prasarana sumberdaya air dengan syarat : 

1. tidak membuang limbahnya ke badan air; 

2. tidak mengganggu penggunaan jalan inspeksi; dan 

3. mematuhi jarak sempadan dari badan air. 

b. kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran tinggi ke badan air 

seperti pertambangan serta industri polutif dilarang dikembangkan 

di sekitar prasarana sumberdaya air. 

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar prasarana telekomunikasi, 

sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) huruf d, meliputi BTS atau 

menara telekomunikasi lainnya dengan ketentuan : 

a. seluruh kegiatan diizinkan dikembangkan di sekitar menara 

telekomunikasi dengan mematuhi persyaratan yang ada; dan 

b. syarat bagi kegiatan yang akan dikembangkan di sekitar menara 

telekomunikasi adalah : 

1. menjaga jarak aman dengan lokasi menara; dan 
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2. tidak mengganggu akses menuju ke menara. 

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi sekitar prasarana lainnya, 

sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) huruf e, meliputi TPPAS dan 

IPLT dengan ketentuan : 

a. kegiatan yang dapat dikembangkan di sekitar TPPAS dan IPLT 

dibatasi pada kegiatan seperti pertambangan pertanian, perikanan 

serta permukiman perdesaan skala kecil yang dapat menerima polusi 

serta memperhatikan jarak aman; dan 

b. kegiatan yang tidak dapat menerima dampak polusi seperti 

permukiman perkotaan, industri, pariwisata serta perdagangan dan 

jasa dilarang dikembangkan di sekitar TPPAS dan IPLT. 

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana dan 

sarana mengenai kegiatan yang diijinkan, kegiatan yang diijinkan dengan 

syarat, dan kegiatan yang dilarang, serta intensitas pemanfaatan 

ruangnya, tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

 

Pasal 59  

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada RTH di kawasan perkotaan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) huruf meliputi:  

a. fungsi RTH adalah terkait dengan fungsi ekologis serta fungsi sosial, 

ekonomi, arsitektur dan estetika; 

b. kegiatan yang diizinkan adalah jalan setapak, bangunan pengawasan 

serta fasilitas lain penunjang fungsi RTH dan mengikuti aturan yang 

berlaku pada kawasan yang sesuai; dan 

c. kegiatan yang diizinkan dengan syarat adalah fasilitas pengamanan 

serta kegiatan untuk kepentingan umum lainnya dengan persyaratan 

dibangun pada skala yang sangat terbatas dan tidak mengganggu 

fungsi RTH serta mengikuti aturan yang berlaku pada kawasan yang 

sesuai. 

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada RTH di kawasan perkotaan 

mengenai kegiatan yang diijinkan, kegiatan yang diijinkan dengan syarat, 

dan kegiatan yang dilarang, serta intensitas pemanfaatan ruangnya, 

tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini 
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Bagian Kedua 

Ketentuan Perizinan 

Pasal 60  

(1) Ketentuan perizinan merupakan pedoman bagi pejabat yang berwenang 

dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur 

dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. 

(2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai alat 

pengendali pemanfaatan ruang yaitu izin yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara 

penggantian yang layak ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 

 

Bagian Ketiga 

Insentif dan Disinsentif 

Pasal 61  

(1) Insentif dan disinsentif diberikan kepada masyarakat dan pelaku usaha 

di Kabupaten. 

(2) Insentif dan disinsentif merupakan bagian dari mekanisme pemberian 

izin pemanfaatan ruang di Kabupaten. 

(3) Insentif dan disinsentif diprioritaskan untuk upaya mempertahankan 

kawasan lindung, kawasan pertanian pangan berkelanjutan, 

pengembangan kawasan peruntukan industri, permukiman perkotaan, 

serta perdagangan dan jasa sesuai Peraturan Daerah ini. 

(4) Kebijakan insentif meliputi: 

a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, 

sewa ruang, dan urun saham; 

b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; 

c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau 

d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, 

(5) Kebijakan disinsentif, meliputi: 
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a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya 

biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan 

akibat pemanfaatan ruang; dan/atau 

b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan 

penalti. 

(6) Pengembangan kebijakan insentif dan disinsentif ini akan ditetapkan 

secara terpisah dengan memperhatikan : 

a. kebijakan insentif dan disinsentif yang sudah dirumuskan oleh 

peraturan perundangan yang ada; dan 

b. kajian tentang kemampuan dan dampak kebijakan terhadap sistem 

fiskal Kabupaten. 

(7) Tatacara  dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengenai kebijakan insentif dan 

disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

 

Bagian Keempat 

Arahan Sanksi 

Parafraf 1 

Umum 

Pasal 62  

Arahan sanksi merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:  

a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang 

dan pola ruang. 

b. Pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten. 

c. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan 

berdasarkan RTRWK. 

d. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang 

yang diterbitkan berdasarkan RTRWK.  

e. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin 

pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWK.  

f. Pemanfataan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh 

peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan 

g. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang 

tidak benar.  
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Paragraf 2 

Sanksi  

Pasal 63  

(1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pelanggaran dan 

penyimpangan terhadap pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dalam 

Peraturan Daerah ini  akan dikenakan sanksi administratif dan 

pembatalan kebijakan daerah serta sanksi pidana dan perdata. 

(2) Pelanggaran dan penyimpangan terhadap pemanfaatan ruang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa setiap orang 

dan/atau Badan dilarang: 

a. melanggar ketentuan umum peraturan zonasi di Kabupaten; 

b. memanfaatkan ruang tanpa izin dan/atau tidak sesuai dengan izin 

berdasarkan RTRWK; 

c. melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang 

diterbitkan berdasarkan RTRWK; 

d. memanfaatkan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur 

yang tidak benar; 

e. memanfaatkan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan 

yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan 

sebagai milik umum; 

f. melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung;  

g. melakukan konversi lahan sawah beririgasi teknis yang telah 

ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan; 

h. melakukan perubahan bentang alam tanpa melalui proses kajian 

kelayakan seperti reklamasi pantai, pengurukan sungai serta proses 

penataan lahan lainnya; 

i. tidak memenuhi persyaratan yang diminta pada saat pengembangan 

kegiatan yang diizinkan dengan syarat di kawasan hutan mangrove 

sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat (2); 

j. mengembangkan kegiatan atau mendirikan bangunan yang 

dinyatakan dilarang di kawasan hutan mangrove sebagaimana 

dimaksud pada pasal 55 ayat (2); 

k. tidak memenuhi persyaratan yang diminta pada saat pengembangan 

kegiatan yang diizinkan dengan syarat di kawasan perlindungan 

setempat sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat (3); 
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l. mengembangkan kegiatan atau mendirikan bangunan yang 

dinyatakan dilarang di kawasan perlindungan setempat sebagaimana 

dimaksud pada pasal 55 ayat (3); 

m. tidak memenuhi persyaratan yang diminta pada saat pengembangan 

kegiatan yang diizinkan dengan syarat di kawasan rawan bencana 

sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat (4); 

n. mengembangkan kegiatan atau mendirikan bangunan yang 

dinyatakan dilarang di kawasan rawan bencana sebagaimana 

dimaksud pada pasal 55 ayat (4); 

o. tidak memenuhi persyaratan yang diminta pada saat pengembangan 

kegiatan yang diizinkan dengan syarat di kawasan lindung geologi 

sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat (5); 

p. tidak memenuhi persyaratan yang diminta pada saat pengembangan 

kegiatan yang diizinkan dengan syarat di kawasan lindung geologi 

sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat (5); 

q. mengembangkan kegiatan atau mendirikan bangunan yang 

dinyatakan dilarang di kawasan lindung geologi sebagaimana 

dimaksud pada pasal 55 ayat (5); 

r. tidak memenuhi persyaratan yang diminta pada saat pengembangan 

kegiatan yang diizinkan dengan syarat di kawasan pelestraian alam 

dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat (6); 

s. mengembangkan kegiatan atau mendirikan bangunan yang 

dinyatakan dilarang di kawasan pelestraian alam dan cagar budaya 

sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat (6); 

t. tidak memenuhi persyaratan yang diminta pada saat pengembangan 

kegiatan yang diizinkan dengan syarat di kawasan terumbu karang 

sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat (7); 

u. mengembangkan kegiatan atau mendirikan bangunan yang 

dinyatakan dilarang di kawasan terumbu karang sebagaimana 

dimaksud pada pasal 55 ayat (7); 

v. tidak memenuhi persyaratan yang diminta pada saat pengembangan 

kegiatan yang diizinkan dengan syarat di kawasan peruntukan hutan 

produksi sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat (2); 

w. mengembangkan kegiatan atau mendirikan bangunan yang 

dinyatakan dilarang di kawasan peruntukan hutan produksi 

sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat (2); 
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x. tidak memenuhi persyaratan yang diminta pada saat pengembangan 

kegiatan yang diizinkan dengan syarat di kawasan peruntukan 

pertanian sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat (3); 

y. mengembangkan kegiatan atau mendirikan bangunan yang 

dinyatakan dilarang di kawasan peruntukan pertanian sebagaimana 

dimaksud pada pasal 56 ayat (3); 

z. tidak memenuhi persyaratan yang diminta pada saat pengembangan 

kegiatan yang diizinkan dengan syarat di kawasan peruntukan 

perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat (4); 

aa. mengembangkan kegiatan atau mendirikan bangunan yang 

dinyatakan dilarang di kawasan peruntukan perikanan 

sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat (4); 

bb. tidak memenuhi persyaratan yang diminta pada saat 

pengembangan kegiatan yang diizinkan dengan syarat di kawasan 

peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada pasal 56 

ayat (5); 

cc. mengembangkan kegiatan atau mendirikan bangunan yang 

dinyatakan dilarang di kawasan peruntukan pertambangan 

sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat (5); 

dd. tidak memenuhi persyaratan yang diminta pada saat 

pengembangan kegiatan yang diizinkan dengan syarat di kawasan 

peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat (6); 

ee. mengembangkan kegiatan atau mendirikan bangunan yang 

dinyatakan dilarang di kawasan peruntukan industri sebagaimana 

dimaksud pada pasal 56 ayat (6); 

ff. tidak memenuhi persyaratan yang diminta pada saat 

pengembangan kegiatan yang diizinkan dengan syarat di kawasan 

peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat 

(7); 

gg. mengembangkan kegiatan atau mendirikan bangunan yang 

dinyatakan dilarang di kawasan peruntukan pariwisata 

sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat (7); 

hh. tidak memenuhi persyaratan yang diminta pada saat 

pengembangan kegiatan yang diizinkan dengan syarat di kawasan 

peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada pasal 56 

ayat (8); 
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ii. mengembangkan kegiatan atau mendirikan bangunan yang 

dinyatakan dilarang di kawasan peruntukan permukiman 

sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat (8); 

jj. tidak memenuhi persyaratan yang diminta pada saat 

pengembangan kegiatan yang diizinkan dengan syarat di kawasan 

perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat 

(9); 

kk. mengembangkan kegiatan atau mendirikan bangunan yang 

dinyatakan dilarang di kawasan perdagangan dan jasa 

sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat (9); 

ll. tidak memenuhi persyaratan yang diminta pada saat 

pengembangan kegiatan yang diizinkan dengan syarat di kawasan 

pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada pasal 56 

ayat (9); 

mm. mengembangkan kegiatan atau mendirikan bangunan yang 

dinyatakan dilarang di kawasan pertahanan dan keamanan 

sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat (9); 

nn. tidak memenuhi persyaratan yang diminta pada saat 

pengembangan kegiatan yang diizinkan dengan syarat di sekitar 

prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat 

(2); 

oo. mengembangkan kegiatan atau mendirikan bangunan yang 

dinyatakan dilarang di kawasan sekitar prasarana transportasi 

sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (2); 

pp. tidak memenuhi persyaratan yang diminta pada saat 

pengembangan kegiatan yang diizinkan dengan syarat di sekitar 

prasarana energi sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (3); 

qq. mengembangkan kegiatan atau mendirikan bangunan yang 

dinyatakan dilarang di kawasan sekitar prasarana energi 

sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (3); 

rr. tidak memenuhi persyaratan yang diminta pada saat 

pengembangan kegiatan yang diizinkan dengan syarat di sekitar 

prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada pasal 57 

ayat (4); 

ss. mengembangkan kegiatan atau mendirikan bangunan yang 

dinyatakan dilarang di kawasan sekitar prasarana sumberdaya air 

sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (4); 
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tt. tidak memenuhi persyaratan yang diminta pada saat 

pengembangan kegiatan yang diizinkan dengan syarat di sekitar 

prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 57 

ayat (5); 

uu. mengembangkan kegiatan atau mendirikan bangunan yang 

dinyatakan dilarang di kawasan sekitar prasarana telekomunikasi 

sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (5); 

vv. tidak memenuhi persyaratan yang diminta pada saat 

pengembangan kegiatan yang diizinkan dengan syarat di sekitar 

TPPAS dan IPLT sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (6); 

ww. mengembangkan kegiatan atau mendirikan bangunan yang 

dinyatakan dilarang di kawasan sekitar TPPAS dan IPLT 

sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (6); 

xx. tidak memenuhi persyaratan yang diminta pada saat 

pengembangan kegiatan yang diizinkan dengan syarat di RTH 

sebagaimana dimaksud pada pasal 58 ayat (1). 

(3) Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ayat (2) huruf l, k, m, o, q, s, u, 

w, y, aa, cc, ee, gg, ii, kk, mm, oo, qq, ss, uu dan ww dikenakan sanksi 

adminitratif. 

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk : 

a. peringatan tertulis; 

b. penghentian sementara kegiatan; 

c. penghentian sementara pelayanan umum; 

d. penutupan lokasi; 

e. pencabutan izin; 

f. pembatalan izin; 

g. pembongkaran bangunan; 

h. pemulihan fungsi ruang; dan 

i. denda administratif. 

(5) Pengenaan mengenai sanksi administratif dan pembatalan perizinan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mencakup jenis sanksi, objek 

sanksi, prosedur, mekanisme dan kelembagaannya akan ditetapkan 

dalam Peraturan Bupati dengan mengacu pada peraturan perundangan. 
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(6) Pelanggaran dan penyimpangan ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, j, l, n, 

p, r, t, u, x, z, bb, dd, ff, hh, jj, jj, ll, nn, pp, rr, tt dan vv dikenakan sanksi 

pidana.  

(7) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

BAB IX 

KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA ANTAR DAERAH 

Bagian Kesatu 

Kelembagaan 

Pasal 64  

(1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penataan ruang di Daerah, 

dibentuk BKPRD. 

(2) Pembentukan BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

oleh Bupati. 

(3) BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas 

melaksanakan koordinasi penataan ruang, meliputi pembinaan penataan 

ruang, pelaksanaan penataan ruang dan pengawasan penataan ruang di 

kabupaten. 

 

 

Bagian Kedua 

Kerjasama Pengelolaan Wilayah 

Pasal 65  

(1) Pemanfaatan ruang dapat diselenggarakan melalui kerjasama antar 

daerah dan/atau kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dan pihak 

lainnya. 

(2) Kerjasama antardaerah dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan peran 

dan fungsi antar wilayah perbatasan. 

(3) Kerjasama dengan pihak lain meliputi kerjasama dengan pihak swasta 

dan/atau masyarakat. 

(4) Kerjasama antar daerah meliputi: 

a. kerjasama dalam pengelolaan sampah; 
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b. kerjasama dalam pengelolaan sungai antara wilayah hulu dan hilir; 

dan 

c. kerjasama dalam pengelolaan irigasi terdiri atas pengaturan 

pengelolaan dengan proporsi yang seimbang dan pengaturan 

komposisi pembagian air antar wilayah untuk kebutuhan sawah 

beririgasi teknis. 

(5) Kerjasama dengan pihak swasta dan/atau masyarakat meliputi : 

a. kerjasama dalam pengelolaan persampahan, air minum, limbah dan 

lainnya yang dianggap memungkinkan; dan 

b. kerjasama pengelolaan kawasan. 

(6) Kerjasama dengan pihak swasta dan/atau masyarakat harus melalui 

kajian terlebih dahulu. 

(7) Kerjasama pengelolaan persampahan, air minum dan limbah harus 

termasuk dalam rencana induk pengelolaan persampahan, air minum 

dan limbah daerah. 

(8) Kerjasama dengan pihak swasta dan/atau masyarakat harus sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. 

(9) Kerjasama dengan pihak asing dimungkinkan dengan mengikuti 

ketentuan peraturan perundangan-undangan. 

 

 

BAB X 

PERAN MASYARAKAT 

Pasal 66  

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk: 

a. mengetahui rencana tata ruang; 

b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; 

c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat 

pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata 

ruang; 

d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan 

yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; 

e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan 

yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; 

dan 
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f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau 

pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan 

rencana tata ruang menimbulkan kerugian. 

 

 

Pasal 67  

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: 

a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat 

yang berwenang; 

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan 

ruang; dan 

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan 

perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. 

 

 

Pasal 68  

(1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah kabupaten 

dengan melibatkan peran masyarakat. 

(2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui: 

a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; 

b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan 

c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat 

dalam penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan. 

 

 

BAB XI 

PENYIDIKAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH 

Bagian Kesatu 

Penyidikan 

Pasal 69  

(1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi 

wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan 
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tindakan pidana di bidang penataan ruang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan,  Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

berwenang : 

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 

tindak pidana; 

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan 

melakukan pemeriksaan; 

c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda 

pengenal diri tersangka; 

d. melakukan penyitaan benda dan / atau surat; 

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka 

atau saksi; 

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 

dengan pemeriksaan perkara; 

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk 

dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa 

tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui 

penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, 

tersangka atau keluarganya; dan 

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berlaku. 

 

 

Bagian Kedua 

Penegakan Peraturan Daerah 

Pasal 70  

Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja 

dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan kewenangannya, 

berkoordinasi dengan Kepolisian, berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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BAB XII 

JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI RTRW KABUPATEN 

Pasal 71  

(1) Jangka waktu RTRWK adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau 

kembali minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 

 

(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan 

bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah 

yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRWK dapat 

ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 

(3) Peninjauan kembali dilakukan juga apabila terjadi perubahan kebijakan 

nasional dan strategis yang mempengaruhi pemanfaatan ruang 

kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah. 

(4) Peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dapat menghasilkan rekomendasi berupa :  

a. RTRW Kabupaten tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; 

atau 

b. RTRW Kabupaten perlu direvisi. 

(5) Dalam hal peninjauan kembali RTRW Kabupaten menghasilkan 

rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, revisi RTRW 

Kabupaten dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki 

orang dan/atau Badan, sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(6) Hasil revisi RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf 

b dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 

 

BAB XV 

  KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 72  

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan 

pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah 

ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti 

berdasarkan Peraturan Daerah ini. 
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(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: 

a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Daerah ini ini tetap berlaku sesuai 

dengan masa berlakunya; 

b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:  

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut 

disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan 

Daerah ini; 

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan 

penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak 

memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi 

kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah 

diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul 

sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan 

penggantian yang layak. 

c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai 

dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan 

Peraturan Daerah ini; 

d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin 

ditentukan sebagai berikut: 

1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, 

pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan 

disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan 

2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, 

dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan. 
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BAB XVI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 73  

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Daerah 

 

Ditetapkan di Karawang 
pada tanggal  15-02-2013 

BUPATI KARAWANG, 

 

Ttd 

 

ADE  SWARA 

Diundangkan di Karawang 
pada tanggal  15-02-2013 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
KARAWANG, 

 

Ttd 

 

IMAN SUMANTRI 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG 

TAHUN        2013        NOMOR    2 
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PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG 

NOMOR :  2 TAHUN 2013 

TENTANG 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH  KABUPATEN KARAWANG 

TAHUN 2011 – 2031 

 

UMUM 

 

Ruang wilayah Kabupaten Karawang dengan keanekaragaman ekosistemnya 

sebagai bagian wilayah Negara Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan 

Yang Maha Esa. Ruang tersebut di samping berfungsi sebagai sumber daya, 

juga sebagai wadah kegiatan, perlu dimanfaatkan secara optimal dan 

berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia, menciptakan 

kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil 

dan makmur.  

Kabupaten Karawang secara geografis sangat strategis karena lokasinya 

berdekatan dengan Ibukota Negara, yaitu DKI Jakarta. Posisi tersebut serta 

adanya sumber daya pendukung menjadikan Kabupaten Karawang turut 

berkembang dengan cepat mengikuti pertumbuhan ibukota dan wilayah 

sekitarnya. Tumbuhnya Kabupaten Karawang secara umum memberikan 

tekanan pada aspek lingkungan, kehidupan sosial, ekonomi dan budaya 

masyarakat. Perkembangan yang sedang dan terus berlangsung ini berpotensi 

menimbulkan ketidakteraturan, ketidaknyamanan dan bahkan dapat 

mengganggu kelestarian lingkungan. Implikasi lainnya adalah terdapatnya 

penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan 

dan kurang mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Hal tersebut 

diindikasikan oleh berkurangnya kawasan yang berfungsi lindung, konversi 

lahan sawah dan muculnya kerusakan lingkungan.  

Untuk mencapai keterpaduan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya 

alam sehingga tercipta suatu pembangunan yang berkelanjutan, Pemerintah 

Kabupaten Karawang perlu menyusun peraturan daerah tentang rencana tata 

ruang yang dapat menjadi acuan/pegangan dalam pembangunan wilayah. 

Sebagai bagian dari peraturan daerah tersebut maka akan dijelaskan pasal 

demi pasal sebagai berikut: 
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II.  PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1  

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat 

keseragaman pengertian dalam peraturan daerah ini 

Pasal 2  

Cukup Jelas 

Pasal 3  

Tujuan penataan ruang wilayah daerah disesuaikan dengan visi dan misi 

pembangunan daerah. 

Pasal 4  

Ayat (1)  

 Cukup jelas 

Ayat (2)  

 Cukup jelas 

Pasal 5  

Ayat (1)  

 Cukup jelas 

Ayat (2)  

 Cukup jelas 

Ayat (3)  

 Cukup jelas 

Ayat (4)  

 Cukup jelas 

Ayat (5)  

 Cukup jelas 

Ayat (6)  

 Cukup jelas 

Ayat (7)  

 Cukup jelas 

Pasal 6  

Ayat (1)  

 Cukup jelas 

Ayat (2)  

 Cukup jelas 
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Pasal 7  

 Ayat (1)  

Sistem perkotaan di daerah sebagai perwujudan atas sistem pusat 

pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf a, 

dikembangkan dengan dasar pertimbangan : 

a. mendukung kedudukan dan fungsi daerah sebagai bagian dari 

Kawasan Andalan Purwasuka; 

b. mendukung kedudukan dan peran Cikampek dalam konteks 

pengembangan PKW Cikampek – Cikopo; 

c. memperhatikan sebaran kegiatan dominan di daerah, baik 

pertanian lahan basah, industri dan kegiatan perkotaan lainnya; 

d. memperhatikan arah dan kebutuhan pengembangan wilayah 

berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan 

e. sistem perkotaan sudah dan akan berkembang sebagai kawasan 

dengan dominasi kegiatan yang bercorak perkotaan, yang 

didukung oleh sistem prasarana dan sarana yang memadai. 

Ayat (2) 

  Cukup jelas 

Ayat (3)  

 Cukup jelas 

Ayat (4)  

 Cukup jelas 

Ayat (5)  

 Cukup jelas 

Ayat (6)  

 Cukup jelas 

Ayat (7)  

 Cukup jelas 

Ayat (8)  

 Cukup jelas 

Pasal 8  

Ayat (1)  

 Cukup jelas 

Ayat (2)  

 Cukup jelas 
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Ayat (3)  

 Cukup jelas 

Ayat (4)  

 Cukup jelas 

Ayat (5)  

 Cukup jelas 

Ayat (6)  

 Cukup jelas 

Pasal 9  

Ayat (1)  

 Cukup jelas 

Ayat (2)  

 Cukup jelas 

Pasal 10  

Cukup jelas 

Pasal 11  

 Ayat (1)  

  Cukup jelas 

Ayat (2)  

 Cukup jelas 

Ayat (3)  

 Cukup jelas 

 Ayat (4)  

 Cukup jelas 

 Ayat (5)  

Huruf a 

Peningkatan jalan kolektor primer merupakan peningkatan status 

dari jalan yang sebelumnya sudah ada. 

 Ayat (6)  

Huruf b 

Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan menuju ke objek 

wisata diperlukan agar objek wisata tersebut dapat memiliki akses 

yang baik, sehingga mudah untuk dikunjungi wisatawan. 
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 Ayat (7)  

Huruf b 

Peningkatan terminal tipe B dengan alternatif lokasi di Kecamatan 

Karawang Barat atau Karawang Timur ditentukan setelah 

dilakukan kajian terhadap kondisi terminal serta kebutuhan yang 

ada di masing-masing lokasi 

Ayat (8)  

   Cukup jelas 

Pasal 12  

Seluruh rencana jaringan jalan perkeretaapian dalam pasal ini 

merupakan hasil adopsi dari rencana perkeretaapian provinsi yang 

tertera dalam RTRWP Jawa Barat 2009-2029 

Pasal 13  

Lokasi pembangunan pelabuhan internasional Cilamaya masih dapat 

berubah sesuai dengan kajian kelayakan yang akan dilakukan 

Pasal 14  

Ayat (1)   

 Cukup jelas 

Ayat (2)  

Rencana sistem jaringan prasarana energi sebagaimana ditujukan 

untuk meningkatkan dan meratakan pasokan energi di Kabupaten 

Karawang 

Pasal 15  

Ayat (1)  

 Cukup jelas 

Ayat (3)  

 Rencana pengembangan jaringan pipanisasi gas belum dapat 

teridentifikasi dengan jelas lokasinya, karena merupakan 

kewenangan dari instansi yang bersangkutan 

Pasal 16  

Ayat (1)  

 Situ dapat merupakan danau yang terbentuk alam dan danau yang 

terbentuk dari hasil sisa galian C (galian pasir) 

Ayat (2)  

 Cukup jelas 

Ayat (3)  

 Cukup jelas 
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Ayat (4)  

 Cukup jelas 

Ayat (5)  

 Cukup jelas 

Pasal 17  

Ayat (1)  

 Cukup jelas 

Ayat (2)  

 cyber province merupakan kebijakan Provinsi Jawa Barat 

Pasal 18  

Huruf (d) jalur evakuasi bencana alam sesuai dengan kecamatan yang 

kerap mengalami bencana alam. Penentuan jalur yang lebih pasti 

melalui masterplan kebencanaan yang  akan disusun kemudian 

Pasal 19  

Ayat (1)   

 Cukup jelas 

Ayat (2)   

 Cukup jelas 

Ayat (3)   

 Cukup jelas 

Pasal 20  

Ayat (1)  

 Cukup jelas 

Ayat (2)  

 Dalam jangka pendek ini harus segera setidaknya setiap rumah 

harus menyediakan septic tank yang akan dilayani truk tinja 

Pasal 21  

Ayat (1)  

 Cukup jelas 

Ayat (2)  

 Cukup jelas 

Ayat (3)  

 Cukup jelas 

Ayat (4)  

 Cukup jelas 

Pasal 22  

 Cukup jelas 
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Pasal 23  

Ayat (1) 

  Cukup jelas 

Ayat (2)  

 Cukup jelas 

Pasal 24  

Ayat (1)  

Fungsi RTH adalah : 

1. Fungsi ekologis 

 Pada fungsi ini, RTH akan menjamin keberlanjutan kawasan 

secara fisik. Dalam hal ini RTH akan dikembangkan pada 

lokasi yang sudah seharusnya. RTH yang berfungsi ekologi 

biasanya akan memiliki bentuk, lokasi dan ukuran yang pasti, 

serta untuk kepentingan preservasi atau konservasi 

2. Fungsi sosial, ekonomi, arsitektur dan estetika (non ekologis) 

Dalam ini RTH mempunyai fungsi pendukung dengan manfaat 

menambah nilai kualitas lingkungan pada aspek ekonomi, 

sosial budaya dan estetika. RTH dengan fungsi ini dapat 

berlokasi dan berbentuk sesuai dengan kebutuhan dan 

kepentingannya, seperti misalkan untuk keindahan, rekreasi 

serta pendukung arsitektur dan estetika kawasan  

Ayat (2)  

  Cukup jelas 

Ayat (3)  

 Cukup jelas 

Ayat (4)  

 Cukup jelas 

Ayat (5)  

 Cukup jelas 

Ayat (6)  

 Cukup jelas 

Pasal 25  

 Cukup jelas 

Pasal 26  

Ayat (1)  

 Cukup jelas 
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Ayat (2)  

 Cukup jelas 

Pasal 27  

Ayat (1)  

 Dasar penetapan kawasan lindung seluas kurang lebih 18,88%  

adalah Peraturan Daerah  No 22 Tahun 2010 tentang RTRWP Jawa 

Barat 2009-2029 

Ayat (2) 

 Cukup jelas 

Pasal 28  

Ayat (1)  

 Cukup jelas 

Ayat (2) 

 Cukup jelas 

Pasal 29  

Ayat (1)  

 Cukup jelas 

Ayat (2)  

 Cukup jelas 

Ayat (3)  

 Cukup jelas 

Ayat (4)  

 Cukup jelas 

Pasal 30  

Ayat (1)  

 Cukup jelas 

Ayat (2)  

 Cukup jelas 

Ayat (3)  

 Cukup jelas 

Ayat (4)  

 Cukup jelas 

Ayat (5)  

 Cukup jelas 

Ayat (6)  

 Cukup jelas 
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Ayat (7)  

 Cukup jelas 

Ayat (8)  

 Cukup jelas 

Pasal 31  

Ayat (1)  

 Cukup jelas 

Ayat (2) 

 Cukup jelas 

Ayat (3)  

 Cukup jelas 

Ayat (4)  

 Cukup jelas 

Ayat (5)  

 Cukup jelas 

Ayat (6)  

 Cukup jelas 

Pasal 32  

Ayat (1)  

 Cukup jelas 

Ayat (2)  

 Cukup jelas 

Ayat (3)  

 Cukup jelas 

Ayat (4)  

 Cukup jelas 

Pasal 33  

Ayat (1)  

 Cukup jelas 

Ayat (2)  

 Cukup jelas 

Ayat (3)  

 Cukup jelas 

Ayat (4)  

 Cukup jelas 
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Pasal 34  

Ayat (1)  

 Cukup jelas 

Ayat (2)  

 Cukup jelas 

Pasal 35  

Cukup jelas 

Pasal 36  

Ayat (1)  

Pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi diarahkan 

sebagai berikut: 

a. menjaga fungsi hutan produksi yang sudah ada agar tetap 

lestari; 

b. pemanfaatan kawasan budidaya harus dibatasi; 

c. pemanfaatan hutan, tata hutan, dan penyusunan rencana 

pengelolaan hutan di seluruh kawasan hutan berkoordinasi 

dengan Pemerintah Daerah ; 

d. pemanfaatan hutan dapat dilakukan melalui kegiatan :  

1. pemanfaatan kawasan; 

2. pemanfaatan jasa lingkungan; 

3. pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan 

4. pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. 

e. pemanfaatan hutan dapat dilakukan pada seluruh kawasan 

hutan, kecuali cagar alam, zona rimba dan zona inti dalam 

taman nasional; 

f.   pemanfaatan hutan harus memiliki Izin usaha pemanfaatan 

kawasan (IUPK); dan 

g. pemanfaatan jasa lingkungan diizinkan dan sekaligus didorong 

dalam rangka memberikan nilai ekonomi lebih tinggi terhadap 

upaya pemanfaatan hutan melalui perubahan paradigma dari 

berorientasi pada hasil kayu menuju pendekatan berbasis 

ekosistem.  

Ayat (2)  

 Cukup jelas 

Ayat (3)  

 Cukup jelas 
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Ayat (4)  

 Cukup jelas 

Pasal 37  

Ayat (1)  

Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan diarahkan 

meliputi: 

a. perwujudan lahan pertanian pangan berkelanjutan; 

b. perlindungan fungsi dan keberadaan kawasan pertanian lahan 

basah dengan mengikuti ketentuan yang berlaku; 

c. pengelolaan tanaman pangan dituangkan dalam bentuk 

rencana induk dan ditetapkan dalam peraturan daerah; 

d. pengelolaan tanaman pangan dapat dilakukan secara 

perseorangan maupun korporasi dengan mengacu pada 

peraturan perundang-undangan. 

Ayat (2)  

  Cukup jelas 

Ayat (3) 

 Cukup jelas 

Ayat (4)  

 Cukup jelas 

Ayat (5)  

 Cukup jelas 

Ayat (6)  

 Cukup jelas 

Ayat (7)  

 Cukup jelas 

Ayat (8)  

kawasan peternakan skala kecil/rumahan dapat dilakukan di 

seluruh kecamatan dengan memperhatikan peraturan zonasi di 

kawasan tersebut; 

Ayat (9)  

a. seluruh pengembangan kawasan budidaya perkebunan mengacu 

pada kriteria dan kriteria teknis untuk budidaya perkebunan; 
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b. pemanfaatan pada kawasan budiaya perkebunan ini dapat 

dilakukan dengan usaha peternakan dan perikanan; 

c. kawasan perkebunan dapat memanfaatkan lahan-lahan kebun 

campuran atau ladang dengan metoda pengolahan serta 

komoditi yang lebih memiliki nilai jual yang tinggi. 

Pasal 38  

Ayat (1)  

 Cukup jelas 

Ayat (2)  

 Cukup jelas 

Ayat (3)  

 Cukup jelas 

Ayat (4)  

 Cukup jelas 

Ayat (5)  

 Cukup jelas 

Ayat (6)  

 Cukup jelas 

Pasal 39  

Ayat (1)  

Arahan untuk kawasan peruntukan pertambangan adalah sebagai 

berikut: 

a. eksploitasi diarahkan pada lokasi-lokasi yang sudah 

teridentifikasi memiliki potensi cadangan sumber daya mineral 

dan mengacu pada penetapan Wilayah Pertambangan yang akan 

tercantum dalam RTRWN; 

b. kegiatan pertambangan termasuk dalam kegiatan yang dapat 

dikembangkan bersama-sama dengan pengembangan kawasan 

perdesaan dan pengembangan kegiatan lain yang berbasiskan 

kelautan dan kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan 

c. pengembangan pertambangan harus menjaga dan 

memperhatikan keberadaan kawasan permukiman dan kawasan 

lindung untuk menciptakan kawasan yang berkelanjutan. 

Ayat (2)  

 Cukup jelas 
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Ayat (3)  

 Cukup jelas 

Ayat (4)  

 Cukup jelas 

Ayat (5)  

 Cukup jelas 

Ayat (6)  

 Cukup jelas 

Ayat (7)  

 Cukup jelas 

Ayat (8)  

 Pengembangan kawasan pertambangan diarahkan: 

a. secara transparan, partisipatif dan bertanggungjawab; 

b. secara   terpadu   dengan   memperhatikan   pendapat  dari 

instansi pemerintah terkait dan masyarakat, dengan 

mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya, 

serta berwawasan lingkungan; dan 

c. memperhatikan aspirasi dari sekitarnya. 

Ayat (9)  

 Cukup jelas 

Pasal 40  

Ayat (1)  

 Arahan untuk pengembangan kawasan industri adalah sebagai 

berikut: 

a. pengembangan kawasan peruntukan industri (kawasan industri, 

zona industri, dan industri kecil dan menengah) mengacu 

kepada peraturan dan kriteria yang ada 

b. pembangunan usaha industri baru serta rencana pengembangan 

atau perluasan usaha industri yang telah ada wajib berlokasi di 

kawasan atau zona industri 

c. industri yang telah berdiri dan beroperasi berdasarkan izin yang 

diberikan sebelumnya diizinkan untuk tetap berlokasi di luar 

kawasan dan zona industri, dengan harus memperhatikan 

aturan zonasi tempat industri tersebut berlokasi 

d. industri mikro, kecil dan menengah, serta industri rumah tangga 

diizinkan berlokasi di luar kawasan dan zona industri dengan 

mengikuti ketentuan yang berlaku 
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e. industri yang memerlukan lokasi khusus terkait dengan bahan 

baku dan atau prosesnya juga diizinkan berlokasi di luar 

kawasan dan zona industri dengan memperhatikan aturan 

zonasi tempat industri tersebut berlokasi 

f.   optimalisasi kawasan dan zona industri yang telah ada, sehingga 

pertumbuhan industri yang baru tidak mengambil alih 

pemanfaatan lahan lainnya.  

g. pemanfaatan lahan yang terdapat dalam kawasan industri, yaitu 

lahan dalam skala besar yang telah dikuasai oleh pemegang HGB 

(Hak Guna Bangunan) yang belum dimanfaatkan, dapat 

disewakan kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan 

dipergunakan untuk kegiatan lain selain industri sepanjang 

tidak menurunkan kualitas lingkungan setempat dan 

mengganggu fungsi industri yang ada 

h. memasukan seluruh industri menengah dan besar di Kabupaten 

Karawang secara bertahap untuk masuk ke Kawasan Industri 

atau Zona Industri 

i.   industri kecil dan industri rumah tangga dapat dijalankan di 

kawasan permukiman dengan memperhatikan aturan yang 

berlaku 

Ayat (2)  

 Cukup jelas 

Ayat (3)  

 Cukup jelas 

Ayat (4)  

 Cukup jelas 

Ayat (5)  

 Cukup jelas 

Ayat (6)  

 Cukup jelas 

Ayat (7)  

 Cukup jelas 

Ayat (8)  

 Cukup jelas 

Ayat (9)  

 Cukup jelas 

 



133 
 

Pasal 41  

Ayat (1)  

 Cukup jelas 

Ayat (2)  

 Cukup jelas 

Ayat (3)  

 Cukup jelas 

Ayat (4)  

 Cukup jelas 

Ayat (5)  

 Cukup jelas 

Ayat (6)  

 Cukup jelas 

Pasal 42  

Ayat (1)  

 Cukup jelas 

Ayat (2)  

 Cukup jelas 

Ayat (3)  

 Cukup jelas 

Ayat (4)  

 Cukup jelas 

Ayat (5)  

 Cukup jelas 

Pasal 43  

Ayat (1)  

 Cukup jelas 

Ayat (2)  

 Cukup jelas 

Ayat (3)  

 Cukup jelas 

Pasal 44  

Ayat (1)  

 Cukup jelas 

Ayat (2)  

 Cukup jelas 

 



134 
 

Pasal 45  

Ayat (1)  

 Cukup jelas 

Ayat (2)  

 Cukup jelas 

Ayat (3)  

 Cukup jelas 

Ayat (4)  

 Cukup jelas 

Pasal 46  

Ayat (1)  

 Cukup jelas 

Ayat (2)  

 Cukup jelas 

Ayat (3)  

 Cukup jelas 

Ayat (4)  

 Cukup jelas 

Ayat (5)  

 Cukup jelas 

Ayat (6)  

 Cukup jelas 

Pasal 47  

 Cukup jelas 

Pasal 48  

Ayat (1)  

 Cukup jelas 

Ayat (2)  

 Cukup jelas 

Ayat (3)  

 Cukup jelas 

Ayat (4)  

 Cukup jelas 

Ayat (5)  

 Cukup jelas 

Ayat (6)  

 Cukup jelas 
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Pasal 49  

Ayat (1)  

 Cukup jelas 

Ayat (2)  

 Cukup jelas 

Ayat (3)  

 Cukup jelas 

Ayat (4)  

 Cukup jelas 

Ayat (5)  

 Cukup jelas 

Ayat (6)  

 Cukup jelas 

Ayat (7)  

 Cukup jelas 

Ayat (8)  

 Cukup jelas 

Ayat (9)  

 Cukup jelas 

Ayat (10)  

 Cukup jelas 

Pasal 50  

 Cukup jelas 

Pasal 51  

Ayat (1)  

 Cukup jelas 

Ayat (2)  

 Cukup jelas 

Ayat (3)  

 Cukup jelas 

Ayat (4)  

 Cukup jelas 

Ayat (5)  

 Cukup jelas 

Ayat (6)  

 Cukup jelas 
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Ayat (7)  

 Cukup jelas 

Pasal 52  

Ayat (1)  

 Cukup jelas 

Ayat (2)  

 Cukup jelas 

Ayat (3)  

 Cukup jelas 

Ayat (4)  

 Cukup jelas 

Ayat (5)  

 Cukup jelas 

Ayat (6)  

 Cukup jelas 

Ayat (7)  

 Cukup jelas 

Ayat (8)  

 Cukup jelas 

Ayat (9)  

 Cukup jelas 

Ayat (10)  

 Cukup jelas 

Ayat (11)  

 Cukup jelas 

Ayat (12)  

 Cukup jelas 

Ayat (13)  

 Cukup jelas 

Ayat (14)  

 Cukup jelas 

Pasal 53  

 Cukup Jelas 

Pasal 54  

Ayat (1)  

 Cukup jelas 
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Ayat (2)  

 Cukup jelas 

Ayat (3)  

 Cukup jelas 

Pasal 55  

Ayat (1)  

 Cukup jelas 

Ayat (2)  

 Cukup jelas 

Ayat (3)  

 Cukup jelas 

Ayat (4)  

 Cukup jelas 

Pasal 56  

Ayat (1)  

 Cukup jelas 

Ayat (2)  

 Cukup jelas 

Ayat (3)  

 Cukup jelas 

Ayat (4)  

 Cukup jelas 

Ayat (5)  

 Cukup jelas 

Ayat (6)  

 Cukup jelas 

Ayat (7)  

 Cukup jelas 

Ayat (8)  

 Cukup jelas 

Pasal 57  

Ayat (1)  

 Cukup jelas 

Ayat (2)  

 Cukup jelas 

Ayat (3)  

 Cukup jelas 
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Ayat (4)  

 Cukup jelas 

Ayat (5)  

 Cukup jelas 

Ayat (6)  

 Cukup jelas 

Ayat (7)  

 Cukup jelas 

Ayat (8)  

 Cukup jelas 

Ayat (9)  

 Cukup jelas 

Ayat (10)  

 Cukup jelas 

Pasal 58  

Ayat (1)  

 Cukup jelas 

Ayat (2)  

 Cukup jelas 

Ayat (3)  

 Cukup jelas 

Ayat (4)  

 Cukup jelas 

Ayat (5)  

 Cukup jelas 

Ayat (6)  

 Cukup jelas 

Ayat (7)  

 Cukup jelas 

Pasal 59  

Ayat (1)  

 Cukup jelas 

Ayat (2)  

 Cukup jelas 

Pasal 60  

Ayat (1)  

 Cukup jelas 
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Ayat (2)  

 Cukup jelas 

Ayat (3)  

 Cukup jelas 

Pasal 61  

Ayat (1)  

 Cukup jelas 

Ayat (2)  

 Cukup jelas 

Ayat (3)  

 Cukup jelas 

Ayat (4)  

 Cukup jelas 

Ayat (5)  

 Cukup jelas 

Ayat (6)  

 Cukup jelas 

Ayat (7)  

 Cukup jelas 

Pasal 62  

Cukup jelas 

Pasal 63  

Ayat (1)  

 Cukup jelas 

Ayat (2)  

 Cukup jelas 

Ayat (3)  

 Cukup jelas 

Ayat (4)  

 Cukup jelas 

Ayat (5)  

 Cukup jelas 

Ayat (6)  

 Cukup jelas 

Ayat (7)  

 Cukup jelas 
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Pasal 64  

Ayat (1)  

 Cukup jelas 

Ayat (2)  

 Cukup jelas 

Ayat (3)  

 Cukup jelas 

Pasal 65  

Ayat (1)  

 Cukup jelas 

Ayat (2)  

 Cukup jelas 

Ayat (3)  

 Cukup jelas 

Ayat (4)  

 Cukup jelas 

Ayat (5)  

 Cukup jelas 

Ayat (6)  

 Cukup jelas 

Ayat (7)  

 Cukup jelas 

Ayat (8)  

 Cukup jelas 

Ayat (9)  

 Cukup jelas 

Pasal 66  

Cukup jelas 

Pasal 67  

Cukup jelas 

Pasal 68  

Ayat (1)  

 Cukup jelas 

Ayat (2)  

 Cukup jelas 

Ayat (3)  

 Cukup jelas 
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Pasal 69  

Ayat (1)  

 Cukup jelas 

Ayat (2)  

 Cukup jelas 

Pasal 70  

 Cukup Jelas 

Pasal 71  

Ayat (1)  

 Cukup jelas 

Ayat (2)  

 Cukup jelas 

Ayat (3)  

 Cukup jelas 

Ayat (4)  

 Cukup jelas 

Ayat (5)  

 Cukup jelas 

Ayat (6)  

 Cukup jelas 

Pasal 72  

Ayat (1)  

 Cukup jelas 

Ayat (2)  

 Cukup jelas 

Pasal 73  

 Cukup jelas 
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LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG 

  NOMOR : 2 TAHUN 2013 

  TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH 
KABUPATEN KARAWANG 

 
 

 
 

BUPATI KARAWANG, 
 
 
 
 
 

ADE SWARA 

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG KABUPATEN 
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LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG 

  NOMOR : 2 TAHUN 2013 

  TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH 
KABUPATEN KARAWANG 

 
 
RENCANA SISTEM PERKOTAAN KABUPATEN 
 
 

    Kecamatan PKN PKNp PKW PKWp PKL 

1. Cikampek   √  √ 

2. Karawang Barat     √ 

3. Karawang Timur     √ 

4. Rengasdengklok     √ 

5. Cilamaya Wetan     √ 
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LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG 

  NOMOR : 2 TAHUN 2013 

  TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH 
KABUPATEN KARAWANG 

 
RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN KABUPATEN 

I. Jalan Kolektor Primer 
 

NO. 
URUT 

NAMA JALAN 
 PANJANG  

(M)  

1 Johar - Krasak 
           
30.700  

2 Cikalong - Cilamaya 
           
13.990  

3 Johar - Baged/Batas Bogor 
           
40.353  

4 Batujaya - Pakis 
           
20.955  

5 Karangjati - Cilamaya 
           
33.100  

6 Cikangkung - Cemara 
           
18.299  

7 Rengasdengklok - Sungai Buntu 
           
18.502  

8 Johar - Rengasdengklok 
           
20.359  

9 Johar - Gempol Haji 
           
31.600  

10 Cikampek - Tempuran 
           
28.280  

11 Telagasari - Pagadungan 
           
14.850  

12 Kosambi - Curug 
            
8.515  

13 Telukjambe - Arteri Galuh Mas 
            
2.675  

14 Warungkebon - Cengkrong 
            
4.800  

15 Mekarjaya - Tamelang 
            
3.500  

   JUMLAH  
        
290.478  
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II. Jalan Lokal Primer 

 

NO. 
URUT 

NAMA JALAN 
 PANJANG  

(M)  

1 Ciranggon - Kutagandok 17.568  

2 Teluk Ambulu - Kertajaya  22.622  

3 Alang lanang - Pasir putih 8.786  

4 Kalencermin - Pasirputih  5.350  

5 Jatisari - Bayur  15.012  

6 Pinayungan - Tgl. Irigasi  2.109  

7 Cilamaya - Muara Cilamaya 8.250  

8 Telagasari – Turi  15.971  

9 Kosambi - Telagasari   9.513  

10 Dawuan – Sukaati  7.000  

11 Bengle – Ciranggon  5.569  

12 Jembatan Telukjambe - Badami  6.537  

13 Kp. Sawah - Bolang   4.850  

14 Anggadita – Bengle  3.680  

15 Cibuaya - Kedung Jeruk  5.390  

16 Sungai Buntu - Pojok Laban  6.162  

17 Rawasikut - Lemah Duhur 10.574  

18 Lampean Sukaati  7.498  

19 Rawamerta - Cibadar 10.550  

20 Bedeng – Cikande  9.486  

21 Cimahi – Dawuan   7.017  

22 Parungkored - Kutalanggeng  1.668  

23 Tamansari - Tamanmekar 6.828  

24 Calung – Wadas 10.980  

25 Pulojaya - Manggungjaya  9.445  

26 Loji – Mekarbuana  5.560  

27 Rawamerta - Pasirkamuning  3.975  

28 Bayur – Pasirukem 6.890  

29 Duren I – Walahar  2.070  

30 Lamaran - Pasirkaliki  7.126  

31 Kalangsari - Sampalan 7.123  

32 Rawamerta - Tunggakjati 11.076  
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NO. 
URUT 

NAMA JALAN 
 PANJANG  

(M)  

33 Karangpawitan - Purwamekar  6.811  

34 Pasir Jengkol - Bengle  4.849  

35 Sedari - Srikamulyan  9.410  

36 Tempuran - Muara Ciparage  5.120  

37 Pancawati - Cilewo  11.116  

38 Bedeng Dua - Kutagandok  2.890  

39 Loji - Medalsari  6.500  

40 Baged - Medalsari  7.085  

41 Jatisari - Barugbug  6.377  

42 Dayeuhluhur - Sindangmukti  7.364  

43 Cilewo - Lemahmukti 6.757  

44 Sampalan - Ciborontok  4.310  

45 Cijalu - Kamojing  2.856  

46 Tegalsawah - Kepuh  1.517  

47 Purwadana - Parungsari  5.044  

48 Gg. Otoy - Kedung Mundu  2.531  

49 Jarakah - Lemah Duhur 1.487  

50 Balong Gandu - Situdam  3.275  

51 Pawarengan - Citarik 5.900  

52 Duren - Bengle 3.475  

53 Cilewo - Cadas Kerta Jaya 2.287  

54 Wadas - Karangsinom 6.540  

55 Cikampek - Pawarengan 2.414  

56 Mekarjati - Mekarjaya 5.329  

57 Rw. Gempol Wetan - Muara Baru 4.530  

58 Bayur - Sukamulya 5.230  

59 Duren II - Walahar 1.960  

60 Kosambi - Walahar 1.500  

61 Kertasari - Medalsari 5.452  

62 Cikampek - Karang Salam 2.255  

63 Pangulah - Wanci Mekar 2.570  

64 Cipondoh - Pulojaya 6.021  

65 Ranca Julang - Pasir Jengkol 3.289  

66 Pinayungan - Sirnabaya 4.340  
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NO. 
URUT 

NAMA JALAN 
 PANJANG  

(M)  

67 Anggadita - Warung Bambu 4.525  

68 Karangmulya - Tegaldanas 1.828  

69 Kalangliga - Sukamakmur 2.090  

70 Pasir Jengkol - Ruas 70 1.661  

71 Karangligar - Karangmulya 1.990  

72 Kertasari nambo - Ujung Sungai 2.100  

73 Kertasari Panembahan - Mulangsari 2.500  

74 Sumurkondang - Mekarjaya 3.059  

75 Curug - Karang Anyar 1.024  

76 Karanganyar - Kalihurip 1.300  

77 Pinayungan - Curug 16.466  

78 Kutapohaci - Karees 2.110  

79 Walahar - Mulyasari 7.325  

80 Kopo - Jatimulya 1.715  

81 Kawali - Krajan 1.768  

82 BBK Jati - Kosambi 1.033  

83 Kaceot 1 - Bentengjaya 1.190  

84 Buher - Kosambijaya 2.250  

85 Rawagabus - Lamaran 1.050  

86 Lamaran - Guro 3 2.131  

87 Sukamulya - Tamelang Barat 2.698  

88 Bojong Tugu - Jati Peureuh 6.187  

89 Bojongkarya - Rengasdengklok Selatan 1.026  

90 Kertasari - Rengasdengklok Utara 2.379  

91 Kertasari - Bojongtugu 1.237  

92 Tamiang - Ciwelut 1.700  

93 Amansari - Karyasari 1.217  

94 Sindangkarya - Sindangmulya 2.847  

95 Karyasari - Sindangmulya 3.937  

96 Randumulya - Karangjaya 3.090  

97 Kedaljaya - Dongkal 1.874  

98 Sungaibuntu - Cibuaya 5.474  

99 Kemiri 618  

100 Jayamakmur - Makmurjaya 1.239  
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NO. 
URUT 

NAMA JALAN 
 PANJANG  

(M)  

101 Jayamakmur - Jatimulya 4.453  

102 Jatimekar - Tambaksumur 4.783  

103 Bolang - Kutamakmur 2.396  

104 Telukbango - Karyamulya 2.079  

105 Tambaksari - Tambaksumur 5.314  

106 Kertamulya - Payungsari 2.832  

107 Sukasari - Kedung Jeruk 5.828  

108 Blok Belimbing - Pawarengan 1.084  

109 Kamijaya - Payungyon 1.326  

110 BBK Bogor - Kamuning 3.294  

111 Suka seuri - Bbk. Maja 1.116  

112 Bbk. Maja - Cariu 1.760  

113 Bbk. Maja - Bayur Sukamulya 1.410  

114 Kareo - Kp. Kepuh 4.676  

115 Pasir malang - Kp. Gombol 3.370  

116 Cikalong - Cirejag 1.010  

117 Sukamaju - Cikalong 1.974  

118 Jomin Timur - Simpang Jomin 1.911  

119 Balong gandu - lapangbola 1.921  

120 Jatisari - Kalijati 8.935  

121 Mekarsari - Jatisari 14.053  

122 Cicinde Selatan 1.318  

123 Jatiragas - Jatiwangi 2.347  

124 Cicinde Utara - Batas Subang 2.431  

125 Peundeuy - Cicinde Utara 1.180  

126 Gempol pasar - Mekarasih 1.335  

127 Pelem - Kiara Lawang 3.152  

128 Pelem - Kalen Kupu 1.365  

129 Darowolong - Babakan Kr Tengah 1.200  

130 Krajan - Kalijeruk 1.621  

131 Cipondoh - Kutawaluya 3.884  

132 Cikalong - Mekarmaya 3.025  

133 Banyuasih - Mekarasih 2.750  

134 Cikalong - Gembongan 5.418  
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NO. 
URUT 

NAMA JALAN 
 PANJANG  

(M)  

135 Cikarang - Banteng ompong 1.330  

136 Cikalong - Sukatani 3.685  

137 Tegalwaru - Batas Subang 1.264  

138 Pakopen - Tegalsari 1.532  

139 Tegalsari - Karangsinom 2.192  

140 Sukasari - Karangsari 3.800  

141 Sukasari - Tegalsari 1.245  

142 Cilamaya - Ds. Muara 7.696  

143 Sukakerta - Sukajaya 1.416  

144 Mekarmaya - Sukatani 2.718  

145 Muarabaru - Prahugosok 2.536  

146 Muarabaru - Satar 3.516  

147 Rawagempol - Muarabaru 2.243  

148 Parakanmulya - Kamurang 1.734  

149 Karangsinom - Citarik 2.092  

150 Dawuan Timur - Karangjaya 3.240  

151 Dawuan Timur - Cikampek Barat 2.706  

152 Cengkong - Tamelang 1.986  

153 Tanjung - Gembongan 3.082  

154 Pasirmulya - Pasirbuah 3.566  

155 Pasirtalaga - Ciminder 2.216  

156 Majalaya - Pasirtalaga 1.800  

157 Bengle - Lemahmulya 2.031  

158 Bengle - Leweungseureuh 1.739  

159 Pasirjengkol - Bengle 2.872  

160 Bengle - Warungbambu 1.224  

161 Cariumulya - Pasirmulya 3.178  

162 Kedawung - Pasirtanjung 2.493  

163 Karyamukti - Peundeuy 1.883  

164 Sarijaya - Sukamerta 5.148  

165 Pasirkaliki - Sarijaya 2.245  

166 Cibadak  Gombongsari 2.310  

167 Sukapura - Dayeuhluhur 4.796  

168 Rawajati - Dayeuhluhur 3.114  
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NO. 
URUT 

NAMA JALAN 
 PANJANG  

(M)  

169 Balongsari - Panyengkiran 7.500  

170 Tanjungjaya - Sumberjaya 5.000  

171 Pagadungan - Purwajaya 3.103  

172 Purwajaya - Banir 1.530  

173 Linggarsari - Pulosari 3.006  

174 Lemahmakmur - Lemahsubur 3.000  

175 Pasirukem - Pasirjaya 6.218  

176 Sumurgede - Cigobang 2.363  

177 Cigobang - Kiserut 1.372  

178 Pulokelapa - Pulomulya 1.445  

179 Tempuran barat - Ciparagejaya 4.484  

180 Pagadungan - Tempuran 4.000  

181 Babakan pedes - Sukamulya 3.969  

182 Kertamukti - Ciptamargi 1.833  

183 Kertamukti - Pusakajaya Utara 4.400  

184 Ciptamargi - Lemahkarya 3.841  

185 Ciptamargi - Cibadar I 3.841  

186 Tanjungsari - Mekarpohaci 1.176  

187 Sindangmukti - Panyingkiran 2.420  

188 Sukaratu - Sukaraja 2.120  

189 Sukaratu - Sindangkarya 1.088  

190 Medan Karya - Cibese 1.100  

191 Jl. Ranggagede 4.045  

192 Jl. Kertabumi 1.429  

193 Jl. Tuparev II 1.487  

194 Jl. RH Surya Sanca Kusumah 2.700  

195 Jl. Sangkali 1.040  

196 Jl. R. Tohir Mangkudilaga 1.350  

197 Jl. Oto Iskandardinata 1.000  

198 Jl. Arief Rahman Hakim 1.725  

199 Jl. Pasundan 1.200  

200 Jl. Dr. Taruno 1.200  

201 Jl. Citarum 2.300  

202 Jl. Ali Muchtar 1.000  
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NO. 
URUT 

NAMA JALAN 
 PANJANG  

(M)  

203 Jl. Suhud Hidayat 2.045  

204 Jl. Singasari 1.300  

205 Jl. Bunut Kertayasa 1.600  

206 Jl. R. Suradipati 2.380  

207 Jl. Brigpol. Sukarna 1.140  

208 Jl. Ronggowaluyo 2.850  

209 Jl. Singadilaga 1.500  

210 Jl. Perintis Kemerdekaan 1.150  

211 Jl. Dewi Sartika 1.100  

212 Jl. Pendawa 2.200  

213 Jl. Pucung 1.665  

214 Jl. Sarinembah 2.250  

215 Jl. Madi 1.950  

216 Jl. Cacaban 2.100  

217 Jl. Kebon Kembang 3.115  

218 Jl. Bayur 1.450  

219 Jl. Sarimulya I 1.125  

220 Jl. Sarimulya II 1.150  

221 Jl. Sukaseuri 3.000  

222 Jl. Purwasari 3.500  

223 Jl. Dusun Kawali Desa Pancawati 1.500  

224 Karanganyar - Mekarmulya 3.300  

225 Jati - Karangligar 4.300  

226 Sukamakmur - Parungsari 5.700  

227 Cente - Jalitri 2.800  

228 Gintungkerta - Klari 2.000  

229 Sasakmisran - Desa Klari 2.500  

230 Kopel - Kawali 3.200  

231 JL. Bendasari I Desa Kondangjaya 1.500  

232 Dukuh - Pakopen 1.300  

233 Wargasetra - Mekarbuana 3.200  

234 Walahar - BTB. II 6.400  

235 BTB.IV - Kutanegara 1.700  

236 BTB. II - BTB. IV 2.000  
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NO. 
URUT 

NAMA JALAN 
 PANJANG  

(M)  

237 BTB. I - Mulyasejati 2.350  

238 Udug udug - Kutanegara 2.700  

239 BTB. I - BTB. II 2.400  

240 BTB. I - Bendung Curug 1.300  

241 Mulyasejati - Tegalega 5.200  

242 BTB. IV - BTB. V 1.500  

243 Cipondoh - Kertawaluya 2.800  

244 Sampalan - Kutaraja 3.600  

245 Majalaya - Lemahmulya 2.050  

246 Sarijaya - Rawamerta 3.400  

247 Kutajaya - Kutaraja 2.100  

248 Pasirkaliki - Palawad 3.500  

249 Rawamerta - Panyingkiran 2.100  

250 Sukapura - Gombongsari 2.600  

251 Balongsari - Sekarwangi 2.500  

252 Sindangmukti - Sukaraja 4.300  

253 Mekarjaya - Jarakosta 2.500  

254 Cibadak - Gombongsari 4.500  

255 Mekarjaya - Purwamekar 1.500  

256 Panyingkiran - Sekarwangi 2.000  

257 Pasirkaliki - Pasirawi 2.000  

258 Pasirkaliki - Kedungjaya 1.500  

259 Mulyajaya - Sindangmulya 1.100  

260 Rawasikut - Kaliaren 2.600  

261 Cariumulya - Babakan Kosambi 5.350  

262 Sarijaya - Pasirmukti 2.500  

263 Peundeuy - Kertawaluya 1.800  

264 Pagadungan - Cikuntul 4.100  

265 Lampean - Pasir Tanjung 2.530  

266 Ciwulan - Kalisari 2.300  

267 Sukapura - Sukaraja 1.800  

268 Gebangmalang - Sukaratu 1.200  

269 Kalenasem - Sumberjaya 2.500  

270 Kalenasem - Tempuran 2.300  
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NO. 
URUT 

NAMA JALAN 
 PANJANG  

(M)  

271 Sindangkarya - Pulosari 3.600  

272 Dayeuhluhur - Pagelaran 1.860  

273 Solokan - Sungai Merah 3.000  

274 Lemahkarya - Kawungucip 2.000  

275 Lemahkarya - Tanjungjaya 3.100  

276 Lemahmukti - Pulomulya 2.200  

277 Telagasari - Cimider 2.100  

278 Lemahsubur - Lemahmakmur 3.300  

279 Pasirtanjung - Karangtanjung 3.600  

280 Karangtanjung - Palawad 2.000  

281 Kalisari - Lemahsubur 2.000  

282 Kalijaya - Kalibuaya 2.500  

283 Kalijaya - Kalisari 1.500  

284 Waringinkarya - Linggarsari 1.800  

285 Kutagandok - Pulokain 1.550  

286 Kalisari - Lemahmakmur 2.000  

287 Tanjungsari - Sampora 1.500  

288 Pasirkonci - Wagirterong  3.000  

289 Pasirkonci - Gempol 2.000  

290 Pangaritan - Ciguha 2.000  

291 Bengle - Baros 1.500  

292 Bwer - Pagadungan 1.500  

293 Bwer - Tanjungjaya 1.700  

294 Turi - Kalenkalong  4.500  

295 Tempuran Barat - Muara Ciparage  5.000  

296 Rawaraden - Cukang Galeuh  1.500  

297 Cilebar - Cikangkung  1.950  

298 Cilebar - Ciguha (TPI) 3.500  

299 Tanjungsari - Antiriem  2.500  

300 Ciptamargi - Lemahkarya 1.500  

301 Cilenjoh - Cikande  1.500  

302 Pojoklaban - Pusakajaya  4.150  

303 Turi - Kalendadap 1.200  

304 JL. Desa Teluk Ambulu  1.100  
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NO. 
URUT 

NAMA JALAN 
 PANJANG  

(M)  

305 Cilebar - Betok Mati   3.500  

306 Cilebar - Kalen Pandan  3.500  

307 Krajan - Kalenasem  1.200  

308 Pagadungan - Banir  1.000  

309 Pancawati - Duren  2.100  

310 Palawad - Pasirjengkol  4.200  

311 Johar - Margasari  2.000  

312 Pasirjengkol - Kondangjaya  3.500  

313 Loji - Wargasetra  3.600  

314 Loji - Kadumungkus  2.800  

315 Masuk Makam Singaperbangsa  2.100  

316 Bambu Raki - H. Amin  2.800  

317 Jatibaru - Pacing  4.800  

318 Balonggandu - Kalijati  4.800  

319 Delemok - Jebug  2.800  

320 Srikamulyan - Sedari  4.000  

   JUMLAH    1.098.588  
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III. Jalan Lokal Sekunder 

 

NO. 
URUT 

NAMA JALAN 
 PANJANG  

(M)  

1 Pangkalan - Ciptasari 912  

2 Sp. Cilamaya - Bts. Subang 154  

3 Pabrik Es - Bojong Karya 877  

4 Teluk Jambe - Ruas 66 375  

5 Galuh Mas - Pinayungan 378  

6 Interchange - Sukamakmur 529  

7 Nyangkokot - Wanasari 315  

8 Wanajaya - Jembatan Cibeet 500  

9 Cintaasih - SMAN 1 Pangkalan 248  

10 Jemb. Cigentis - Bakan Setu 450  

11 JL. ABC - Bendungan Curug 797  

12 Kutapohaci - SDN 3 Kutapohaci 200  

13 Kiarapayung 600  

14 Anggadita - Ruas 49 513  

15 Kaceot 2 - Jl. Propinsi 300  

16 Wanasepi - Jl. Propinsi 787  

17 Sinarsari - Kalangsari 474  

18 Krajan - Kalangsari 405  

19 Karyasari 500  

20 Rengasdengklok - Rengasjaya 700  

21 Cikangkung - Rengasdengklok Utara 924  

22 Dengklok Utara - DengklokSelatan 340  

23 Caimulang - Cikangkung 300  

24 Babakan buah - Kalangsurya 439  

25 Rawabambu - Ciampel 854  

26 Krajan Timur-Amansari 615  

27 Kemiri 618  

28 Kemiri - Makmurjaya 980  

29 Tamelang - Rel Kereta Api 609  

30 Blok Belimbing - Pawarengan 1.084  

31 Purwasari - Tamelang 676  

32 Krajan  - Tamelang 415  
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NO. 
URUT 

NAMA JALAN 
 PANJANG  

(M)  

33 Cariu - Wancimekar 400  

34 Kali Oyod - Wanci Mekar 216  

35 Gandoang - Bolang 800  

36 Gandoang - Pangulah Selatan 630  

37 Sawahbaru - Kp. Bakan Banten 900  

38 Jomin Timur - Rawasari 972  

39 Dawuan Tengah 500  

40 Bojongsari - Tirtasari 828  

41 Pelem - Tirtasari 335  

42 Kosambi lempeng - Rakul 865  

43 Tangkil - Pasirmalang 452  

44 Parakan - Kamurang 743  

45 Cikampek Timur - Cikampek Timur 500  

46 Bayurkidul - Tanjung 865  

47 Panyingkiran - Sukapura 500  

48 Kalibuaya - Pasirmukti 688  

49 Karyamukti - Lemah Abang 984  

50 Jayanegara 952  

51 Sumurgede - Manggungjaya 862  

52 Cikuntul - Rawakondang 897  

53 Jl. Babakan  470  

54 Jl. Cisubawa 580  

55 Jl. Karang Taruna 780  

56 Jl. Malabar 960  

57 Jl. Ceremai 290  

58 Jl. Tangkuban Perahu 210  

59 Jl. Papandayan 310  

60 Jl. Galunggung 290  

61 Jl. Sanggabuana 205  

62 Jl. Pangrango 200  

63 Jl. Tampomas 360  

64 Jl. Burangrang 190  

65 Jl. Banten 380  

66 Jl. Bogor 370  
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NO. 
URUT 

NAMA JALAN 
 PANJANG  

(M)  

67 Jl. Sukabumi 410  

68 Jl. Cirebon 205  

69 Jl. Jakarta 310  

70 Jl. Singaperbangsa 880  

71 Jl. Nusa Indah 390  

72 Jl. Melati (Karawang) 220  

73 Jl. Teratai 250  

74 Jl. Kenanga 250  

75 Jl. Wijaya Kusumah 210  

76 Jl. Mo. Sudiaman 470  

77 Jl. Suratin 450  

78 Jl. Bincarung 310  

79 Jl. Cakradireja 590  

80 JL. Lingkar Blok Y - T Buteja 850  

81 Jl. Soka 424  

82 Jl. Dahlia 250  

83 Jl. Husni Hamid 350  

84 Jl. Panatayuda 700  

85 Jl. Mangga 340  

86 Jl. Pepaya 235  

87 Jl. Rambutan 260  

88 Jl. Manggis 240  

89 Jl. Singadireja 600  

90 Jl. R. Mohamad Soleh 700  

91 Jl. Kh. Dewantoro 455  

92 Jl. Pramuka 395  

93 Jl. Rk. Sastrakusuma 243  

94 Jl. Dewi Sartika 575  

95 Jl. Nagasari 450  

96 Jl. Parahiyangan 800  

97 Jl. Martadinata 620  

98 Jl. Ciliwung 450  

99 Jl. Cisokan 250  

100 Jl. Cisadane 330  
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NO. 
URUT 

NAMA JALAN 
 PANJANG  

(M)  

101 Jl. H. Jaja Abdullah 380  

102 Jl. Sutarja 360  

103 Jl. Tambakbaya 370  

104 Jl. Kh. Ahmad Dahlan 250  

105 Jl. Cokroaminoto 400  

106 Jl. Arya adiarsa 550  

107 Jl. Garuda 400  

108 Jl. Merak I 250  

109 Jl. Abimanyu I 525  

110 Jl. Rengasjaya 600  

111 Jl. Hanuba 400  

112 Jl. Berdikari I 600  

113 Jl. Berdikari II 200  

114 Jl. Mawar 250  

115 Jl. Cempaka 250  

116 Jl. Sirna naga 625  

117 Jl. Patimbul 675  

118 Jl. Prawira 600  

119 Jl. H. Agus salim 285  

120 Jl. Kencoan 340  

121 Jl. Lapangan pi 500  

122 Jl. Melati (Cikampek) 900  

123 Jl. Nurul Huda 440  

124 Jl. Pahlawan 250  

125 Jl. Al Falah 300  

126 Sunyar - Cikulutuk 950  

127 Lingkar Kecamatan Telagasari 300  

128 Pondok Bales 300  

129 Pulokalapa - Syech Quro 850  

130 Lingkar Pulosari 800  

131 Karyamukti - Lemahabang (Jl. 
Sarikaya) 226  

   JUMLAH  65.940  
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IV. Jalan Lingkungan Sekunder 

 

NO. 
URUT 

NAMA JALAN 
 PANJANG  

(M)  

1 Wanajaya 100  

2 Mulyasari 1 126  

3 Mulyasari 2 199  

4 Lemahduhur - Lemahsubur 166  

5 Jl. Cianjur 110  

6 Jl. Bandung 145  

7 Jl. Subang 144  

8 Jl. Sumedang 140  

9 Jl. Garut 150  

10 Jl. Suprapto 170  

11 Jl. Bugenvil 190  

12 Jl. Prof. Akip PS 160  

13 Jl. Kartini 160  

14 Jl. Sukarja Jaya Laksana 160  

15 Jl. Citanduy 130  

16 Jl. Mesjid Agung 140  

17 Jl. KH. Hasyim Ashari 190  

18 Jl. Gudang 125  

   JUMLAH  2.705  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  160

RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN PRASARANA 

I. Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Utama 

No Prasarana Rencana 
Pengembangan 

Wilayah Arahan 
Pengembangan 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaringan 
transporta
si darat 

1. Pengembangan 
jaringan jalan 
nasional dan 
provinsi dengan 
fungsi primer 
yang 
menghubungkan 
antarwilayah 
(kabupaten/kota) 

a. Jakarta – 
Cikampek 

b. Peningkatan jalan 
arteri primer 
Cikampek – 
Cirebon 

c. Peningkatan jalan 
arteri primer 
Cikampek – 
Bandung 

a. Pengembangan 
jaringan jalan 
primer yang 
melayani distribusi 
barang dan jasa 
yang 
menghubungkan 
PKW, PKL dan 
PPK; 

b. Peningkatan 
jaringan jalan 
arteri primer yang 
melintasi 
Kabupaten 
Karawang 

a. Karawang – 
Pangkalan – Cariu 
(Kabupaten 
Bogor) 

b. Klari (Kosambi) – 
Bendungan Curug 
– Purwakarta, 
termasuk ruas 
Dawuan – Cimahi 

c. Cikalongsari – 
Cilamaya Wetan 

 

a. Pembangunan 
jalan kolektor 
primer lingkar 
Karawang; 

b. Peningkatan 
jaringan jalan lokal 
primer 

c. Pembangunan 
jalan kolektor 
primer 
penghubung 
antara Kawasan 
Pelabuhan 
Internasional di 
Cilamaya dengan 
sistem arteri 
primer yang ada 

2. Pengembangan 
jaringan jalan 
kabupaten 
dengan fungsi 
sekunder 

a. Tanjungpura – 
Rengasdengklok 

b. Rengasdengklok – 
Cilamaya Wetan 
(via pedes, 
Tempuran, 
Cilamaya Kulon, 

a. Peningkatan 
jaringan jalan 
kolektor sekunder 

b. Pembangunan dan 
peningkatan 
jaringan jalan lokal 
sekunder untuk 
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No Prasarana Rencana 
Pengembangan 

Wilayah Arahan 
Pengembangan 

Cilmaya Wetan 

c. Karawang – 
Telukjambe Timur 
– Ciampel – 
Bendungan Curug 

d. Cikampek – 
Cilamaya 
(Cikalongsari – 
Cilamaya) 

e. Karawang – 
Cilamaya (via 
Telagasari dan 
Lemahabang) 

f. Karawang – 
Pangkalan – Cariu 
(Bogor) 

g. Karawang – 
Pangkalan – 
Kutamaneuh – 
Purwakarta  

h. Klari (Kosambi) – 
Bendungan Curug 
(Kabupaten 
Purwakarta) 

i. Pembangunan 
dan peningkatan 
jaringan jalan 
menuju ke objek 
wisata 

 

melayani 
pergerakan dalam 
wilayah Kabupaten 
Karawang 

 

  3. Pengembangan 
terminal 

a. Kecamatan 
Cikampek 

b. Kecamatan 
Karawang Barat 

c. Kecamatan 
Karawang Timur 

d. Kecamatan 
Rengasdengklok 

e. Kecamatan 
Tempuran 

f. Kecamatan 
Batujaya 

a. Peningkatan 
Terminal menjadi 
terminal tipe A 
(antarkota, 
antarprovinsi) 

b. Revitalisasi 
terminal agar 
berfungsi optimal 
menjadi terminal 
tipe C 

c. Pembangunan 
subterminal di 
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No Prasarana Rencana 
Pengembangan 

Wilayah Arahan 
Pengembangan 

 setiap ibukota 
Kecamatan 

d. Pembangunan 
terminal peti 
kemas  

e. Pembangunan 
Terminal untuk 
mengantisipasi 
selesainya 
pembangunan 
jembatan Batujaya 
(Kab. Karawang) – 
Cabangbungin 
(Bekasi) dan Jalan 
Lingkar Pantura 
yang 
menghubungkan 
Marunda – 
Cabangbungin - 
Batujaya 

  4. Jembatan yang 
menghubungkan 
satu wilayah 
dengan wilayah 
lainnya yang 
terhambat oleh 
kondisi fisik alam 
berupa sungai, 
lembah dan lain-
lain 

a. Kecamatan 
Batujaya 

b. Sukaharja (Alun-
alun – RSUD) 

c. Kecamatan 
Telukjambe 

d. Kecamatan 
Rengasdengklok 

e. Kecamatan 
Pakisjaya 

f. Jembatan Telar 
Burung 

Pembangunan 
jembatan di daerah 
yang dilalui oleh 
sungai – sungai besar 
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No Prasarana Rencana 
Pengembangan 

Wilayah Arahan 
Pengembangan 

2 Jaringan 
Perkeretaa
pian 

1. Pengembangan 
jaringan kereta 
api yang 
berfungsi sebagai 
penghubung 
antar PKW, PKL 
dan PPK 

 

a. Ruas Cikampek – 
Karawang Barat 

b. Ruas Cikampek – 
Pelabuhan 

c. Desa Pangulah 
Kecamatan 
Kotabaru dan 
Desa Barugbuk 
Kecamatan 
Jatisari 

a. Pembangunan 
jaringan rel kereta 
api untuk 
angkutan barang 
dan penumpang 
Cikampek – 
Pelabuhan 

b. Pembangunan 
jalur rel kereta api 
baru di untuk 
mendukung 
rencana 
pembangunan 
shortcut rel kereta 
api Cibungur – 
Tanjungrasa di 
Kabupaten 
Purwakarta 

 

2. Rencana 
reaktivasi jalur 
kereta api 
komuter 
Karawang 

a. Karawang Barat 

b. Karawang Timur 

c. Klari 

d. Purwasari 

e. Cikampek 

f. Kotabaru 
(jaringan baru) 

g. Jatisari (jaringan 
baru) 

h. Banyusari 
(jaringan baru) 

i. Tempuran 
(jaringan baru) 

a. Pengaktifan 
kembali dan 
peningkatan jalur 
rel kereta api yang 
telah ada 

b. Pembangunan 
stasiun untuk 
penumpang kereta 
api komuter 

c. Pembangunan 
stasiun peti kemas 

3. Jaringan 
transporta
si laut 

Pengembangan 
pelabuhan 
internasional 

Tempuran/Cilamaya 
Kulon 

a. Pembangunan 
pelabuhan 
internasional 
sebagai pelabuhan 
barang dan 
penumpang 

b. Pengembangan 
PKL Cilamaya 
Wetan untuk 
mendukung 
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No Prasarana Rencana 
Pengembangan 

Wilayah Arahan 
Pengembangan 

rencana 
pembangunan 
Pelabuhan 
Cilamaya 

 
 
 
 
 
II. Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Lainnya 

No Prasarana Rencana 
Pengembangan 

Wilayah Arahan 
Pengembangan 

1. Prasarana 
Energi dan 
Kelistrikan 

Pengembangan 
infrastruktur energi 
dan kelistrikan 

 

a. Desa Curug 
Kecamatan 
Klari 

b. Desa 
Mulyasari, 
Kutanegara 
dan 
Parungmulya 
Kecamatan 
Ciampel 

c. Desa 
Margakarya 
dan Desa 
Wanakerta 
Kecamatan 
Telukjambe 
Barat 

d. Desa Paseur 
Jaya 
Kecamatan 
Telukjambe 
Timur 

e. Desa 
Tamelang 
Kecamatan 
Purwasari 

Pengembangan jalur 
SUTET (Saluran Udara 
Tegangan Ekstra 
Tinggi) 500 KV PLTU 
Indramayu – GITET 
Cibatu  di Kabupaten 
Karawang 
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No Prasarana Rencana 
Pengembangan 

Wilayah Arahan 
Pengembangan 

f. Desa 
Kamojing 
Kecamatan 
Cikampek 

  Pengembangan 
jaringan listrik ke 
desa- desa yang 
belum terjangkau 
oleh listrik 

Seluruh 
Kabupaten 
Karawang 

a. Peningkatan 
cakupan pelayanan 
listrik  dan 
penggunaan 
jaringan kabel di 
dalam tanah, baik 
untuk SUTM 
maupun SUTR di 
kawasan perkotaan 

b. Peningkatan 
cakupan pelayanan 
listrik dan 
penggunaan 
jaringan udara di 
kawasan perdesaan 

   Desa Medalsari 
Kecamatan 
Pangkalan 

Mengalokasikan lokasi 
pemboran eksplorasi 
MIGAS untuk 
Kabupaten Karawang, 
dengan luas lahan ± 3 
Ha. 
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No Prasarana Rencana 
Pengembangan 

Wilayah Arahan 
Pengembangan 

2. Prasarana 
Sumberdaya 
Air 

Pengembangan 
infrastruktur 
sumberdaya air dan 
irigasi yang handal 
berbasis DAS untuk 
mendukung upaya 
konservasi dan 
pendayagunaan 
sumberdaya air serta 
pengendalian daya 
rusak air 

a. WS Citarum; 

b. WS Cilamaya; 

c. WS Ciwadas; 

d. WS Cibulan - 
bulan 

e. WS 
Cipamingkis;  

f. WS Cibeet; 

g. Bendungan 
Walahar; 

h. Irigasi Taruma 
Utara; dan 

i. Irigasi Taruma 
Timur 

a. Pengembangan 
waduk/bendungan
, situ, dan embung 
dalam rangka 
konservasi dan 
pendayagunaan 
sumberdaya air; 

b. Pengembangan 
prasarana 
pengendali daya 
rusak air; 

c. Pengembangan 
jaringan irigasi; 
dan 

d. Rehabilitasi 
kawasan hutan 
dan lahan kritis di 
hulu DAS kritis 
dan sangat kritis 

3 Prasarana 
Telekomunikasi 

a. Pengembangan 
infrastruktur 
telekomunikasi 

b. Pengembangan 
telekomunikasi di 
desa-desa yang 
belum terjangkau 
sinyal telepon 

 

Seluruh 
Kabupaten 
Karawang 

a. Perluasan jaringan 
telepon tetap 
hingga ke seluruh 
desa yang ada di 
Kabupaten 
Karawang 

b. Penyediaan fasilitas 
telepon umum di 
seluruh kantor 
pemerintahan 
hingga ke tingkat 
desa dan kawasan 
perumahan 

c. Jaringan kabel 
telepon di CBD dan 
perumahan di 
kawasan perkotaan  
harus 
menggunakan 
jaringan bawah 
tanah 

d. Penyediaan 
jaringan telepon 



  167

No Prasarana Rencana 
Pengembangan 

Wilayah Arahan 
Pengembangan 

tetap di seluruh 
pusat kegiatan di 
Kabupaten 
Karawang 

Kecamatan 
Pakisjaya dan 
Tirtajaya 

 

Memperluas 
jangkauan telepon 
seluler dengan 
mempermudah 
perizinan 
pengembangan BTS 
di daerah remote dan 
pesisir Kabupaten 
Karawang 

4 Prasarana 
Lingkungan 
(Sampah) 

Mewujudkan 
tingkat pelayanan 
persampahan di 
Kabupaten 
Karawang 

Seluruh 
Kabupaten 
Karawang 

a. 90% kegiatan dan 
wilayah di 
kawasan perkotaan 

b. 70% kegiatan dan 
wilayah di 
kawasan 
perdesaan 

c. 100% kegiatan 
untuk kawasan 
industri (besar dan 
rumahan), 
komersial 
(perdagangan dan 
jasa), dan instansi 

  Revitalisasi Tempat 
Pengolahan dan 
Pembuangan Akhir 
Sampah (TPPAS) 
Jalupang dan 
Leuwisisir 

Kecamatan 
Cikampek dan 
Telukjambe 
Barat 

a. Meningkatkan 
kapasitas 
pengelolaannya 

b. Secara bertahap 
sesuai dengan 
ketentuan yang 
ada menutup 
penggunaan sistem 
open dumping dan 
menggantikannya 
dengan teknologi 
yang berbasis pada 
sistem sanitary 
landfiil 

c. Secara bertahap 
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No Prasarana Rencana 
Pengembangan 

Wilayah Arahan 
Pengembangan 

dikembangkan 
menjadi tempat 
pengolahan 
sampah sesuai 
dengan namanya 
yaitu TPPAS yang 
menyediakan 
sekaligus fasilitas 
pengolahan dan 
pemrosesan akhir 

  Penambahan TPPAS 
baru sebagai 
cadangan untuk 
kebutuhan 
pengolahan sampah 
di masa datang di 
Kabupaten 
Karawang 

Kabupaten 
Karawang bagian 
Utara 

a. Melakukan kajian 
kelayakan 

b. Lokasi diarahkan di 
bagian utara 
Kabupaten 
Karawang  

  Perbaikan 
pengelolaan sampah 
lainnya 

Seluruh 
Kabupaten 

Karawang 

a. Pengelola kawasan 
permukiman, 
kawasan 
perdagangan dan 
jasa, kawasan 
industri, kawasan 
khusus, fasilitas 
umum, fasilitas 
sosial, dan fasilitas 
lainnya  

b. Penyediaan transfer 
depo dan TPS di 
kawasan 
perumahan, 
komersial dan 
industri di kawasan 
perkotaan 

c. Perluasan 
pelayanan 
persampahan ke 
kawasan perdesaan 
terutama ke 
kawasan 
perumahan 

d. Industri, kawasan 



  169

No Prasarana Rencana 
Pengembangan 

Wilayah Arahan 
Pengembangan 

industri, dan rumah 
sakit harus 
menyediakan 
sendiri fasilitas 
pengolahan sampah 
B3  

e. Penanganan 
persampahan di 
kawasan perdesaan 

f. Mendorong 
dikembangkannya 
manajemen 
persampahan yang 
berbasis 3R (reduce 
– reuse – recycle) 

5 Prasarana 
Lingkungan 
(jaringan 
pengelolaan 
limbah) 

Pengembangan 
sistem pengelolaan 
limbah perumahan 
terpadu 

Seluruh 
Kabupaten 
Karawang 

a. Pembangunan 
sistem air limbah 
harus 
memperhatikan peta 
kebutuhan di 
masing-masing 
kecamatan di 
Kabupaten 
Karawang. 

b. Setiap kawasan 
industri harus 
memiliki IPAL 
secara mandiri yang 
melayani seluruh 
kegiatan yang ada di 
kawasan industri. 

  Pengembangan 
sistem pengelolaan 
limbah untuk 
kawasan industri  

Kawasan industri a. Setiap kawasan 
industri harus 
memiliki IPAL 
secara mandiri yang 
melayani seluruh 
kegiatan yang ada di 
kawasan industri. 

b. Sistem pengolahan 
limbah di zona 
industri dilakukan 
secara terpadu 
untuk melayani 
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No Prasarana Rencana 
Pengembangan 

Wilayah Arahan 
Pengembangan 

seluruh industri 
yang ada secara 
terpisah dengan 
sistem wilayah. 

c. Rumah sakit, 
industri besar di 
luar kawasan dan 
zona industri harus 
memiliki sistem 
pengolahan limbah 
sendiri. 

  Penyediaan IPAL 
bersama atau truk 
tinja 

 

Kawasan 
permukiman dan 
perdagangan dan 
jasa perkotaan 

Pengolahan air 
limbah di kawasan 
perumahan dan 
komersial perkotaan 
dilayani dengan 
menyediakan 
beberapa IPAL 
bersama. Namun 
demikian dalam 
jangka pendek ini 
harus segera 
setidaknya setiap 
rumah harus 
menyediakan septic 
tank yang akan 
dilayani truk tinja 

  Penyediaan 
septictank, mobil 
tinja, MCK umum 

Kawasan 
permukiman dan 
perdagangan dan 
jasal perdesaan 

a. Kawasan 
permukiman dan 
perdagangan dan 
jasa di perdesaan 
harus menyediakan 
septic tank yang 
akan dilayani oleh 
sistem mobil tinja 

b. Secara bertahap 
akan disediakan 
IPAL komunal dan 
sistem perpipaan 
limbah di setiap 
kecamatan di 
kawasan perdesaan 
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No Prasarana Rencana 
Pengembangan 

Wilayah Arahan 
Pengembangan 

  Pengelolaan limbah 
yang lebih maju 

Seluruh 
Kabupaten 
Karawang  

a. Sistem pengaliran 
air limbah 
merupakan 
perpipaan tertutup 

b. Dalam skala 
wilayah Kabupaten 
Karawang akan 
dibangun IPAL dan 
IPLT  

c. Seluruh 
perencanaan 
pengembangan 
sistem air limbah 
menjadi bagian dari 
rencana induk 
pengelolaan air 
limbah Kabupaten 
Karawang yang 
disusun sesuai 
dengan ketentuan 
yang berlaku 

  Perluasan target 
pelayanan limbah 

Seluruh 
Kabupaten 
Karawang 

Hingga tahun 2030 
tingkat pelayanan 
sistem air limbah di 
Kabupaten Karawang 
adalah 90% 
penduduk perkotaan, 
70% penduduk 
perdesaan dan 100% 
industri (besar dan 
kecil), perdaganan 
dan jasa, dan 
instansi mendapat 
pelayanan air 
limbah. 

6 Prasarana 
Lingkungan 
(jaringan 
drainase) 

Pengembangan 
infrastruktur 

Kawasan 
perkotaan 

a. Perencanaan 
saluran drainase 
yang benar 

b. Untuk daerah 
perdagangan dan 
jasa dan pusat kota 
yang padat 
disarankan 
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No Prasarana Rencana 
Pengembangan 

Wilayah Arahan 
Pengembangan 

pemakaian saluran 
drainase tertutup  

c. Seluruh jalan arteri 
sekunder, kolektor 
primer, dan 
kolektor sekunder 
harus dilengkapi 
oleh saluran 
drainase 

  Menjaga alur 
sungai, sempadan 
sungai dan 
sempadan pantai 

 

Sepanjang aliran 
sungai, terutama 
sungai besar dan 
daerah pantai 

a. Menjaga alur 
sungai dari 
gangguan endapan 
lumpur, sampah, 
bangunan dan 
lainnya 

b. Menjaga daerah 
atau kawasan 
sempadan sungai 
agar tetap menjadi 
ruang terbuka 
hijau (RTH) 

c. Membangun 
tanggul di 
sepanjang Sungai 
Citarum dan 
sungai besar 
lainnya yang 
melintasi kawasan 
industri, 
perkotaan, dan 
permukiman. 

d. Mempertahankan 
dan menjaga 
daerah sempadan 
pantai  

e. Pengendalian rob 
dilakukan dengan 
membangun sistem 
tanggul, polder, 
dan bendung 
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No Prasarana Rencana 
Pengembangan 

Wilayah Arahan 
Pengembangan 

  Memperluas daerah 
pelayanan drainase 

Seluruh 
Kabupaten 
Karawang 

a. Melayani 100% 
permukiman 
perkotaan dan 
perdagangan dan 
jasa di Karawang 
Barat, Karawang 
Timur, Cikampek, 
dan 
Rengasdengklok 

b. Sistem drainase di 
kawasan perdesaan 
dilayani sumur 
resapan 

c. Kawasan 
permukiman serta 
industri juga harus 
menyediakan 
sumur resapan  

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

BUPATI KARAWANG, 
 
 
 
 
 

ADE SWARA 
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BUPATI KARAWANG, 

 
 
 
 

ADE SWARA 

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG 

  NOMOR : 2 TAHUN 2013 

  TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH 
KABUPATEN KARAWANG 

PETA RENCANA PRASARANA WILAYAH 
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BUPATI KARAWANG, 
 
 

 
 

ADE SWARA 

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG 

  NOMOR : 2 TAHUN 2013 

  TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH 
KABUPATEN KARAWANG 

PETA RENCANA POLA RUANG KABUPATEN 
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PENETAPAN LOKASI KAWASAN LINDUNG KABUPATEN 
 

Fungsi Jenis/Tipe 
Klasifikasi 

Fisik 
Lokasi  

1. Kawasan Hutan Lindung 

Kawasan Hutan 
Berfungsi Lindung 

 

Suaka 
alam 

Hutan 
Mangrove 

Kecamatan Pakisjaya  

Kecamatan Batujaya 

Kecamatan Cibuaya 

Kecamatan Tirtajaya 

Kecamatan Cilamaya Wetan 

2.  Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya 

Kawasan Resapan 
Air 

 

 Hutan dan 
Non Hutan 

Kecamatan Tegalwaru  

Kecamatan Pangkalan 

Kecamatan Ciampel 

Kecamatan Telukjambe Barat 

Kecamatan Telukjambe Timur 

Kecamatan Klari 

Kecamatan Purwasari 

Kecamatan Cikampek 

Kecamatan Kotabaru 

 

3. Kawasan Perlindungan Setempat 

3.1. Sempadan 
Pantai 

 Non Hutan Kecamatan Cilamaya Wetan 

Kecamatan Cilamaya Kulon 

Kecamatan Tempuran 

Kecamatan Pedes 

Kecamatan Cilebar 

Kecamatan Cibuaya 

Kecamatan Tirtajaya 

Kecamatan Pakisjaya 

Kecamatan Batujaya 

3.2. Sempadan  
Sungai 

 Non Hutan  Terletak di seluruh Daerah Aliran Sungai 
(DAS), di seluruh kecamatan 

3.3. Sempadan 
Saluran Irigasi 

 Non Hutan Terletak di sepanjang saluran induk irigasi 
Tarum Barat, Tarum Timur, Tarum Utara, 
Tarum Utara Barat, dan Tarum Utara 
Timur 

3.4. Kawasan 
Sekitar Situ 

 Non Hutan Kasan sekitar Bendung Walahar, Situ 
Kamojing, Situ Cipule; dan situ-situ 
lainnya 

3.5. Kawasan 
Sekitar Mata 

 Non Hutan Tersebar di Kabupaten Karawang 

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG 

  NOMOR : 2 TAHUN 2013 

  TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH 
KABUPATEN KARAWANG 
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Fungsi Jenis/Tipe 
Klasifikasi 

Fisik 
Lokasi  

Air   

3.6. Kawasan di 
bawah SUTET 
dan SUTT 

 Non Hutan Kecamatan Telukjambe Barat; Telukjambe 
Timur; Ciampel; Klari; Purwasari; dan 
Cikampek. 

4.  Kawasan Rawan Bencana Alam 

4.1. Kawasan 
Rawan Longsor 

 Non Hutan Kecamatan Pangkalan dan Tegalwaru 

4.2. Kawasan 
Rawan Bencana 
Banjir 

 Non hutan Kecamatan Ciampel, Telukjambe Timur, 
Telukjambe Barat, Klari, Cikampek, 
Purwasari, Tirtamulya, Jatisari, 
Banyusari, Kotabaru, Cilamaya Wetan, 
Karawang Timur, Karawang Barat, 
Rengasdengklok, Jayakerta dan Pedes 

4.3. Kawasan 
Rawan 
Gelombang 
Pasang 

 Non Hutan Kecamatan Cilamaya Wetan, Cilamaya 
Kulon, Tempuran, Pedes, Cilebar, 
Cibuaya, Tirtajaya, Batujaya dan 
Pakisjaya 

5.  Kawasan Taman Wisata Alam dan Cagar Budaya 

5.1. Kawasan 
Taman Wisata 
Alam 

 Hutan 
Produksi 

Curug Santri, Curug Cigentis, Curug 
Lalay, Curug Bandung dan curug-curug 
lainnya yang berada di komplek Gunung 
Sanggabuana Kecamatan Tegalwaru 

5.2. Kawasan Cagar 
Budaya 

 Non Hutan  Kawasan situs Candi Jiwa di Kecamatan 
Batujaya, Kawasan Syech Quro di 
Kecamatan Lemahabang dan Monumen 
Rengasdengklok di Kecamatan 
Rengasdengklok 

6. Kawasan Lindung Geologi 

Kawasan Lindung 
Geologi 

 Non Hutan Kecamatan Pangkalan 

7.  Kawasan Lindung Lainnya 

Kawasan Terumbu 
Karang 

 Non Hutan Kecamatan Cilamaya Kulon dan 
Kecamatan Tempuran 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BUPATI KARAWANG, 
 
 
 
 
 

ADE SWARA 
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ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI 

 

No. Kriteria Umum Keterangan 

1. Pengembangan kawasan peruntukan 
industri (kawasan industri, bukan 
kawasan industri, dan industri kecil 
dan menengah) mengacu kepada 
peraturan dan kriteria yang ada. 

Secara keruangan kekhususan tersebut antara 
lain : 

a. Secara relatif mempunyai luas yang cukup 
besar 

b. Terancam keberadaannya misalkan oleh 
banjir atau tekanan alih fungsi yang besar 
sehingga memerlukan penanganan   
khusus 

c. Berlokasi tidak pada kawasan yang tidak 
sama peruntukannya 

d. Dan lain-lain yang terkait dengan aspek 
keruangan 

2. Pembangunan usaha industri baru 
serta rencana pengembangan atau 
perluasan usaha industri yang telah 
ada wajib berlokasi di kawasan atau 
zona industri 

Industri yang telah berdiri dan beroperasi 
berdasarkan izin yang diberikan sebelumnya 
diizinkan untuk tetap berlokasi di luar 
kawasan dan zona industri, dengan harus 
memperhatikan aturan zonasi tempat industri 
tersebut berlokasi 

3. Lokasi industri terkait dengan kondisi 
nya 

Industri mikro, kecil dan menengah, serta 
industri rumah tangga diizinkan berlokasi di 
luar kawasan dan zona industri dengan 
mengikuti ketentuan yang berlaku 

  Industri yang memerlukan lokasi khusus 
terkait dengan bahan baku dan atau prosesnya 
juga diizinkan berlokasi di luar kawasan dan 
zona industri dengan memperhatikan aturan 
zonasi tempat industri tersebut berlokasi 

  Sangat diperlukan optimalisasi kawasan dan 
zona industri yang telah ada, sehingga 
pertumbuhan industri yang baru tidak 
mengambil alih pemanfaatan lahan lainnya.  

4 Pemanfaatan lahan yang terdapat dalam 
kawasan industri, yaitu lahan dalam 
skala besar yang telah dikuasai oleh 
pemegang hak sesuai dengan ketentuan 
hukum pertanahan yang berlaku yang 
belum dimanfaatkan, dapat disewakan 
dengan pihak lain untuk dimanfaatkan 
dan dipergunakan untuk kegiatan lain 
selain industri sepanjang tidak 

Pemanfaatan yang diizinkan dilakukan di luar 
kawasan industri adalah: 

a. Pemakaman skala besar 

b. Pertanian 

c. Fasilitas umum 

Pemanfaatan di luar industri tersebut harus 
melalui kajian lebih dahulu dan tetap 
mengikuti ketentuan zonasi pada kawasan 

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG 

  NOMOR : 2 TAHUN 2013 

  TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH 
KABUPATEN KARAWANG 
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No. Kriteria Umum Keterangan 

menurunkan kualitas lingkungan 
setempat dan mengganggu fungsi 
industri yang ada 

peruntukan industri serta ketentuan lainnya 
yang ada 

 

 
 

BUPATI KARAWANG, 
 
 
 
 
 

ADE SWARA 
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ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN (KSK) 

No. Kriteria Umum Keterangan 

1. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan 
ruang wilayah kabupaten yang memiliki 
kekhususan 

Secara keruangan kekhususan tersebut antara 
lain : 

a. Secara relatif mempunyai luas yang cukup 
besar 

b. Terancam keberadaannya misalkan oleh 
banjir atau tekanan alih fungsi yang besar 
sehingga memerlukan penangangan khusus 

c. Berlokasi tidak pada kawasan yang tidak 
sama peruntukannya 

d. Dan lain-lain yang terkait dengan aspek 
keruangan 

2. Memperhatikan kawasan strategis nasional 
dan kawasan strategis wilayah provinsi yang 
ada di wilayah kabupaten 

a. Merupakan bagian wilayah yang menjadi 
kawasan strategis nasional (KSN) atau 
provinsi (KSP) 

b. Merupakan kawasan yang dimiliki oleh negara 
dan merupakan objek vital 

c. Harus memiliki kepentingan/kekhususan yang 
berbeda serta harus ada pembagian 
kewenangan antara pemerintah pusat, 
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah 
daerah kabupaten/kota yang jelas 

3. Merupakan kawasan yang memiliki nilai 
strategis dari sudut kepentingan : 

 

 ~ ekonomi  a. Potensi ekonomi cepat tumbuh; 

b. Sektor unggulan yang dapat menggerakkan 
pertumbuhan ekonomi; 

c. Potensi ekspor; 

d. Memiliki dukungan jaringan prasarana dan 
fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; 

e. Merupakan kegiatan ekonomi yang 
memanfaatkan teknologi tinggi; 

f. Fungsi untuk mempertahankan tingkat 
produksi pangan dalam rangka mewujudkan 
ketahanan pangan; 

g. Fungsi untuk mempertahankan tingkat 
produksi sumber energi dalam rangka 
mewujudkan ketahanan energi; atau 

h. kawasan yang dapat mempercepat 
pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam 

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG 

  NOMOR : 2 TAHUN 2013 

  TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH 
KABUPATEN KARAWANG 
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No. Kriteria Umum Keterangan 

wilayah kabupaten  

 ~ sosial budaya a. Tempat pelestarian dan pengembangan adat 
istiadat atau budaya; 

b. Prioritas peningkatan kualitas sosial dan 
budaya; 

c. Aset yang harus dilindungi dan dilestarikan; 

d. Tempat perlindungan peninggalan budaya; 

e. Tempat yang memberikan perlindungan 
terhadap keanekaragaman budaya; atau 

f. Tempat yang memiliki potensi kerawanan 
terhadap konflik sosial  

 ~ fungsi dan daya dukung lingkungan a. Tempat perlindungan keanekaragaman 
hayati; 

b. Kawasan lindung yang ditetapkan bagi 
perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna 
yang hampir punah atau diperkirakan akan 
punah yang harus dilindungi dan/atau 
dilestarikan; 

c. Kawasan yang memberikan perlindungan 
keseimbangan tata guna air yang setiap 
tahun berpeluang menimbulkan kerugian; 

d. Kawasan yang memberikan perlindungan 
terhadap keseimbangan iklim makro; 

e. Kawasan yang menuntut prioritas tinggi 
peningkatan kualitas lingkungan hidup; 

f. Kawasan rawan bencana alam; atau 

g. Kawasan yang sangat menentukan dalam 
perubahan rona alam dan mempunyai 
dampak luas terhadap kelangsungan 
kehidupan 

4 Kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam 
rencana struktur ruang dan rencana pola 
ruang  

Dianggap penting tetapi tidak masuk dalam 
sistem guna lahan wilayah (landuse system atau 
sistem kawasan peruntukan) yang ada dalam pola 
ruang 

 
 
 
 

BUPATI KARAWANG, 
 
 
 
 
 

ADE SWARA 
 
 



  182

 
 

 
 
  

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG 

  NOMOR : 2 TAHUN 2013 

  TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH 
KABUPATEN KARAWANG 

PETA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN (KSK) 

BUPATI KARAWANG, 
 
 
 
 

ADE SWARA 
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MATRIKS INDIKASI PROGRAM 

No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

1. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG KABUPATEN KARAWANG 

1.1. Perwujudan Pusat Kegiatan                             

1.1.1 Pengembangan pusat kegiatan Cikampek dan Kawasan Perkotaan 
Cikampek 

                   

  1.1.1.1. Penyusunan 
rencana rinci tata 
ruang Kawasan 
Perkotaan 
Cikampek 

Kecamatan 
Cikampek dan 
sekitarnya 

Bappeda, 
Dinas Cipta 
Karya 

 xxx                  x   

  1.1.1.2. Penataan Pusat 
Kawasan 
Perkotaan 
Cikampek (CBD) 

Kecamatan 
Cikampek 

Dinas Cipta 
Karya, 
Swasta 

     xxx  xxx xxx           x x 

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG 

  NOMOR : 2 TAHUN 2013 

  TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH 
KABUPATEN KARAWANG 
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

  1.1.1.3. Peningkatan 
Rumah Sakit 
Umum yang ada 
menjadi RS tipe B 

Kecamatan 
Cikampek 

Dinas 
Kesehatan; 
RSUD, 
Instansi 
Terkait di 
Pusat 

   xxx  xxx  xxx        x x x x 

  1.1.1.4. Penataan Kawasan 
Kumuh Perkotaan 
Cikampek 

Kawasan 
permukiman 
padat di kawasan 

Dinas Cipta 
Karya 

       xxx xxx  xxxx
x 

    x   x   

  1.1.1.6. Pembangunan 
gerbang pada 
Interchange 
Cikampek 

Kawasan sekitar 
Pintu Tol 
Cikampek 

Dinas Cipta 
Karya 

        xxx       x     x 

  1.1.1.7. Pembangunan 
sarana olah raga 
skala regional 

Kecamatan 
Cikampek 

Dinas Cipta 
Karya, 
Swasta 

          xxxx
x 

xxxx
x 

      x x 

  1.1.1.8. Pengembangan 
taman kota, jalur 
hijau, RTH serta 
bentuk ruang 
terbuka lainnya 

Kawasan 
Perkotaan di 
Cikampek dan 
sekitarnya 

Dinas Cipta 
Karya; 
Badan 
Pengelolaan 
Lingkungan 
Hidup, 
Swasta 

      xxx xxx xxxx
x 

        x x 
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

  1.1.1.9. Penyediaan zona 
penyangga antara 
kawasan industri 
dan kawasan 
lainnya 

Cikampek dan 
sekitarnya 

Dinas Cipta 
Karya; 
Badan 
Pengelolaan 
Lingkungan 
Hidup, 
Swasta 

          xxxx
x 

xxxx
x 

      x x 

 1.1.1.10. Pengembangan 
kawasan 
pendidikan tinggi 

Alternatif di 
seluruh kawasan 

Dinas Cipta 
Karya, Dinas 
Pendidikan 

      xxxx
x 

xxxx
x 

x  x x 

1.1.2. Pengembangan pusat kegiatan Karawang Barat, pusat kegiatan Karawang Timur dan 
Kawasan Perkotaan Karawang 

                  

  1.1.2.1. Penyusunan 
rencana rinci tata 
ruang kawasan 
Perkotaan 
Karawang 

Karawang Barat, 
Karawang Timur 
dan sekitarnya 

Bappeda, 
Dinas Cipta 
Karya 

 xxx                  x   

  1.1.2.2. Penataan Pusat 
Kawasan 
Perkotaan 
Karawang (CBD) 

Karawang Barat 
dan Karawang 
Timur 

Bappeda, 
Dinas Bina 
Marga, 
Dinas Cipta 
Karya, 
Swasta 

          xxxx
x 

xxxx
x 

      x x 
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

  1.1.2.3. Revitalisasi RS 
tipe C yang ada 
atau ditingkatkan 
menjadi rumah 
sakit tipe C 

Karawang Barat Dinas 
Kesehatan, 
Instansi 
Terkait di 
Pusat, 
Swasta 

          xxxx
x 

    x   x x 

 1.1.2.4. Pengembangan 
interchange 
Karawang Barat 
dan Karawang 
Timur 

Karawang Barat 
dan Karawang 
Timur 

Dinas Cipta 
Karya 

        xxx       x     x 

  1.1.2.5. Pengembangan 
taman kota, jalur 
hijau, RTH serta 
bentuk ruang 
terbuka lainnya 

Karawang Barat, 
Karawang Timur 
dan sekitarnya 

Dinas Cipta 
Karya; 
Badan 
Pengelolaan 
Lingkungan 
Hidup, 
Swasta 

          xxxx
x 

        x x 

 1.1.2.6. Perencanaan dan 
pembangunan 
pasar induk 

Karawang Barat Dinas Cipta 
Karya, 
Bappeda 

     xxxx
x 

  x  x x 

  1.1.2.7. Penataan pusat 
pemerintahan 
Kabupaten 
Karawang 

Karawang Barat Bappeda, 
Dinas Cipta 
Karya 

            xxxx
x 

      x   
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

  1.1.2.8. Penataan kawasan 
kumuh perkotaan 

Karawang Barat, 
Karawang Timur 

Bappeda, 
Dinas Cipta 
Karya 

          xxxx
xxxx 

xxxx
xxxx

x 

      x   

  1.1.2.9. Pengembangan 
kawasan olah raga 
terpadu 

Karawang Barat Dinas Cipta 
Karya, 
Instansi 
Terkait di 
Pusat, 
Swasta 

          xxxx
xxxx 

    x   x x 

  1.1.2.10. Pengembangan 
pusat pendidikan 
tinggi Karawang 

Karawang Barat Dinas 
Pendidikan, 
Dinas Cipta 
Karya, 
Swasta, 
Instansi 
Pusat 

            xxxx
xxxx

x 

xxxx
xxxx

x 

x   x x 

  1.1.2.11. Penyediaan buffer 
zone antara 
kawasan industri 
dan kawasan 
lainnya 

Karawang Barat, 
Telukjambe 
Barat, 
Telukjambe Timur 

Dinas Cipta 
Karya; Badan 
Pengelolaan 
Lingkungan 
Hidup, Dinas 
Perindustrian, 
Perdagangan, 
Pertambangan 
dan Energi, 
Swasta 

          xxxx
x 

        x x 

1.1.3 Pengembangan pusat kegiatan Rengasdengklok dan Kawasan 
Perkotaan Rengasdengklok 
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

  1.1.3.1. Penyusunan 
rencana rinci tata 
ruang Kawasan 
Perkotaan 
Rengasdengklok 

Rengasdengklok Bappeda, 
Dinas Cipta 
Karya 

   xxx                x   

  1.1.3.2. Pembangunan 
pusat 
perdagangan 
koleksi hasil 
pertanian skala 
kabupaten 

Rengasdengklok Dinas 
Perindustrian, 
Perdagangan, 
Pertambangan 
dan Energi, 
Dinas Cipta 
Karya, Swasta 

       xxx xxx           x x 

  1.1.3.3. Pembangunan 
terminal distribusi 
hasil pertanian 
skala kabupaten 

Rengasdengklok Dinas Cipta 
Karya, 
Swasta 

          xxxx
x 

        x x 

  1.1.3.4. Pembangunan 
rumah sakit tipe C 

Rengasdengklok Dinas 
Kesehatan, 
Swasta 

            xxxx
x 

      x   

  1.1.3.5. Pengembangan 
taman kota, jalur 
hijau, RTH serta 
bentuk ruang 
terbuka lainnya 

Rengasdengklok Dinas Cipta 
Karya; 
Badan 
Pengelolaan 
Lingkungan 
Hidup, 
Swasta 

            xxxx
x 

      x x 
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

1.1.4 Pengembangan pusat kegiatan Cilamaya Wetan dan Kawasan 
Perkotaan Cilamaya Wetan 

                    x x 

  1.1.4.1. Penyusunan 
rencana rinci tata 
ruang Kawasan 
Perkotaan 
Cilamaya Wetan 

Cilamaya Wetan Bappeda, 
Dinas Cipta 
Karya 

   xxx                x   

  1.1.4.1. Pembangunan 
pusat 
perdagangan 
koleksi hasil 
pertanian skala 
kawasan 

Cilamaya Wetan Dinas 
Perindustrian, 
Perdagangan, 
Pertambangan 
dan Energi, 
Dinas Cipta 
Karya, Swasta 

          xxxx
x 

        x x 

  1.1.4.1. Pembangunan 
terminal distribusi 
hasil pertanian 
skala kawasan 

Cilamaya Kulon Dinas 
Perhubungan, 
Dinas Bina 
Marga, Dinas 
Cipta Karya, 
Swasta 

            xxxx
x 

      x x 

  1.1.4.1. Pengembangan 
taman kota, jalur 
hijau, RTH serta 
bentuk ruang 
terbuka lainnya 

Cilamaya Wetan Dinas Cipta 
Karya; 
Badan 
Pengelolaan 
Lingkungan 
Hidup, 
Swasta 

              xxxx
x 

    x x 

1.1.5 Pengembangan ibukota kecamatan                         
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

  1.1.5.1. Penataan kawasan 
pusat 
pemerintahan 
kecamatan 

Ibukota 
kecamatan selain 
pusat kegiatan 
kabupaten 

Dinas Cipta 
Karya, Dinas 
Bina Marga, 
Dinas 
Perhubungan 

          xxxx
xxxx 

xxxx
xxxx

x 

xxxx
xxxx

x 

    x   

  1.1.5.2. Pengembangan 
pusat 
perdagangan dan 
jasa skala 
kecamatan 

Ibukota 
kecamatan selain 
pusat kegiatan 
kabupaten 

Dinas 
Perindustrian, 
Perdagangan, 
Pertambangan 
dan Energi 

            xxxx
xxxx

x 

xxxx
xxxx

x 

    x   

  1.1.5.3. Penyediaan sarana 
olah raga skala 
kecamatan 

Ibukota 
kecamatan selain 
pusat kegiatan 
kabupaten 

Dinas Cipta 
Karya 

            xxxx
xxxx

x 

xxxx
xxxx

x 

    x   

  1.1.5.4. Penyediaan taman 
dan landmark 

Ibukota 
kecamatan selain 
pusat kegiatan 
kabupaten 

Dinas Cipta 
Karya, 
Swasta 

            xxxx
x 

      x x 

1.2. Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah                         

1.2.1 Pengembangan Jaringan Utama Sistem 
Transportasi Darat 
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

  1.2.1.1. Perencanaan dan 
pembangunan 
Jalan Lingkar 
Utara Karawang 
(peningkatan jalan 
eksisting dan 
pembangunan 
ruas jalan baru) 

Batujaya, 
Tirtajaya, 
Jayakerta, Pedes, 
Cilebar, 
Tempuran, 
Cilamaya Kulon, 
Cilamaya Wetan 

Bappeda, 
Dinas Bina 
Marga, Dinas 
Perhubungan, 
Badan 
Pengelolaan 
Lingkungan 
Hidup, 
Inastansi 
Pusat 

            xxxx
x 

xxxx
x 

x x x   

  1.2.1.2 Kajian dan 
pengembangan 
interchange jalan 
tol yang melintas 
di Kabupaten 
Karawang dalam 
rangka membuka 
akses lebih 
banyak dari dan 
ke Kabupaten 
Karawang 

Karawang Barat – 
Karawang Timur – 
Klari – Purwasari 
– Cikampek 

Bappeda, 
Dinas Bina 
Marga, Dinas 
Perhubungan, 
Pengelola 
Jalan Tol 

          xxxx xxxx
x 

  x   x x 

  1.2.1.3 Pembangunan 
Jalan Kolektor 
Primer Pelabuhan 
Cilamaya  - Tol 
Jakarta - 
Cikampek – 
Cikampek 

Tempuran, 
Cilamaya Kulon, 
Banyusari, 
Jatisari, 
Kotabaru, 
Cikampek 

Instansi 
Terkait di 
Pusat, Dinas 
Bina Marga, 
Dinas 
Perhubungan, 
Swasta 

              xxxx
x 

x x x x 
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

  1.2.1.4 Peningkatan ruas 
Jalan Pintu Tol 
Karawang Barat – 
Pusat 
Pemerintahan 
Kabupaten 
Karawang 

Karawang Barat Instansi 
Terkait di 
Pusat, Dinas 
Bina Marga, 
Dinas 
Perhubungan 

            xxxx
x 

  x   x   

  1.2.1.5 Peningkatan ruas 
Jalan Pintu Tol 
Karawang Timur – 
Pusat Kawasan 
Perkotaan 
Karawang Timur 

Karawang Timur Instansi 
Terkait di 
Pusat, Dinas 
Bina Marga, 
Dinas 
Perhubungan 

              xxxx
x 

x   x   

  1.2.1.6. Peningkatan ruas 
Jalan Pintu Tol 
Cikampek  – Pusat 
Kawasan Industri 
di Cikampek 

Cikampek Instansi 
Terkait di 
Pusat, Dinas 
Bina Marga, 
Dinas 
Perhubungan 

          xxxx
x 

    x   x   

  1.2.1.7. Peningkatan jalan 
eksisting menjadi 
jalan lokal primer 

Ruas : Karawang – 
Pangkalan – Cariu 
(Kabupaten Bogor), 
Pangkalan – 
Tegalwaru – 
Kutamaneuh, Klari 
– Curug, Dawuan – 
Cimahi, Kobak Biru 
– Tegal Danas 

Dinas Bina 
Marga, Dinas 
Perhubungan 

            xxxx
x 

xxxx
x 

x   x   
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

 1.2.1.8. Penataan dan 
peningkatan ruas 
jalan yang 
menghubungkan 
interchange yang 
ada ke pusat 
kegiatan 

Kawasan 
perkotaan dan 
kecamatan di 
sekitarnya 

Dinas Bina 
Marga, Dinas 
Perhubungan 

     xxxx
x 

xxxx
x 

xxxx
x 

x x x  

  1.2.1.9. Peningkatan dan 
pengembangan 
ruas jalan arteri 
sekunder di 
Kabupaten 
Karawang 

Cikampek – 
Karawang Timur, 
Karawang Timur – 
Karawang Barat, 
Karawang Barat – 
Rengasdengklok 

Dinas Bina 
Marga, Dinas 
Perhubungan 

          xxxx
x 

xxxx
x 

xxxx
x 

    x   

  1.2.1.10. Peningkatan jalan 
akses ke setiap 
pusat produksi 
pertanian dan 
pusat ekonomi 
lainnya menjadi 
jalan kolektor 
sekunder 

Tanjungpura – 
Rengasdengklok, 
Cikalongsari – 
Cilamaya Wetan, 
Rengasdengklok – 
Cilamaya Wetan, 
Karawang Timur – 
Telukjambe Timur – 
Ciampel – 
Bendungan Curug, 
Karawang – 
Telukjambe Timur – 
Ciampel – 
Bendungan Curug, 
Cikampek – 
Cilamaya, Karawang 
– Cilamaya 

Dinas Bina 
Marga, Dinas 
Perhubungan 

          xxxx
x 

xxxx
x 

xxxx
x 

    x   
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

  1.2.1.11. Peningkatan ruas 
jalan akses ke 
Kawasan 
Perkotaan 
Rengasdengklok  

Kawasan 
Perkotaan 
Rengasdengklok 
dan kecamatan 
sekitarnya 

Dinas Bina 
Marga, Dinas 
Perhubungan 

            xxxx
x 

      x   

  1.2.1.12. Peningkatan ruas 
jalan akses ke 
Kawasan 
Perkotaan 
Cikampek 

Kawasan 
Perkotaan 
Cikampek dan 
kecamatan 
sekitarnya 

Dinas Bina 
Marga, Dinas 
Perhubungan 

          xxxx
x 

        x   

  1.2.1.13. Peningkatan ruas 
jalan akses ke 
Kawasan 
Perkotaan 
Karawang  

Kawasan 
Perkotaan 
Karawang  dan 
kecamatan 
sekitarnya 

Dinas Bina 
Marga, Dinas 
Perhubungan 

            xxxx
x 

      x   

 1.2.1.14. Peningkatan ruas 
jalan akses ke 
Kawasan 
Perkotaan 
Cilamaya Wetan 

Kawasan 
Perkotaan 
Cilamaya Wetan 
dan kecamatan 
sekitarnya 

Dinas Bina 
Marga, Dinas 
Perhubungan 

       xxxx
x 

  x  

  1.2.1.15. Pembangunan dan 
peningkatan jalan 
akses ke potensi 
atau objek wisata 

Pantai Tanjung 
Pakis, Pantai 
Pasir Putih, 
Curug – Ciampel, 
Pantai Pisangan 

Dinas Bina 
Marga, Dinas 
Perhubungan 

          xxxx
x 

        x   
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

  1.2.1.16. Peningkatan jalan 
lokal di 
lingkungan 
permukiman 

Karawang Barat, 
Karawang Timur, 
Klari, Purwasari, 
Cikampek, 
Rengasdengklok 

Dinas Bina 
Marga, Dinas 
Perhubungan 

     xxx  xxx xxx xxxx
x 

xxxx
x 

      x   

  1.2.1.17. Pembangunan 
pedestrian di 
jaringan jalan 
yang berada di 
pusat kawasan 
perkotaan, sekitar 
sekolah dan 
perumahan 

Karawang Barat, 
Karawang Timur, 
Cikampek, 
Rengasdengklok 

Dinas Bina 
Marga, 
Dinas Cipta 
Karya, 
Swasta 

          xxxx
x 

xxxx
x 

xxxx
x 

    x x 

  1.2.1.18. Peningkatan jalan 
desa 

Seluruh 
Kabupaten 
Karawang 

Dinas Bina 
Marga, Dinas 
Perhubungan 

      xxx xxx xxxx
x 

xxxx
x 

xxxx
x 

x x x   

  1.2.1.19. Pembangunan 
Jembatan 
Batujaya, 
Sukaharja, 
Telukjambe, 
Rengasdengklok, 
Pakisjaya, Telar 
Burung 

Kabupaten 
Karawang 

Dinas Bina 
Marga 

       xxx xxx xxxx
x 

        x   
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

 1.2.1.20. Peningkatan 
kapasitas rel Di 
Kabupaten 
Karawang untuk 
mendukung 
sistem kereta api 
komuter di 
Cikampek, 
Karawang Timur, 
Karawang Barat, 
serta jaringan 
baru di Kotabaru, 
Jatisari, 
Banyusari dan 
Tempuran 

Cikampek, 
Karawang Timur, 
Karawang Barat, 
serta jaringan 
baru di Kotabaru, 
Jatisari, 
Banyusari dan 
Tempuran 

Dinas 
Perhubungan, 
PT Kereta Api 
Indonesia, 
Instansi 
Terkait di 
Pusat 

          xxxx
x 

xxxx
x 

xxxx
x 

x x x x 

 1.2.1.21. Pembangunan 
jaringan rel kereta 
api Cikampek – 
Pelabuhan 
Internasional 
Cilamaya di 
Cikampek, 
Jatisari, 
Banyusari, 
Cilamaya Kulon, 
Tempuran 

Cikampek, 
Jatisari, 
Banyusari, 
Cilamaya Kulon, 
Tempuran 

Dinas 
Perhubungan, 
PT Kereta Api 
Indonesia, 
Instansi 
Terkait di 
Pusat 

            xxxx xxxx x x x x 
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

 1.2.1.22. Elektrifikasi rel 
ganda kereta api 
antarkota 
Cikampek – 
Cikarang yang 
melintasi 
Kabupaten 
Karawang di 
Cikampek, 
Purwasari, Klari, 
Karawang Timur 
dan Karawang 
Barat 

Cikampek, 
Purwasari, Klari, 
Karawang Timur 
dan Karawang 
Barat 

Dinas 
Perhubungan, 
PT Kereta Api 
Indonesia, 
Instansi 
Terkait di 
Pusat 

          xxxx
x 

xxxx
x 

xxxx
x 

x x  x 

 1.2.1.23. Pembangunan 
jalur rel baru 
untuk mendukung 
rencana 
pembangunan 
short cut 
Cibungur – 
Tanjungrasa di 
Kabupaten 
Purwakarta 

Kotabaru dan 
Jatisari 

Dinas 
Perhubungan, 
PT Kereta Api 
Indonesia, 
Instansi 
Terkait di 
Pusat 

     xxxx
x 

xxxx
x 

  x x  x 
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

 1.2.1.24. Peningkatan jalur 
kereta api 
Cikampek – 
Padalarang yang 
melintasi 
Kabupaten 
Karawang 
termasuk 
peningkatan spoor 
emplasement di 
Cikampek 

Cikampek Dinas 
Perhubungan, 
PT Kereta Api 
Indonesia, 
Instansi 
Terkait di 
Pusat 

          xxxx
x 

xxxx
x 

xxxx
x 

x x  x 

 1.2.1.25. Peningkatan 
keandalan sistem 
jaringan kereta api 
Cikampek – 
Jakarta 

- Dinas 
Perhubungan, 
PT Kereta Api 
Indonesia, 
Instansi 
Terkait di 
Pusat 

          xxxx
x 

xxxx
x 

  x x  x 

 1.2.1.26. Pembangunan 
jalur kereta api 
cepat Jakarta – 
Surabaya di 
Cikampek, 
Purwasari, Klari, 
Karawang Timur 
dan Karawang 
Barat 

Cikampek, 
Purwasari, Klari, 
Karawang Timur 
dan Karawang 
Barat 

Dinas 
Perhubungan, 
PT Kereta Api 
Indonesia, 
Instansi 
Terkait di 
Pusat 

          xxxx
x 

xxxx
x 

  x x  x 
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

  1.2.1.27. Pembangunan 
terminal tipe B 
Kawasan 
Perkotaan 
Cikampek 

Cikampek Dinas Cipta 
Karya, Dinas 
Bina Marga, 
Instansi 
Pusat 

     xxx  xxx xxx       x x x   

  1.2.1.28. Pembangunan 
terminal tipe B di 
Kawasan 
Perkotaan 
Karawang 

Karawang Barat 
atau Karawang 
Timur 

Dinas Cipta 
Karya 

          xxxx
x 

    x x x   

  1.2.1.29. Pembangunan 
terminal tipe C 

Klari, 
Rengasdengklok, 
Cilamaya Kulon, 
Batujaya, Swasta 

Dinas Cipta 
Karya 

          xxxx
x 

        x x 

  1.2.1.30. Pengembangan 
angkutan umum 
perdesaan 

Di seluruh 
Kabupaten 
Karawang 

Dinas 
Perhubungan, 
Swasta 

       xxx xxx xxxx
x 

        x x 

  1.2.1.31. Pembangunan 
subTerminal 

Di ibukota 
kecamatan 

Dinas Cipta 
Karya 

          xxxx
x 

xxxx
x 

      x   
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

  1.2.1.32. Pengembangan 
angkutan umum 
perkotaan yang 
sudah bersifat 
lebih massal 

Karawang Barat, 
Karawang Timur, 
Cikampek, 
Rengasdengklok 

Dinas 
Perhubungan, 
Swasta, 
Instansi Pusat 

              xxxx
x 

x   x x 

  1.2.1.33. Peningkatan 
stasiun kereta api 
untuk mendukung 
sistem komuter 

Cikampek, 
Purwasari, Klari, 
Karawang Timur 
dan Karawang 
Barat 

Dinas 
Perhubungan, 
PT Kereta Api 
Indonesia, 
Instansi 
Terkait di 
Pusat 

          xxxx
x 

xxxx
x 

xxxx
x 

x x x x 

  1.2.1.34. Pengembangan 
stasiun kereta api 
untuk mendukung 
sistem komuter 

Kotabaru, 
Jatisari, 
Banyusari dan 
Tempuran 

Dinas 
Perhubungan, 
PT Kereta Api 
Indonesia, 
Instansi 
Terkait di 
Pusat 

           xxxx  xxxx xxxx
x  

 x   x  x  

1.2.2 Pengembangan Sistem Transportasi Laut                         

  1.2.2.1. Pembangunan 
Pelabuhan 
Internasional 
Cilamaya 

Tempuran Instansi 
Terkait di 
Pusat dan 
Provinsi 

          xxxx
x 

xxxx
x 

xxxx
x 

x x   x 
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

  1.2.2.2. Pengembangan 
buffer zone antara 
pelabuhan 
internasional dan 
kawasan 
pertanian di 
sekitarnya 

Tempuran  Badan 
Pengelolaan 
Lingkungan 
Hidup, 
Dinas 
Pertanian 

           xxxx
x 

xxxx
x 

    x   

1.2.3 Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Energi                        

  1.2.3.1. Pengembangan 
pipanisasi gas di 
Kabupaten 
Karawang 

Disesuaikan 
dengan rencana 
dari instansi yang 
terkait 

Instansi 
Terkait di 
Pusat 

          xxxx
x 

xxxx
x 

  x     x 

  1.2.3.2. Penyediaan 
fasilitas untuk 
pemanfaatan 
batubara oleh 
industri 

Kawasan dan 
zona industri 
yang ada di 
Kabupaten 
Karawang 

Dinas 
Perindustrian, 
Perdagangan, 
Pertambangan 
dan Energi, 
Badan 
Pengelolaan 
Lingkungan 
Hidup, Dinas 
Pertanian, 
Instansi 
Pusat, Swasta 

          xxxx
x 

xxxx
x 

  x x x x 
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

  1.2.3.3. Pengembangan 
jaringan SUTET 
yang melintasi 
Kabupaten 
Karawang, 
termasuk 
penataan kawasan 
yang dilintasi 

Klari, Ciampel, 
Telukjambe 
Barat, 
Telukjambe 
Timur, Purwasari, 
Cikampek 

Dinas 
Perindustrian, 
Perdagangan, 
Pertambangan 
dan Energ, 
Badan 
Pengelolaan 
Lingkungan 
Hidup, Dinas 
Pertanian, 
Perusahaan 
Listri Negara, 
Instansi 
Terkait di 
Pusat 

          xxxx
x 

xxxx
x 

  x x x x 

  1.2.3.4. Pengembangan 
jaringan listrik 
perdesaan 

Di kawasan 
perdesaan 

Dinas 
Perindustrian, 
Perdagangan, 
Pertambangan 
dan Energi 

          xxxx
x 

xxxx
x 

  x x x x 

  1.2.3.5. Pembangunan 
SPBU untuk 
nelayan 

Cilamaya Kulon Dinas 
Perindustrian, 
Perdagangan, 
Pertambangan 
dan Energi, 
Instansi 
Pusat, Swasta 

          xxxx
x 

xxxx
x 

  x   x x 
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

  1.2.3.6. Pembangunan 
pusat pengolahan 
biomassa 

Rengasdengklok Badan 
Pengelolaan 
Lingkungan 
Hidup, 
Swasta, 
Instansi 
Pusat 

            xxxx
x 

xxxx
x 

x   x x 

  1.2.3.7. Pengembangan 
fasilitas 
pembangkit listrik 
tenaga surya dan 
angin 

Kecamatan di 
kawasan pesisir 

Dinas 
Perindustrian, 
Perdagangan, 
Pertambangan 
dan Energi, 
Instansi 
Terkait di 
Pusat, Swasta 

            xxxx
x 

xxxx
x 

x   x x 

  1.2.3.8. Pembangunan 
lampu penerangan 
jalan serta street 
furniture lainnya 
yang sumber 
energinya 
menggunakan 
tenaga surya 

Secara bertahap, 
di kawasan 
perkotaan dan 
kawasan 
permukiman 
(perkotaan dan 
perdesaan) 

Dinas 
Perhubungan, 
Dinas Bina 
Marga, Dinas 
Perindustrian, 
Perdagangan, 
Pertambangan 
dan Energi 

          xxxx
x 

        x   
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

  1.2.3.9. Pembangunan 
sistem saluran 
bawah tanah 
untuk kabel listrik 
di CBD dan 
permukiman 
perkotaan 

Kawasan 
perkotaan 

Dinas Bina 
Marga, 
Swasta 

          xxxx
x 

        x x 

1.2.4 Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air                 x   x x 

  1.2.4.1. Pemeliharaan 
sungai, danau dan 
situ di Kabupaten 
Karawang 

Kecamatan yang 
dilintasi sungai 
serta Cikampek, 
Ciampel dan Klari 
yang memiliki 
danau, situ  dan 
bendung 

Dinas Bina 
Marga dan 
Pengairan, 
Instansi 
Pusat 

          xxxx
x 

xxxx
x 

xxxx
x 

x x x   

  1.2.4.2. Perlindungan 
daerah sempadan 
sungai, danau, 
waduk dan situ 

Kecamatan-
kecamatan yang 
dilalui sungai, 
serta memiliki 
danau, situ atau 
embung 

Dinas Bina 
Marga dan 
Pengairan, 
Instansi 
Pusat, Dinas 
Kehutanan, 
BPLH 

          xxxx
x 

xxxx
x 

xxxx
x 

x x x   
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

  1.2.4.3. Pembangunan 
bendung karet di 
daerah muara  

Cilamaya Wetan, 
Pakisjaya, 
Tempuran, 
Cibuaya, 
Tirtajaya, Pedes, 
Cilebar 

Dinas Bina 
Marga dan 
Pengairan, 
Instansi 
Pusat 

              xxxx
x 

x x x   

  1.2.4.4. Pemeliharaan 
saluran irigasi 

Kecamatan-
kecamatan yang 
dilalui saluran 
irigasi 

Dinas Bina 
Marga dan 
Pengairan, 
Instansi 
Pusat 
 

          xxxx
x 

xxxx
x 

xxxx
x 

x x x   

  1.2.4.5. Pembuatan peta 
kerawanan banjir 

- Bappeda    xxx            x x x   

  1.2.4.6. Penyediaan 
pompa, polder dan 
bendung sebagai 
pengendali banjir 

Di sepanjang 
sungai yang 
rawan banjir 

Dinas Bina 
Marga dan 
Pengairan, 
Instansi 
Pusat 

     xxx  xxx xxx xxxx
x 

    x x x   

1.2.5 Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana 
Telekomunikasi 

             

 1.2.5.1. Perluasan jaringan 
telepon perdesaan 
(pengembangan 

Seluruh 
Kabupaten 
Karawang 

Dinas 
Perhubungan, 
Instansi 
Pusat, Swasta 

          xxxx
x 

xxxx
x 

  x   x x 
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

jaringan, telepon 
umum) 

 1.2.5.2. Pengembangan 
layanan internet 
hingga ke tingkat 
kecamatan dan 
desa 

Seluruh 
kecamatan 

Dinas 
Perhubungan, 
Penyedia Jasa 
Internet, 
Instansi 
Terkait di 
Pusat 

          xxxx
x 

xxxx
x 

  x   x x 

 1.2.5.3. Pembangunan 
sistem saluran 
bawah tanah 
untuk kabel 
telepon di CBD 
dan lingkungan 
permukiman 

Kawasan 
perkotaan 

Dinas Cipta 
Karya, 
Swasta 

          xxxx
x 

xxxx
x 

  x   x x 

 1.2.5.4. Pembangunan 
menara BTS 
hingga ke seluruh 
bagian wilayah 
Kabupaten 
Karawang 

Kecamatan di 
bagian utara dan 
selatan 

Operator jasa 
telekomunika-
si, Instansi 
Terkait di 
Pusat 

          xxxx
x 

    x   x 

1.2.6 Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Air 
Minum 

             

 1.2.6.1. Pembangunan 
instalasi pengolah 
air baku 

Karawang Barat, 
Cikampek, 
Rengasdengklok, 
Karawang Timur, 
Kotabaru, Klari, 

Dinas Cipta 
Karya, 
Instansi 
Pusat, 
Swasta 

      xxx xxx xxxx
x 

xxxx
x 

  x   x x 
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

Telukjambe Timur 

 1.2.6.2. Pembangunan 
Pipa distribusi 

Seluruh 
Kabupaten 
Karawang 

Dinas Cipta 
Karya, 
PDAM, 
Instansi 
Pusat 

          xxxx
x 

xxxx
x 

  x   x x 

 1.2.6.3. Penyediaan 
saluran rumah di 
kawasan 
perkotaan 

Karawang Barat, 
Karawang Timur, 
Cikampek, 
Rengasdengklok, 
Cilamaya Wetan, 
Cilamaya Kulon 

PDAM           xxxx
x 

xxxx
x 

xxxx
x 

x   x x 

 1.2.6.4. Pembangunan 
instalasi pengolah 
air baku 
memanfaatkan air 
irigasi 

Kecamatan-
kecamatan di 
bagian utara 
Kabupaten 
Karawang 

Dinas Cipta 
Karya, 
PDAM, Balai 
Besar 
Wilayah 
Sungai 

            xxxx
x 

xxxx
x 

x x x  

 1.2.6.5. Penyusunan 
rencana induk 
pengelolaan air 
minum 

- Dinas Cipta 
Karya 

   xxx                x  

 1.2.6.6. Pembangunan 
hidran umum di 
kawasan 
perdesaan 

Kawasan 
perdesaan 

Dinas Cipta 
Karya 

     xxx  xxx xxx xxxx
x 

    x   x  

1.2.7 Pengembangan Sistem Prasarana Drainase                           
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

  1.2.7.1. Penyusunan 
rencana induk 
drainase wilayah 
dan kawasan 
perkotaan 

- Dinas Cipta 
Karya 

   xxx                x   

  1.2.7.2. Rehabilitasi dan 
peningkatan 
saluran drainase 
yang sudah ada 

Kawasan 
perkotaan 

Dinas Cipta 
Karya 

    xxx  xxx xxx xxxx
x 

        x   

  1.2.7.3. Pengembangan 
saluran tertutup 
di kawasan 
perkotaan 

Kawasan 
perkotaan 

Dinas Cipta 
Karya 

          xxxx
x 

xxxx
x 

      x   

  1.2.7.4. Rehabilitasi 
sungai dan anak 
sungai 

Kabupaten 
Karawang 

Dinas 
Pengairan, 
Dinas Cipta 
Karya, Balai 
Besar 
Wilayah 
Sungai 

      xxx xxx xxxx
x 

    x x x   
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

  1.2.7.5. Mengembangkan 
dan menjaga RTH 
di daerah resapan 
air dan sempadan 
sungai 

Bagian selatan 
Kabupaten 
Karawang, 
sungai-sungai 
yang melintasi 
Kabupaten 
Karawang 

Dinas 
Pengairan, 
Balai Besar 
Wilayah 
Sungai 

    xxx xxx xxx xxxx
x 

    x x x   

  1.2.7.6. Pembangunan 
tanggul sungai di 
kawasan 
perkotaan 

Kawasan 
Perkotaan 

Dinas Bina 
Marga dan 
Pengairan, 
Balai Besar 
Wilayah 
Sungai 

    xxx xxx xxx xxxx
x 

    x x x   

  1.2.7.7. Penyediaan 
saluran drainase 
di seluruh 
jaringan jalan 
arteri dan kolektor 

Karawang Barat, 
Cikampek, 
Karawang Timur, 
Rengasdengklok, 
Cilamaya, 
Banyusari, 
Tanjungsari, Klari 

Dinas Bina 
Marga dan 
Pengairan 

          xxxx
x 

xxxx
x 

  x x x   
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

  1.2.7.8. Pembangunan 
polder di daerah 
pantai 

Kecamatan-
kecamatan yang 
mempunyai 
pantai 

Dinas Bina 
Marga dan 
Pengairan, 
Instansi 
Pusat 

          xxxx
x 

xxxx
x 

  x x x   

  1.2.7.9. Pembangunan 
sumur resapan di 
kawasan 
perkotaan dan 
kawasan 
permukiman 
perdesaan 

Kawasan 
perkotaan dan 
permukiman 
perdesaan 

Dinas Cipta 
Karya 

     xxx  xxx xxx xxxx
x 

        x   

1.2.8 Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Air Limbah                         

  1.2.8.1. Penyusunan 
rencana induk 
pengelolaan 
limbah kawasan 
perkotaan 

Kawasan 
perkotaan 

Dinas Cipta 
Karya 

  xxxx                x   

  1.2. 8.2. Pembangunan 
IPAL mandiri di 
kawasan industri 
dan kawasan 
peruntukan 
industri 

Cikampek, 
Karawang Timur, 
Karawang Barat, 
Klari, Telukjambe 
Barat 

Dinas Cipta 
Karya, 
Swasta 

    xxxx xxxx xxxx xxxx
x 

        x x 
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

  1.2. 8.3. Pengembangan 
sistem pengolahan 
limbah B3 untuk 
industri, rumah 
sakit dan kegiatan 
lainnya 

Kawasan 
perkotaan di 
Kabupaten 
Karawang 

Dinas Cipta 
Karya, 
Swasta 

      xxx xxx xxxx
x 

        x x 

  1.2. 8.4. Pembangunan 
IPLT  

Alternatif lokasi 
adalah di bagian 
utara Kabupaten 
Karawang 

Dinas Cipta 
Karya, 
Instansi 
Terkait di 
Pusat 

     xxx  xxx xxx       x   x   

  1.2. 8.5. Penyediaan 
layanan truk tinja 
khususnya di 
kawasan 
perdesaan 

Kabupaten 
Karawang yang 
belum terlayani 
sistem perpipaan 
limbah 

Dinas Cipta 
Karya, 
Swasta, 
Instansi 
Pusat 

     xxx  xxx        x   x x 

  1.2. 8.6. Pembangunan 
saluran limbah 
tertutup di 
kawasan 
perkotaan 

Karawang Barat, 
Cikampek, 
Karawang Timur, 
Rengasdengklok, 
Cilamaya 

Dinas Cipta 
Karya 

      xxx xxx xxxx
x 

xxxx
x 

  x   x   
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

  1.2. 8.7. Pembangunan 
MCK umum di 
kawasan 
perdesaan 

Kawasan 
perdesaan 

Dinas Cipta 
Karya 

    xxx xxx xxx           x   

  1.2. 8.8. Penyediaan septic 
tank di kawasan 
perdesaan 

Kawasan 
perdesaan 

Dinas Cipta 
Karya, 
Kecamatan 

      xxx xxx xxxx
x 

        x x 

1.2.9 Pengembangan Sistem Prasarana Persampahan                         

  1.2.9.1. Penyusunan 
rencana induk 
pengelolaan 
sampah wilayah 
dan perkotaan 

- Dinas Cipta 
Karya 

   xxx                x   

  1.2.9.2. Peningkatan 
kapasitas dan 
teknologi 
pengolahan 
sampah di TPPAS 
Jalupang dan 
Leuwisisir 

Kotabaru, 
Telukjambe Barat 

Dinas Cipta 
Karya 

    xxx xxx xxx xxxx
x 

    x x x   
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

  1.2.9.3. Pembangunan 
TPPAS baru 

Kecamatan-
kecamatan pesisir 

Dinas Cipta 
Karya, 
Instansi 
Terkait di 
Pusat, 
Swasta 

          xxxx
x 

    x x x x 

  1.2.9.4. Penyediaan 
fasilitas pemilahan 
sampah di 
kawasan 
permukiman 
perkotaan, 
kawasan 
perdagangan dan 
jasa, kawasan 
industri, serta 
fasilitas umum 

Kawasan 
perkotaan di 
Kabupaten 
Karawang 

Dinas Cipta 
Karya, 
Swasta 

     xxx xxx xxx xxxx
x 

    x   x x 

  1.2.9.5. Penyediaan 
transfer depo di 
seluruh 
kecamatan 

Seluruh 
Kecamatan 

Dinas Cipta 
Karya, 
Kecamatan, 
Swasta 

       xxx xxx xxxx
x 

    x   x   

  1.2.9.6. Peningkatan 
kapasitas 
pengangkutan 
sampah 

- Dinas Cipta 
Karya, 
Kecamatan 

     xxx  xxx xx xxxx
x 

    x   x x 
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

  1.2.9.7. Penyediaan 
fasiltas 
pengolahan 
sampah B3 bagi 
industri dan 
rumah sakit 

Cikampek, 
Karawang Timur, 
Karawang Barat, 
Klari, Telukjambe 
Barat 

Dinas Cipta 
Karya 

     xxx  xxx xxx           x x 

2. PERWUJUDAN POLA RUANG KABUPATEN KARAWANG 

2.1. Perlindungan Kawasan Lindung                           

2.1.1. Perlindungan Kawasan Hutan Lindung                           

  2.1.1.1. Rehabilitasi hutan 
mangrove yang 
ada 

Cibuaya, 
Tirtajaya, 
Batujaya, 
Pakisjaya 

Dinas 
Kelautan dan 
Perikanan, 
Dinas 
Pertanian, 
Kehutanan 
dan 
Perkebunan, 
Instansi 
Pusat, Swasta 

    xxx xxx xxx xxxx
x 

    x x x x 
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

  2.1.1.2. Perluasan hutan 
mangrove 

Cibuaya, 
Tirtajaya, 
Batujaya, 
Pakisjaya 

Dinas 
Kelautan 
dan 
Perikanan, 
Dinas 
Pertanian, 
Kehutanan 
dan 
Perkebunan, 
Instansi 
Pusat, 
Swasta 

          xxxx
x 

xxxx
x 

xxxx
x 

x x x x 

  2.1.1.3. Pengembangan 
daerah penyangga 
hutan mangrove 

Cibuaya, 
Tirtajaya, 
Batujaya, 
Pakisjaya 

Dinas 
Kelautan dan 
Perikanan, 
Dinas 
Pertanian, 
Kehutanan 
dan 
Perkebunan, 
Instansi 
Pusat, Swasta 

          xxxx
x 

xxxx
x 

xxxx
x 

x x x x 

  2.1.1.4. Pelibatan 
masyarakat dalam 
pengelolaan 
kawasan hutan 
lindung 

Cibuaya, 
Tirtajaya, 
Batujaya, 
Pakisjaya 

Dinas 
Kelautan 
dan 
Perikanan, 
Dinas 
Pertanian, 
Kehutanan 
dan 
Perkebunan 

          xxxx
x 

xxxx
x 

xxxx
x 

    x x 
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

2.1.2. Perlindungan Kawasan Perlindungan Setempat                         

  2.1.2.1. Rehabilitasi 
kawasan 
sempadan pantai 
dari kerusakan 
akibat abrasi dan 
kegiatan di 
atasnya 

Wilayah pantai Dinas 
Perikanan, 
Kelautan 
dan 
Peternakan, 
Instansi 
Pusat 

          xxxx
x 

xxxx
x 

  x   x   

  2.1.2.2. Pembatasan jenis 
dan intensitas 
kegiatan di 
kawasan 
sempadan pantai 

Wilayah pantai Dinas 
Perikanan, 
Kelautan 
dan 
Peternakan 

          xxxx
x 

xxxx
x 

xxxx
x 

    x x 

  2.1.2.3. Pelibatan 
masyarakat dalam 
pengelolaan 
kawasan 
sempadan pantai 

Wilayah pantai Dinas 
Perikanan, 
Kelautan 
dan 
Peternakan 

          xxxx
x 

xxxx
x 

xxxx
x 

    x x 

  2.1.2.4. Penyusunan 
rencana 
pengelolaan 
wilayah pesisir 
Kabupaten 
Karawang 

Wilayah pantai Dinas 
Perikanan, 
Kelautan 
dan 
Peternakan, 
Bappeda 

   xxx                x   
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

  2.1.2.5. Rehabilitasi 
kawasan 
sempadan sungai 
dari kerusakan 

Sempadan Sungai 
yang melalui 
kawasan 
perkotaan dan 
permukiman 

Dinas Bina 
Marga dan 
Pengairan, 
BPLH, 
Instansi 
Pusat 

    xxx xxx xxx xxxx
x 

    x x x   

  2.1.2.6. Pelibatan 
masyarakat dalam 
pengelolaan 
kawasan 
sempadan sungai 

Seluruh 
Kabupaten 
Karawang 

BPLH           xxxx
x 

xxxx
x 

xxxx
x 

    x x 

  2.1.2.7. Penghijauan di 
kawasan sekitar 
mata air 

Pangkalan BPLH, Dinas 
Kehutanan, 
Swasta 

      xxxx xxxx xxxx
x 

        x x 

  2.1.2.8. Penghijauan di 
sekitar situ dan 
danau 

Cikampek, 
Ciampel dan Klari 

Dinas Bina 
Marga dan 
Pengairan, 
BPLH, 
Swasta 

       xxxx xxxx xxxx
x 

        x x 

  2.1.2.9. Penghijauan di 
sekitar jaringan 
listrik tegangan 
tinggi 

Klari, Ciampel, 
Telukjambe 
Barat, 
Telukjambe 
Timur, Purwasari, 
Cikampek 

BPLH, 
Perusahaan 
Listrik 
Negara 

      xxxx xxxx xxxx
x 

        x x 
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

2.1.3. Penanganan Kawasan Rawan Bencana                           

  2.1.3.1. Penyusunan 
rencana induk 
penanggulangan 
bencana 

- Bappeda   xxxx               x   

  2.1.3.2. Pembangunan 
bangunan publik 
pusat 
pengungsian di 
setiap kawasan 
rawan bencana 

Karawang Barat, 
Karawang Timur, 
Cikampek, 
Tegalwaru, 
Pangkalan, 
Kecamatan di 
Pesisir 

Dinas Cipta 
Karya, 
Swasta 

     xxx  xxx xxx xxxx
x 

        x x 

 2.1.3.3. Penghijauan atau 
pengembangan 
RTH di setiap 
kawasan rawan 
bencana 

Karawang Barat, 
Karawang Timur, 
Cikampek, 
Tegalwaru, 
Pangkalan, 
Kecamatan di 
Pesisir 

Dinas Cipta 
Karya, 
BPLH, 
Swasta 

  xxx xxx xxx xxxx
x 

    x x 



  219 

No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

  2.1.3.4. Pengembangan  
rekayasa teknik 
penahan bencana 
untuk daerah 
rawan bencana 
longsor, rob dan 
banjir 

Karawang Barat, 
Karawang Timur, 
Cikampek, 
Tegalwaru, 
Pangkalan, 
kecamatan di 
pesisir 

Dinas Cipta 
Karya, 
BPLH, 
Instansi 
Pusat 

    xxx xxx xxx xxxx
x 

    x   x   

  2.1.3.5. Peningkatan 
bangunan 
pemerintahan, 
polisi, militer, 
sekolah yang 
tahan gempa 

Seluruh 
Kabupaten 
Karawang 

Dinas Cipta 
Karya, 
Swasta, 
Instansi 
Pusat 

          xxxx
x 

xxxx
x 

  x   x x 

  2.1.3.6. Penyediaan jalur-
jalur pengungsian 

Seluruh 
Kabupaten 
Karawang 

Dinas Bina 
Marga, Dinas 
Perhubungan 

      xxx xxx xxxx
x 

        x   

  2.1.3.7. Penyediaan titik-
titik pengungsian 
di setiap 
lingkungan 
permukiman 

Seluruh 
Kabupaten 
Karawang 

Dinas Cipta 
Karya, 
Swasta 

      xxx xxx xxxx
x 

        x x 

2.1.4. Perlindungan Kawasan Lindung Geologi                           

  2.1.4.1. Kajian Kars di 
Kabupaten 
Karawang 

Pangkalan Bappeda     xxx              x   
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

  2.1.4.2. Pembatasan dan 
pengendalian 
pemanfaatan 
ruang di kawasan 
geologi Kars 

Pangkalan Bappeda, 
Dinas Cipta 
karya, BPLH 

     xxx xxx xxx xxxx
xxxx 

xxxx
xxxx

x 

xxxx
xxxx

x 

x x x x 

2.1.5. Perlindungan Kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya                       

  2.1.5.1. Pemugaran situs-
situs Candi Jiwa, 
Makam Syech 
Quro, kompleks 
Monumen 
Rengasdengklok 

Sekitar situs Dinas Cipta 
Karya, Dinas 
Pariwisata, 
Dinas 
Pendidikan, 
Perguruan 
Tinggi, 
Instansi 
Pusat 

      xxx xxx xxxx
xxxx 

    x   x x 

  2.1.5.2. Penghijauan di 
sekitar objek 
wisata alam Curug 
Santri 

Tegalwaru BPLH, Dinas 
Kehutanan, 
Swasta 

    xxx xxx xxx           x x 

  2.1.5.3. Penyusunan 
rencana rinci tata 
ruang di sekitar 
situs dan objek 

Sekitar situs dan 
objek 

Bappeda   xxx xxx xxx xxx xxxx         x   
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

  2.1.5.4. Penataan kawasan 
di sekitar situs 
dan objek 

Sekitar situs dan 
objek 

Dinas Cipta 
Karya 

    xxx xxx xxx xxxx
xx 

xxxx
xx 

          

2.1.6. Perlindungan Kawasan Terumbu Karang                         

  2.1.6.1. Pemetaan daerah 
terumbu karang 

Cilamaya Kulon 
dan Tempuran 

Dinas 
Kelautan 
dan 
Perikanan, 
Instansi 
Terkiat di 
Pusat 

  xxx xxx xxx xxx       x   x   

  2.1.6.2. Penyusunan 
rencana 
penanganan dan 
pelibatan 
masyarakat dalam 
rangka 
perlindungan 
kawasan terumbu 
karang 

- Dinas 
Kelautan 
dan 
Perikanan, 
Bappeda 

  xxx                x   

  2.1.6.3. Pembangunan 
batas-batas 
kawasan terumbu 
karang 

Cilamaya Kulon 
dan Tempuran 

Dinas 
Kelautan 
dan 
Perikanan, 
Instansi 
Terkiat di 
Pusat 

          xxxx
x 

    x   x   
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

2.2. Pengembangan Kawasan Budidaya                           

2.2.1. Pengembangan Kawasan Hutan Produksi                           

  2.2.1.1. Rehabilitasi 
kawasan sekitar 
hutan produksi 

Pangkalan, 
Tegalwaru, 
Ciampel, 
Telukjambe 
Barat, 
Telukjambe Timur 

Dinas 
Pertanian, 
Kehutanan 
dan 
Perkebunan, 
Instansi 
Pusat, 
Swasta 

      xxx xxx xxxx
x 

    x x x x 

  2.2.1.2. Pelibatan 
masyarakat dalam 
pengelolaan hutan 
produksi 

Pangkalan, 
Tegalwaru, 
Ciampel, 
Telukjambe 
Barat, 
Telukjambe Timur 

Dinas 
Pertanian, 
Kehutanan 
dan 
Perkebunan, 
Swasta 

      xxx xxx xxxx
x 

xxxx
x 

xxxx
x 

    x x 

  2.2.1.3. Pengembangan 
budidaya tanaman 
keras yang dapat 
dikelola oleh 
masyarakat 

Pangkalan, 
Tegalwaru, 
Ciampel, 
Telukjambe 
Barat, 
Telukjambe Timur 

Dinas 
Pertanian, 
Kehutanan 
dan 
Perkebunan, 
Swasta 

          xxxx
x 

        x x 
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

  2.2.1.4. Pengembangan 
hutan rakyat yang 
menyatu dengan 
hutan produksi 

Pangkalan, 
Tegalwaru, 
Ciampel, 
Telukjambe 
Barat, 
Telukjambe Timur 

Dinas 
Pertanian, 
Kehutanan 
dan 
Perkebunan, 
Instansi 
Pusat, 
Swasta 

          xxxx
x 

xxxx
x 

xxxx
x 

x   x x 

2.2.2. Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan                           

  2.2.2.1. Penyusunan 
rencana induk 
perlindungan 
Lahan Pertanian 
Pangan 
Berkelanjutan 

- Dinas 
Pertanian, 
Bappeda 

  xxx  xxx              x   

  2.2.2.2. Penyusunan 
rencana rinci tata 
ruang sebagai 
operasionalisasi 
sistem Lahan 
Pertanian Pangan 
Berkelanjutan 

Pada lokasi yang 
diindikasikan dalam 
rencana induk 
perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan 
Berkelanjutan 

Bappeda, 
Dinas Cipta 
Karya, Dinas 
Pertanian, 
Kehutanan 
dan 
Perkebunan 

    xxx xxx xxx           x   
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

  2.2.2.3. Penyusunan 
mekanisme 
pengendalian alih 
fungsi lahan 

- Bappeda, 
Dinas 
Pertanian, 
Kehutanan 
dan 
Perkebunan, 
Instansi 
Pusat 

    xxx          x   x   

  2.2.2.4. Pengembangan 
pusat-pusat 
pengembangan 
tanaman pangan 

Rengasdengklok, 
Cilamaya Kulon dan 
lokasi lain yang 
diindikasikan dalam 
rencana induk 
perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan 
Berkelanjutan 

Dinas 
Pertanian, 
Kehutanan 
dan 
Perkebunan, 
Instansi 
Terkait di 
Pusat, 
Swasta 

    xxx xxx xxx xxxx
x 

    x   x x 
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

  2.2.2.5. Penyediaan 
prasarana dan 
sarana penunjang 
pertanian 
tanaman pangan 

Kawasan 
pertanian di 
Kabupaten 
Karawang 

Dinas 
Pertanian, 
Kehutanan 
dan 
Perkebunan, 
Dinas 
Pengairan, 
Dinas Bina 
Marga, 
Swasta 

  xxx xxx xxx xxx xxxx
x 

        x x 

2.2.3. Pengembangan Kawasan Pertanian Hortikultura                           

  2.2.3.1. Perluasan jaringan 
irigasi di lahan 
pertanian 
hortikultura 

Pangkalan, 
Tegalwaru 

Dinas 
Pengairan, 
Instansi 
Terkait di 
Pusat 

       xxx xxxx
x 

    x   x   

  2.2.3.2. Penyiapan 
kawasan 
pertanian 
hortikultura 
sebagai cadangan 
lahan pertanian 
pangan 

Pangkalan, 
Tegalwaru 

Dinas 
Pertanian, 
Kehutanan 
dan 
Perkebunan, 
Instansi 
Terkait di 
Pusat, 
Swasta 

          xxxx
x 

    x   x x 

2.2.4. Pengembangan Kawasan Perkebunan                           
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

  2.2.4.1. Pengembangan 
perkebunan 
rakyat dengan 
komoditas 
unggulan yang 
saat ini sudah 
banyak 
dibudidayakan 

Pangkalan, Ciampel, 
Kotabaru, Cilamaya 
Kulon, Lemahabang, 
Rawamerta, 
Cibuaya, Tirtajaya 

Dinas 
Pertanian, 
Kehutanan 
dan 
Perkebunan, 
Swasta 

          xxxx
x 

xxxx
x 

      x x 

  2.2.4.2. Pembangunan 
fasilitas koleksi 
dan distribusi 
hasil perkebunan 
skala lokal 

Pangkalan, 
Cilamaya Kulon 

Dinas 
Pertanian, 
Kehutanan 
dan 
Perkebunan, 
Swasta 

    xxx xxx xxx xxxx
x 

        x x 

  2.2.4.3. Penyusunan 
rencana induk 
pengembangan 
perkebunan 

- Bappeda, 
Dinas 
Pertanian, 
Kehutanan 
dan 
Perkebunan 

     xxx              x   

2.2.5. Pengembangan Kawasan Peternakan                           

  2.2.5.1. Pengembangan 
peternakan sapi 
dan ayam skala 
besar 

Pangkalan Dinas 
Perikanan, 
Kelautan 
dan 
Peternakan, 
Swasta 

      xxx xxx xxxx
x 

        x x 
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

  2.2.5.2. Pembinaan bagi 
masyarakat yang 
mengembangkan 
peternakan skala 
rumah tangga 

Di kawasan 
pertanian lahan 
kering 
(hortikultura dan 
perkebunan) 

Dinas 
Perikanan, 
Kelautan 
dan 
Peternakan 

     xxx xxx xxx           x   

  2.2.5.3. Pembangunan 
rumah 
pemotongan 
hewan dan unggas 

Pangkalan Dinas 
Perikanan, 
Kelautan 
dan 
Peternakan, 
Swasta 

    xxx xxx xxx xxxx
x 

        x x 

2.2.6. Pengembangan Kawasan Perikanan                           

  2.2.6.1. Pembangunan 
tempat pelelangan 
ikan 

Cilamaya Kulon 
atau Tempuran 

Dinas 
Perikanan, 
Kelautan 
dan 
Peternakan, 
Instansi 
Terkiat di 
Pusat, 
Swasta 

          xxxx
x 

    x   x x 
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

  2.2.6.2. Pembangunan 
pelabuhan 
pendaratan ikan 

Cilamaya Kulon 
atau Tempuran 

Dinas 
Perikanan, 
Kelautan 
dan 
Peternakan, 
Instansi 
Terkiat di 
Pusat, 
Swasta 

          xxxx
x 

    x   x x 

  2.2.6.3. Pengembangan 
tambak rakyat 

Kecamatan di 
wilayah pesisir 

Dinas 
Perikanan, 
Kelautan 
dan 
Peternakan, 
Swasta 

    xxx xxx xxx xxxx
x 

        x x 

  2.2.6.4. Pengembangan 
minapolitan 

Kecamatan di 
wilayah pesisir 

Dinas 
Perikanan, 
Kelautan 
dan 
Peternakan, 
Instansi 
Terkiat di 
Pusat, 
Swasta 

    xxx xxx xxx xxxx
x 

    x   x x 

2.2.7. Pengembangan Pertambangan                             
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

  2.2.7.1. Kajian potensi 
bahan tambang 

Seluruh 
Kabupaten 
Karawang 

Dinas 
Perindustrian, 
Perdagangan, 
Pertambangan 
dan Energi, 
Bappeda 

  xxx xxx              x   

  2.2.7.2. Kajian kelayakan 
usaha tambang di 
lokasi yang 
memiliki potensi 
tambang 

Seluruh 
Kabupaten 
Karawang 

Dinas 
Perindustrian, 
Perdagangan, 
Pertambangan 
dan Energi; 
Bappeda, 
BPLH 

   xxx xxx            x   

  2.2.7.3. Penutupan usaha 
tambang yang 
dinyatakan tidak 
layak 

Seluruh 
Kabupaten 
Karawang 

Dinas 
Perindustrian, 
Perdagangan, 
Pertambangan 
dan Energi 

          xxxx
x 

xxxx
x 

      x   

2.2.8. Pengembangan Industri                             

  2.2.8.1. Revitalisasi dan 
optimalisasi 
pemanfaatan 
kawasan industri  

Cikampek, 
Karawang Timur, 
Karawang Barat, 
Klari 

Dinas 
Perindustrian, 
Perdagangan, 
Pertambangan 
dan Energi, 
Swasta 

    xxx   xxxx
xxxx 

        x x 
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

  2.2.8.2. Revitalisasi 
kegiatan industri 
yang berada di 
luar kawasan 
industri 

Cikampek, 
Karawang Timur, 
Karawang Barat, 
Klari 

Dinas 
Perindustrian, 
Perdagangan, 
Pertambangan 
dan Energi, 
Swasta 

          xxxx
x 

xxxx
x 

      x x 

  2.2.8.3. Pengembangan 
kawasan 
perkotaan 
pendukung 
kegiatan industri 

Cikampek, 
Karawang Timur, 
Karawang Barat, 
Klari 

Dinas Cipta 
Karya, 
Bappeda, 
Instansi 
Pusat, 
Swasta 

    xxx xxx xxx xxxx
x 

xxxx
x 

  x   x x 

  2.2.8.4. Promosi kawasan 
industri 

- Bappeda, 
Swasta, 
Instansi 
Pusat 

          xxxx
x 

xxxx
x 

xxxx
x 

x x x x 

  2.2.8.5. Penyusunan 
rencana induk 
pengembangan 
industri 
Kabupaten 
Karawang 

- Bappeda  xxx xxx                x   

2.2.9. Pengembangan Kawasan Pariwisata                           
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

  2.2.9.1. Penataan kawasan 
sekitar objek 
wisata  

Kecamatan-
kecamatan yang 
memiliki objek 
wisata 

Dinas 
Kebudayaan 
dan 
Pariwisata 

          xxxx
x 

            

  2.2.9.2. Perbaikan akses 
menuju ke 
kawasan atau 
objek wisata 

Kecamatan-
kecamatan yang 
memiliki objek 
wisata 

Dinas BIna 
Marga 

  xxx xxx xxx xxx xxxx
x 

     x x  x  x  

  2.2.9.3. Revitalisasi objek 
wisata yang ada 

Kecamatan-
kecamatan yang 
memiliki objek 
wisata 

Dinas Cipta 
Karya, Dinas 
Bina Marga 

  xxx xxx xxx xxx xxxx
x 

    x x x   x 

  2.2.9.4. Penyusunan 
rencana induk 
pengembangan 
pariwisata daerah 

- Bappeda, 
Dinas 
Kebudayaan 
dan 
Pariwisata 

 xxx       xxxx
x 

         x   

  2.2.9.5. Pengembangan 
lapangan golf 

Telukjambe Barat 
dan Timur 

Swasta   xxx xxx xxx xxx xxxx
x 

          x 

  2.2.9.6. Pengembangan 
pemakaman skala 
besar 

Telukjambe Barat Swasta   xxx xxx xxx xxx xxxx
x 

          x 
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

  2.2.9.7. Pelaksanaan 
promosi pariwisata 
daerah 

- Dinas 
Kebudayaan 
dan 
Pariwisata, 
Swasta, 
Instansi 
Pusat 

          xxxx
x 

xxxx
x 

xxxx
x 

x x x x 

2.2.10 Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan                         

  2.2.10.1. Kajian kebutuhan 
perumahan dan 
penyusunan 
rencana induk 
penyediaan 
perumahan 

- Bappeda xxx xxx                x   

  2.2.10.2. Penyediaan kasiba 
dan lisiba 
permukiman 
perkotaan 

Karawang Barat, 
Karawang Timur, 
Cikampek, 
Rengasdengklok, 
Cilamaya, Klari 

Dinas Cipta 
Karya, 
Instansi 
Pusat, 
Swasta 

    xxx xxx xxx xxxx
xxxx 

xxxx
xxxx
x 

  x   x x 
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

  2.2.10.3. Penyediaan 
prasarana 
lingkungan 
permukiman 
perkotaan 

Karawang Barat, 
Karawang Timur, 
Cikampek, 
Rengasdengklok, 
Cilamaya, Klari 

Dinas Cipta 
Karya, 
Instansi 
Pusat, 
Swasta 

    xxx xxx xxx xxxx
x 

xxxx
x 

  x   x x 

  2.2.10.4. Penataan 
permukiman 
kumuh perkotaan 

Karawang Barat, 
Karawang Timur, 
Cikampek, Klari 

Dinas Cipta 
Karya, 
Instansi 
Pusat 

    xxx xxx xxx xxxx
x 

    x   x   

  2.2.10.5. Penyediaan sarana 
pendukung 
permukiman 
perkotaan 

Karawang Barat, 
Karawang Timur, 
Cikampek, 
Rengasdengklok, 
Cilamaya, Klari 

Dinas Cipta 
karya, 
Instansi 
Pusat 

    xxx xxx xxx xxxx
x 

    x   x   

  2.2.10.6. Pengembangan 
rumah susun 
sewa dan milik 

Karawang Barat, 
Karawang Timur, 
Cikampek, Klari 

Dinas Cipta 
karya, 
Swasta, 
Instansi 
Terkait di 
Pusat 

          xxxx
x 

xxxx
x 

  x   x x 

 2.2.10.7 Revitalisasi dan 
optimalisasi 
fasilitas 
pemerintahan 
yang berada di 
sekitar 
permukiman 

Kawasan 
Perkotaan 

Dinas Cipta 
karya, 
Instansi 
Terkait di 
Pusat 

     xxxx
x 

xxxx
x 

xxxx
x 

x   x  
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

perkotaan 

2.2.11 Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan                         

  2.2.11.1. Penataan 
permukiman 
kumuh nelayan 

Kecamatan di 
wilayah pesisir 

Dinas Cipta 
Karya, 
Instansi 
Terkait di 
Pusat 

          xxxx
x 

    x   x   

  2.2.11.2. Perbaikan 
lingkungan 
kumuh perdesaan 

Kecamatan di 
wilayah pesisir 

Dinas Cipta 
Karya, 
Instansi 
Terkait di 
Pusat 

          xxxx
x 

    x   x   

  2.2.11.3. Pengembangan 
kawasan 
perdesaan 
tertinggal dan 
terpencil 

Kecamatan di 
wilayah pesisir 

Dinas Cipta 
Karya, 
Instansi 
Terkait di 
Pusat 

          xxxx
x 

    x   x   

  2.2.11.4. Pengembangan 
kawasan terpadu 
permukiman 
perdesaan 

Bagian utara 
Kabupaten 
Karawang 

Dinas Cipta 
Karya, 
Instansi 
Terkait di 
Pusat 

            xxxx
x 

  x   x   



  235 

No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

 2.2.11.5. Revitalisasi dan 
optimalisasi 
fasilitas 
pemerintahan 
yang berada di 
sekitar 
permukiman 
perdesaan 

Kawasan 
perdesaan 

Dinas Cipta 
Karya, 
Instansi 
Terkait di 
Pusat 

           xxxx xxxx
x 

 xxxx x   x  

2.2.12 Pengembangan Perdagangan dan Jasa                           

  2.2.12.1. Penataan kawasan 
perdagangan dan 
jasa  di kawasan 
perkotaan 

Kawasan 
perkotaan 

Cipta Karya, 
Bappeda, 
Swasta 

    xxx xxx xxx xxxx
x 

        x x 

  2.2.12.4. Pengembangan 
pasar induk beras 

Karawang Barat Cipta Karya, 
Bappeda, 
Swasta, 
Instansi 
Terkait di 
Pusat 

          xxxx
x 

    x   x x 

  2.2.12.5. Pembangunan 
pasar-pasar 
tradisional di 
setiap ibukota 
kecamatan 

Seluruh 
kecamatan 

Dinas 
Perindustrian, 
Perdagangan, 
Pertambangan 
dan Energi, 
Swasta 

          xxxx
x 

xxxx
x 

      x x 
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

  2.2.12.6. Pembangunan 
sentra-sentra 
penjualan hasil 
pertanian 

Rengasdengklok, 
Karawang Timur, 
Cikampek, 
Cilamaya 

Dinas 
Perindustrian, 
Perdagangan, 
Pertambangan 
dan Energi, 
Instansi Pusat 

          xxxx
x 

    x   x   

  2.2.12.7. Pengembangan 
fasilitas 
perdagangan dan 
jasa pendukung 
kegiatan pertanian 
di kawasan 
perdesaan 

Seluruh 
Kecamatan 

Dinas 
Perindustrian, 
Perdagangan, 
Pertambangan 
dan Energi 

     xxx  xxx xxx xxxx
x 

        x   

2.2.13 Pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan                         

  2.2.13.1. Penyediaan area 
penyangga berupa 
ruang terbuka 
hijau 

Tegalwaru dan 
Telukjambe Timur 

Dinas Cipta 
Karya, Dinas 
Kehutanan, 
Instansi 
Terkait di 
Pusat 

          xxxx
x 

    x   x   

  2.2.13.3. Peningkatan jalan 
akses dari lokasi 
menuju ke Jalan 
Tol Jakarta - 
Cikampek 

Telukjambe Timur Dinas Bina 
Marga, 
Instansi 
Terkait di 
Pusat 

          xxxx
x 

    x   x   
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

3. PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS                         

3.1. Perwujudan Kawasan Strategis Industri Telukjambe                         

  3.1.1. Penyusunan 
rencana rinci 
kawasan strategis 
industri 
Telukjambe 

Telukjambe Bappeda     xxx              x   

  3.1.2 Peningkatan dan 
pembangunan 
sistem drainase 

Telukjambe Dinas Cipta 
Karya 

       xxx xxx xxxx
x 

xxxx
x 

  x x x   

  3.1.3 Penyediaan RTH 
untuk 
memperluas 
daerah resapan 

Telukjambe Dinas Cipta 
Karya, 
BPLH, Dinas 
Pertanian, 
Kehutanan 
dan 
Perkebunan 

        xxx xxxx
x 

    x   x x 

  3.1.4 Pembangunan 
prasarana dan 
sarana 
pengendalian 
banjir 

Telukjambe Dinas Cipta 
Karya 

        xxx xxxx
x 

xxxx
x 

xxxx
x 

x       

3.2. Pengembangan Kawasan Strategis Pertanian di Koridor Karawang  – Cikampek                    
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

  3.2.1. Penyusunan 
rencana rinci 
kawasan strategis 
pertanian di 
koridor  Karawang 
– Cikampek 

Karawang Barat, 
Karawang Timur, 
Cikampek, Klari 

Bappeda, 
Dinas 
Pertanian, 
Kehutanan 
dan 
Perkebunan 

          xxxx
x 

        x   

  3.2.2. Penyusunan 
rencana induk 
pengendalian alih 
fungsi lahan 

- Bappeda, 
Dinas 
Pertanian, 
Kehutanan 
dan 
Perkebunan 

          xxxx
x 

        x   

  3.2.3. Penyusunan 
aturan dan 
mekanisme 
pengendalian alih 
fungsi lahan 

- Bappeda, 
Dinas 
Pertanian, 
Kehutanan 
dan 
Perkebunan, 
Instansi 
Pusat 

          xxxx
x 

    x   x   

  3.2.4. Pembangunan 
fasilitas penanda 
batas antara 
kawasan 
pertanian 
tanaman pangan 
dan peruntukan 
lainnya 

Karawang Barat 
dan Timur, 
Telukjambe Barat 
dan Timur, Klari, 
Purwasari, 
Cikampek 

Bappeda, 
Dinas 
Pertanian, 
Kehutanan 
dan 
Perkebunan, 
Instansi 
Pusat 

          xxxx
x 

    x   x   
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

3.3. Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Situs Batujaya                       

  3.3.1. Penyusunan 
rencana rinci 
kawasan strategis 
pariwisata situs 
Batujaya 

- Bappeda, 
Dinas 
Pariwisata 

        xxx           x   

  3.3.2. Revitalisasi atau 
pemugaran situs 
Batujaya 

Batujaya Dinas Cipta 
Karya, Dinas 
Pariwisata, 
Instansi 
Pusat 

          xxxx
x 

    x x x   

  3.3.3. Pengembangan 
kawasan sekitar 
situs Batujaya 

Batujaya Dinas Cipta 
Karya, Dinas 
Pariwisata, 
Instansi 
Pusat 

          xxxx
x 

    x x x   

4. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN                         

4.1. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Penataan Ruang                       

  4.1.1. Penyusunan 
mekanisme 
penyelenggaraan 
penataan ruang 
wilayah 
Kabupaten 
Karawang 

- Bappeda   xxx xxx              x   
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

  4.1.2. Penyusunan SPM 
bidang penataan 
ruang Kabupaten 
Karawang 

- Bappeda    xxx                x   

  4.1.3. Penyelenggaraan 
promosi, 
sosialisasi dan 
pelatihan bagi 
SDM 
penyelenggara 
penataan ruang 

- Bappeda     xxx xxx xxx xxx           x   

  4.1.4. Efektivitas Forum 
Koordinasi 
penyelenggaraan 
penataan ruang 

- Bappeda, 
Sekretariat 
Daerah 

    xxx              x   

342. Pengembangan Partisipasi Masyarakat                         

  4.2.1. Pengembangan 
forum pengaduan 
publik penataan 
ruang 

- Bappeda, 
Sekretariat 
Daerah 

    xxx xxx            x   
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

  4.2.2. Penyelenggaraan 
forum konsultasi 
publik penataan 
ruang 

- Bappeda, 
Sekretariat 
Daerah 

       xxx xxx xxxx
x 

xxxx
x 

xxxx
x 

    x   

4.3. Pengembangan Kemitraan                             

  4.3.1. Kajian kebutuhan 
pengembangan 
kemitraan dalam 
penyelenggaraan 
penataan ruang 

- Bappeda     xxx              x   

  4.3.2. Kajian kelayakan 
bentuk-bentuk 
kemitraan dalam 
penyelenggaraan 
penataan ruang 

- Bappeda      xxx  xxx            x   

  4.3.3. Pengembangan 
business plan 
penyelenggaraan 
penataan ruang 

- Bappeda       xxx            x   

  4.3.4. Pengembangan 
sistem regulasi 
dan aturan main 
kemitraan  

- Bappeda       xxx xxx           x   

4.4. Monitoring dan Evaluasi                             
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No. Program Utama Lokasi Instansi 
Pelaksana 

Waktu Pelaksanaan Sumber Dana 

Lima Tahun Pertama        

2011 2012 2013 2014 2015 2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 - 
2030 

APBN APBD 
Provinsi 

APBD 
Kab. 

Swasta
/ 

Masy. 

  4.4.1. Pengawasan 
pelaksanaan 
pemanfaatan 
ruang 

- Bappeda        xxx xxx xxxx
x 

xxxx
x 

xxxx
x 

    x   

  4.4.2. Penertiban - Kantor 
Kesatuan 
Bangsa dan 
Perlindungan 
Masyarakat 

       xxx xxx xxxx
x 

xxxx
x 

xxxx
x 

x x x   

  4.4.3. Evaluasi 
penyelenggaraan 
penataan ruang 

- Bappeda           xxxx
x 

xxxx
x 

xxxx
x 

x x x   

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

BUPATI KARAWANG, 
 
 
 
 

ADE SWARA 
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KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI 

 

No. 
Zona Berdasarkan 

Pola Ruang Wilayah 
Kabupaten 

Definisi 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi 

Kegiatan yang Dizinkan 
Kegiatan yang Diizinkan 

dengan Syarat 
Kegiatan yang Dilarang 

Intensitas Pemanfaatan 
Ruang dan Kebutuhan 

Prasarana 

A. Kawasan Lindung  

A.1 Kawasan Hutan Lindung 
Hutan Mangrove 

a. Hutan Mangrove / Hutan bakau 
adalah hutan yang tumbuh di 
atas rawa-rawa berair payau 
yang terletak pada garis pantai 
dan dipengaruhi oleh pasang-
surut air laut.  

b. Hutan ini tumbuh khususnya di 
tempat-tempat di mana terjadi 
pelumpuran dan akumulasi 
bahan organik. 

c. Ekosistem hutan bakau bersifat 
khas, baik karena adanya 
pelumpuran yang 
mengakibatkan kurangnya 

Kegiatan-kegiatan yang terkait 
dengan fungsi lindungnya : 

a. Bangunan untuk penelitian 
dan pendidikan 

b. Bangunan untuk 
pengawasan seperti kantor 
dan menara pengawas 

Kegiatan budidaya yang dapat 
dikendalikan dampaknya terhadap 
perubahan bentang alam : 

a. Wisata minat khusus dan 
wisata alam 

b. Tempat penambatan perahu 
nelayan 

c. Kegiatan di kawasan lindung 
yang terkait dengan dengan 
pencegahan bencana alam, 
seperti bangunan pemecah 
gelombang, tanggul, dan 
yang sejenis 

Persyaratan lainnya adalah 
kegiatan yang dikembangkan juga 

Kegiatan budidaya yang dapat 
mengurangi luas maupun tutupan 
vegetasinya, antara lain adalah : 

a. Tambak 

b. Dermaga 

c. Permukiman, baik nelayan 
maupun permukiman 
perdesaan secara umum 

d. Pabrik dan pergudangan 

e. Jaringan jalan dan prasarana 
wilayah lainnya 

f. Pertanian 

Intensitas 
pemanfaatan ruang 
pada batas yang 
sangat rendah, tidak 
mengganggu fungsi 
lindung 

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG 

  NOMOR : 2 TAHUN 2013 

  TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH 
KABUPATEN KARAWANG 
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No. 
Zona Berdasarkan 

Pola Ruang Wilayah 
Kabupaten 

Definisi 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi 

Kegiatan yang Dizinkan 
Kegiatan yang Diizinkan 

dengan Syarat 
Kegiatan yang Dilarang 

Intensitas Pemanfaatan 
Ruang dan Kebutuhan 

Prasarana 

aerasi tanah; salinitas tanahnya 
yang tinggi; serta mengalami 
daur penggenangan oleh 
pasang-surut air laut. Hanya 
sedikit jenis tumbuhan yang 
bertahan hidup di tempat 
semacam ini, dan jenis-jenis ini 
kebanyakan bersifat khas hutan 
bakau karena telah melewati 
proses adaptasi dan evolusi 

terkait dengan fungsi kawasan 

A.2 Kawasan Perlindungan 
Setempat 

a. Kawasan perlindungan setempat 
di Kabupaten Karawang terdiri 
dari (1) sempadan pantai, (2) 
sempadan sungai, (3) sekitar 
mata air, (4) sempadan 
danau/situ dan (4) SUTET 

b. Perlindungan terhadap keempat 
kawasan tersebut adalah untuk 
menjaga fungsi dan kualitas 
pantai, kualitas dan aliran sungai 
kualitas danau/situ serta 
kuantitas dan kualitas mata air 
dari kegiatan yang berpotensi 
merusak keempatnya 

Kegiatan yang melindungi fungsi 
atau tidak mengancam 
kelestarian keberadaan pantai, 
sungai, SUTET, danau/situ dan 
mata air, seperti : 

a. Kegiatan atau bangunan 
pengendalian banjir atau 
ROB 

b. Ruang terbuka hijau 

c. Hutan 

a. Kegiatan budidaya yang dapat 
dikendalikan dampaknya 
terhadap kualitas dan 
kuantitas mata air, kualitas 
badan air sungai, kualitas 
aliran sungai dan kelestarian 
ekosistem pantai. 
Kemampuan untuk 
mengendalikan dampak itu 
yang merupakan persyaratan 
diizinkannya kegiatan berikut 
: 

(1). Instalasi pengolahan air 
bersih 

(2). Kegiatan wisata air 
(kecuali di sekitar mata 
air) 

Kegiatan selain yang diizinkan 
dan diizinkan dengan syarat 

a. Intensitas 
pemanfaatan ruang 
sangat rendah 

b. Tidak membutuhkan 
prasarana wilayah 
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No. 
Zona Berdasarkan 

Pola Ruang Wilayah 
Kabupaten 

Definisi 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi 

Kegiatan yang Dizinkan 
Kegiatan yang Diizinkan 

dengan Syarat 
Kegiatan yang Dilarang 

Intensitas Pemanfaatan 
Ruang dan Kebutuhan 

Prasarana 

(3). Perkebunan (tanaman 
keras) 

b. Dalam sudah terdapat 
kegiatan di kawasan 
perlindungan setempat ini 
maka : 

(1). Dikenakan pembatasan 
jika akan melakukan 
pengembangan 

(2). Harus mempertahankan 
Ruang Terbuka Hijau 
yang sudah ada 

(3). Secara bertahap akan 
dilakukan penataan 
kawasan permukiman di 
bantaran sungai 

(4). Secara bertahap akan 
dilakukan penataan 
kawasan permukiman 
nelayan di sekitar pantai 

(5). Dilarang melakukan 
pembuangan limbah 
secara langsung ke 
badan air 
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No. 
Zona Berdasarkan 

Pola Ruang Wilayah 
Kabupaten 

Definisi 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi 

Kegiatan yang Dizinkan 
Kegiatan yang Diizinkan 

dengan Syarat 
Kegiatan yang Dilarang 

Intensitas Pemanfaatan 
Ruang dan Kebutuhan 

Prasarana 

A.3 Kawasan Rawan 
Bencana 

a. Kabupaten Karawang memiliki 
beberapa daerah berkategori 
rawan bencana berdasarkan (1) 
hidrometerologi, berupa banjir 
(terutama di sepanjang aliran 
sungai) dan (2) gelombang 
pasang (ROB) (di daerah dekat 
pantai) serta (3) bahaya yang 
beraspek geologi berupa longsor 

b. Pada daerah atau kawasan 
rawan bencana perlu dilakukan 
upaya untuk mengurangi resiko 
bencana, baik melalui 
pembangunan fisik maupun 
penyadaran dan peningkatan 
kemampuan menghadapi 
ancaman bencana 

Kegiatan yang tidak menambah 
beban lingkungan serta tidak 
menimbulkan bangkitan kegiatan 
dan atau kegiatan yang jika 
terjadi bencana tidak akan 
menimbulkan dampak kerugian 
yang sangat besar seperti : 

a. Ruang terbuka hijau 

b. Kegiatan pengendalian 
bencana 

c. Hutan 

d. Kegiatan lainnya yang tidak 
menambah beban 
lingkungan yang bersifat 
ekslusif dan tidak menarik 
kehadiran publik, seperti 
tempat latihan militer, 
wisata minat khusus 

a. Kegiatan budidaya yang tidak 
membutuhkan bangunan fisik 
serta tidak banyak 
menimbulkan pemusatan 
kegiatan manusia, yaitu : 

(1). Pertanian dalam skala 
yang terbatas agar tidak 
terjadi kerugian besar 
jika terjadi bencana 

(2). Perkebunan 

b. Jika di kawasan rawan 
bencana sudah berkembang 
kegiatan yang sebenarnya 
tidak diizinkan maka upaya 
yang dapat dilakukan adalah : 

(1). Pengembangan rekayasa 
untuk mencegah 
terjadinya bencana 
seperti pembuatan 
tanggul, sistem drainase, 
perkuatan tanah dan 
lainnya 

(2). Menyediakan jalur-jalur 
penyelamatan dan 
evakuasi manusia dan 
barang 

Kegiatan yang jika terjadi 
bencana akan menerima akibat 
yang menimbulkan kerugian jiwa 
dan material, yaitu : 

a. Perumahan 

b. Perdagangan dan jasa 

c. Sekolah dan perkantoran 

d. Pabrik dan pergudangan 
(industri) 

e. Pertambangan 

f. Pariwisata 

g. Fasilitas umum 

a. Intensitas 
pemanfaatan ruang 
sangat rendah hingga 
pada skala yang tidak 
membebani lingkungan 
serta pada jika terjadi 
kerusakan biayanya 
tidak terlalu besar 

b. Prasarana yang 
dibutuhkan adalah (1) 
prasarana jalan yang 
berfungsi sebagai jalur 
evakuasi, (2) bangun 
bangunan perkuatan 
untuk mengurangi 
potensi terjadinya 
bencana 
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No. 
Zona Berdasarkan 

Pola Ruang Wilayah 
Kabupaten 

Definisi 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi 

Kegiatan yang Dizinkan 
Kegiatan yang Diizinkan 

dengan Syarat 
Kegiatan yang Dilarang 

Intensitas Pemanfaatan 
Ruang dan Kebutuhan 

Prasarana 

A.4 Kawasan Lindung 
Geologi 

a. Kawasan lindung geologi adalah 
suatu daerah yang memiliki 
ciri/fenomena kegeologian yang 
unik, langka dan khas sebagai 
akibat dari hasil proses geologi 
masa lalu dan atau yang 
sedang berjalan yang tidak 
boleh dirusak dan atau 
diganggu, sehingga perlu 
dilestarikan 

b. Fenomena kegeologian yang 
dimaksud antara lain berupa 
keunikan batuan dan fosil, 
keunikan bentang alam 
(misalnya kaldera, kawah, 
gumuk vulkanik, gumuk pasir, 
kubah, dan bentang alam kars), 
dan keunikan proses geologi 
(misalnya mud-volcano dan 
sumber api alami) 

c. Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 26 Tahun 
2008 tentang RTRWN, maka 
kawasan kars di Kecamatan 
Pangkalan dinyatakan sebagai 
kawasan lindung geologi  

Kegiatan yang mendukung fungsi 
lindung yang ada, memperbaiki 
kualitas lingkungan atau 
melindungi situs yang ada, 
seperti: 

a. Fasilitas penelitian 

b. Kegiatan wisata ilmiah 

c. Fasiltas perlindungan situs 

d. Hutan  

Kegiatan-kegiatan budidaya yang 
tidak mengubah bentang alam dan 
struktur geologi khas, serta tidak 
menciptakan pemusatan kegiatan 
masyarakat : 

a. Perkebunan 

b. Kegiatan wisata minat khusus 

c. Ruang terbuka hijau 

d. Pertambangan Rakyat 

Mengingat pada kawasan kars ini 
terdapat potensi bahan tambang 
atau galian, maka kegiatan 
pertambangan dapat diizinkan 
dengan ketentuan : 

a. Tidak merusak, 
mempertahankan dan tetap 
melindungi fenomena 
kegeologian unik yang ada 

b. Harus berdasarkan pada 
penelitian oleh lembaga 
kegeologian yang resmi dan 
diakui 

c. Harus memperoleh izin dari 
Direktur Jenderal 
Pertambangan Kementerian 
ESDM 

Kegiatan yang berpotensi 
mengubah bentang alam dan 
struktur geologi, antara lain : 

a. Pabrik dan pergudangan 

b. Perumahan 

c. Perdagangan dan Jasa 

d. Sekolah dan perkantoran 

e. Peternakan 

f. Pertanian Lahan Basah 

g. Kegiatan Pariwisata 

a. Intensitas 
pemanfaatan ruang 
sangat rendah hingga 
pada skala yang tidak 
membebani lingkungan 

b. Prasarana dibatasi 
hanya jalan dan 
drainase 
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No. 
Zona Berdasarkan 

Pola Ruang Wilayah 
Kabupaten 

Definisi 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi 

Kegiatan yang Dizinkan 
Kegiatan yang Diizinkan 

dengan Syarat 
Kegiatan yang Dilarang 

Intensitas Pemanfaatan 
Ruang dan Kebutuhan 

Prasarana 

d. Memperhatikan aspek sosial, 
ekonomi dan budaya 
masyarakat sekitar 

e. Memenuhi seluruh ketentuan 
lain yang terkait 

f. Memperoleh persetujuan dari 
Bupati 

A.5 Kawasan Pelestarian 
Alam dan Cagar Budaya 

a. Merupakan kawasan di sekitar 
situs-situs budaya 

b. Situs-situs budaya tersebut 
adalah situs Candi Jiwa, Makam 
Syech Quro dan komplek 
Monumen Rengasdengklok 

c. Kawasan pelestarian alam yang 
dimaksud adalah kawasan di 
sekitar objek wisata alam Curug 
Santri yang terletak di 
Kecamatan Tegalwaru 

Kegiatan yang mendukung fungsi 
pelestarian : 

a. Kantor pengelola 

b. Fasilitas penelitian 

c. Fasilitas perlindungan situs 

Kegiatan-kegiatan budidaya yang 
tidak menimbulkan bangkitan 
kegiatan yang akan mengganggu 
situs : 

a. Perkebunan 

b. Pertanian lahan basah 

c. Kegiatan wisata yang terbatas 

d. Ruang terbuka hijau 

e. Kegiatan pendukung wisata 
yang terbatas 

Kegiatan yang berpotensi 
mengganggu, antara lain : 

a. Pertambangan 

b. Pabrik dan pergudangan 

c. Perumahan 

d. Perdagangan dan Jasa 

e. Sekolah dan perkantoran 

f. Peternakan 

a. Intensitas 
pemanfaatan ruang 
dibatasi hingga pada 
batas tidak 
menimbulkan 
bangkitan kegiatan 
yang mengganggu 
situs, seperti lalu 
lintas, parkir dan 
kegiatan informal 

b. Prasarana yang 
disediakan harus 
dibatasi agar tidak 
menarik terjadinya 
pemanfaatan ruang 

A.6 Kawasan Terumbu 
Karang 

a. kawasan terumbu karang di 
Kabupaten Karawang berada di 
pantai atau pesisir di Desa 
Pasirjaya dan Sukajaya 
Kecamatan Cilamaya Kulon dan 

Di kawasan terumbu karang 
sebaiknya tertutup bagi 
bangunan. Kegiatan yang 
diizinkan adalah Kegiatan yang 
mendukung fungsi lindung, tidak 

Kegiatan yang dapat dikendalikan 
tingkat daya rusaknya terhadap 
terumbu karang seperti : 

a. Wisata minat khusus 

Kegiatan lainnya di luar yang 
diizinkan dan diizinkan dengan 
syarat, seperti : 

a. Perikanan, baik tangkap 

Pada prinsipnya tidak 
diizinkan ada bangunan di 
kawasan terumbu karang 
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No. 
Zona Berdasarkan 

Pola Ruang Wilayah 
Kabupaten 

Definisi 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi 

Kegiatan yang Dizinkan 
Kegiatan yang Diizinkan 

dengan Syarat 
Kegiatan yang Dilarang 

Intensitas Pemanfaatan 
Ruang dan Kebutuhan 

Prasarana 

Desa Cipareja Kecamatan 
Tempuran 

b. Secara fisik terumbu karang 
terbentuk dari kapur yang 
dihasilkan oleh karang. Kerangka 
karang mengalami erosi dan 
terakumulasi menempel di dasar 
terumbu 

c. Pada dasarnya terumbu karang 
merupakan tempat hidup ikan, 
mempunyai bentuk yang indah 
dan bahkan dapat berfungsi 
sebagai faktor alam penahan 
abrasi dan yang terpenting 
sebagai sumber 
keanekaragaman hayati   

menimbulkan polusi yang dapat 
membunuh pembentuk terumbu 
karang, tidak merusak, seperti 
kegiatan penelitian 

 

b. Rambu-rambu kecil maupun budidaya 

b. Pertambangan 

c. Dermaga atau tempat 
penambatan perahu 

d. Permukiman nelayan 

e. Rambu-rambu laut yang 
berukuran besar 

B. Kawasan Budidaya  

B.1 Kawasan Peruntukan 
Hutan Produksi 

a. Keberadaan hutan produksi 
dapat difungsikan sebagai lahan 
produktif dengan tidak 
mengganggu tegakan dan yang 
diambil hanya hasil dari tanaman 
tersebut 

b. Kawasan peruntukan hutan 
produksi di Kabupaten Karawang 
ditetapkan untuk memberikan 
ruang pengelolaan pada hutan 

Pemanfaatan hutan yang telah 
memperoleh izin dan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku, 
yaitu : 

a. Pemanfataan kayu dan non 
kayu 

b. Pemungutan hasil kayu dan 
non kayu 

c. Penelitian 

a. Pemanfaatan kawasan hutan 
yang telah memperoleh izin 
dan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku, serta harus 
memenuhi persyaratan yang 
ketat agar tidak mengurangi, 
mengubah atau 
menghilangkan fungsi utama 
sebagai hutan produksi, 
seperti : 

Kegiatan non hutan lainnya 
dilarang karena  akan mengubah 
fungsi, serta tidak diizinkan oleh 
peraturan yang ada, antara lain 
adalah : 

a. Pabrik, pergudangan dan 
pengolahan hasil 
pemanfaatan hutan, seperti 
pengolahan kayu dan non 
kayu, pengolahan hasil 

a. Pemanfaatan ruang 
selain yang diiizinkan 
atau diizinkan dengan 
syarat, dibatasi dalam 
intensitas yang sangat 
rendah 

b. Prasarana dibatasi 
hanya yang dibutuhkan 
oleh kegiatan yang 
diizinkan dan diizinkan 
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produksi yang sudah ada 

c. Hutan yang memiliki faktor-
faktor kelas lereng, jenis tanah, 
dan intensitas hujan setelah 
masing-masing dikalikan dengan 
angka penimbang mempunyai 
jumlah nilai (skor)> 124, di luar 
hutan suaka alam dan hutan 
pelestarian alam 

d. Mengacu pada PP 6/2007, 
pemanfaatan kawasan hutan 
produksi pada prinsipnya 
diizinkan sepanjang tidak 
mengurangi, mengubah atau 
menghilangkan fungsi utama 
sebagai hutan produksi, antara 
lain dengan : (1) Pengolahan 
tanah secara terbatas, (2) Tidak 
menimbulkan dampak negatif 
terhadap biofisik dan sosial 
ekonomi, (3) Tidak 
menggunakan peralatan mekanis 
dan alat berat dan (4) Tidak 
membangun prasarana dan 
sarana yang mengubah bentang 
alam 

 

d. Budidaya flora dan fauna 

e. Wisata minat khusus 

f. Serta kegiatan yang bersifat 
pemanfaatan jasa 
lingkungan lainnya 

1. Kepentingan religi 

2. Pertahanan dan 
keamanan 

3. Penambangan 

4. Pembangunan 
ketenagalistrikan dan 
instalasi teknologi energi 
terbarukan  

5. Pembangunan jaringan 
telekomunikasi  

6. Pembangunan jaringan 
instalasi air 

7. Jalan umum, jalan (rel) 
kereta api 

8. Saluran air bersih dan 
atau limbah 

9. Pengairan 

10. Bak penampungan air 

11. Fasilitas umum 

12. Repeater telekomunikasi 

13. Stasiun pemancar radio 

14. Stasiun relay televisi 

15. Sarana keselamatan 
lalulintas laut/ udara 

 

penambangan dan kegiatan 
industri lainnya secara umum 

b. Perumahan 

c. Pertanian lahan basah 

d. Perkebunan 

e. Perdagangan dan jasa 

dengan syarat, seperti 
jalan lingkungan, serta 
fasilitas penyediaan air 
bersih, serta 
pengolahan limbah dan 
sampah 
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b. Kegiatan pertambangan 
diperbolehkan dalam kawasan 
hutan  : 

1. Selama sudah melengkapi 
AMDAL dan mendapat 
izin dari Bupati 

2. Kegiatan pengolahan 
hasil tambang tidak 
dilakukan di dalam 
kawasan hutan 

3. Memenuhi aturan pinjam 
pakai 

 

B.2 Kawasan Peruntukan Pertanian     

 B.2.1  Pertanian 
Tanaman Pangan 

a. Memiliki pola tanam monokultur, 
tumpangsari, campuran tumpang 
gilir 

b. Pola tanam sepanjang tahun, 
penanaman tanaman panen atas 
air tersedia dengan jumlah dan 
mutu yang memadai 

c. Dibutuhkan pekerjaan mekanis 
seperti pembuatan pematang, 
teras, dan saluran drainase 

d. Merupakan kawasan yang 

Kegiatan yang mendukung 
perlindungan lahan pertanian 
pangan berkelanjutan atau : 

a. Kegiatan pengolahan lahan 

b. Jaringan irigasi, drainase 
dan jaringan jalan lokal 

a. Kegiatan yang diizinkan 
namun dengan syarat 
pengembangan skala rendah, 
tidak mengganggu sistem 
irigas dan tidak menarik 
kegiatan lainnya sehingga 
mengancam keberadaan 
lahan pertanian tanaman 
pangan, dan harus melalui 
kajian lebih dulu yaitu : 

1. Kegiatan pertanian lain 

Kegiatan lain yang dilarang  akan 
memberikan dampak bagi 
keberadaan dan fungsi lahan 
pertanian serta tidak terkait 
dengan kepentingan umum, 
antara lain seperti : 

a. Pergudangan dan pabrik 
skala besar dan tidak terkait 
dengan pengolahan hasil 
pertanian 

b. Perumahan perkotaan 

a. Luas kawasan 
terbangun dibatasi 
sehingga tidak 
mengurangi luas 
sawah yang ada 
maupun cadangan, 
serta mengganggu 
jaringan irigasi 

b. Intensitas bangunan 
juga dibatasi sehingga 
tidak menimbulkan 
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ditetapkan dalam rangka 
pengembangan pertanian 
berkelanjutan atau lahan sawah 
abadi 

e. Kawasan Pertanian Tanaman 
Lahan Basah ini harus dilindungi 
fungsi dan keberadaannya sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku 

seperti kolam ikan, 
peternakan dan 
perkebunan 

2. Permukiman perdesaan 
pada skala terbatas 

3. Pergudangan hasil 
pertanian 

4. Pengolahan hasil 
pertanian 

5. Fasilitas lain pendukung 
fungsi pertanian 

b. Kegiatan untuk kepentingan 
umum yang diizinkan dengan 
menyediakan pengganti dan 
atau telah dikaji lebih dulu 
dampaknya : 

1. Jaringan jalan kolektor 

2. Jalan tol atau arteri 
primer lainnya 

3. Pasar tradisional 

4. Terminal barang dan 
penumpang skala lokal 

5. Bangunan pengendali 
bencana 

6. Bangunan fasilitas umum 
dan sosial, seperti 

c. Perdagangan dan jasa skala 
besar 

d. Pertambangan dengan 
mengacu pada undang-
undang yang berlaku 

e. Kegiatan perkotaan lainnya 

jumlah penghuni yang 
besar yang akan 
menarik munculnya 
kegiatan ikutan 

c. Prasarana minimum 
yang disediakan adalah 
untuk permukiman 
perdesaan secara 
terbatas, seperti 
jaringan jalan, 
pengolahan sampah 
dan limbah, utilitas 
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sekolah, fasilitas ibadah 

7. Bangunan gedung 
pemerintahan 

c. Industri yang bahan baku dan 
atau prosesnya terkait dengan 
produksi pertanian lahan 
basah diizinkan berlokasi di 
kawasan pertanian lahan 
basah dengan syarat  

1. Menyediakan pengganti 
dan atau telah dikaji lebih 
dulu dampaknya 

2. Memiliki fasilitas pengolah 
limbah atau polutan 
lainnya 

3. Tidak membangun 
fasilitas perumahan atau 
pendukungnya bagi 
pekerja di kawasan 
pertanian 

4. Harus menyediakan jalur 
khusus untuk transportasi 
barang dan penumpang 
terkait dengan kegiatan 
industrinya  
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d. Di sekitar situs budaya, 
sejarah atau yang lain yang 
berada di kawasan pertanian 
dapat dikembangkan kegiatan 
atau kawasan pariwisata, 
dengan syarat : 

1. Menyediakan pengganti 
dan atau telah dikaji lebih 
dulu dampaknya 

2. Tidak membangun atau 
mengembangkan 
kegiatan yang dilarang di 
dalam kawasan atau 
areal kegiatan wisata 
tersebut 

3. Sesuai dengan rencana 
induk pariwisata dan 
ketentuan lainnya 

e. Bilamana terdapat potensi 
bahan tambang (mineral dan 
minyak bumi) maka : 

1. Pengembangan kegiatan 
pertambangan dapat 
dilakukan dengan 
menyediakan pengganti 
dan atau telah dikaji lebih 
dulu dampaknya 
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2. Pembangunan fasilitas 
pengolahan sepanjang 
terbukti tidak harus 
berdekatan dengan lokasi 
penambangan harus 
dibangun di luar kawasan 
pertanian 

3. Pembangunan 
perumahan dan fasilitas 
pendukung kehidupan 
pekerja lainnya harus 
dilakukan di luar kawasan 
pertanian 

f. Jika sudah terdapat kegiatan 
selain yang diizinkan di 
kawasan pertanian, maka : 

1. Pengembangan kegiatan 
harus memenuhi 
persyaratan jika termasuk 
kegiatan yang diizinkan 
dengan syarat 

2. Pengembangan kegiatan 
dilarang jika termasuk 
kegiatan yang 
sebenarnya dilarang 

3. Harus disediakan fasilitas 
pengolah dampak 
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tambahan jika berpotensi 
menimbulkan dampak 
bagi keberadaan lahan 
pertanian basah 

 B.2.2  Pertanian 
Hortikultura 

a. Budidaya hortikultura 
dikembangkan di lahan tegalan, 
ladang dan huma 

b. Penyediaan sistem irigasi pada 
kawasan budidaya pertanian 
lahan kering berpotensi 
mengubah lahan ini menjadi 
persawahan yang produktif 

a. Kegiatan pengolahan lahan 
tegalan dan ladang 

b. Pengembangan irigasi, 
drainase dan jaringan jalan 
lokal 

a. Pada kawasan budidaya 
pertanian hortikultura yang 
potensial dijadikan sebagai 
cadangan lahan pertanian 
pangan sebaiknya dibatasi 
pemanfaatan ruang di luar 
yang diizinkan. Pemanfaatan 
yang diizinkan dengan syarat 
adalah sama dengan 
pemanfaatan yang diizinkan 
dengan syarat di kawasan 
budidaya pertanian tanaman 
pangan 

b. Di luar kawasan budidaya 
pertanian hortikultura yang 
potensial dijadikan sebagai 
cadangan lahan pertanian 
pangan, kegiatan-kegiatan 
yang diizinkan dengan syarat 
terbatas dan dapat 
dikendalikan 
pengembangannya adalah :  

1. Jaringan prasarana 

Kegiatan perkotaan, seperti 
permukiman perkotaan, industri, 
perdagangan dan jasa skala 
wilayah 

Intensitas pemanfaatan 
ruang harus dibatasi karena 
dikhawatirkan jika tidak 
dikendalikan akan 
mengancam keberadaan 
lahan pertanian tanaman 
pangan yang biasanya 
berdekatan dengan 
kawasan pertanian 
hortikultura 
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wilayah 

2. Permukiman perdesaan 

3. Peternakan 

4. Fasilitas koleksi dan 
pengolahan hasil 
pertanian 

5. Kegiatan-kegiatan lainnya 
dengan syarat tambahan 
memperhatikan aspek 
lingkungan seperti 
pertambangan, 
pariwisata, perkantoran 
pemerintahan, 
perdagangan dan jasa 
skala kawasan 

 B.2.3  Perkebunan a. Kawasan budidaya perkebunan 
adalah kawasan yang memiliki 
potensi untuk dimanfaatkan dan 
dikembangkan baik pada lahan 
basah dan atau lahan kering 
untuk komoditas perkebunan 

b. Kawasan budidaya tanaman 
tahunan/perkebunan di 
Kabupaten Karawang meliputi 
kawasan perkebunan sejenis 
(monokultur), kawasan kebun 

a. Pengembangan kebun 
monokultur, campuran dan 
buah-buahan 

b. Dapat diusahakan 
bercampur dengan 
perikanan air tawar dan 
peternakan bukan skala 
besar 

Berbagai kegiatan sebenarnya bisa 
dikembangkan di kawasan 
perkebunan dengan syarat 
memperhatikan nilai ekonomis dari 
lahan dan komoditasnya yang 
akan dialihfungsikan, tetap 
mempertahankan ciri perdesaan 
dan dikendalikan 
pengembangannya. Kegiatan 
tersebut adalah : 

a. Permukiman perdesaan dapat 

Kegiatan perkotaan, seperti 
permukiman perkotaan, industri, 
perdagangan dan jasa skala 
wilayah 

Intensitas pemanfaatan 
ruang harus dibatasi karena 
dikhawatirkan jika tidak 
dikendalikan akan 
mengancam keberadaan 
lahan pertanian tanaman 
pangan yang biasanya 
berdekatan dengan 
kawasan perkebunan 
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campuran dan kawasan kebun 
buah-buahan 

dikembangkan secara 
terbatas di kawasan 
perkebunan, dimana kebun 
dapat dibudidayakan di 
pekarangan rumah 

b. Pengembangan prasarana 
wilayah pada dasarnya dapat 
dialokasikan di kawasan 
perkebunan  

c. Kegiatan pariwisata bisa 
dikembangkan bercampur 
dengan budidaya perkebunan 
di kawasan perkebunan 

d. Pertambangan skala terbatas  

 B.2.4. Peternakan      

 B.2.4.1  Peternakan 
Ayam 

Peternakan ayam mencakup 3 (tiga) 
unsur produksi yaitu: manajemen 
(pengelolaan usaha peternakan), 
breeding (pembibitan) dan feeding 
(makanan ternak/pakan). Lebih lanjut 
peternakan meliputi aspek : 

a. Perkandangan 

b. Pembibitan ternak 

c. Pemeliharaan dengan 
memberikan makanan bagi 
ternak 

Kegiatan yang terkait dengan 
pengembangan usaha 
peternakan ayam atau dapat 
meningkatkan kualitas 
lingkungan sekitar : 

a. Kandang ternak ayam 

b. Rumah pemotongan unggas 

c. Ruang terbuka hijau 

d. Pertanian lahan basah 

e. Perkebunan 

Peternakan berpotensi 
menimbulkan dampak seperti bau 
dan limbah lainnya. Oleh sebab itu 
kegiatan lainnya dapat 
dikembangkan di sekitar kegiatan 
peternakan dengan persyaratan 
dapat menerima polusi yang 
terjadi. Kegiatan tersebut adalah : 

a. Kegiatan pertambangan 

b. Perikanan 

c. Perumahan perdesaan dalam 

Kegiatan lain yang harus 
dipisahkan dari lokasi peternakan 
ayam, antara lain adalah : 

a. Perumahan  perkotaan 

b. Peternakan ayam skala besar 
juga harus terpisah dari 
lingkungan perumahan 
perdesaan 

c. Industri 

d. Perdagangan dan jasa 

e. Pasar dan terminal 

a. Ketinggian bangunan, 
serta aspek desain 
bangunan peternakan 
harus diatur 
sedemikian rupa 
sehingga 
meminimalkan polusi 
bagi lingkungan 
sekitarnya 

b. Harus disediakan 
ruang terbuka sebagai 
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d. Pemeliharaan kandang f. Pertanian lahan kering skala kecil dan tidak padat f. Kegiatan perkotaan lainnya 

g. Peternakan ayam skala besar 
juga harus terpisah dari 
badan air, seperti sungai, 
saluran irigasi, WTP dan 
lainnya 

penyangga antara 
lokasi peternakan 
dengan lingkungan 
sekitarnya 

c. Prasarana minimum 
yang harus disediakan 
adalah jalan akses, 
instalasi pengolah 
limbah, jaringan utilitas 
dan drainase yang 
terpisah dengan 
saluran limbah 

 B.2.4.2  Peternakan 
Sapi 

Peternakan sapi mencakup aspek 
atau kegiatan : 

a. Perkandangan : 

(1). Lokasi pada dataran rendah 
(100-500 m) hingga dataran 
tinggi (> 500 m) 

(2). Pembuatan kandang sapi 
dapat dilakukan secara 
berkelompok di tengah 
sawah/ladang 

b. Pemeliharaan sapi 

c. Penggembalaan dilakukan 
dengan melepas sapi-sapi di 
padang rumput, yang biasanya 

Kegiatan yang terkait dengan 
pengembangan usaha 
peternakan sapi atau dapat 
meningkatkan kualitas 
lingkungan sekitar : 

a. Rumah Pemotongan Hewan 

b. Kandang ternak sapi 

c. Ruang terbuka tempat 
penggembalaan 

d. Pertanian lahan kering 

e. Perkebunan 

Untuk kegiatan peternakan skala 
kecil dan rumah tangga 
diperbolehkan berada di 
permukiman perdesaan 

Kegiatan lain harus dipisahkan 
dari lokasi peternakan sapi, 
antara lain adalah : 

a. Perumahan  perkotaan 

b. Peternakan skala besar juga 
harus terpisah dari 
lingkungan perumahan 
perdesaan 

c. Industri 

d. Perdagangan dan jasa 

e. Pasar dan terminal 

f. Kegiatan perkotaan lainnya 

Peternakan sapi skala besar juga 
harus terpisah dari badan air, 

a. Ketinggian bangunan, 
serta aspek desain 
bangunan peternakan 
harus diatur 
sedemikian rupa 
sehingga 
meminimalkan polusi 
bagi lingkungan 
sekitarnya 

b. Harus disediakan 
ruang terbuka sebagai 
penyangga antara 
lokasi peternakan 
dengan lingkungan 
sekitarnya 
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dilakukan di daerah yang 
mempunyai tempat 
penggembalaan cukup luas, dan 
memerlukan waktu sekitar 5–7 
jam per hari 

seperti sungai, saluran irigasi, 
WTP dan lainnya 

c. Prasarana minimum 
yang harus disediakan 
adalah jalan akses, 
instalasi pengolah 
limbah, jaringan utilitas 
dan drainase yang 
terpisah dengan 
saluran limbah 

B.3 Kawasan Peruntukan Perikanan     

 B.3.1 Perikanan Laut Kawasan pengembangan perikanan 
laut mencakup kawasan 
pengembangan perikanan tangkap 
dan budidaya. Pengembangan 
kawasan ini terkait erat dengan 
kawasan pesisir Kabupaten Karawang 

Kegiatan yang mendukung fungsi 
pengembangan perikanan laut 
dan ditetapkan berdasarkan 
rencana pengelolaan wilayah 
pesisir Kabupaten Karawang, 
serta tidak mengganggu fungsi 
dan bahkan meningkatkan 
kualitas lingkungan : 

a. Tambak 

b. TPI 

c. Perumahan nelayan 

d. Prasarana pendukung 
seperti, jaringan drainase, 
jaringan jalan, fasilitas 
pengolah air, tambatan 
perahu nelayan 

e. Ruang terbuka hijau, hutan 

Kegiatan yang harus diberikan 
syarat agar tidak mengganggu 
ekosistem pantai/pesisir, termasuk 
fungsi sempadan, tidak 
mengganggu kegiatan 
pengembangan perikanan laut dan 
ditetapkan dalam rencana 
pengelolaan kawasan pesisir 
Kabupaten Karawang : 

a. PPI 

b. Industri pengolahan hasil 
perikanan 

c. Perumahan perdesaan 

d. Perkantoran pemerintah 

e. Kegiatan pariwisata 

Kegiatan lain pada dasarnya 
dilarang, yaitu kegiatan yang 
berpotensi mengganggu fungsi 
perikanan, sempadan, mangrove 
dan ekosistem pantai lainnya, 
antara lain : 

a. Perumahan perkotaan 

b. Industri 

c. Dermaga 

d. Pertambangan 

e. Perdagangan dan jasa skala 
besar 

a. Bangunan yang boleh 
dibangun sampai 
dengan intensitas 
tinggi adalah TPI 
ataupun PPI dengan 
memperhatikan daya 
dukung lingkungan 
setempat 

b. Perumahan nelayan 
dibangun dalam 
kepadatan sedang 
untuk menciptakan 
kualitas lingkungan 
yang baik 

c. Kawasan terbuka harus 
disediakan cukup agar 
fungsi resapan 
maupun aliran air 



  261 

No. 
Zona Berdasarkan 

Pola Ruang Wilayah 
Kabupaten 

Definisi 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi 

Kegiatan yang Dizinkan 
Kegiatan yang Diizinkan 

dengan Syarat 
Kegiatan yang Dilarang 

Intensitas Pemanfaatan 
Ruang dan Kebutuhan 

Prasarana 

mangrove, hutan 

f. Sawah (pertanian lahan 
basah) 

dapat terjaga sehingga 
tidak terjadi genangan 

d. Prasarana minimum 
yang harus ada 
khususnya untuk 
perumahan nelayan 
adalah : instalasi 
pengolah air minum, 
drainase yang baik, 
jaringan jalan 
lingkungan, 
pengolahan sampah 
serta utilitas 

 B.3.2 Perikanan Air 
Tawar 

Kawasan pengembangan perikanan 
tawar mencakup kawasan budidaya 
ikan di sungai, rawa, bendungan, situ 
dan kolam 

Kegiatan yang mendukung fungsi 
pengembangan perikanan tawar 
dan tidak menggangu fungsi dan 
bahkan meningkatkan kualitas 
lingkungan: 

a. Kolam 

b. Peternakan ayam 

c. Prasarana pendukung 
seperti, jaringan drainase, 
jaringan jalan, fasilitas 
pengolah air, tambatan 
perahu nelayan 

 

Kegiatan yang harus diberikan 
syarat agar tidak mengganggu 
ekosistem sungai, kolam, rawa, 
situ, atau bendungan : 

a. Kolam apung dalam jumlah 
terbatas 

b. Penggilingan padi 

c. Industri pengolahan hasil 
perikanan 

d. Perumahan perdesaan 

e. Perkantoran pemerintah 

f. Kegiatan pariwisata 

Kegiatan lain pada dasarnya 
dilarang, yaitu kegiatan yang 
berpotensi mengganggu fungsi 
perikanan, sempadan, dan 
ekosistem setempat lainnya, 
antara lain : 

a. Perumahan perkotaan 

b. Industri 

c. Pertambangan 

d. Perdagangan dan jasa skala 
besar 

a. Bangunan yang boleh 
dibangun sampai 
dengan bangunan 
kolam serta 
kelengkapan lainnya 
dalam budidaya ikan 
air tawar dengan 
memperhatikan daya 
dukung lingkungan 
setempat 

b. Perumahan perdesaan 
dibangun dengan 
intesitas sedang serta 
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d. Ruang terbuka hijau, hutan 
mangrove, hutan 

e. Sawah beririgasi teknis 

 

tetap  menciptakan 
kualitas lingkungan 
yang baik 

c. Kawasan terbuka harus 
disediakan cukup agar 
fungsi resapan 
maupun aliran air 
dapat terjaga sehingga 
tidak terjadi genangan 
dan tetap mengalir 
sehingga menjadikan 
lingkungan yang sehat 

d. Prasarana minimum 
yang harus ada 
khususnya untuk 
perumahan nelayan 
adalah : instalasi 
pengolah air minum, 
drainase yang baik, 
jaringan jalan 
lingkungan, 
pengolahan sampah 
serta utilitas 

B.4 Kawasan Peruntukan 
Pertambangan 

Kawasan Peruntukan Pertambangan 
ditetapkan secara terpisah dengan 
memperhatikan hasil kajian serta 
aturan penetapan wilayah 

Kegiatan yang terkait dengan 
usaha pertambangan atau dapat 
menerima dampak 
pertambangan atau yang 

Kegiatan yang boleh berdekatan 
namun harus dengan syarat, 
seperti menyediakan buffer zone 
dan relatif dapat menerima 

Kegiatan lain tidak diizinkan 
berada dalam kawasan 
pertambangan, antara lain adalah 
: 

a. Desain area 
pertambangan harus 
diatur agar dapat 
meminimalkan polusi 
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pertambangan yang akan 
diberlakukan.  

Kegiatan pertambangan di Kabupaten 
Karawang : 

a. Dikembangkan di  di sekitar 
lokasi- lokasi yang sudah 
teridentifikasi memiliki potensi 
cadangan sumber daya mineral 

b. Harus berada dalam Wilayah 
Pertambangan yang akan 
tercantum dalam RTRWN 

c. Peyelenggaraan kegiatan 
pertambangan harus mengacu 
pada peraturan perundangan 
yang berlaku 

berfungsi mengurangi dampak 
pertambangan : 

a. Kegiatan ekplorasi dan atau 
eksploitasi 

b. Prasarana dan sarana yang 
langsung terkait dengan 
pertambangan 

c. Ruang terbuka hijau 

dampak : 

a. Pertanian lahan basah 

b. Perkebunan 

c. Prasarana wilayah seperti 
jaringan jalan, drainase 

d. Perdagangan dan jasa skala 
kecil penunjang kegiatan 
pertambangan 

e. Perkantoran skala kecil 
penunjang kegiatan 
pertambangan 

f. Perumahan skala kecil 
penunjang kegiatan 
pertambangan 

g. Kegiatan industri yang harus 
berdekatan dengan lokasi 
penambangan terkait dengan 
kebutuhan sumber bahan 
baku 

 

 

a. Perumahan perkotaan 

b. Pabrik, pergudangan dan 
kegiatan industri lainnya 
yang tidak terkait langsung 
dengan pertambangan 

c. Perdagangan dan jasa 

d. Fasiltas pemerintahan 

e. Fasilitas umum dan sosial 
seperti sekolah, sarana 
rekreasi, sarana ibadah dan 
lainnya 

f. Instalasi pengolahan air 
bersih 

bagi lingkungan 
sekitarnya 

b. Harus disediakan 
ruang terbuka sebagai 
penyangga antara 
lokasi pertambangan 
dengan lingkungan 
sekitarnya 

c. Intensitas dan luas  
bangunan harus 
dibatasi dalam skala 
rendah agar tidak 
terbentuk permukiman 

d. Prasarana minimum 
yang harus disediakan 
adalah jaringan jalan 
lingkungan yang 
terpisah dengan 
jaringan jalan 
angkutan tambang, 
instalasi pengolah 
limbah, jaringan utilitas 
dan drainase yang 
terpisah dengan 
saluran limbah 
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B.5 Kawasan Peruntukan 
Industri 

a. Merupakan hamparan ruang 
kawasan yang diperuntukan bagi 
pengembangan industri  

b. Kawasan peruntukan industri 
berupa Kawasan Industri atau 
Zona Industri 

c. Kegiatan industri juga dapat 
merupakan spot-spot kegiatan 
industri di luar kawasan dan 
zona industri yang secara khusus 
dapat diizinkan sebagaimana 
dijelaskan dalam pola ruang 
wilayah 

Kegiatan yang terkait dengan 
pengembangan industri atau 
kegiatan lain yang menimbulkan 
dampak lingkungan yang lebih 
kecil dibandingkan industri atau 
dapat meningkatkan kualitas 
lingkungan sekitar : 

a. Pabrik dan pergudangan 

b. Fasilitas pengolahan limbah 

c. Prasarana dan sarana terkait 
dengan kegiatan industri 

d. Ruang terbuka hijau 

e. Hutan 

f. Perkebunan 

a. Dalam kawasan peruntukan 
industri diizinkan beberapa 
kegiatan lainnya dengan 
syarat terpisah dengan lokasi 
industri. Pemisahan ini 
menggunakan ruang terbuka 
hijau atau bentuk penyangga 
lainnya. Beberapa kegiatan 
yang dibolehkan dengan 
syarat tersebut adalah : 

1. Permukiman  

2. Perdagangan dan jasa 
pendukung kegiatan 
industri 

3. Rumah sakit untuk para 
karyawan 

4. Fasilitas non industri 
lainnya yang menunjang 
fungsi kawasan seperti 
transportasi umum, 
pendidikan, kantor polisi, 
kantor pemerintahan dan 
lainnya 

b. Industri kecil dan rumah 
tangga diizinkan 
dikembangkan di kawasan 
perumahan dengan 

Kegiatan lainnya pada prinsipnya 
dilarang karena akan jika 
menerima dampak biaya 
pengelolaannya akan besar sekali, 
antara lain : 

a. Perumahan non karyawan 

b. Pendidikan non karyawan 

c. Pusat pemerintahan 

d. Perdagangan dan jasa (CBD) 

e. Kegiatan perkotaan secara 
umum yang tidak terkait 
dengan penunjangan untuk 
industri 

f. Serta kegiatan lainnya di luar 
yang diizinkan dan diizinkan 
dengan syarat yang tidak 
melalui mekanisme 
pengalihan HGU 

a. Diizinkan membangun 
dengan intensitas 
tinggi dengan 
memperhatikan batas 
ketinggian dan 
arsitektur kawasan 
dengan tetap 
menyediakan RTH di 
setiap persil bangunan, 
dengan KDB yang akan 
ditetapkan kemudian 
dan tetap menjaga 
kenyamanan dan 
kualitas lingkungan 
secara umum 

b. Ruang terbuka hijau 
juga harus disediakan 
sebagai penyangga 
antara area industri 
dengan kegiatan 
lainnya 

c. Prasarana yang harus 
tersedia adalah 
jaringan jalan yang 
memisahkan antara 
angkutan barang dan 
penumpang, jaringan 
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memenuhi ketentuan yang 
berlaku 

c. Kegiatan lainnya yang 
diizinkan bilamana : 

1. Terjadi melalui 
pengalihan Hak Guna 
atas Tanah dari pemilik 
sebelumnya 

2. Kegiatan yang 
dikembangkan tidak 
menurunkan kualitas 
lingkungan 

3. Kegiatan yang 
dikembangkan memiliki 
nilai ekonomi setara 
dibandingkan dengan 
kegiatan ekonomi, seperti 
lapangan golf, 
pemakaman 
komersial,pertanian, 
peternakan 

utilitas yang memadai, 
sistem pengolahan 
sampah dan limbah 
yang terpisah antara 
industri dan non 
industri 

B.6 Kawasan Peruntukan 
Pariwisata 

a. Kawasan peruntukan pariwisata 
adalah kawasan dengan luas 
tertentu yang dibangun atau 
disediakan untuk memenuhi 
kebutuhan pariwisata, yang 
memiliki lahan dengan batas 

Dalam kawasan pariwisata 
diizinkan kegiatan yang terkait 
dengan pengembangan wisata 
dan dapat meningkatkan kualitas 
lingkungan sekitar : 

a. Kegiatan-kegiatan yang dapat 
dikembangkan di sekitar 
objek wisata atau di kawasan 
pariwisata dengan syarat 
tertentu adalah : 

1. Kegiatan pertanian, 

Kegiatan-kegiatan lainnya 
dilarang dikembangkan dalam 
kawasan pariwisata karena tidak 
terkait dengan pariwisata, akan 
menimbulkan penurunan kualitas 
lingkungan atau akan menerima 

d.  Luas kawasan 
bangunan serta 
intensitas bangunan 
dibatasi hingga sedang 
agar tercipta 
kenyamanan bagi 



  266 

No. 
Zona Berdasarkan 

Pola Ruang Wilayah 
Kabupaten 

Definisi 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi 

Kegiatan yang Dizinkan 
Kegiatan yang Diizinkan 

dengan Syarat 
Kegiatan yang Dilarang 

Intensitas Pemanfaatan 
Ruang dan Kebutuhan 

Prasarana 

tertentu, yang sebagian atau 
seluruhnya diperuntukan bagi 
pengembangan dan atau telah 
memiliki kelengkapan prasarana 
dan sarana pariwisata serta 
sistem pengelolaannya 

b. Ketentuan lebih rinci mengenai 
kawasan peruntukan pariwisata 
ini akan diatur melalui Rencana 
Induk Pengembangan Pariwisata 
Daerah 

a. Objek wisata 

b. Prasarana dan sarana 
pendukung kegiatan 
pariwisata 

c. Ruang terbuka hijau 

d. Perumahan perdesaan bagi 
masyarakat yang terkait 
dengan kegiatan wisata 

e. Kegiatan pertanian dan 
perkebunan terkait dengan 
atraksi wisata yang 
dikembangkan 

f. Lapangan golf 

g. Pemakaman komersial 

h. Hutan yang terkait dengan 
pengembangan wisata minat 
khusus 

perdagangan dan jasa, 
perumahan perdesaan 
dapat dikembangkan 
berdekatan dengan 
kawasan pariwisata 
dengan 
mempertimbangkan 
dampak lingkungan, lalu 
lintas dan sosial yang ada 

2. Kawasan perdagangan 
dan jasa pendukung 
wisata dapat 
dikembangkan secara 
terbatas sehingga tidak 
menyebabkan 
kekumuhan, kemacetan 
dan penurunan kualitas 
lingkungan lainnya 

b. Jika sudah terdapat kegiatan 
lain di kawasan pariwisata 
sebelum pengembangan 
kawasan pariwisata tersebut, 
maka : 

1. Pengembangan kegiatan 
harus memenuhi 
persyaratan jika termasuk 
kegiatan yang diizinkan 

dampak dari kegiatan wisata itu 
sendiri, antara lain : 

a. Industri non industri kecil 

b. Permukiman perkotaan 

c. Pertambangan 

d. Perdagangan dan jasa skala 
besar 

e. Kegiatan perkotaan lainnya 

f. TPPAS, IPLT 

kegiatan pariwisata 

e. Harus sediakan ruang 
terbuka yang cukup 
sebagai ruang aktivitas 
publik (taman) 
sekaligus ruang 
terbuka hijau agar 
tercipta kenyamanan 
bagi kegiatan 
pariwisata 

f. Arsitektur bangunan 
harus menyesuaikan 
dengan tema 
pariwisata yang ada 

g. Prasarana yang harus 
disediakan adalah 
jaringan jalan yang 
memadai, fasilitas 
parkir, jaringan utilitas 
untuk penghuni 
maupun pengunjung, 
drainase, pengolahan 
sampah dan limbah 
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dengan syarat 

2. Pengembangan kegiatan 
dilarang jika termasuk 
kegiatan yang 
sebenarnya dilarang 

3. Harus disediakan 
penyangga atau pemisah 
khusus agar kegiatan 
eksisting yang ada tidak 
saling mengganggu 
dengan kegiatan 
pariwisata yang 
dikembangkan 

4. Harus tetap terjamin 
adanya sistem sirkulasi 
dan pendukung bagi 
kegiatan eksisting, yang 
jika memungkinkan 
terpisah dari sistem 
pendukung kegiatan 
pariwisata 

B.7 Kawasan Peruntukan Permukiman     

 B.7.1. Kawasan 
Permukiman 
Perkotaan 

a. Merupakan permukiman yang 
berada di Kawasan Perkotaan, 
baik yang dikembangkan oleh 
pengembang maupun bukan 

Kegiatan yang diizinkan adalah 
rumah, fasilitas pendukung skala 
perumahan serta kegiatan lain 
yang meningkatkan kualitas 

a. Kegiatan yang diizinkan jika 
dapat memenuhi persyaratan 
tertentu sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku 

Kegiatan lainnya yang pada 
dasarnya dilarang dikembangkan 
antara lain adalah : 

a. Diizinkan membangun 
dengan intensitas 
sedang hingga tinggi 
dengan memperhatikan 
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b. Kawasan Permukiman Perkotaan 
terdiri dari rumah-rumah serta 
fasilitas pendukungnya, baik 
perdagangan, jasa, maupun 
prasarana dan sarana 

c. Dialokasikan di seluruh Kawasan 
Perkotaan di Kabupaten 
Karawang 

lingkungan 

a. Rumah 

b. Prasarana dan sarana 
lingkungan perumahan 

c. Fasilitas sosial dan umum 
skala perumahan 

d. Ruang terbuka hijau 

(seperti menyediakan sendiri 
pengelolaan dampak) 
sehingga tidak mengganggu 
fungsi serta menurunkan 
kualitas lingkungan, yaitu : 

1. Industri kecil dan industri 
rumah tangga 

2. Usaha eceran skala kecil 
seperti warung atau 
minimarket 

3. Perdagangan dan jasa 
skala lingkungan 

4. Fasilitas pendidikan 
sampai dengan 
pendidikan tingkat 
menengah 

5. Kantor pemerintahan dan 
swasta 

6. Fasilitas pengolahan 
limbah dan sampah 
seperti IPAL komunal dan 
TPS 

7. Peternakan unggas skala 
kecil 

b. Kegiatan yang diizinkan jika 
melalui pengalihan hak sesuai 
hukum pertanahan, dengan 

a.  Industri non industri kecil 

b.  Pertanian tanaman pangan 

c.  Pertambangan 

d.  Perdagangan dan jasa skala 
lebih besar dari skala 
lingkungan 

e.  Rumah Pemotongan Hewan 

f.  Peternakan ayam dan sapi 
skala besar 

g.  Rumah sakit 

h.  Kegiatan lainnya yang 
berpotensi menimbulkan 
pencemaran 

batas ketinggian dan 
arsitektur kawasan 

b. Setiap persil rumahan 
harus memiliki KDH 
(koefisien dasar hijau) 
yang cukup dalam 
rangka menciptakan 
kenyamanan dan 
menjaga kualitas 
lingkungan dan ruang 

c. Pada kawasan 
permukiman dengan 
intensitas bangunan per 
persil tinggi (di  
perumahan sederhana), 
penyediaan ruang 
terbuka dan RTH dapat 
disediakan dalam skala 
kawasan (tidak per 
persil) 

d. Harus sediakan ruang 
terbuka yang cukup 
sebagai ruang aktivitas 
publik (taman) 
sekaligus ruang terbuka 
hijau agar tercipta 
kenyamanan bagi 
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persyaratan tidak 
menurunkan kualitas 
lingkungan dan mempunyai 
nilai ekonomi hampir sama 
antara lain : 

1. Pertanian lahan basah 

2. Lapangan golf 

3. Pemakaman komersial 

c. Jika sudah terdapat kegiatan 
selain yang diizinkan di 
kawasan perumahan, maka : 

1. Pengembangan kegiatan 
harus memenuhi 
persyaratan jika termasuk 
kegiatan yang diizinkan 
dengan syarat 

2. Pengembangan kegiatan 
dilarang jika termasuk 
kegiatan yang 
sebenarnya dilarang 

3. Harus disediakan fasilitas 
pengolah dampak 
tambahan jika berpotensi 
menimbulkan dampak 
bagi penghuni 
perumahan 

kegiatan belanja 
maupun usaha lainnya 

e. Prasarana minimum 
yang harus adalah 
fasilitas Pedestrian, 
fasilitas parkir, utilitas 
yang memadai, 
drainase, pengolahan 
sampah dan limbah 

f.   Setiap lingkungan 
permukiman harus 
memiliki daerah 
resapan khusus 
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 B.7.2. Kawasan 
Permukiman 
Perdesaan 

Kawasan Permukiman Perdesaan di 
Kabupaten Karawang terdiri dari : 

a. Kawasan ibukota kecamatan 
yang tidak termasuk dalam 
kawasan perkotaan di Kabupaten 
Karawang 

b. Pusat-pusat permukiman di 
setiap pusat desa dan kawasan 
lain di desa 

c. Kawasan permukiman nelayan 
nelayan di sepanjang pesisir 
Kabupaten Karawang 

Kegiatan yang diizinkan adalah 
kegiatan tidak menurunkan 
kualitas lingkungan yang ada 
serta mendukung secara 
langsung kehidupan masyarakat, 
seperti 

a. Perumahan nelayan 

b. Perumahan pertanian 

c. Fasilitas umum dan sosial 
skala lingkungan 

d. Fasilitas perdagangan skala 
lingkungan 

e. Ruang terbuka 

Kegiatan yang diizinkan dengan 
syarat adalah kegiatan yang 
mendukung usaha pertanian dan 
perikanan sebagai mata 
pencaharian utama masyarakat 
perdesaan, serta kegiatan yang 
tidak menurunkan kualitas 
lingkungan, yaitu : 

a. Perkebunan 

b. Hutan 

c. Pendidikan 

d. Kantor pemerintahan 

e. Pertanian 

f. Kegiatan pengolahan hasil 
pertanian dan perikanan skala 
kecil 

g. Pasar tradisional 

Kegiatan yang diizinkan jika 
melalui pengalihan hak sesuai 
hukum pertanahan, dengan 
persyaratan tidak menurunkan 
kualitas lingkungan dan 
mempunyai nilai ekonomi hampir 
sama atau bernilai strategis antara 
lain : 

1. Pertanian lahan basah 

Kegiatan lainnya yang dilarang 
antara lain adalah : 

a. Industri 

b. Pertambangan 

c. Pelabuhan 

d. Kegiatan perkotaan lain 

a. Besaran kawasan 
bangunan harus 
dibatasi hingga skala 
lebih rendah agar tidak 
mengambil alih lahan  
basah, kawasan 
lindung dan kawasan 
sempadan 

b. Intensitas bangunan 
juga harus dibatasi 
hingga skala rendah 
agar tidak menarik 
banyak penghuni dan 
membangkitkan 
kegiatan ikutan 

c. Prasarana minimum 
yang harus adalah 
utilitas yang memadai, 
drainase, pengolahan 
sampah dan limbah 
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2. Lapangan golf 

Pemakaman  komersial 

B.8 Kawasan Peruntukan lainnya 

 B.8.1   Kawasan 
Peruntukan 
Perdagangan dan 
Jasa 

Kawasan yang diperuntukan bagi 
kegiatan perdagangan dan jasa skala 
besar, biasanya merupakan CBD 
(Central Business District) atau pusat 
perdagangan dan jasa dalam skala 
yang lebih kecil 

Kegiatan yang diizinkan adalah 
kegiatan yang mendukung fungsi 
kawasan atau memperbaiki 
kualitas lingkungan seperti : 

a. Pertokoan modern 

b. Pasar tradisional 

c. Perkantoran jasa 

d. Perkantoran swasta 

e. Perkantoran pemerintah 

f. Prasarana dan sarana 
pendukung, seperti 
pergudangan, tempat parkir 

g. Ruang terbuka 

h. Ruang terbuka hijau 

a. Kegiatan yang diizinkan 
dengan persyaratan tertentu 
sesuai dengan peraturan yang 
berlaku agar tidak 
mengganggu fungsi 
perdagangan dan jasa, 
mendukung estetika kawasan, 
serta juga dapat menerima 
dampak dari kegiatan 
perdagangan dan jasa itu 
sendiri. Kegiatan ini antara 
lain adalah : 

1. Rumah sakit dan klinik 
kesehatan 

2. Sarana rekreasi, seperti 
taman bermain, bioskop 

3. Terminal angkutan kota 

4. Pendidikan tinggi 

5. Sarana olah raga 

b. Bilamana sudah terdapat 
kegiatan lain sebelum 
kawasan ini dikembangkan 
maka : 

Kegiatan lain yang dilarang dalam 
kawasan perdagangan dan jasa 
antara lain adalah : 

a. Industri 

b. Perumahan 

c. Pendidikan 

d. Pertanian, baik lahan basah, 
perkebunan ataupun 
perikanan, serta peternakan 

e. Pertambangan 

f. TPPAS 

g. Kegiatan lainnya selain yang 
diizinkan dan diizinkan 
dengan syarat 

a. Besaran kawasan 
bangunan harus 
dibatasi hingga 
maksimum 70% agar 
dapat memenuhi 
persyaratan 30% 
untuk RTH 

b. Diizinkan membangun 
dengan intensitas 
tinggi dengan 
memperhatikan batas 
ketinggian dan 
arsitektur kawasan 

c. Harus sediakan ruang 
terbuka yang cukup 
sebagai ruang aktivitas 
publik (taman) 
sekaligus ruang 
terbuka hijau agar 
tercipta kenyamanan 
bagi kegiatan belanja 
maupun usaha lainnya 

d. Prasarana minimum 
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1. Jika memungkinkan 
dilakukan tukar guling 

2. Harus disediakan 
penyangga atau pemisah 
khusus agar kegiatan 
eksisting yang ada tidak 
saling mengganggu 
dengan kegiatan 
pariwisata yang 
dikembangkan 

3. Harus tetap terjamin 
adanya sistem sirkulasi 
dan pendukung bagi 
kegiatan eksisting, yang 
jika memungkinkan 
terpisah dari sistem 
pendukung kegiatan 
pariwisata 

yang harus adalah 
fasilitas Pedestrian, 
fasilitas parkir, utilitas 
yang memadai, 
drainase 

 B.8.2   Kawasan 
Pertahanan dan 
Keamanan 

Instalasi militer adalah sebuah 
fasilitas milik negara untuk 
kepentingan  pengembangan militer 
Republik Indonesia 

Kegiatan yang diizinkan adalah 
seluruh kegiatan yang berkaitan 
dengan kebutuhan instalasi 
militer tersebut. 

 

Kegiatan-kegiatan pendukung 
kehidupan personil dan penghuni 
kawasan pertahanan diizinkan 
namun dengan syarat tidak 
mengganggu kegiatan kemiliteran 
yang ada. Kegiatan yang diizinkan 
dengan syarat ini adalah : 

a.  Permukiman untuk personil 
dan keluarganya 

Seluruh kegiatan lainnya yang 
tidak berhubungan dengan 
instalasi militer tidak 
diperkenankan berada di instalasi 
militer atau di sekitarnya dalam 
radius tertentu 

a.  Menyediakan daerah 
penyangga yang bebas 
dari kegiatan yang 
memisahkan instalasi 
militer dengan kawasan 
sekitarnya 

b. Menyediakan akses 
yang cukup bagi 
pergerakan pasukan 
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b.  Perdagangan dan jasa skala 
kecil 

dan peralatan militer 
yang dibutuhkan 

C Kawasan Sekitar Sistem Prasarana Wilayah    

C.1 Sekitar Prasarana Transportasi    

 C.1.1. Jalan Arteri 
Primer 

a.  Termasuk sebagai jaringan jalan 
primer yang menghubungkan 
antarwilayah, bersifat menerus, 
disyaratkan memiliki tingkat 
layanan tinggi 

b.  Di Kabupaten Karawang meliputi 
jalan tol dan interchange-nya 

a.  Tidak ada kegiatan yang 
diizinkan di sepanjang 
daerah milik jalan tol, 
kecuali : RTH dan papan 
reklame 

b.  Penggunaan daerah milik 
jalan tol mengikuti 
ketentuan yang berlaku 

c.  Sebagian besar penggunaan 
lahan di sempadan jalan tol 
di Kabupaten Karawang 
merupakan RTH yang harus 
dipertahankan untuk 
menjaga kualitas layanan 
jalan tol 

a.  Seluruh penggunaan lahan di 
sempadan jalan tol pada 
dasarnya bersyarat 

b.  Kegiatan permukiman serta 
perdagangan dan jasa di 
sekitar akan sangat terganggu 
oleh polusi suara jalan tol 
sehingga harus disediakan 
daerah penyangga berupa 
RTH 

c.   Kegiatan industri, pariwisata, 
serta pertanian diizinkan 
sepanjang tidak mengganggu lalu 
lintas di jalan tol 

a.  Kegiatan pertambangan 
serta industri yang memiliki 
polusi udara tinggi tidak 
diizinkan berada di sekitar 
jalan tol 

b.  Seluruh kegiatan di sekitar 
jalan tol tidak diizinkan 
membuka akses langsung ke 
jalan tol 

a.  Intensitas dan tinggi 
bangunan di sekitar 
jalan tol tidak perlu 
diatur, karena daerah 
milik jalan tol sudah 
cukup memberikan 
keleluasaan pandangan 
bagi pengguna jalan tol 

b.  Daerah penyangga 
berupa RTH dengan 
kerapatan tanaman 
cukup tinggi disarankan 
untuk mengurangi 
tingkat kebisingan dan 
polusi dari jalan tol 

 C.1.2. Jalan Kolektor 
Primer 

a. Jaringan jalan yang 
menghubungkan antarwilayah 
namun bukan termasuk jalan 
arteri 

b.  Jaringan jalan kolektor primer di 
Kabupaten Karawang adalah ruas 
jalan yang menghubungkan 

a. RTH 

b. Pertanian 

c. Perikanan 

d. Hutan  

a.  Seluruh kegiatan yang sudah 
ada di sepanjang jaringan 
jalan kolektor primer tetap 
diizinkan dengan syarat : 

1. Menyediakan lahan parkir 
yang memadai 

2. Membatasi parkir di 

a. Kecuali sudah ada sebelumnya, 
kegiatan berikut ini dilarang 
dikembangkan di sepanjang 
jaringan jalan kolektor primer, 
yaitu : 

1. Permukiman 

2. Industri 

a.  Bentuk dan tinggi 
bangunan tidak boleh 
mengganggu 
kenyamanan dan 
keamanan berkendara 

b.  Harus disediakan 
fasilitas penyeberangan 



  274 

No. 
Zona Berdasarkan 

Pola Ruang Wilayah 
Kabupaten 

Definisi 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi 

Kegiatan yang Dizinkan 
Kegiatan yang Diizinkan 

dengan Syarat 
Kegiatan yang Dilarang 

Intensitas Pemanfaatan 
Ruang dan Kebutuhan 

Prasarana 

jaringan jalan sekunder dengan 
jalan tol serta merupakan 
jaringan jalan bukan tol yang 
menghubungkan antara 
Kabupaten Karawang dan wilayah 
lain 

c.   Jaringan jalan kolektor primer 
juga direncanakan mempunyai 
tingkat layanan yang baik, dalam 
hal kapasitas, kecepatan dan 
pembatasan gangguan 

badan jalan 

3. Membatasi kegiatan 
bongkar muat barang di 
badan jalan 

4. Bangunan yang ada tidak 
mengurangi tingkat 
layanan jalan kolektor 
primer  

b.  Kegiatan baru yang diizinkan 
dengan syarat adalah : 

1. Pusat pertokoan modern, 
rumah sakit, perbankan 
serta kegiatan 
perdagangan dan jasa 
lainnya yang mampu 
menyediakan fasilitas 
parkir off street 

2. Sekolah 

3. Kantor pemerintahan, 
kantor polisi dan instansi 
militer 

4. Kegiatan pariwisata 

5. Pertambangan 

c. Persyaratan bagi kegiatan baru 
di sepanjang jalan kolektor 
primer adalah : 

3. Serta kegiatan lain yang 
diketahui menimbulkan 
pergerakan keluar masuk 
sepanjang hari dan 
dengan frekuensi tinggi  

jalan yang aman dan 
nyaman 
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1. Diarahkan merupakan 
pengelompokan kegiatan 
berupa pusat 
perdagangan dan jasa 
atau pusat kegiatan 
lainnya yang mempunyai 
sistem sirkulasi internal 
dan area parkir tersendiri 

2. Jika merupakan kegiatan 
tunggal harus memiliki 
area parkir yang 
memadai sehingga tidak 
ada parkir on street 

3. Bentuk bangunan tidak 
mengganggu 
kenyamanan dan 
keamanan penggunaan 
jalan 

 C.1.3. Jalan Arteri 
Sekunder 

a. Jaringan jalan sekunder 
merupakan jaringan jalan yang 
menghubungkan antarkawasan 
atau lokasi dalam wilayah 

b. Sistem arteri sekunder di 
Kabupaten Karawang pada 
dasarnya menyatu dengan 
jaringan kolektor primer 

c. Pada ruas-ruas arteri sekunder ini 

a. RTH 

b. Pertanian 

c. Perikanan 

d. Hutan 

a.  Seluruh kegiatan yang sudah 
ada di sepanjang jaringan 
jalan arteri sekunder tetap 
diizinkan dengan syarat : 

1. Menyediakan lahan parkir 
yang memadai 

2. Membatasi parkir di 
badan jalan 

3. Membatasi kegiatan 

Kecuali sudah ada sebelumnya, 
kegiatan berikut ini dilarang 
dikembangkan di sepanjang 
jaringan jalan kolektor primer, 
yaitu : 

1. Permukiman 

2. Industri 

3. Serta kegiatan lain yang 
diketahui menimbulkan 

a. Bentuk dan tinggi 
bangunan tidak boleh 
mengganggu 
kenyamanan dan 
keamanan berkendara 

b. Harus disediakan fasilitas 
penyeberangan jalan 
yang aman dan nyaman 
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telah terjadi percampuran lalu 
lintas, yaitu antara lalu lintas 
antarwilayah, dalam wilayah 
bahkan lokal akibat sudah banyak 
penggunaan lahan di sepanjang 
jaringan jalan ini 

d. Perlu upaya untuk 
mempertahankan dan bahkan 
meningkatkan kualitas 
layanannya 

e. Pada prinsipnya, ketentuan untuk 
jalan arteri sekunder sama 
dengan ketentuan bagi kawasan 
sekitar kolektor primer 

bongkar muat barang di 
badan jalan 

4. Bangunan yang ada tidak 
mengurangi tingkat 
layanan jalan kolektor 
primer  

b.  Kegiatan baru yang diizinkan 
dengan syarat adalah : 

1. Pusat pertokoan modern, 
rumah sakit, perbankan 
serta kegiatan 
perdagangan dan jasa 
lainnya yang mampu 
menyediakan fasilitas 
parkir off street 

2. Sekolah 

3. Kantor pemerintahan, 
kantor polisi dan instansi 
militer 

4. Kegiatan pariwisata 

5. Pertambangan 

c. Persyaratan bagi kegiatan 
baru di sepanjang jalan 
kolektor primer adalah : 

1. Diarahkan merupakan 
pengelompokan kegiatan 

pergerakan keluar masuk 
sepanjang hari dan dengan 
frekuensi tinggi 



  277 

No. 
Zona Berdasarkan 

Pola Ruang Wilayah 
Kabupaten 

Definisi 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi 

Kegiatan yang Dizinkan 
Kegiatan yang Diizinkan 

dengan Syarat 
Kegiatan yang Dilarang 

Intensitas Pemanfaatan 
Ruang dan Kebutuhan 

Prasarana 

berupa pusat 
perdagangan dan jasa 
atau pusat kegiatan 
lainnya yang mempunyai 
sistem sirkulasi internal 
dan area parkir tersendiri 

2. Jika merupakan kegiatan 
tunggal harus memiliki 
area parkir yang 
memadai sehingga tidak 
ada parkir on street 

 

d.   Bentuk bangunan tidak 
mengganggu kenyamanan dan 
keamanan penggunaan jalan 

 

 

 

 C.1.4. Jalan Kolektor 
Sekunder 

a. Jaringan jalan kolektor sekunder 
ini memegang peranan penting 
karena merupakan pengumpul 
sistem pergerakan sekunder 
(dalam wilayah) 

b. Jaringan jalan kolektor sekunder 
juga termasuk sistem jaringan 
jalan yang menghubungkan antar 

a. RTH 

b. Pertanian 

c. Perikanan 

d. Hutan 

a. Seluruh kegiatan pada 
prinsipnya diizinkan 
dikembangkan di sepanjang 
jalan kolektor sekunder, namun 
dengan syarat tidak 
mengganggu fungsi koleksi dari 
jalan kolektor primer yang ada 

b. Syarat yang ditetapkan      

Tidak ada yang dilarang a. Bentuk dan tinggi 
bangunan tidak boleh 
mengganggu 
kenyamanan dan 
keamanan berkendara 

b. Harus disediakan 
fasilitas penyeberangan 
jalan yang aman dan 
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pusat kegiatan dalam wilayah 
Kabupaten Karawang 

adalah : 

1. Pembatasan parkir 

2. Menyediakan sempadan 
yang cukup 

3. Pengaturan dan pemberian 
syarat teknis pintu akses ke 
setiap persil kegiatan 

nyaman 

 C.1.5. Terminal 
Penumpang 

a. Merupakan lokasi atau fasilitas 
transit atau pergantian moda baik 
untuk penumpang maupun 
barang 

b. Akses keluar dan masuk terminal 
harus lancar 

c. Pergerakan kendaraan keluar dan 
masuk terminal diharapkan tidak 
mengganggu lalu lintas jalan di 
sekitarnya 

a. RTH 

b. Pertanian 

c. Perikanan 

d. Hutan 

e. Terminal Tipe A dapat 
dikembangkan terintegrasi 
dengan kegiatan industri 
serta pusat kegiatan skala 
wilayah, namun harus 
terpisah dari kegiatan 
perkotaan lainnya 

f. Terminal Tipe B dan C dapat 
dibangun terintegrasi dengan 
kegiatan permukiman, 
perdagangan dan jasa, 
pertanian, perikanan dan 
pariwasata 

a. Rumah ibadah, rumah sakit dan 
sekolah diizinkan berdekatan 
dengan terminal namu harus 
memenuhi persyaratan : 

1. Tersedia daerah penyangga 
seperti RTH antara 
kegiatan di atas dan 
terminal 

2. Akses dari dan menuju 
kegiatan tidak berdekatan 
dengan terminal 

b. Seluruh kegiatan lainnya 
diizinkan dibangun di sekitar 
terminal, dengan syarat : 

1. Sistem pergerakan dan 
kegiatannya dapat 
diintegrasikan dengan fungsi 
terminal 

2. Bangkitan lalu lintasnya tidak 

- Tidak ada ketentuan 
khusus 
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mengganggu fungsi terminal 

 

 C.1.6. Stasiun Kereta 
Api 

a. Staisun kereta api pada prinsipnya 
berfungsi sama dengan terminal 
angkutan umum, namun khusus 
untuk kereta api 

b. Staisun kereta api juga berfungsi 
sebagai tempat pengaturan lalu 
lintas kereta api 

c. Akses keluar dan masuk ke stasiun 
kereta api harus dijaga 
kelancarannya, sekaligus dijaga 
agar tidak mengganggu lalu lintas 
jalan di sekitar stasiun 

a. Pertanian 

b. Permukiman perdesaan 

a. Kegiatan yang diizinkan dengan 
syarat adalah : 

1. Permukiman perkotaan 

2. Perdagangan dan jasa 

3. Industri 

4. Pariwisata 

5. Perikanan 

b. Persyaratan untuk kegiatan di 
atas adalah : 

1. Tidak menggunakan lahan di 
sempadan rel di sekitar 
stasiun 

2. Tidak menimbulkan parkir di 
badan jalan yang 
menghalangi akses menuju 
dan dari stasiun 

3. Polusi yang ditimbulkan oleh 
industri tidak mengganggu 
keamanan dan kenyamanan 
pengguna stasiun 

a. Pertambangan 

b. Industri dengan polusi sangat 
mengganggu keamanan dan 
kenyamanan pengguna 
stasiun 

c. TPPAS 

d. IPLT 

a. Menyediakan ruang 
parkir terpisah yang 
tidak mengganggu 
kebutuhan akses dan 
parkir stasiun kereta api 

b. Bentuk bangunan dan 
kegiatan secara umum 
tidak boleh 
mengganggu keamanan 
dan kenyamanan 
pengguna stasiun 

 C.1.7. Rel Kereta Api a. Rel merupakan prasarana yang 
dikhususkan bagi kereta api 

b. Daerah di sekitar rel kereta api 

a. Pertanian 

b. Perikanan 

c. RTH 

a. Seluruh kegiatan diizinkan 
berada di sekitar rel kereta api 
dengan memenuhi persyaratan 

Tidak ada yang dilarang a. Menyediakan 
pembatasan (buffer) 
dengan daerah milik rel 
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harus bersih agar keselamatan 
perjalanan kereta api bisa terjaga, 
sekaligus untuk mengantisipasi 
kemungkinan penambahan rel 
atau rambu perjalanan kereta api 

keamanan perjalanan kereta api 

b. Seluruh kegiatan disyaratkan : 

1. Tidak menggunakan daerah 
milik rel kereta api 

2. Tidak membuang limbah ke 
daerah milik rel kereta api 

3. Tidak membuka akses 
perlintasan rel kereta api 
tanpa izin dan kajian teknis 
yang dilakukan secara sah 
dan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku 

 

b. Tinggi dan bentuk 
bangunan tidak 
mengganggu 
keselamatan perjalanan 
kereta api 

c. Menyediakan fasilitas 
pembuangan limbah 
sendiri sehingga tidak 
menggunakan badan 
milik rel 

 C.1.8. Pelabuhan a. Di Kabupaten Karawang 
direncanakan akan 
dikembangkan pelabuhan 
internasional serta pelabuhan 
khusus dan terminal khusus 

b. Pada prinsipnya pengembangan 
pelabuhan sangat dibatasi agar 
tidak mengambil alih lahan 
pertanian di sekitar dan tidak 
mengakibatkan adanya 
urbanisasi 

 

 

Seluruh kegiatan yang bisa 
berfungsi sebagai penyangga 
antara kawasan pelabuhan dan 
kawasan sekitarnya seperti : 

a. RTH 

b. Hutan  

Kegiatan yang dapat dibatasi 
sehingga tidak berkembang 
menjadi kegiatan perkotaan dan 
tidak menyatu dengan pelabuhan 

a. Pertanian 

b. Perkebunan 

c. Kegiatan perikanan 

d. Permukiman perdesaan 

e. Peternakan 

f. Dan yang sejenis 

Kegiatan selain yang diizinkan 
dan diizinkan dengan syarat 

a. Intensitas bangunan 
harus rendah untuk 
membatasi 
perkembangan 

b. Ketersediaan 
prasarana dan sarana 
akan dibatasi 
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C.2 Sekitar Prasarana Energi     

 C.2.1. Saluran SUTET  a. Di Kabupaten Karawang sudah 
ada dan akan dibangun lagi 
SUTET 

b. Daerah di sekitar SUTET pada 
prinsipnya sangat berbahaya bagi 
kesehatan manusia dan juga bagi 
peralatan elektronik 

c. Sistem jaringan SUTET harus 
dijaga karena sangat penting bagi 
transmisi energi listrik yang sudah 
terintegrasi se Jawa dan Bali 

a. Hutan 

b. Kawasan lindung lainnya 
selain kawasan rawan 
bencana 

c. RTH yang berupa kawasan 
lindung 

Tidak ada yang diizinkan dengan 
syarat 

Seluruh kegiatan budidaya, 
termasuk, taman dan jalur hijau 
dilarang dibangun di sekitar 
(daerah sempadan) SUTET 

Tidak ada ketentuannya 

 C.2.2. Gardu Induk 
Listrik (GITET) 

a.  GITET merupakan bagian dari 
sistem transmisi listrik tegangan 
ekstra tinggi 

b.  Daerah di sekitar GITET pada 
dasarnya akan memperoleh 
paparan radiasi listrik secara terus 
menerus dan dengan intensitas 
tinggi 

a. RTH 

b. Pertanian 

c. Perikanan 

Seluruh kegiatan budidaya 
diizinkan dibangun di sekitar 
GITET dengan mengikuti syarat 
yang ditetapkan. 

Persyaratan kegiatan di sekitar 
GITET adalah : 

1. Mematuhi syarat jarak aman 
dari GITET 

2. Tidak menimbulkan polusi 
atau potensi api yang 
membahayakan GITET 

Tidak ada yang dilarang a. Kepadatan harus rendah 
untuk menimalkan 
dampak jika terjadi 
kerusakan GITET 

b. Terdapat ruang terbuka 
dan atau RTH antara 
GITET dan kegiatan di 
sekitarnya 

c. Menyediakan jalur akses 
di sekitar GITET untuk 
proses penanganan jika 
terjadi kerusakan pada 
GITET 

 



  282 

No. 
Zona Berdasarkan 

Pola Ruang Wilayah 
Kabupaten 

Definisi 

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi 

Kegiatan yang Dizinkan 
Kegiatan yang Diizinkan 

dengan Syarat 
Kegiatan yang Dilarang 

Intensitas Pemanfaatan 
Ruang dan Kebutuhan 

Prasarana 

 C.2.3. SPBU a. SPBU merupakan stasiun 
pengisian bahan bakar umum 

b. Di dalam SPBU terdapat tangki 
bahan bakar yang mudah 
terbakar 

c. Arus kendaraan keluar dan masuk 
SPBU diharapkan tidak 
mengganggu lalu lintas jalan di 
sekitar 

a. RTH 

b. Pertanian 

c. Perikanan 

a. Kegiatan yang diizinkan dengan 
syarat : 

1. Permukiman 

2. Perdagangan dan jasa 

3. Industri yang aman bagi 
SPBU 

4. Pariwisata 

b. Persyaratan kegiatan di sekitar 
SPBU adalah : 

1. Menjaga jarak aman dengan 
SPBU 

2. Bukan merupakan kegiatan 
yang menimbulkan getaran 
atau potensi api yang dapat 
membahayakan SPBU 

 

 

a. Pertambangan 

b. Industri yang menimbulkan 
potensi api, polusi panas serta 
getaran 

c.  TPPAS 

a. Kepadatan harus rendah 
untuk meminimalkan 
dampak jika terjadi 
kebakaran 

b. Menyediakan jalur akses 
di sekitar SPBU untuk 
proses penanganan jika 
terjadi kebakaran pada 
SPBU 

c. Menyediakan ruang 
terbuka yang 
memisahkan antara 
SPBU dan kegiatan di 
sekitarnya 

 C.2.4. SPBE a. Merupakan stasiun pengisian bulk 
elpiji, yaitu tempat pengisi tabung 
gas elpiji 

b. Di dalam SPBE terdapat fasilitas 
penyimpanan gas elpiji yang 
mudah meledak dan terbakar 

a. RTH 

b. Pertanian 

c. Perikanan 

a. Kegiatan yang diizinkan dengan 
syarat : 

1. Permukiman perdesaan 

2. Industri yang aman bagi 
SPBE 

3. Pariwisata 

4. Kegiatan di kawasan 
perdesaan lainnya 

a. Permukiman perkotaan 

b. Perdagangan dan jasa skala 
besar 

c. Pertambangan 

d. Industri yang menimbulkan 
potensi api, polusi panas serta 
getaran 

e. TPPAS 

a. Kepadatan harus rendah 
untuk meminimalkan 
dampak jika terjadi 
kebakaran 

b. Menyediakan jalur akses 
di sekitar SPBE untuk 
proses penanganan jika 
terjadi kebakaran pada 
SPBE 
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b. Persyaratan kegiatan di sekitar 
SPBE adalah : 

1. Menjaga jarak aman 
dengan SPBE 

2. Bukan merupakan 
kegiatan yang 
menimbulkan getaran 
atau potensi api yang 
dapat membahayakan 
SPBE 

c. Menyediakan ruang 
terbuka yang 
memisahkan antara 
SPBE dan kegiatan di 
sekitarnya 

 C.2.5. Jaringan Pipa Gas 
Bumi 

a. Di Kabupaten Karawang telah 
terdapat saluran gas bumi dan 
direncanakan akan dibangun 
jaringan lebih luas lagi 

b. Di dalam pipa gas bumi terdapat 
gas bumi yang bertekanan tinggi 
dan mudah terbakar 

c. Sebagian besar pipa gas bumi 
berada di dalam tanah, 
sedangkan sebagian kecil lainnya 
berada di atas tanah 

 

a. RTH 

b. Hutan 

c. Pertanian 

d. Perikanan 

a. Persyaratan kegiatan di sekitar 
jaringan pipa gas bumi adalah : 

1. Tidak melakukan kegiatan 
yang sifat penggalian 

2. Potensi polusi yang bersifat 
panas dapat dikendalikan 

b. Kegiatan yang diizinkan dengan 
syarat adalah : 

1. Permukiman perdesaan 

2. Pariwisata 

a. Permukiman perkotaan 

b. Industri 

c. Pertambangan 

d. Kegiatan perkotaan lainnya 

e. TPPAS 

a.  Kepadatan harus 
rendah untuk 
meminimalkan dampak 
jika terjadi kebakaran 

b.  Menyediakan ruang 
terbuka yang 
memisahkan antara 
jalur pipa gas bumi  dan 
kegiatan di sekitarnya 

C.3 Sekitar Prasarana Sumberdaya Air      

 C.3.1 Waduk, Danau 
dan Situ 

a. Kabupaten Karawang memiliki 
waduk, danau dan situ, yang 

a. Pertanian 

b. Perikanan 

a. Persyaratan kegiatan di sekitar 
waduk, danau dan situ adalah : 

a. Pertambangan 

b. Industri berpolusi tinggi 

a.  Menyediakan prasarana 
dan sarana pengolahan 
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ketiganya berfungsi sebagai 
sumber bahan baku air dan 
pendukung sistem irigasi 

b. Kualitas air di waduk, danau dan 
situ harus dijaga 

c. Hutan 

d. RTH 

1. Memperhatikan jarak sesuai 
sempadan danau, waduk dan 
situ 

2. Tidak membuang limbah 
laungsung ke badan air 

3. Tidak mengubah bentang 
alam di sekitar badan air 

b. Kegiatan yang diizinkan dengan 
syarat adalah : 

1. Industri yang tidak 
menghasilkan polusi tinggi 
bagi tanah dan air 

2. Permukiman 

3. Perdagangan dan jasa 

4. pariwisata 

c. TPPAS 

d. IPLT 

limbah yang melindungi 
badan air dari produksi 
limbah dari kegiatan di 
sekitar badan air 

b.  Menyediakan ruang 
terbuka, khususnya 
RTH yang memisahkan 
antara kegiatan dan 
danau/situ/waduk 

 C.3.2. Saluran Irigasi a.  Jaringan irigasi sangat penting 
untuk menjaga kelangsungan 
produksi tanaman pangan di 
Kabupaten Karawang 

b. Kualitas bangunan dan air sistem 
irigasi di Kabupaten Karawang 
harus tetap dipelihara dan dijaga 

a. Pertanian 

b. Perikanan 

c. RTH 

d. Hutan 

a. Permukiman 

b. Pariwisata 

c. Kegiatan di kawasan perdesaan 
lainnya 

d. Persyaratan bagi kegiatan yang 
diizinkan tersebut adalah : 

1. Tidak membuang 
limbahnya ke badan air 

2. Tidak mengganggu 
penggunaan jalan inspeksi 

a. Perdagangan dan jasa untuk 
perkotaan 

b. Industri yang berpolusi tinggi 

c. Pertambangan 

a.  Kepadatan bangunan 
dibatasi untuk 
mencegah banyaknya 
intrusi limbah ke badan 
air 

b.  Menyediakan ruang 
terbuka khususnya RTH 
untuk memisahkan 
antara saluran irigasi 
dan bangunan 
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3. Menjaga jarak sesuai 
dengan ketentuan 
sempadan saluran irigasi 

C.4 Sekitar Prasarana Telekomunikasi     

 C.4.1. BTS atau Menara 
Telekomunikasi 
Lainnya 

a. Menara telekomunikasi berfungsi 
sebagai repeater sinyal komunikasi 
agar dapat menjangkau wilayah 
sekitarnya 

b. Akses dari dan menuju menara 
telekomunikasi harus disediakan 
dengan baik 

c. Pengembangan kawasan 
sekitarnya harus memperhatikan 
kemungkinan bahaya robohnya 
menara ataupun kemungkinan 
adanya radiasi 

 

a.  Pertanian 

b.  Perikanan 

c.  Hutan 

d.  RTH 

a.  Persyaratan kegiatan di sekitar 
menara telekomunikasi adalah 
: 

1. Menjaga jarak aman 
dengan lokasi menara 

2. Tidak mengganggu akses 
ke dan dari menara 

b.  Seluruh kegiatan selain 
kegiatan yang diizinkan pada 
dasarnya diizinkan dengan 
mengikuti persyaratan di atas 

Tidak ada yang dilarang Tidak ada ketentuan 
khusus 

C.5 Sekitar Prasarana Lainnya     

 C.5.1. Tempat 
Pemrosesan dan 
Pengolahan Akhir 
Sampah (TPPAS) 

a.   Seluruh kegiatan pemrosesan 
dan pengolahan sampah hingga 
tahap akhir dilakukan di TPPAS 

b.  Pengembangan kawasan di 
sekitar TPPAS harus 
memperhatikan polusi yang 
terjadi (udara, air dan tanah) 
serta lalu lintas truk sampah 

a.  Pertanian 

b.  Perikanan 

c.  Hutan 

d.  RTH 

a.   Kegiatan di sekitar TPPAS 
dibatasi untuk mencegah 
polusi udara dan air TPPAS 
mengganggu kegiatan 
tersebut 

b.   Kegiatan-kegiatan berikut ini 
diizinkan jika tetap menjaga 
jarak aman serta tidak 

a. Industri 

b. Permukiman perkotaan 

c. Perdagangan dan jasa 

d. Pariwisata 

Tidak ada ketentuan 
khusus 
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mengganggu pergerakan truk 
pengangkut sampah, yaitu : 

1. Permukiman perdesaan 

2. Pertambangan 

 C.5.2. Instalasi 
Pengolahan 
Limbah Terpadu 

a. Instalasi pengolahan limbah 
terpadu merupakan tempat 
pembuangan dan pengolahan 
limbah secara terpadu baik 
melalui pipanisasi maupun truk 
limbah 

b. Pengembangan kawasan di sekitar 
IPLT harus memperhatikan polusi 
yang terjadi (udara, air dan 
tanah) serta lalu lintas truk tinja 
atau limbah lainnya 

a. Pertanian 

b. Perikanan 

c. Hutan 

d. RTH 

a.  Kegiatan di sekitar IPLT 
dibatasi untuk mencegah 
polusi udara dan air IPLT 
mengganggu kegiatan 
tersebut 

b.   Kegiatan-kegiatan berikut ini 
diizinkan jika tetap menjaga 
jarak aman serta tidak 
mengganggu pergerakan truk 
pengangkut sampah, yaitu : 

1. Permukiman perdesaan 

2. Pertambangan 

a. Industri 

b. Permukiman perkotaan 

c. Perdagangan dan jasa 

d. Pariwisata 

Tidak ada ketentuan 
khusus 

D. RTH di Kawasan Perkotaan     

 a. Ruang terbuka hijau 
(RTH) merupakan 
area memanjang dan 
atau mengelompok 
yang penggunaannya 
lebih bersifat 
terbuka, tempat 
tumbuh tanaman, 
baik yang tumbuh 

a.  Untuk RTH non ekologis (seperti 
taman kota, jalur hijau jalan), 
kegiatan yang diizinkan adalah 
fasilitas penunjang taman atau 
jalur hijau, street furnitur, rambu 
penanda, dan bangunan yang 
terbatas penggunaan ruangnya 
dengan pemakaian ruang tidak 
lebih dari 12,5% dari total luas 

a. Untuk RTH non ekologis 
(kawasan lindung dan 
perlindungan setempat) 
kegiatan yang diizinkan 
dengan syarat terbatas dan 
tidak mengurangi secara 
signifikan luas tutupan 
hijaunya. Kegiatan tersebut 
adalah pos polisi, papan 

Seluruh kegiatan di luar yang 
diizinkan dan diizinkan dengan 
syarat 

a. Intensitas pemanfaatan ruang 
dibatasi hingga ke tingkat 
sangat rendah dengan tetap 
mempertahankan dominasi 
tutupan hijau 

b. Prasarana dan sarana 
disesuaikan dengan jenis dan 
fungsi RTH 

a. Ruang terbuka hijau 
(RTH) merupakan area 
memanjang dan atau 
mengelompok yang 
penggunaannya lebih 
bersifat terbuka, tempat 
tumbuh tanaman, baik 
yang tumbuh secara 
alamiah ataupun 
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secara alamiah 
ataupun sengaja 
ditanam. Ruang-
ruang terbuka yang 
terbentuk kemudian 
diisi dengan 
tumbuhan, tanaman 
dan vegetasi 
(endemik dan 
introduksi) guna 
mendukung 
fungsinya 

b.  Fungsi RTH adalah 
terkait dengan fungsi 
ekologis serta fungsi 
sosial, ekonomi, 
arsitektur dan 
estetika 

seluruh RTH non ekologis 

b.  Kegiatan yang diizinkan pada RTH 
ekologis (kawasan lindung), 
mengikuti aturan yang berlaku 
pada kawasan yang sesuai 

reklame serta bangunan 
publik lainnya 

b. Kegiatan yang diizinkan 
dengan syarat pada RTH 
ekologis (kawasan lindung), 
mengikuti aturan yang 
berlaku pada kawasan yang 
sesuai (misalnya sempadan 
sungai mengikuti aturan RTH 
untuk sempadan sungai 
sesuai dengan Permen PU 
No. 5 Tahun 2008). 

sengaja ditanam. 
Ruang-ruang terbuka 
yang terbentuk 
kemudian diisi dengan 
tumbuhan, tanaman 
dan vegetasi (endemik 
dan introduksi) guna 
mendukung fungsinya 

b. Fungsi RTH adalah 
terkait dengan fungsi 
ekologis serta fungsi 
sosial, ekonomi, 
arsitektur dan estetika 

 
 
 

 
BUPATI KARAWANG, 

 
 
 
 

ADE SWARA 
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